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ABSTRAK

(dalam Bahasa Indonesia)
Nama : EVA SUSANTI, SH
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Peranan Pengadilan Negeri Dalam Sengketa Paten Sederhana

Ditinjau Dari UU No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten

Perkembangan persaingan perdagangan internasional telah meningkatkan keuntungan
bagi mereka yang terdepan dalam inovasi. Hak Kekayaan Intelektual sebagai sarana
bagi mereka untuk melangkahkan diri mereka menjadi yang terdepan dalam inovasi
dengan know-how teknis dan skema keberhasilan pemasaran melalui cara-cara baru
sehingga meningkatkan keuntungan dalam jumlah besar. Dalam rangka pemasaran
tersebut lahir sebuah hak ekskusif yang bemama paten. Dengan semakin
berkembangnya tingkat teknologi, lahir hak yang bernama: paten sederhana. Ketika
sebuah penemuan diperoleh dengan cara yang merupakan tindak pidana-dan juga
tidak memenuhi syarat untuk diberikan hak paten sederhana, maka pelanggaran
tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Negeri, walaupun pada dasarnya sengketa paten
sederhana di selesaikan oleh Pengadilan Niaga. Tesis ini khusus membahas peranan
Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan pelanggaran tindak pidana paten.
Permasalahan ini menarik untuk dibahas karena selama ini kita mengetahui bahwa
segala sengketa yang terkait dengan HKI khususnya paten sederhana menjadi
kewenangan dari Pengadilan Niaga bukan kewenangan dari Pengadilan Negeri. Bab
pertama dalam penulisan ini akan menguraikan latar belakang, perumusan masalah,
tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, dan model operasional
penelitian. Pembahasan bab kedua akan menguraikan perlindungan hukum paten
sederhana menurut UU No. 14 Tahun 2001, yang dimulai dari sejarah perlindungan
paten sederhana, syarat-syarat perlindungan paten sederhana menurut UU No. 14
Tahun 2001 tentang Paten, dan kedudukan hukum pemegang paten sederhana
menurut UU No.14 Tahun 2001 tentang Paten. Selanjutnya dalam bab ketiga akan
diuraikan kewenangan Pengadilan Negeri dalam sengketa paten sederhana menurut
UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, yang berisi kewenangan Pengadilan Negeri,
ketentuan pidana menurut UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, dan pengecualian
ketentuan pidana di bidang paten. Selanjutnya di bab keempat akan diuraikan objek
dari paten sederhana berupa mesin perforasi milik PT Orphanindo Tamamulia dan PT
Truno Bravo Putusan No.38/PID/B/2004/PN.Jkt.Tim. Terakhir pada bab kelima,
akan diberikan kesimpulan dan saran atas permasalahan yang dibahas dalam

penelitian ini.
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 ABSTRACT

(dalam Bahasa Inggris) -
Name : Eva Susanti
Study Program: Legal Sciencies
Title : Role of Public Court in Simple Patent Case According Act 14, 2001
About Patent. "

Propagation competition of international commerce to rises advantage for them who
high in inovation. Intellectual Property Right which make help for them to stride to
be superior in innovation with technic know-how and successfully in marketing with
new technic to advance they commerce in big amount. Marketing frame work have a
new exclusive right is patent. With propagation storey of technology, there is a simple
patent. When the invention obtain with the way criminal action and not fulfill of the
condition for allow simple patent, there for the violation can carry on public court,
although the basic case settled on commerce court. The focus of this study is role of
public court to settle of violation patent criminal action. This point make a good pull
to review, because in this moment we know that any cases of Intellectual Property
Right specially in simple patent to be role of commerce court not role of public court.
In section 1, will analyze about background, formula of the research, the course of the
research, benefit of the research, restriction of the research, and operasional research
model. In section 2, will explain the protection of the law of simple patent according
act 14, 2001 about patent, start from the history of protection simple patent, condition
of protection simple patent according act 14, 2001 about patent, and law position of
owner simple patent according act 14, 2001 about patent. And then, in section 3,
explain about the role of public court in simple patent case according act 14, 2001
about patent, such as the role of public court, criminal system according act 14, 2001
about patent, and exception the criminal system of patent. Next, in section 4, will
analyze object of simple patent, is perforasi machine of PT Orphanindo Tamamulia
and PT Truno Bravo, judgement decree No.38/PID/B/2004/PN.Jkt.Tim. The last
section, will explain the conclusion and suggestion for the problem in this research.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan persaingan dalam dunia perdagangan pada seperempat
abad yang lalu telah meningkatkan keuntungan bagi mereka yang terdepan dalam
inovasi. HakVKekayaan _Ihtelektual atau Intellectual Property Rights' (selanjutnya
disingkat HKI) membantu menopang langkah mereka yang terdepan dalam
inovasi dengan know-how teknis dan skema keberhasilan pemasaran melalui cara-
cara baru sehingga meningkatkah keuntungan dalam jumlah besar. Meningkatnya
jumlah pemberian paten dan pendaftaran merek, khususnya di negara-negara
industri dan memngkatnya publikasi, produk1 rekaman, pembuatan film dan
penyiaran, . merupakan upaya-upaya yang memperhhatkan perkembangan
persaingan dalam dunia perdagangan. Walaupun demikian, dalam beberapa
bidang tertentu, bi>asanya‘suatu keberhasilan diiringi pula dengan kemajuan
mengenai cara-cara mengkopi yang memungkinkan terjadinya pembajakan délam
skala besar. Dengan demikian timbullah tuntutan adanya perlindungan hukum
yang lebih efektif untuk mencegah terjadinya pelanggaran di bidang HKI. Hal ini
merupakan satu alasan bahwa saat ini terdapat banyak sekali tuntutan yang
berbeda dan kadang kala bertentangan, seperti beberapa untuk hal baru dan
beberapa terhadap peningkatan hak-hak.”

Tumbuhnya organisasi-organisasi internasional, khususnya di bawah
naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyediakan ‘suatu forum untuk
mendiskusikan - tuntutan-tuntutan serupa dengan itu, yaitu World Intellectual
Property Organization (WIPO) yang diantaranya mengatur Paris Convention for

! Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan HAM RI, Buku
Panduan Hak Kekayaan Intelektual 2003 (Jakarta, 2003) hal.3: Hak Kekayaan Intelektual,
disingkat “HKI“ atau akronim “HaKI“, adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk
Intellectual Property Rights (IPR) 'yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang
menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. HKI secara garis besar
terbagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu : 1) Hak Cipta (Copyright); dan 2) Hak Kekayaan Industri
(Industrial Property Rights), yang mencakup : Paten (Paten ), Desain Industri (Industrial Design),
Merek (Trade Mark), Penanggulangan Praktik Persaingan Curang (Repression of Unfair
Competion); Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Layout Destgn of Integrated Circuit); dan
Rahasia Dagang (Trade Secret ).

? Cita Citrawinda, “Hak Kekayaan Intelektual, Tantangan Masa Depan “. Badan
Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Cet. I, 2003. hal. 1-2.

1
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the Protection of Industrial Properiy, Berne Conﬁention for the Protection of
Literary and Artistic Works and Patent Cooperation Treaty. WIPO adalah salah
satu organisasi di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, United
Nation Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) mengatur
 Universal Copyright Convention dan berurusan dengan masalah-masalah hak
cipta lainnya yang berperan untuk United Nation Conference on Trade and
Development (UNCTAD)? |
Pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan TRIPs (Agreement on
Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)* telah membawa harapan
baru bagi pemilik HKI dalam upaya mereka menghadapi pelanggaran di bidang
HKI. ‘Intellectual Property‘ dalam Persetujuan TRIPs mengacu pada “.. all
categories of intellectual property that are the subject of Cbﬁjzright and Related
Rights, Trademarks, Geographical Indications, Ir;dustrial Designs, Patents,
Layout  Designs (Topographies) of Integrated Circuit and Protection of
Persetujuan TRIPs memandang HKI sebagai hak

Undisclosed Information. ™

ekonomi atau hak komersial, dan mengakui pentingnya untuk mencapai
keseimbangan antara perlindungan hak “inventor“ dan “pencipta® dengan hak-hak
pengguna teknologi.

Mengenai tujuan perlindungan dan penegakan HKI, sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 7 Persetujuan TRIPs yaitu bahwa: “The protection and
enforcement of intellectual property rights should contribute to the promotion of

technological innovation and to transfer and dissemination of technology, to the

3 Ibid, him.2.

* Lihat Southcentre-TRIPS Agreement: A Guide for the South, The Uruguay Agreement
on Trips, (Jenewa : 1997), hal.55, yaitu bahwa tujuan utama Persetujuan TRIPs, sebagaimana
tercantum dalam pembukaannya adalah : “untuk mengurangi distorsi dan halangan terhadap
perdagangan internasional, dan memperhatikan pentingnya meningkatkan perlindungan HKI yang
efektif dan memadai, juga untuk menjamin upaya-upaya serta prosedur untuk melaksanakan HKI
agar tidak menjadi penghambat bagi perdagangan bebas.”

5 Lihat Section 1,2,3,4,5,6 dan 7 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual
Property Rights, Apnil 15, 1994, Marrakesh Agreement Establishing the World Trade
Organization, Annex 1C, Results of the Uruguay Round Vol.31, 33 LL.M. 1125 (1994) (yang
selanjutnya disebut TRIPs). Standar-standar ini mempengaruhi- secara langsung program
pembangunan legislative baru-baru ini di Indonesia. Perjanjian TRIPs bukanlah suatu dokumen
yang statis, tetapi memiliki agenda peninjauan kembali. Secara keseluruhan, Perjanjian TRIPs
memperinci bahwa beberapa peraturan yang terdapat di dalam Perjanjian TRIPs akan ditinjau
kembali mengikuti beberapa pengalaman dalam menerapkan TRIPs. Peninjauan kembali ini
mencakup beberapa bidang dimana perbedaan-perbedaan didalam pendekatan kebijakan tidak
dapat diselesaikan secara keseluruhan di dalam persetujuan TRIPs.

¢ Op.Cit, Cita, hal.5-6. '
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mutual advantaée of producers and users of technological knowledge and in
manner conducive to social and economic welfare, and to a balance of rights and
obligations“. Pasal 7 TRIPs tersebut merupakan ketentuan yang penting yang
menunjuk pada penentuan lingkup HKI yang tepat, pengecualian dan pembatasan-
pembatasan terhadap hak-hak tersebut dan cara bagaimana hak-hak tersebut
dimanfaatkan, dikelola dan ditegakkan. Pasal ini memiliki peran potensial dalam
menafsirkan pasal-pasal Persetujuan TRIPs yang lebih khusus.’

Pada dasamya dikenal 3 macam milik yaitu:

a. Milik yang bergerak obyeknya benda yang bergerak;

b. Milik yang tidak bergerak obyeknya benda yang tidak bergerak;

c. HKI (Intellectual Property) obyeknya adalah hasil karya pemikiran
manusia yang dapat berupa: ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni
dan sastra; penérriuan dalam bidang teknologi; desain produk industri;
tanda yang dijadikan merek.®
HKI tergolong milik yang bergerak yang tidak berwujud, yang dalam

tahap penciptaan atau pengembangannya merupakan milik yang bersifat pribadi
namun pada waktu telah digunakan berubah sifatnya menjadi milik umum.
Adanya perubahan sifat HKI dari milik pribadi menjadi milik umum jika tidak
dilindungi dengan Undang-Undang akan sangat merugikan pemilik HKIL
Sekalipun upaya untuk memberikan perlindungan terhadap HKI pada
mulanya merupakan tindakan yang berdasarkan intuisi, namun kemudian telah
dikembangkan beberapa teori (public policy theories) untuk menjelaskan apa
sebab diperlukannya perlindungan HKI, salah satunya adalah theory risk yang
mengemukakan bahwa HKI merupakan hasil dari suatu penelitian dan
mengandung resiko. Sekalipun usaha tersebut berhasil membuat suatu ciptaan
atau penemuan namun masih juga dihadapkan pada resiko yaitu orang akan dapat
melampaui atau menemukan cara lain untuk memperbaikinya. Dengan demikian,
wajar untuk memberikan perlindungan sementara terhadap upayai étau-__kegiatan

yang mengandung resiko tersebut.’

7 .
Ibid, hal 6
¥ Nico Kansil, “Latar Belakang Kebijakan dan Prinsip-Prinsip Pokok dalam Peraturan
Perundang-undangan dibidang BKI”, Newsletter No.15/IV/Desember/1993: 19.
9 .
Ibid.
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Bila kita rhelihat, bahwa HKI meliputi Begitu ‘banyak aspek-aspek,
sehingga cakupan untuk perlihdungan HKI itu sendiripun menjadi luas, dan dalam
hal ini dengan begitu luasnya cakupan perlindungan HKI, akan memberikan
kesempatan yang luas pula bagi mereka yang ingin mengeluarkan ide kreatifnya
dalam rangka peningkatan perekonomian negara. *°

Seperti telah disebutkan diatas; bahwa salah satu Hak Kekayaan
Intelektual yang mendapatkan perlindungan adalah Paten.!! Penerapan hukum
paten di Indonesia masih relatif muda dibandingkan dengan Undang-Undang
Paten yang berlaku di negara-negara industri maju. Seperti halnya pelaksanaan
Paten di negara-negara Eropa, Amerika atau Asia Timur, yéng telah memiliki
Undang-Undang Paten sesudah Perang Dunia II, bahkan ada yang telah
memilikinya sebelum Perang Dunia II. Walaupun Undang-Undang Paten kita
merupakan hal yang baru namun Undang-Undang itu dan Kantor Pa&en kita telah
mendapat kepercayaan dari para pemohon pennmtaén paten terutama dari pihék
luar negeri.'? .

Pada awalnya, sebelum berlakunya UU No. 6 Tahun 1989 Tentang
Paten,”* pemah berlaku Octrooiwet, lalu pada tanggal 1 Nopember 1989,
Indonesia mengesahkan UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten, yang merupakan
Undang-Undang Paten pertama yang‘ dibuat Indonesia. Dengan ratifikasi

Agreement Establishing the World Trade Organization dengan UU No. 7 Tahun

' Ibid.

"' Istilah paten sekarang dalam peraturan hukum di Indonesia menggantikan istilah
octrooi yang berasal dari bahasa Belanda. Istilah ocfrooi ini berasal dari bahasa -Latin dari kata
autor atau auctorizare. Namun di Indonesia, istilah paten diserap dari bahasa Inggris yaitu patent.
Istilah paten sendiri bermula dari bahasa latin dari kata auctor yang berarti dibuka, bahwa suatu
penemuan paten menjadi terbuka untuk diketahui oleh umum. Dengan terbuka tersebut, maka tidak
berarti setiap orang bisa mempraktekkan penemuan tersebut. Penemuan tersebut hanya bisa
didayagunakan dengan seizin penemunya.

2 nsan Budi Maulana, Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten & Hak Cipta, Bandung :

Citra Aditya Bakti, 1998, hlm.106.

* Indonesia pernah memberlakukan Octrooiwet 1910 S.No.33 yis S 11-33, S 22-54 yang
mulai berlaku 1 Juli 1912. Setelah kemerdekaan Indonesia, octrooiwet ini tidak berlaku lagi.
Dengan ketidakberlakuan octrooiwet ini tidak diikuti dengan pembentukan Undang-undang yang
baru, dan untuk mengisi kekosongan tersebut maka Menteri Kehakiman RI mengeluarkan
pengumuman tertanggal 12 Agustus 1953 No. J.S.5/41/4B.N.55, sebagai upaya untuk menampung
permintaan paten yang bersifat sementara, untuk permintaan paten dari luar negeri, dikeluarkanlah
pengumuman tertanggal 29 Oktober 1953 No.J.G 1/2/17 B.N.53-91.
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'1994, Indonesia dituntut untuk melakukan perubahan. terhadap UU No. 6 Tahun
1989. Pada akhimya‘pada tanggal 7 Mei 1997, disahkanlah UU No. 13 Tahun
1997, yang merupakan perubahan dari UU No. 6 Tahun 1989.

Seiring dengan perkembangan teknologi, UU No. 13 Tahun 1997 dirasa
tidak sesuai lagi dengan perkembangan perlindungan pateﬁ, dan perlunya suatu
upaya untuk penyempurnaan, penambahan dan penghapusan ketentuan paten,
maka pada tanggal 1 Agustus 2001, disahkanlah UU No. 14 Tahun 2001 tentang
Paten, yang berlaku sampai sekarang. |

Ketentuan-ketentuan tentang paten yang berubah juga meliputi perubahan
terhadap perlindungan bagi paten sederhana. Paten pada dasarnya ada 2 (dua)
macam, yaitu paten biasa dan paten sederhana. Di dalam UU No. 6 Tahun 1989
tepatnya pada Pasal 6, paten sederhana itu sendiri didefinisikan sebagai berikut:

“Setiap penemuan berupa benda, alat atau hasil produksi yang baru yang

- tidak memiliki kualitas sebagai penemuan tetapi mempunyai nilai
kegunaan praktis disebabkan karena bentuk, konfigurasi, konstruksi atau
komposisinya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk Paten
Sederhana atas penemuan yang sederhana tersebut”.

Makna dan pasal ini yaitu bahwa setiap benda atau hasil produksi yang
mempunyat nilai yang praktis dapat diberikan perlindungan dalam bentuk paten
sederhana. Barang-barang ini biasanya berupa peralatan yang banyak digunakan
dalam kehidupan sehari-hari, dan sifatnya serba sederhana, sebagai contoh seperti
yang sudah terdaftar pada Ditjeh HKI antara lain bisa berupa tutup galon, alat
pengering super, alat fisioterapi seri 8, peralatan pemanen padi, mesin potong
rumput semi otomatis, dan banyak lagi jenis-jenis penemuan yang bérsifat
sederhana yang berguna dalam kehidupan sehari-hari.

 Boleh dikatakan, perlindungan bagi paten sederhana di dalam Pasal 6 dari
"UU No. 6 Tahun 1989 ini, masih terlalu universal, sehingga bukan hal yang tidak
mungkin akan terjadi peniruan akan invensi tersebut.

Bila kita bandingkan dengan ketentuan dari UU No.13 Tahun 1997,
tepatnya pada Pasal 6, yang berbunyi: '

“(1) Setiap penemuan berupa produk atau proses yang baru dan memiliki
kualitas penemuan yang sederhana tetapi mempunyai nilai kegunaan
praktis disebabkan karena bentuk, konfigurasi, konstruksi atau

Universitas Indonesia

Peranan Pengadilan..., Eva Susanti, FH Ul, 2008



komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalaxh Bentuk Paten

Sederhana; '

(2) Syarat kebaruan pada penemuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

adalah terbatas bagi penemuan sederhana yang dilakukan di Indonesia.”

Ada perubahan yang terjadi, yaitu penambahan 1 (satu) ayat, untuk
penyempurnaan dari isi pasal ini. Perubahan yang terjadi pada UU No. 13 Tahun
1997 dimaksudkan untuk lebih memberikan kejelasan mengenai lingkup
perlindungan paten sederhana yang dapat mencakup produk maupun proses dan
untuk memberi batasan mengenai penerapan persyaratan kebaruan bagi penemuan
yang dapat memperoleh perlindungan paten sederhana tersebut. :

Di dalam Pasal 6 UU No. 6 Tahun 1989, perlindungan bagi paten J
sederhana hanya berlaku untuk produk saja, sedangkan di dalam Pasal 6 UU No.
13 Tahun 1997, perlindungan juga mencakup akan kegiatén proses, sebagai :
contoh proses dalam pembuatan makanan. _

Dengan diberlakukannya UU No. 14 Tahun 2001, sebégai Undang-undang
Paten yang ‘baru, perlindungan paten sederhana lebih dipersempit lagi, hanya
mencakup produk atau alat seperti yang disebutkan di dalam Pasal 6, yaitu:

“Setiap Invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai
kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau
komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk Paten
Sederhana.”

Obyek paten sederhana dalam hal ini, hanya dibatasi pada hal-hal yang
bersifat kasat mata (fangible), bukan yang tidak kasat mata (intangible). Hal ini |
sungguh jaﬁh berbeda bila dibandingkan dengan ketentuan dari UU No. 6 Tahun
1989 maupun UU No. 13 Tahun 1997 tentang Paten. Pada dasarmnya secara

keseluruhan dapat'dikatakan bahwa perlindungan paten sederhana dapat diberikan
atas penemuan atau invensi yang bersifat sederhana, memenuhi unsur kebaruan
(novelty), dan mempunyai nilai kegunaan yang praktis dibandingkan dengan paten
pada umumnya. |

Dalam praktek, salah satu invensi yang dapat diberikan hak paten
sederhana adalah mesin perforasi. Mesin perforasi ini digunakan di bidang
pengarsipan yang sangat dibutuhkan sekali dalam hal ini yaitu pengamanan suatu

arsip-arsip atau dokumen-dokumen. Kelebihan dari mesin ini agar penyimpanan
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arsip-arsip lebih efektif serta mudah 'ﬁntuk diambil bilamana dipeﬂukan dalam
waktu yang lebih cepat. Cara penggunaan mesin ini dapat digunakan baik secara
manual maupun elektrik. Dengan sifatnya yang sederhana ini, maka mesin
perforasi dapat diberikan hak paten sederhana.

Tentu saja, mesin perforasi ini adalah sebuah hasil daya cipta penemu yang
memiliki kreativitas untuk membuat suatu teknologi yang bermanfaat. Di dalam
prakteknya, apabila seseorang melakukan peniruan terhadap suatu hak paten,
khususnya hak paten sederhana, maka orang tersebut dapat dlgugat baik secara

perdata maupun secara pidana.

Salah satu contoh kasus tindak pidana atas psten sederhana yang diajukan
ke Pengadilan Negeri adalah kasus penyalahgunaan atas hak paten sederhana
milik penemu.’* Bila kita melihaf hasil dari putusan Majeii{é,': Hakim, memvonis
bersalah terdakwa tersebut, namun tidak menjatuhkan hukuman kepada terdakwa
atau dilepaskan. Pembuktian di Pengadilan menunjukkan bahwa paten sederhana
yang disalahgunakan oleh pihak lain dalam hal ini terdakwa, dinilai oleh majelis
tidak mengikat pihak ketiga dan tidak memperoleh perlindungan hukum.

Penilaian majelis ini didasarkan bahwa paten sederhana yang diajukan tidak
memenuhi unsur kebaruan seperti yang diatur dalam Pasal 6 UU No. 14 Tahun
2001, yaitu :

“Setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai

kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau

komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk paten
sederhana.”

Unsur kebaruan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 diatas,
dijelaskan oleh Pasal 3 dari UU ini, yaitu:

“(1)Suatu invensi dianggap baru jika pada Tanggal Penerimaan Invensi

tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya;

(2)Teknologi yang diungkapkan sebelumnya, sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau diluar
Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, atau

' Lihat Putusan No.38/PID/B/2004/PN.Jkt.Tim. Sengketa antara PT Orphanindo
Tamamulia Lawan PT Truno Bravo.
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dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan
invensi tersebut sebelum: '

a. tanggal penerimaan, atau
b. tanggal prioritas.

(3)Teknologi yang diungkapkan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mencakup dokumen permohonan yang diajukan di Indonesia yang
dipublikasikan pada atau setelah tanggal penerimaan yang pemeriksaan
substantifnya sedang dilakukan, tetapi tanggal penerimaan tersebut lebih
awal dari pada tanggal penerimaan ataupun tanggal prioritas.” '

Dari uraian pasal ini, invensi dianggap baru bila sebelumnya belum pernah
dipublikasikan ataupun diungkapkan sebelum Tanggal Penerimaan. -Tanggal
Penerimaan menurut ketentuan Pasal 1 butir ke 11 .UU No. 14 Tahun 2001,
menyatakan bahwa tanggal penerimaan adalah tanggal penerimaan permohonan
yang telah memenuhi persyaratan administrative (persyaratan atas kelengkapan
dokumen). -

Pada dasarnya sistem pendaftaran paten ada 2 (dua), yaitu: sistem
konstitutif dan sistem deklaratif. Pada sistem konstitutif yang menjadi titik
beratnya adalah hak atas paten diberikan atas dasar pendaftaran setelah melalui
tahapan permohonan dan pemeriksaan. Sistem ini disebut juga sistem ujian
(examination system). Sedangkan pada sistem deklaratif, pendaftaran hanya
memberi dugaan saja menurut undang-undang bahwa orang yang mendaftarkan
patennya 1tu adalah orang yang berhak dari paten yang didaftarkan. Pada sistem
konstitutif, hak atas invensi dalam bidang paten baru terbit karena pendaftaran
yang telah mempunyai kekuatan. Sistem ini mengenal dua cara sistem
pemeriksaan, yaitu sistem pemeriksaan ditunda (deferred examination system) dan

sistem pemeriksaan langsung (prompt examination system).16_ .

' Di dalam penjelasan dari Pasal 1 ini menyebutkan bahwa, teknologi yang diungkapkan
sebelumnya adalah state of art atau prior art, yang mencakup baik berupa literatur paten maupun
bukan literatur paten. Yang dimaksud dengan tidak sama pada ayat ini adalah bukan seckedar beda,
tetapi harus dilihat sama atau tidak samanya fungsi ciri teknis (features) invensi tersebut dengan
ciri tekms invensi sebelumnya. Lalu di penjelasan Pasal 2 nya, dikatakan bahwa ketentuan
mengenal uraian lisan atau melalui peragaan atau dengan cara lain tidak hanya dilakukan di
Indonesia, tetapi juga terhadap hal-hal tersebut yang dilakukan di luar negeri dengan ketentuan
bahwa bukti tertulis harus tetap pula disampaikan.

¢ Adisumarmo Harsono, Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merek, Hak Milik
Perindustrian (Industrial Property) Akademika Pressindo, Jakarta, 1985, hlm. 32. Dalam sistem
pemeriksaan ditunda, pemeriksaan substantif baru dilakukan setelah dipenuhi syarat-syarat
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Undang-Undang Paten No. 14- Tahun - 2001 _ mengguﬂakan sistem
pemeriksaan yang ditunda, dan tidak menggunakan sistem Deklaratif. Hal ini
dapat dilihat dari tahap-tahap pemeriksaan, yaitu pemeriksaan substantif
dilakukan setelah dipenuhi syarat-syarat administratif. Pemilihan sistem
pemeriksaan ditunda ini dilakukan karena beberapa pertimbangan, tetapi yang
terpe'nting adalah, sistem ini mengikutsertakan masyarakat dalam proses
pemeriksaan paten, dapat dikatakan bahwa sistem ini lebih demokratis. Sistem ini
juga melonggarkan tekanan berupa beban pemeriksaan yang sangat besar pada
kantor paten. 7
| Paten sederhana sendiri di dalam permintaan patennya, secara langsung
diadakan pemeriksaan substantif, taﬁpa perlu adanya pengumuman, sekalipun
demikian syarat kelengkapan sebagaimana lazimnya pemaintaan paten- pada
dasamya tetap harus dipenuhi, sepern yang diatur di dalam Pasal 105 UU No. 14
Tahun 2001, yang berbunyi:

“(1) Paten sederhana hanya diberikan untuk satu invensi;

(2) Permohonan pemeriksaan substantif atas paten sederhana dapat
dilakukan bersamaan dengan pengajuan permohonan atau paling lama 6
(enam) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan dengan dikenai biaya;

(3) Apabila permohonan pemeriksaan substantif tidak dilakukan dalam batas
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau biaya untuk itu tidak
dibayar, permohonan dianggap ditarik kembali;

(4)Terhadap permohonan Paten Sederhana, pemeriksaan substantif
dilakukan setelah berakhir jangka waktu pengumuman sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b;

(5)Dalam melakukan pemeriksaan substantif, Direktorat Jenderal hanya
memeriksa kebaruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan
keterterapannya dalam ndustri * (industrial applzcabzlzty) sebagaimana
‘dimaksud dalam Pasal 5.”

Pemeriksaan  Substantif adalah pemeriksaan apakah suatu invensi itu

mengandung  kebaruan, mengandung langkah inventif, dan apakah dapat

administratif. Jadi pemeriksaan substansi merupakan pemeriksaan tahap kedua. Sedangkan pada
sistem pemeriksaan langsung pemeriksaan administratif (formal) dan pemeriksaan substansi
langsung dilakukan pada waktu penerimaan permintaan paten.

'7 Sebagai suatu perbandingan baca juga : Sujono, Perlindungan Paten Berdasarkan UU
‘No. 6 Tahun 1989 dan Kaitannya Dengan Proses Alih Teknologi, Skr1p31 Tidak Dipublikasikan
FH-USU, 1991 ,him.53.
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diterapkan dalam kegiatan industri. Ketiga syarat inilah yang akan diperiksa oleh

Kantor Paten.'®

Dalam menentukan apakah suatu invensi dapat dikatakan baru atau tidak
Undang-Undang merumuskannya secara negatif, artinya, secara limitative diukur
dari segi kapan suatu invensi tidak dianggap baru, seperti yang dimaksud dalam
Pasal 3 diatas." |

Sehingga dari ketentuan ini jelas akan batasan suatu penemuan dianggap
mermiliki unsur kebaruan, walaupun adanya keterbatasan dalam hal pemeriksaan
unsur kebaruannya, karena menggunakan sistem pemeriksaan langsung. Dengan
tidak memenuhi unsur kebaruan ini, hak akan paten sederhana seharusnya tidak
dapat diberikan, tapi di lapangan memperlihatkan sebuah kenyataan ketika
sebuah penemuan memperoleh hak paten séderhana, walaupun kényataan
membuktikan penemuan tersebut sudah pemah diurigkapkan sebelumnya,
sehingga tidak memenuhi unsur kebaruan. Ketika hak atas paten tersebut
diberikan, Tim Pemeriksa dari Ditjeh Paten telah melakukan pembandingan
dengan penemuan-penemuan lain yang sejenis, selain itu juga melakukan sistem
pengumuman agar dapat diketahui oleh pthak-pihak terkait. Walaupun prosedur
untuk mendapatkan hak paten sederhana itu sudah terpenuhi, namun kenyataan
dilapangan memperlihatkan bahwa hak paten sederhana itu tidak memenuhi
syarat untuk mendapatkan perlindungan paten sederhana. Dapat dikatakan bahwa
" telah terjadi kelalaian dalam hal pemberian akan hak paten sederhana, kelalaian
ini bisa diakibatkan oleh human error, sehingga persyaratan yang seharusnya
dipenuhi menjadi tidak terpenuhi.

'®  Penentuan tiga syarat yang harus dipenuhi yaitu bahwa penemuan itu baru,

mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan di dalam industri, yang diatur di dalam Pasal
2-5 UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.
¥ Op. Cit, OK. Saidin, hlm. 249.
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Ménufut Bapak Henyanto dari Direktorat Paten, dalam Wawénéara dehgan |
penulis mengatakan bahwa®®, di dalam pemeriksaan syarat substantlf dari suatu
penemuan yang akan diberikan hak paten, pihak Direktorat Paten, memeriksa
penemuan dengan cara memperbandingkan penemuan tersebut dengan dokumen
pembanding yang ada, dokumen pembanding ini merupakan dokumen-dokumen
yang berasal dari negara-negara yang memiliki hak paten atas suatu penemuan,
bila ternyata dari dokumen pembanding tersebut tidak terdapat unsur yang sama
dengan penemuan yang ingin diberikan hak paten, maka penemuan tersebut -
diberikan lah hak paten nya, tapi bila memiliki kemiripan dengan dokumen
tersebut maka penemuan tersebut tidak bisa memperoleh hak paten dan tidak
mendapat perlindungan hukum, seperti yang dimaksud dalam Pésal 3 tepatnya di
dalam ayat (2) dan ayat (3) UUNo. 14 Tahun 2001, yang menyebutkan bahwa:

“...(2)Teknologi yang diungkapkan sebelumnya, sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) adalah teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau

diluar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan,

atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk
melaksanakan invensi tersebut sebelum:

a. tanggal penerimaan, atau
b. tanggal prioritas.

(3)Teknelogi yang diungkapkan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mencakup dokumen permohonan yang diajukan di Indonesia yang
dipublikasikan pada atau setelah tanggal penerimaan yang pemeriksaan
substantifnya sedang dilakukan, tetapi tanggal penerimaan tersebut lebih
awal dari pada tanggal penerimaan ataupun tanggal prioritas.”

Bila ternyata dalam prakteknya, suatu p}envemuan dianggap tidak rnemenuhi
unsur kebaruan karena penemuan tersebut telah pernah beredar di masyarakat,
sebelum tanggal penerimaan patennya, maka pi_hak yang merasa bahwa penemuan
itu tidak berhak untuk dimintakan hak ,' pzitennya dapat mengajukan gugatan
pembatalan atas paten tersebut ke Pengadilan Niaga, sedangkan bila diajukan ke

Ditjen Paten, maka Ditjen Paten hanya mempertimbangkan pengaduan tersebut

% Wawancara penulis dengan Bapak Heriyanto, dari Direktorat Paten, pada tanggal 18
Maret 2008, pukul 11.30 Wib, di Kantor Direktorat Paten, Tangerang,
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dan tidak bisa untuk membatalkan patennya, karena tindakan tersebut menjadi

kewenangan dari Pengadilan Niaga.”!

Salah satu contoh kaéus paten sederhana yang tidak memenuhi unsur
kebaruan sehingga terjadi gugatan yang diajukan oleh pihak ke-3 yaitu di dalam
kasus PT Enomoto Srikandi Industries Lawan PT Triprima Intibaja Indonesia. >
Di dalam kasus ini PT Triprima memintakan pembatalan paten atas Sertifikat
Paten Sederhana No. ID 0 000 528 IS milik PT Enomoto dengan klaim berupa
segel penutup untuk tutup drum, PT Triprima sebagai pihak penggugat
memproduksi barang berupa segel penutup drum yang merupakan barang sejenis
dengan segel penutup drum yang diproduksi oleh tergugat yaitu PT Enomoto.
Pada awalnya, PT Enomoto mengirimkan somasi terhadap PT Triprima, agar PT
Tl’i.pl’i;l“lé tidak mengirirﬁkan segel penutup tutup drum ke Pertamina, karena
tindakan yang dilakukan ‘oleh PT Triprima ini telah melanggar hak paten
sederhana No. ID 0 000 528 IS milik PT Enomoto. Lalu Penggugat yaitu PT
Triprima menilai bahwa paten sederhana No. ID 0' 000 528 IS milik Tergugat
seharusnya tidak diberikan oleh karena penemuan yang kemudian diberi Paten
Sederhana tersebut temyata telah digunakan secara komersial di Indonesia oleh
Tergugat sebelum Permintaan Patennya Sederhananya diajukan, Tanggal
Penerunaan Permintaan Paten pada tanggal 15 April 1999, dan segel penutup
untuk tutup drum itu telah digunakan secara komersial di Indonesia sejak tanggal
9 Pebruari 1999, yaitu dengan memasok produk tersebut ke PT Pertamina
(Perserp), sehingga dengan telah digunakannya penemuan tersebut secara
komersial pada tanggal 9 Pebruari 1999 oleh tergugat sendiri, maka penemuan
tersebut telah tidak baru pada saat dimintakan paten sederhananya pada tanggal 15
April 1999, akibatnya penemuan yang berjudul segei penutup untuk tutup drum
dengan No. ID 0 000 528 IS, dapat dibatalkan oleh Pengadilan Niaga berdasarkan
gugatan yang "diajukan oleh pihak ke-3.

Dari 'hasil_ptitusén Majelis Hakim Pengadilan Niaga, membatalkan akan hak
paten sederhana milik PT Enomoto, karena telah jelas tidak memenuhi unsur

kebaruan untuk dapat diberikannya hak paten, di tingkat Kasasi pun, hak paten

21 .
Ibid.
2 Putusan No:65/PATEN/2004/PN.NIAGA/JKT.PST
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sederhana milik PT Enomoto juga dibatalkan, sehmgga dalam hal ini menguatkan
putusan hakim Pengadilan Niaga.

Bila kita bandingkan dengan kasus péten sederhana atas mesin perforasi
milik PT Orphanindo Tamamulia, ada beberapa perbedaan yang dapat ambil,
antara lain, terkait dengan kewenangan absolut Pengadilan dalam menyelesaikan
sengketa paten, yaitu salah satu nya bahwa perkara itu diajukan ke Pengadilan
Niaga karena merupakan perkara secara perdata dan satunya lagi di Pengadilan
Negeri karena merupakan perkara pidana, selain itu juga menyangkut unsur
kebaruan yang menjadi dasar sengketa, dimana di dalam kasus PT Triprima
penemuan tidak memenuhi unsur kebaruan karena telah diperjual-belikan oleh
penemu sebelum tanggal penerimaan paten sederhahanya, sedangkan pada kasus
PT Orphanindo penemuan tidak memenuhi unsur kebaruan karena penemuan
tersebut sudah lebih dahulu beredar di masyarakat, dan penemu merakit penemuan

tersebut dengan cara mencontoh/menjiplak dari barang yang sudah beredar tadi.

Terkait dengan ~ kewenangan Pengadilan, kita mengetahui bahwa
-kewenangan Pengadilan Niaga dalam menyelesaikan sengketa paten merupakan
hal yang baru, karena sebelumnya sengketa HKI pada umumnya diselesaikan

oleh Pengadilan Negeri.

Di dalam UU Paten yang lama yaitu UU No. 6 Tahun 1989, tepatnya pada
Pasal 97 ayat (2) yang berbunyi:
“Gugatan pembatalan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

huruf a diajukan oleh pihak ketlga kepada Pemegang Paten melalui
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat”. 2

23

Bandingkan dengan bunyi Pasal 91 UU No. 14 Tahun 2001, yang mengatur
Pembatalan Paten Berdasarkan Gugatan. Pasal 91 ini berbunyi sebagai berlkut “(1) Gugatan
pembatalan paten dapat dilakukan apabila: a. paten tersebut menurut ketentuan sebagai mana
dimaksud dalam pasal 2, pasal 6, atau pasal 7 seharusnya tidak diberikan; b. paten tersebut sama
dengan paten lain yang telah diberikan kepada pihak lain untuk invensi yang sama berdasarkan
undang-undang ini; ¢. pemberian lisensi-wajib ternyata tidak mampu mencegah berlangsungnya
pelaksanaan paten dalam bentuk dan cara yang merugikan kepentingan masyarakat dalam jangka
waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pemberian lisensi-wajib yang bersangkutan atau sejak tanggal
pemberian lisensi-wajib pertama dalam hal diberikan beberapa lisensi-wajib, (2) Gugatan
pembatalan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan oleh pihak.
ketiga kepada pemegang paten melalui Pengadilan Niaga, (3) Gugatan pembatalan karena alasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diajukan oleh pemegang paten atau penerima
lisensi kepada Pengadilan Niaga agar paten lain yang sama dengan patennya dibatalkan, (4 )
Gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diajukan oleh jaksa
terhadap pemegang paten atau penerima lisensi -wajib kepada Pengadilan Niaga™. Dari ketentuan
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Penentuan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melayani gugatan serupa
ini, dimaksudkan untuk memusatkan pemeriksaan mengingat penyelesaiannya
sangat memerlukan data dan penjelasan dari Kantor Paten.

Lalu ketika UU No. 6 Tahun 1989 ini dirubah oleh UU No. 13 Tahun
1997, kewenangan mi tidak berubah, sengketa HKI masih menjadi kewenangan
Pengadilan Negeri untuk menyelesaikannya, lalu setelah lahirnya UU Paten yang
baru yaitu UU No. 14 Tahun 2001, yaitu di dalam Pasal 91 UU No. 14 Tahun
2001 yang mengatakan bahwa gugatan pembatalan paten diajukan ke Pengadilan
Niaga.

Jika pemegang paten yang menemukan bahwa invensi yang dimilikinya
digunakan oleh 6rah"g"' iéin yang tidak berhak, maka dia dapat menggugat pelaku
tersebut ke Pengadilan Niaga. Hal ini diatur dalam Pasal 117 ayat (1) UU No. 14
Tahun 2001, yang berbunyi :

“Jika suatu paten yang diberikan kepada pihak lain selain dari yang berhak
Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12, pihak yang berhak atas paten tersebut
dapat menggugat kepada Pengadilan Niaga“.

Pengadilan adalah lembaga yang menjalankan salah satu kekuasaan
kehakiman yang merdeka, untuk menyelenggarakan peradilan guna untuk
menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang
diajukan kepadanya. Inti tugas‘ tersebut adalah memberi kekuasaan pada
pengadilan untuk mengadili dan memberi keputusan setiap perkéra baik perdata
maupun pidana. Tugas ini dilaksanakan oleh hakim, termasuk hakim Pengadilan
Negeri, hakim tinggi di Pengadilan Tinggi dan hakim agung di Mahkamah
Agung. Dalam menjalankan tugasnya hakim harus merdeka, harus bebas, tidak

Pasal ini jelas, bahwa segala bentuk gugatan atas pembatalan paten dapat diajukan ke Pengadilan
Niaga dan bukan ke Pengadilan Negeri. Di dalam kasus mesin perforasi, gugatan terjadi karena
adanya pelanggaran pidana, sehingga gugatan secara hukum diajukan ke Pengadilan Negeri bukan
ke Pengadilan Niaga, hal ini terjadi karena perbedaan kewenangan absolute Pengadilan.
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‘boleh ada pengaruh kekuasaan pemerihtah, tidak boleh ada campur tangan oleh

pihak manapun, hakim harus mandiri.>*

Dengan dihapuskanﬁya dualisxﬁe di dalam pengédilan, maka karenanya
Pengadilan Negeri sekarang adalah satu-satunya hakim sehari-hari biasa untuk
semua penduduk didalam wilayah itu. Hal mana berarti baik dalam perkara pidana
maupun dalam perkara perdata, siapa saja dengan tiada perbedaan kedudukan
.pangkat pada umumnya harus dihadapkan atau digugat di muka Pengadilan
Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kediamannya atau tempat dimana ia
telah melakukan suatu perbuatan pidané. 2

Salah satu pengadilan yang masuk dalam lingkungan peradilan umum
adalah Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga pertama kali ada, bersatu dengan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang didirikan pada tahun 1998. Pada awalnya,
kompetensi absolut Pengadilan Niaga terbatas hanya mengadili perkara-perkara
berdasarkan Undang-Undang Kepailitan yang baru. Namun pada tahun 2001,
kompetensi tersebut. diperluas sampai dengan perkara Hak atas Kekayaan
Intelektual (HaKI)26.

* Kadri Husin, Sistem Peradilan Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana (KUHAP), Tesis, Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 1983, hal. 57.

» Hartono Hadisoeprapto, Pengantar Tata Hukum Indonesia, edisi 4, Yokyakarta:

Liberty, 2001., hal 137-138. '

% Laporan Tahunan 2006, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, hal. 4. Pengadilan Niaga

Jakarta Pusat merupakan salah satu diantara lima Pengadilan Niaga lainnya di Indonesia.

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat adalah Pengadilan Niaga pertama yang dibentuk pada tahun 1998

berdasarkan Pasal 306 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No.4 Tahun 1998

Jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.l Tahun 1998 tentang Kepailitan.

Keempat lainnya didirikan berdasarkan keputusan Presiden No. 97 Tahun 1999, yang terletak di

Semarang, Surabaya, Medan dan Makassar. Persidangan perkara di Pengadilan Niaga meliputi

perkara kepailitan, PKPU dan gugatan dalam perkara perlindungan hak atas kekayaan intelektual

yaitu : hak cipta, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan paten. Hingga saat

ini, belum ada perkara rahasia dagang dan desain tata letak sirkuit terpadu yang didaftarkan di

Pengadilan Niaga Jakarta. Perkara rahasia dagang sendiri saat ini diselesaikan oleh Pengadilan

Negeri, UU Rahasia Dagang tidak mengatur kewenangan Pengadilan Niaga melainkan Pengadilan

-+ Negeri. Seperti yang disebutkan di dalam Pasal Il UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

" yang berbunyi:

“(1) Pemegang Hak Rahasia Dagang atau penerima lisensi dapat menggugat siapa pun
_ yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4, berupa:

a. gugatan ganti rugi,dan/atau

b. penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

' (2) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan ke Pengadilan Negeri.”
Sebagai bagian dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadian Niaga merupakan salah satu di
antara empat pengadilan khusus yang berada di bawah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Pengadilan Khusus lainnya yang berada di bawah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah
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Tidak semua sengketa HKI diseldsaikm oleh Pengadilan Niaga, seperti
Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan juga sengketa
Kepabeanan yang sengketanya diselesaikan oleh Pengadilan Negeri.

Di dalam Pasal 50 ayat (1) Persetujuan TRIPs*® menetapkan bahwa :

“1.The judicial authorities shall have the authority to order prompt and
effective provisional measures:(a) to prevent an infringement of any
intellectual property right from occurring, and in particular to prevent the
entry into the channels of commerce in their jurisdiction of goods,
including imported goods immediately afier customs clearance;(b) to
preserve relevant evidence in regard to the alleged infringemen”.

Pasal im bermaksud bahwa instansi Pengadilan berwenang untuk
memerintahkan langkah-langkah sebagai upaya awal secara segera dan efektif,
yaitu: |
- a  untuk mencegah berlanjutnya pelanggaran HKI, dan khususnya mencegah
“masuknya barang-barang Yang diduga melanggar HKI dalam jalur
perdagangan, termasuk tindakan importasi, segera setelah melalui “custom
clearance”. » |
b. untuk melindungi bukti yang relevan yang berkaitan dengan pelanggaran
HKI %
Selanjutnya Pasal 50 ayat (2) Persetujuan TRIPs*® yang mengatakan
bahwa :

“2.The judicial authorities shall have the authority to adopt provisional
measures inaudita altera parte where appropriate, in particular where any
delay is likely to cause irreparable harm to the right holder, or where
there is a demonstrable risk of evidence being destroyed 2

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Hak Asasi
Manusia. Pembentukan Pengadilan Niaga membawa pembaharuan, yang kemudian juga
diterapkan pada beberapa pengadilan khusus lainnya, sebagai contoh, adanya standar waktu
penyelesaian perkara, seperti perkara kepailitan, jangka waktunya penyelesaian perkara selama 60
hari, perkara paten selama 180 hari, hak cipta dan merek selama 90 hari.
77 Sengketa Kepabeanan yang terkait dengan HAKI diatur dalam UU No. 10 Tahun

1995, LN RI tahun 1995 No. 75, TLN RI tahtin 1995 No. 3612, di dalam Bab X tentang Larangan
dan Pembatasan Impor atau Ekspor Serta' Pengendalian Impor atau Ekspor Barang Hasil
Pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual, lalu UU ini dirubah oleh UU No. 17 Tahun 2006
TLN No. 4661, pada Bab X tentang Larangan dan Pembatasan Impor atau Ekspor Penangguhan
Impor atau Ekspor Barang Hasil Pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual, Dan Penindakan
Atas Barang Yang Terkait Dengan Terorisme Dan/Atau Kejahatan Lintas Negara.

Sepertl yang disebutkan di dalam Section 3: Provisional Measures Article 50.

Op Cit, Cita, HKI Tantangan Masa Depan. him. 170.

° Seperti yang tercantum di dalam Article 50 ayat (2)
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Dari ketentuan pasal ini instansi pengadilari dapat menempuh tindakan |
sementara tanpa sementara didengar pihak lawan secara sewajarnya, khususnya
apabila penundaan mungkin menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki,
atau terdapat resiko bukti yang hendak dimusnahkan atau dihilangkan®!.

Penetapan sementara pengadilan dimaksudkan sebagai upaya awal untuk
mencegah kerugian yang lebih besar akibat pelanggaran HKI oleh pihak-pthak
yang tidak berhak yang bertujuan:

a. Mencegah berlanjutnya pelanggaran HKI dan hak yang berkaitan dengan

' HKI, khususnya mencegah masuknya barang yang diduga melanggar HKI
dan hak yang berkaitan dengan HKI ke dalam jalur perdagangan termasuk
tindakan 1mporta51

b.* Menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran di bidang HKI dan
hak yang berkaitan dengan HKI tersebut guna menghindari terjadinya
penghilangan barang bukti. \

c. Meminta kepada pihak yang merasa dirugikan agar memberikan bukti
yang menyatakan bahwa pihak tersebut memang berhak atas HKI dan hak
yang berkaitan dengan HKI, serta hak pemohon tersebut memang sedang
dilanggar’.

Atas barang-barang impor, pengawasan kepabeanan menjadi tugas yang

tidak mudah bagi aparat Bea dan Cukai. Pasal 51 Persetujuan TRIPs>, Section 4

3 Op.Cit, Cita, HKI Tantangan Masa Depan. Him.170

% Ibid, hal. 173. _

* Seperti yang tercantum dalam Article 51, yang berbunyi : “Members shall, in
conformity with the provisions set out below, adopt procedures to enable a right holder, who has
valid grounds for suspecting that the importation of counterfeit trademark or pirated copyright
goods may take place, to lodge an application in writing with competent authorities,
administrative or judicial, for the suspension by the customs authorities of the release into free
circulation of such goods. Members may enable such an application to be made in respect of
goods which involve other infringements of intellectual property rights, provided that the
requirements of this Section are met. Members may also provide for corresponding procedures -
concerning the _suspension by the customs authorities of the release of infringing goods destined
Jor exportation from their territories”. Adopt procedures disini berarti bahwa “If is understood
that there shall be no obligation to apply such procedures to imports of goods put on the market in
another couriry by or with the consent of the right holder, or to goods in transit.” Sedangkan
Goods yang bermakna: “For the purposes of this Agreement:(a)."counterfeit trademark goods"
shall mean any goods including packaging, bearing without authorization a trademark which is
identical to the trademark validly registered in respect of such goods, or which cannot be
distinguished in its essential aspects from such a trademark, and which thereby infringes the rights
of the owner of the trademark in question under the law of the country of importation, (b) "pirated
copyright goods" shall mean any goods which are copies made without the consent of the right
holder or person duly authorized by the right holder in the country of production and which are
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mengenai Special Requirements Related to Border Mea&ures menyatakan bahwa
para anggota harus menyesuaikan dan mengadopsi ketentuan-ketentuan dan
prosedur untuk memungkinkan pemilik HKI, yang memiliki dasar yang kuat
untuk menduga adanya impor barang-barang yang merupakan hasil pelanggaran
merek atau hak cipta yang dimilikinya, untuk meminta secara tertulis kepada
pejabat yang berwenang (baik pemerintah atau badan peradilan) untuk melakukan
penangguhan barang-barang impor tersebut dari pelabuhan oleh pejabat Bea
Cukai.**

Menurut Drs. Darajad'i, Sekretaris Ditjen Bea dan Cukai, ada dua pendapat
mengenai peranan Bea dan Cukai, yaitu sebagai gate keeper, dan agent of trade
facilitation.® Dari pendapat yang pertama yaitu sebagai gate keeper, yang berarti
bahwa bea cukai hanya menaruh perhatian téirﬁéiaap barang;bafang pada saat
barang-barang tersebut melintasi wilayah perbatasan negaranya. Pendapat ini
didasarkan pada penﬁkiran bahwa tugas bea cukai semata-mata dititik beratkan
untuk memungut cukai terhadap barang-barang yang melintasi perbataéan
negaranya. Peran yang kedua sebagai agent of trade facilitation, dimana bea cukai
tidak hanya menaruh perhatian terhadap barang-barang yang melintasi wilayah
perbatasan saja, tetapi juga menaruh perhatian terhadap proses dari barang
tersebut sebelum melintasi perbatasan. Dengan kata lain bea cukai secara aktif
berperan di dalam memberikan kelancaran arus barang pada saat melintasi
perbatasan. Pendapat ini dianut oleh sebagian besar bea cukai di seluruh dunia
termasuk Indonesia.*® .

Selain itu terhadap arus barang di arenavperdagangan internasional tidak
mencakup pengawasan terhadap pelanggaran Infellectual Property Rights (IPR),
khususnya dalam bentuk pemalsuan barang. Hal ini dikarenakan landasan kerja
DJBC yang didasarkan kepada peninggalan hukum pemerintah kolonial Belanda

tidak mengatur kewenangan untuk melakukan pengawasaﬁ terhadap pelanggaran

made directly or indirectly from an article where the making of lhafcb.py would have constituted
an z'nfringement of a copyright or a related right under the law of the country of importation.”

* Op. Cit, Cita, HKI Tantangan Masa Depan, hal 174, dalam persetujuan TRIPs Pasal
51.

* Pendapat yang disampaikan dalam seminar tentang “Peranan Hak Atas Kekayaan
Intelektual Untuk Meningkatkan Perdagangan Dan Industri Dalam Era Globalisasi,” News Letter
No. 15 /IV/Desember 1993, hal. 21

% g

Ibid.
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IPR,‘ sedangkan perkembangan yang pesat dalam bidailg teknologi .dan
perdagangan internasional menuntut Instansi Bea dan Cukai untuk melakukan
pengawasan yang lebih luas lagi terhadap keluar-masuknya barang-barang impor
dan ekspor. Oleh karena itu DJBC saat ini sedang mengusahakan pembaharuan
Perundang-undangan Pabean yang diharapkan dapat mengatur peranan Bea dan
Cukai dalam bidang IPR.”’ - '
Di dalam UU Kepabeanan yang lama yaitu UU No. 10 Tahun 1995 yaitu
di dalam Pasal 54°® menyebutkan bahwa penangguhan sementara waktu atas
* pengeluaran barang impor harus mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan
Negeri, dengan perubahan oleh UU No. 17 Tahun 2006, ketentuan dalam Pasal 54
ini pun juga ikut dirubah.*

Dari dua ketéhtuan ini yaitu Pasal 54 dari UU No. 10 Tahun 1995, dan
UU No. 17 Tahun 2006, terjadi perubahan kewenangan absolut Pengadilan, yaitu
wewenang Pengadilah Negeri menjadi beralih ke Pengadilan Niaga.

Dapat dikatakan bahwa saat ini dengan hadimya UU yang berkaitan
dengan HKI yang baru, dan UU Tentang Kepabeanan mengakibatkan
kewenangan Pengadilan Negeri menjadi terbatas, sehingga dapat dikatakan bahwa
Pengadilan Negeri hanya menyelesaikan sengketa yang menjadi kewenangan dari
peradilan umum saja, sedangkan sengketa-sengketa yang lain selama belum ada
Undang-undang yang mengatur tersendini masth menjadi kewenangan dari
peradilan umum, tapi bila ada Undang-Undang yang mengaturnya, maka bukan
menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri lagi. UU HKI yang dimaksud diatas
berupa UU Merek No.15 Tahun 2001, UU Hak Cipta No. 19 Tahuﬁ 2002,

7 Dalam makalah yang dijelaskan oleh Daradjadi yang berjudul “Peranan Bea & Cukai
Dalam Rangka Menghadapi Lalu Lintas Barang di Arena Perdagangan Internasional”, yang
pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)

% Yang mengatakan bahwa “Atas permintaan pemilik atau pemegang hak atas merek atau
hak cipta, Ketua Pengadilan Negeri setempat dapat mengeluarkan perintah tertulis kepada Pejabat
Bea dan Cukai untuk menangguhkan sementara waktu pengeluaran barang impor atau ekspor dari
kawasan Pabean yang berdasarkan. bukti yang cukup, diduga merupakan hasil pelanggaran merek
dan hak cipta yang dilindungi di Indonesia.”

¥ Yang berisi bahwa “Atas permintaan pemilik atau pemegang hak atas merek atau hak
cipta, ketua Pengadilan Niaga dapat mengeluarkan perintah tertulis kepada pejabat bea dan cukai
untuk menangguhkan sementara waktu pengeluaran barang impor atau ekspor dari kawasan
pabean yang berdasarkan bukti yang cukup, diduga merupakan hasil pelanggaran merek dan hak
cipta yang dilindungi di Indonesia.”
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maupun"UU No. 13 Tahun 2000 Tentang Desain Industri yang semua sengketa
perdatanya diselesaikan oleh Pengadilan Niaga. Sebagai contoh kasus-kasus HKI
yang diselesaikan oleh Pengadilan Niaga adalah Kasus Paten Logam Tata Logam
Lestari (Kasus Genteng Logam) yang merupakan perkara perdata, selain itu ada
- perkara Deséin Industri Lemari PT Cahaya Buana Intitama, ada lagi kasus
pelanggaran Hak Cipta yang terjadi- antara YKCI dengan PT Hotel Sahid Jaya
Internasional dan kasus-kasus lainnya.

Terjadinya perbedaan kewenangan " absolut dan Pengadilan ini,
memberikan suatu keinginan bagi penulis untuk mengkajinya, ingin mengetahui
sejauh mana kewenangan dari masing-masing badan peradilan ini khususnya
peradilan umum yaitu Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan sengketa HKI
- yaitu Paten. Penulis juga ingifi‘frmengetahui bagaimana dengan’ penangana_in
perkara di Pengadilan Niaga dalam hal pelanggaran paten, apakah lebih efektif
bila dibandingkan dengan di Péngadi]an Negeri yang dalam penyelesaian
sengketa patennya melibatkan peranan dari para penegak hukum baik polisi,
jaksa dan PPNS, bila ditinjau dari UU No. 14 Tahun 2001, dan bagaimana ’
dengan bentuk putusannya terhadap kekuatan hukum dari paten itu sendiri.

Hal lain yang ingin dicermati, yaitu bagaimana dengan perlindungan
hukum atas paten sederhana menurut UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, bila
suatu paten sederhana diperoleh dengan cara yang tidak wajar, dan tidak
memenuhi unsur untuk dapat diberikannya paten sederhana. Selain itu, terkait
dengan paten sederhana milik PT Orphanindo Tamamulia, yang menurut Majelis
hakim Pengadilan Negeri tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Dengan tidak
berkekuatan hukum tersebut, apakah PT Orphanindo masih berhak atas
perlindungan hukum ‘terhadap paten sederhananya, karena kenyataannya paten
sederhana PT Orphanindo tidak dibatalkan oleh Pengadilan Negeri.

Dengan masalah-masalah diatas, penulis ingin lebih lanjut mé'riéliti' masalah
tersebut, maka penulis mengangkat masalah ini ke dalam tesis dengah judul
“Peranan Pengadilan Negeri Dalam Sengketa Paten Sederhana Ditinjaix dari
UU No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten.”
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1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, permasalaban yang akan

dibahas adalah : '

a. Bagaimana perlindungan hukum atas paten sederhana menurut UU
No.14 Tahun 2001 tentang Paten ? _

‘b. Apakah peranan Pengadilan Negeri dalam memutuskan sengketa
paten sederhana ditinjau dari UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten
sudah efektif ?

c. Bagaimana kedudukan paten sederhana mesin perforasi, yang menj aﬂi
dasar sengketa antara PT Orphanindo Tamamulia Lawan PT Truno
Bravo Putusan No. 38/PID/B/2004/PN.Jkt. Tim ?

1.3 Tujuan Penelitian

a. Untuk mengkaji perlindungan hukum atas paten sederhana menurut
UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.

b. Untuk mengkaji apakah peranan  Pengadilan Negeri daﬂam
memutuskan sengketa paten sederhana ditinjau dari UU No. 14 Tahun
2001 tentang Paten sudah efektif.

c. Untuk mengkaji bagaimana kedudukan paten sederhana berupa mesin
perforasi, yang menjadi dasar sengketa antara PT Orphanindo
Tamamulia Lawan PT  Truno Bravo Putusan  No.
38/PID/B/2004/PN.Jkt. Tim.

1.4 Manfaat Penelitian
a. Kegunaan Teoritis

Ilmu hukum pada umumnya, hukum tentang Hak Kekayaan
Intelektual, khususnya yaﬁg berkaitan dengan segi perlindungan
hukum terhadap Paten Sederhﬁ_aha, peranan Pengadilan Negeri dalam
sengketa yang berkaitaﬁ, deﬁgah Hak Kekayaan Intelektual, serta
" menambah literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan

untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

b. Kegunaan Praktis
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1. Hasil p'e'n'elitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan

perlindungan paten dalam tataran praktis di Indonesia.

2. Memberikan informasi berkaitan 'dengan penilaian atas
peranan Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan sengketa paten

sederhana.

3. Menambah pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan
masalah penelitian  ini, dan berguna bagi pihak-pihak yang

berminat dalam masalah yang sama.

1.5 Batasan Penelitian .
1.5.1 Kerangka Teoritis

Sesuai dengan dalil sosiologis, perkembangan masyarakat bergerak
dengan cepat (kebudayaan materiil) namun itu tidak sepenuhnya diikuti oleh
kebudayaan immaterial termasuk hukum. Itulah sebabnya pembuat Undang-
undang harus memiliki kemampuan untuk mengabstrasikan peristiwa-peristiwa
kemasyarakatan itu untuk kemudian dirumuskan dalam kaidah hukum, yang

mampu menjangkau waktu yang panjang ke depan.*

Perubahan-perubahan sosial yang terjadi di dalam suatu masyarakat dapat
terjadi oleh bermacam-macam sebab. Sebab-sebab tersebut dapat berasal dari
masyarakat itu sendiri (sebab-sebab intern) maupun dari luar masyarakat tersebut
(sebab-sebab ekstern), sebagai sebab intern antara lain dapat disebutkan,
misalnya pértambahan penduduk atau berkurangnya penduduk; penemuan-

penemuan baru; pertentangan; atau mungkin karena terjadinya suatu revolusi.

Sebab-sebab ekstern dapat mencakup sebab-sebab yang berasal dari lingkungan‘ o

alam fisik, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, peperangan, dan seterusnya.*!

“ Farah Liza Adnan, Tinjauan Yuridis Perlindungan Paten Setelah Berlakunya Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2001, Tesis, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pasca Sarjana,
2005, hal. 14.

O Ibid.
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Suatu perubahan sosial 'lebih mudah terjadi apabila suatu masyarakat
sering mengadakan kontak dengan masyarakat-masyarakat lain, atau telah

mempunyai sistem pendidikan yang maju.**

Perubahan-perubahan sosial dan perubahan-perubahan hukum (atau
sebaliknya perubahan-perubahan hukum dan perubahan sosial) tidak terjadi
bersama-sama. Artinya pada keadaan-keadaan tertentu perkembangan hukum
mungkin tertinggal oleh perkembangan unsur-unsur yang lajrinya dari masyarakat
serta kebudayaannya, atau mungkin hal yang sebaliknya terjadi. Apabila terjadi
hal yang demikian, maka terjadilah apa yang disebut dengan social lag, yaitu
suatu keadaan dimana terjadi ketidakseimbangan dalam perkembangan lembaga-

lembaga kemasyarakatan yang mengakibatkan terjadinya kepincangan.**

Tertinggalnya perkembangan hukum oleh unsur-unsur sosial lainnya, atau
sebaliknya terjadi oleh karena pada hakekathya merupakan suatu gejala wajar di
dalam suatu masyarakat bahwa perbedaan antara pola-pola perilaku yang
diharapkan oleh norma-norma sosial lainnya. Hal ini terjadi oleh karena hukum
pada hakekatnya disusun atau disahkan oleh bagian kecil dari masyarakat yang
pada suatu ketika mempunyai kekuasaan dan wewenang walaupun mereka terdiri
dari orang-orang yang dapat dianggap mewakili masyarakat, namun adalah tidak
mungkin untuk mengetahui, memahami, menyadari dan merasakan kepentingan-
kepentingan seluruh warga masyarakat atau bagian terbesar dari masyarakat. Oleh
karena itu perbedaan antara kaidah hukum di satu pihak, de'hgan norma-norma
sosial lainnya di lain pihak merupakan ciri yang tak dapat dihindarkan dalam
masyarakat. Namun demikian, keadaan tadi bukanlah berarti bahwa pasti timbul
kesenjangan sosial. Tertinggalnya hukum terhadap bidang-bidang lainnya baru
terjadi apabila hukum tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat
pada suatu ketika tertentu, apalagi perubahan—perubahan di bidang lainnya telah

melembaga serta menunjukkan kemantapan.*

“ Cita Citrawinda Priapantja, Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi
(Perlindungan Rahasia Dagang di Bidang Farmasi), Chandra Pratama, Jakarta: Tahun 1999, hal.
219.

B Ibid.
“ Ibid, hal. 221.
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Friedman menyatakan sistem hukum yang tengah berlaku (beroperasi) itu

berisikan tiga komponen,* yaitu:

1. Komponen pertama adalah struktur, yaitu bagian-bagian yang bergerak
dalam suatu mekanisme misalnya pengadilan sebagai suatu contoh yang
jelas dan sederhana. Pengadilan mempunyai mahkamah hakim yang
bersidang di tempat tertentu, waktu tertentu, dengan batas yurisdiksi yang
ditentukan. Demikian pula kejaksaan, kepolisian merupakan contoh dari
komponen struktur ini; | . |

2. Komponen kedua adalah substansi, yaitu keténtuan—ketentuan, alasan-
alasan hukum atau kaidah-kaidah hukum, termasuk yang tidak tertulis,
yang merupakan hasil aktuil yang dibentuk oleh sistem hukum;

3. Komponen ketiga adalah sikap pubﬁk dan nilai-nilai atau budaya hukum
yang memberikan pengaruh positif atau negatif kepada tingkah laku yang
bertemali dengan hukum dan pranata hukum. Wujud budaya hukum ini
dalam hubungannya dengan sistem hukum mempengaruhi apakah orang
akan mendayagunakan pengadilan, polisi, atau jaksa dalam menghadapi
suatu kasus. Di sini budaya hukum menentukan apakah komponen struktur
dan komponen substansi dalam sistem hukum mendapat tempat yang
logis, sehingga menjadi milik masyarakat umum.

Apa yang telah dikemukakan oleh Friedman tidak lain kecuali bahwa
hukum  merupakan “suatu sistem”. Dalam operasinya hukum sebagai sistem
maka ketiga komponen itu mempunyai hubungan yang erat sekali. Struktur
dipengaruhi secara ‘timbal balik oleh substansi dan demikian pula struktur dan
substansi dipengaruhi pula oleh komponen sikap publik dan nilai-nilai.*®

Seperti ditulis oleh Sunaryati Hartono, bahwa sampai saat ini di Indonesia
agaknya masih berlaku faham bahwa hukum  hanya dapat mengikuti
perkembangan masyarakat, sebab biasanya dikatakan bahwa hukum itu hink

achter de feiten aan. Cara berfikir semacam ini dikalangan sarjana hukum

5 Lawrence M. Friedman, On Legal Development, Rutgers, Law Review, 1969, him. 27-
30.

* Kadri Husin, Sistem Peradilan Pidana Menurut Kltab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP), Tesis, Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 1985, him. 9.
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'didaéafkari pada dua ajéran yang telah mendarah daging dan dianggap sebagai
kebeharan—kebenaran yang mutlak. ¥’

Seperti dikutip oleh Cita Citrawinda, Sunaryati Hartono juga
mengemukakan bahwa di dalam masyarakat industri diperlukan berbagai
peraturan yang mengatur segala tindak tanduk manusia sampai ke detail-detailnya,
demi kelancaran hidup masyarakat dan untuk mencegah terjadinya hambatan-
hambatan atau ketidak adilan. Tanggung jawab pribadi dan disiplin perseorangan
menjadi lebih penting lagi daripada di dalam masayarakat agraris. Sebaliknya
liberalisasi dan individualisasi tidak hanya menjadi landasan industrialisasi, tetapi

* juga merupakan akibatiya.**

Dalam isu pembangunan global, hukum telah dipercaya untuk mengemban
misinya yang paling’ baru, yaitu sebagai sarana perubahan sosial atau sarana
pembangunan dengan permasalahan kemasyarakatan yang mencerminkan
masalah budaya dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan.

Hukum merupakan bagian dari proses sosial yang berjalan dalam masyarakat.

Yang dimaksud dengan proses sosial adalah proses yang alamiah sifatnya,
yang timbul sebagai hasil saling pertukaran antara hubungan masyarakat satu
sama lain. Adanya teknologi bukan disebabkan oleh adanya hukum melainkan

sebagai ciptaan dari proses sosial yang berjalan dalam masyarakat itu.®

Van Apeldoom mengemukakan bahwa hukum mengatur hubungan-
hubungan yang ditimbulkan oleh pergaulan masyarakat manusia termasuk
- kebangsaan, perdagangan dan lain-lain, dan hal-hal tersebut dilakukannya dengan
menentukan batas kekuasaan-kekuasaan dan kewajiban-kewajiban tiap-tiap orang

terhadap mereka dengan siapa yang berhubungan.*

Dari teori tersebut dapat kita pahami bahwa sampai saat ini hufkum selalu

mengikuti perkembangan masyarakat, dan dapat pula perkembangan masyarakat

a7 Sunaryati Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, Trimitra Mandiri,

Jakarta, 1999. him. 8.
® Op. Cit, Cita, Budaya Hukum, hlm. 222.
) .
Ibid.
% LI Van Apeldoom, Pengantar [lmu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, Cet.29, 2001,
hlm.41. )
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membentuk suatu aturan yang juga terus bérkembang, demi terciptanya
keselarasan atau keseimbangan sosial termasuk di dalamnya keselarasan dan

keseimbangan hhbungan hukum.

1.5.2 Kerangka Konseptual _ -

Paten, sebagai salah satu hak eksklusif di bidang HKI yang diberikan oleh
negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang unfuk
selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan
persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya hanya dapat diberikan
apabila yang bersangkutan mengajukan permohonannya secara’ resmi kepada
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Permohonan paten tersebut harus
dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan yang telah diatur, baik dalam bentuk

Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri.

Kehadiran Undang-undang paten secara umum diarahkan untuk
mendukung industrialisasi. Rasionalitasnya sederhana, adanya perlindungan paten
akan memacu kreativitas yang dapat melahirkan teknologi yang sangat diperlukan
dalam menunjang pembangunan industri dan juga mendorong masuknya
teknologi asing, termasuk kehadirannya melalui investasi. Secara umum Undang-
undang paten antara lain mengatur hak (Péten), cara memperoleh dan
mempertahankan  hak, dan = pembatasan-pembatasan untuk mewujudkan

keseimbangan antara hak dan kewajiban pemilik atau pemegang paten.

 Paten adalah suatu hak khusus yang diberikan oleh negara kepada seorang

inventor atas hasil invensinya, seperti yang tertuang di dalam Pasal 1 butir 1 dari
UU No. 14 Tahun 2001, yang berbunyi sebagai berikut

“Paten adalah hak ekslusif yang diberikan oleh negara kepada Inventor

atas hasil invensi nya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu

tertentu melaksanakan sendiri invensi nya tersebut atau memberikan
persetujuan nya kepada pihak lain untuk melaksanakan nya”.

Bertitik tolak dari ketentuan pasal tersebut, maka ada beberapa unsur
pokok yang perlu dipahami, yaitu hak khusus, diberikan oleh negara kepada

penemu, melaksanakan sendiri penemuannya, selama jangka waktu tertentu.
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Sebagai perbéridinga_n, déﬁﬁisi yang diberikan World Intellectual Property
Organization (WIPO), badan internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa pengelola
Hak Kekayaan Intelektual sebagai berikut:

“A patent is a legally enforceable right granted by virtue of a law to a
person to exclude, for a limited time, others from certain acts in relation to
describe new invention, the privilege is granted by a government authority

as a matter of right to the person who is-entitled to apply for it and who
Sfulfills the prescribed condition “. '

Dalam definisi tersebut dapat dibaca unsur-unsur pokok paten, yaitu right
to exclude (hak khusus), granted by a government‘ authority (diberikan oleh
negara), entitled to apply for it (melaksanakan sendiri penemuannya), for a
limited time (selama jangka waktu terbatas). Dengan memperhatikan unsur-unsur

Vtersebut, jelaslah bahwa Undang—Ufldéng Paten Indonesia telah memenuhi juga

unsur-unsur yang ditetapkan oleh konvensi internasional. *!

Menurut Smith °*, dasar pembenaran sistem paten (justification of the
patent system), antara lain :

a. advance a countries technological dan economic development (memajukan
pembangunan ekonomi dan teknologi); v

b. stimulation of indigenous industrialization (merangsang industrialisasi asli
pribumi);

¢. patents can contribute to technological and economic through licensing in
other countries (menyumbang pembangunan teknologi dan ekonomi
melalui lisensi negara lain);

d. patens help in dissemination of technological information (membantu

penyebaran informasi teknologi);

3 Abdulkadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, Bandung:—
Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 129 - 130. .

Endang Purwaningsih,Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights, Kajian - -~

Hulkum Terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten, Bogor:
Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 27, dalam Patrick A. Smith, ¢ The Characteristic and Justification of
the Patent System”, Executive Summary, Indonesia Australia Specialized Training Project -
Intellectual Property Rights, 1996, hal.2
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e. awvailability of patent protection provides an in flow of t;echnology from
other countries and incentive fbr investment (adanya perlihdungan paten
memberikan aliran téknologi dari negara lain dan bagi insentif bagi
penanaman modal).

Dengan diberikannya sertifikat paten, patentee (si. penerima paten)
mempunyai hakmonopoli (exclusive right/monopoly patent right). Patentee dapat
mempergunakan hahlya dengan melarang siapapun yang tanpa izinnya membuat
apa yang telah dipatenkannya, tetapi pelarangan tersebut dibatasi ruang
lingkupnyé, yakni hanya meliputi perbuatan-perbuatan yang dilakukan untuk -
tujuan industri dan perdagangan, serta dibatasi pula oleh jangka waktu fenentu.
Demikian pula di Indonesia, paten dimaksudkan sebagai hak eksklusif yang
diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi,.
yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut afau
memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk mélaksahakannya. Pemilik
paten adalah inventor atau pihak lain yang menerima pengalihan nya berdasarkan
(1) pewarisan, (2) hibah, (3) wasiat, dan (4) lisensi.”

Kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan yang menuntﬁt adanya
kemampuan intelektual manusia untuk menjédikan karya yang dihasilkan
mempunyai nilai ekonomi bagi pemiliknya maupun bagi masyarakat luas. Dengan
adanya nilai ekonomi yang bisa dinominalkan dari teknologi itulah yang
kemudian menimbulkan konsep kekayaan (property) dan konsep mengenai hak-
hak atas karya itu.>*

Konsep kekayaan yang mendorong pada kebutuhan akan pengamanannya
yang kemudian menimbulkan kepentingan untuk menumbuh kembangkan sistem
perlindungan hukum terhadap kekayaan tersebut yang dikenal dengan
perlindimgan terhadap Hak Milik Intelektual (Intellectual Property Rights)
tujuannya adalah memberikan kejelasan hukum mengenai hubungan antara
kekayaan dengan pencipta atau penemu sebagai pemilik nya, atau pihak lain yang

menerima hak tersebut dari pemiliknya untuk menikmati atau memetik

> Ibid, hlm. 2

™ Kansil, Perlindungan Hak Milik Intelektual & Pengaruhnyva Terhadap Industri dan
Perdagangan Internasional ( Makalah Seminar Tentang Pengaruh Hak Milik Intelektual Terhadap
Inustri dan Perdagangan Internasional di Jakarta, 1993) him.2
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manfaatnya selama jangka waktu tertentu.®® Diantara Hak Millik Intelektual ini,
yang berhubungan erat dengan Pehelitian dan IImu Pengetahuan teknologi adalah
Hak Paten atau biasa disebut Paten saja.>

Paten merupakan suatu pemberian hak atau perlindungan khusus yang
diberikan suatu negara dalam kurun waktu tertentu kepada st Perhegang Paten
untuk penemuannya. Dalam jangka waktu tersebut hanya pemegang paten yang
berhak untuk membuat, mengguﬂakan, atau menjual penemuannya di dalam
negara itu. Ufnumnya paten berhubungan dengan teknologi terapan seperti
peralatan mekanik, alat elektronik, proses kimia, produk farmasi, tanaman, dan
produk yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari. "’

Hak paten merupakan benda dalam arti kebendaan menurut Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (jo. Pasal 570 KUHPer), Oleh‘karena itu merupakan
- sebagian kekayaan dari 6rang yang memilikinya. Sudzh jelas bahwa bila tidak ada
perlindungan, maka kreativitas intelektual untuk membuat penemuan-penemuan
baru. Hasilnya adalah bahwa kemajuan di bidang industri dan pengetahuan akan
berkurang. Maka sudah wajar bilamana pemberian perlindungan paten harus
didasani dengan undang-undang dan harus dilakukan secara sistematis dan terus

menerus disertai dengan pengawasan yang layak.”®

1.6 Model Operasional Penelitian

Metode Penelitian adalah salah satu cara membahas dan menyelesaikan
permasalahan dengan baik dan sistematis.’® Penulisan tesis ini menggunakan
metode normative empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Maksudnya,
bahwa penulisan ini dilakukan untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat

membantu di dalam rhemperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka

% Tim Keppres (1992), Strategi dan Peranan Hukum Hak Milik Intelektual dalam

Menyongsong Era Globalisasi, Panel Diskusi bidang hukum hak milik intelektual di Jakarta
tanggal 4 Februari, diadakan oleh Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya.

S Amir Pamuntjak, Sistem Paten : Pedoman Praktik dan Alih Teknologi, Djambatan,
Jakarta, 1994, him.2.

7 S. Widatoen Darjoto, Informasi T eknologi Paten dalam Pemasyarakatan, (Seminar
sehari Peranan Informasi Teknologi Paten Menunjang Industrialisasi di Jakarta tanggal 30 Agustus
1988, diadakan oleh Biro Oktroi Rooseno dan PD II-LIPI).

% Perlindungan & Prosedur Paten, 01 April 2008, http://www.dgip.go.id.

® Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia,
1986. hal. 46 '
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menyusun teori-teori baru,*® dengan cara meneliti bahan pustaka yang erat derfgén
tesis ini, disamping itu penulis juga menggali da_ri mengambil dari berbagai
sumber antara lain dari makalah-makalah seininar, sosialisasi, kemudian ditambah
dengan pemetaan dan wawancara langsung ke lapangan, sehingga dengan
demikian terjadilah sinkronisasi yang dapat dituangkan dalam tesis ini. Dengan
demikiah sumber-sumber data dalam penulisan tesis ini terdiri dari: '
a. Data primer, yaitu sumber informasi dan data yang diperoleh langsung dari
sumbernya,* dalam hal ini berupa wawancara dan pengamatan terutama
melalui pejabat dan pegawai yang menangani bidang HAKI terutama
Paten, dan para ahli hukum lainnya.
b. Data sekunder meliputi . _
- a Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai
kekuatan hukum mengikat.®? Berbagai peraturan perundang-undangan,
seperti UU No. 6 Tahun 1989, UU No. 13 Tahun 1997, UU No. 14
Tahun 2001, UU Kepabeanan UU No. 10 Tahun 1995, UU
Kepabeanan baru UU No.17 Tahun 2006, Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana, UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, UU No.2
Tahun 2002 tentang Kepolisian, Peraturan Pemerintah No.27 Tahun
1983 tentang Penyidik PPNS, dan UU No. 4 Tahun 2004 tentang
Kekuasaan Kehakiman. ’

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer.®® Bahan ini terdiri
dari buku-lbu.ku yang berkaitan dengan materi penelitian, ekspos
penelitian, artikel, dan penulisan karya ilmiah lainnya.

c. Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun

penjelasan 'terhadap bahan hukum primer dan sekunder®® misalnya

% Ibid, hal. 10

! Ibid, hal. 51

® Ibid, hal. 52
*® Ibid.

%4 Ibid.
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yurisprudensi dan putusan pengadiian' yang berkaitan 'dengan materi

tesis ini, serta kamus yang berisi istilah-istilah teknis.
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| BAB 2 | |
PERLINDUNGAN HUKUM PATEN SEDERHANA
MENURUT UU NO. 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN

2.1 Sejarah Perlindungan Paten Sederhana

Pengaruh perkembangan teknologi sangat besar terhadap kehidupan
sehari-hari dan dalam beberapa dasawarsa terakhir ini, perkembangan tersebut
sangat pesat. Perkembangan itu tidak hanya di bidang teknologi tinggi, seperti
komputer, eléktro, telekomunikasi dan bioteknologi, tetapi juga di bidang
mekanik, kimia atau lainnya Bahkan sejalan dengan itu, makin tinggi ppla
kesadaran masyarakat untuk meningkatkan pendeiyagunaan teknologi yang
sederhana % , _

Seiring dengan itu pula, maka kini Indonesia telah memiliki sétu Undang-
Undang yang khusus memberikan perlindungan hukum terhadap para inventor
dalam bidang teknologi. Undang-Undang yang dimaksudkan adalah UU No. 14
Tahun 2001 Tentang Paten. UU No. 14 Tahun 2001 sendiri dibentuk bukan saja
bertujuan memberikan perlindungan terhadap para inventor Indonesia maupun
luar negeri, namun hal ini sekaligus sebagai wujud komitmen Indonesia terhadap
ratifikasi Agreement Establishing the World Trade Organization yang didalamnya
juga meliputi pada aspek Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual
Property Rights (TRIPs ) yang khususnya juga mengatur masalah paten. Dimana
dengan diratifikasinya TRIPs ini, maka Indonesia dituntut untuk membentuk
sekaligus mengharmonisasi hukum nasional tentang paten sendiri.

Sejarah “hukum paten di Indonesia mengalami dinamikanya sendiri.

Dinamika ini timbul dikarenakan adanya perkembangan politik dan sekaligus

% Penjelasan UU No. 14 Tahun 2001, Tentang Paten.

%0p.Cir, Budi Agus, hlm.114, yang dikemukakan oleh Normin S. Pakpahan, bahwa
tujuan dari harmonisasi ini agar dapat menghapuskan berbagai hambatan dan memberikan fasilitas
yang mendukung upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan, lihat Normin S.
Pakpahan, “Pengaruh Perjanjian WTO Pada Pembentukan Hukum Ekonomi Nasional,” Jurnal
Hulum Bisnis Vol. 5 1999, hlm.43.
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perkembangan teknologi itu sendiri. Sebelum mengehal UU No. 14 Tahun 2001,
Indonesia sudah pernah memberlakukan beberapa hukum paten.®’ |

Awalnya, Indonesia pernah memberlakukan Octrooiwer 1910 S. No. 33
yis S 11-33, S 22-54 yang mulai berlaku 1 Juli 1912%®. Kemudian berdasarkan
Stbl. 1924 No. 576 ayat 2 ruang lingkup tugas Department Van Justitie meliputi
pula bidang milik pen'ndustrvian.69 Pada zaman pendudukan Jepang dari tahun
1942-1945 semua peraturan perudang-undangan di bidang Hak Kekayaan
Intelektual tersebut masih tetap berlaku.™

Setelah Indonesia merdeka, Undang-Undang Octrooi ini dinyatakan tidak
berlaku karena dirasakan tidak sesuai dengan suasana negara yang berdaulat.

Penyebabnya adalah adanya ketentuan bahwa permohonan Octrooi di wilayah

Indonesia diajukan melalui Kantor Pembantu di Jakarta yang selanjutnya .

diteruskan ke Octrooiraad di negeri Be:lar_lda71 -

Pernyataan tidak berlakunya Undang-Undang Octrooi ini tidak diteruskan
dengan pembentukan Undang-Undang Paten yang baru. Sebagai jalan keluar nya
guna menampung permintaan paten dalam négeri, maka Menteri Kehakiman RI
mengeluarkan Pengumuman tertanggal 12 Agustus 1953 No. J.S.5 /41/43. N.55,
yaitu memberikan suatu upaya yang bersifat sementara. Selanjutnya untuk
menampung permintaan paten luar negeri. Mentert Kehakiman juga
mengeluarkan Pengumuman tertanggal 29 Oktober 1953 No. J.6 1/2/17 BN.53-

91" tentang permohonan sementara pendaftaran oktroi (paten) dari luar negeri.”

7 Ibid, him. 115.

% Lihat dalam Indonesia Australia Specialized Tranning Project Phase II, Intellectual .

Property Rights (elementary 2002), diselenggarakan oleh Asean Law Group Pty, hal. 118, pada
waktu itu permohonan pendaftaran paten dapat diajukan di kantor paten yang berada di Batavia
(Jakarta), namun pemeriksaan atas permohonan tersebut harus dilakukan di Octrooiraad di negeri
Belanda. Demikian yang memutuskan dapat atau tidak diberi paten di negeri Belanda.
Sekilas Sejarah, artikel tentang Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 13
Maret 2008, hitp://dgip.go.id/articleprint/4/-1/1.
° Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual 2005, Terbitan Ditjen HKL
' Ibid, dalam Muhammad dan Djubaedillah, Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan
Prakteknyza di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hlm.104.
Ibid.
™ Indonesia, Pengumuman Menteri Kehakiman RI tentang Pengajuan Sementara
Pendaftaran Oktroi (Paten) dari Luar Negeri, Pengumuman Menteri Kehakiman RI Nomior
J.G.1/2/17 tanggal 29 Oktober 1953, Berita Negara tanggal 13 Nopember Tahun 1953 Nomort 91.
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Pengumuman ini diénggap mulai berlaku terhitung dari tanggal 12
Agustus 1953 ialah tanggal Pengumuman Menteri Kehakiman RI Nomor J.S.
5/41/4 tanggal 12 Agustus 1953, Berita Negara tanggal 28 Agustus Tahun 1953
Nomor 69. Setelah ada keyakinan hukum di bidang paten, baru pada tanggal 13
Oktober 1989 DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang paten.
Rancangan Undang-Undang ini telah cukup lama dipersiapkan. Upaya-upaya
untuk mewujudkan nya antara lain dilakukan sejak awal tahun 1970-an oleh
Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dengan mengundang
ségenap ahli di lingkungan badan-badan pemerintahan, pendidikah tinggi, dan
bahkan para praktisi. Bahan-bahan bagi penyusunan selanjutnya, sejak saat itu
terus dikumpulkan dan dibagi dalam pertemuan-pertemuan ilmiah yang
diselenggarakan o'l'élrli”f.berbagai rlenibaga pendidikan tinggi. Kegiatan ini
menghasilkan sebuah ra'ncangan yang selanjutnya diajukan Menteri Kehakiman
kepada Bapak Presiden pada tahun 1982. ™

Sekalipun demikian upaya pengkajian daﬁ penyempurnaan masih tetap
berlangsung dengan disampaikannya penambahan beberapa materi dalam tahun
1986. Sejak saat itu, pengkajian ulang dan penyusunan rancangan diteruskan oleh
Tim Kerja yang dibentuk oleh Bapak Presiden guna mempelajari dan
menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan
peraturan perundang-undangan di bidang Hak Cipta, di bidang Merek Perniagaan
dan Merek Perusahaan, serta mempercepat penyelesaian penyusunan Rancangan
Undang-Undang Paten. Tim kerjé yang dibentuk dengan Keputusan Presiden
Nomor 34 Tahun 1986 menyelesaikan Rancangan Undang—Undahg Paten sebagai
prioritas yang kedua,” Rancangan Undang-Undang tersebut selanjutnya disahkan
menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten Lembaran Negara
Nomor 39 Tahun 1989 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3398 pada tanggal 1
Nopember 1989, dan mulai Bérlaku 1 Agustus 1991. Dengan keberlakuan ini,

Paten Sederhana yang merupakan bagian dari paten juga turut diundangkan. Paten

™ Keterangan Pemerintah mengenai Rancangan Undang-undang tentang Paten,
Keterangan Pemerintah dihadapan Sidang Paripuma Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia, yang disampaikan oleh Menteri Kehakiman atas nama Pemerintah, Jakarta 16 Juni
1989, him.3.

= Ibid.
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- sederhana diatur di dalam Pasal 6,. Pasél 10, Pasal 109 sampai dengan Pasal 113,

serta ketentuan tentang pidana paten sederhana di dalam Pasal 127.7

Dengan disahkan Undang-undang paten, maka Menteri Kehakiman RI
mengeluarkan Keputusan Menteri Nomor M.01-HC.02.01 Tahun 1989 tentang
Pencabutan Pengumuman Menteri Kehakiman Nomor J.S.5/41/4 Tanggal 12
Agustus 1953 dan Nomor J.G.1/2/17 Tanggal 29 Oktober 1953.

Pada tanggal 7 Mei 1997, UU No. 6 Tahun 1989 ini telah dirubah oleh UU
No. 13 Tahun 1997, yang diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 1997
No.30. Sejalan dengan itu, perubahan aturan yang berkaitan dengan paten
sederhana pun mengalami perubahan, dan penambahan. Paten sederhana yang
semula diatur dalam Pasal 6 dari UU No. 6 Tahun 1989, diubah, yang semula
hanya 1 'ayat, di UU No 13 Tahun 1997 mé_njadi 2 ayat, perubahan yang kedua
yaitu pada Pasal 10, yaitu adanya perubahan jangka waktu perlindungan paten‘,
perubahan selanjutnya yaitu Pasal 110, yang semula 2 ayat, mengalami
penambahan 1 ayat, lalu Pasal 112, dimana ada perubahan ketentuan pada ayat 2
nya, sedangkan Pasal 127 dari UU No. 6 Tahun 1989 tidak mengalami perubahan
di UU No. 13 Tahun 1997.

Dengan semakin berkembangnya sektor perekonomian terjadi perubahan
ketentuan dari UU No. 6 Tahun 1989, menjadi UU No. 13 Tahun1997 7. dan

" Op.Cit, Kansil, Perlindungan, hlm. 3.

" Terjadi karena penerimaan dan keikutsertaan Indonesia dalam persetujuan tentang
Aspek-Aspek Dagang Hak Atas Kekayaan Intelektual (Agreement on Trade Related Aspects of
Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods / TRIPs), yang merupakan
bagian dari Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (4greement Establishing the
World Trade Organization) scbagaimana telah disahkan dengan Undang-Undang, berlanjut
dengan melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional di
bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual termasuk paten dengan persetujuan internasional tersebut.
Dan dengan pertimbangan tersebut, serta memperhatikan penilaian terhadap segala pengalaman,
Khususnya kekurangan selama pelaksanaan undang-undang tentang paten., dipandang perlu untuk
mengubah dan menyempumakan beberapa ketentuan Undang-Undang No. 6 Tahun 1989 tentang
paten dengan Undang-Undang, liat penjelasan umum UU No. 13 Tahun 1997. Tambahan : pada
tanggal 15 April 1994, Pemerintah Indonesia menandatangani Final Act Embodying the Result of
te Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiation, yang mencakup Agreement on Trade Related
Asspect of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPs). Sebagai negara pihak penanda tangan

-persetujuan Putaran Uruguay, Indonesia meratifikasi persetujuan tersebut dengan Undang-undang _
‘Nomor 7 Tahun 1994. Tiga tahun kemudian pada tahun 1997 Pemerintah Indonesia merevisi
Undang-undang Paten untuk menyesuaikan dengan persetujuan TRIPs menuntut kesesuaian
‘pengaturan dalam peraturan perundang-undangan di tingkat nasional terhadap ketentuan dalam
beberapa konvensi Internasional mengenai HAKI, maka penyempurnaan peraturan perundang-
undangan juga diarahkan sesuai dengan konvensi-konvensi tadi. Konvensi untuk Paten adalah
Konvensi Paris. Liat dalam Keterangan Pemerintah Indonesia mengenai RUU tentang Perubahan
Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan
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akhirnya lahirlah UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten ’® yang merubah pula
ketentuan dari UU No. 13 Tahun 1997.

Perubahan dari UU No. 13 Tahun 1997 menjadi UU No. 14 Tahun 2001,
terjadi karena salah satu bagian Konvensi WTO yaitu Agreement on Related
Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPs), yang antara lain
menyatakan bahwa semua negara peserta harus menyesuaikan peraturan
perundang-undangan nasional HKI sesuai dengan konvensi Internasional di
bidang masing-masing (article 65 ayat 1 dan 27). Batas waktu yang ditentukan
untuk negara-hegara berkembang tanggal 31 Desember 1999. Pemerintah perluv
mengakomodasi aspek-aspek lain dalam Persetujuan TRIPs yang belum sempat
terakomoda51 pada perubahan Undang-Undang Paten tahun 1997, disamping itu
: untul\ menampung kebutuhan baru dalam masyarakat yang berkaitan dengan
perlindungan karya intelektual termasuk di dalamnya yang berhubungan dengan
kepentingan khalayak. Juga diperhitungkan tingkat kemampuan teknologi bangsa
Indonesia yang mewarnai karya-karya Intelektual dalam kaitan nya dengan
persaingan dunia usaha yang harus dilakukan secara sehat dan jujur. Tidak pula
dilupakan kondisi geografis Indonesia yang kaya dengan sumber alam.

Dengan alasan pertitnbangan tersebut, maka Pemerintah menyampaikan
RUU tentang Paten kepada DPR melalui surat Presiden Republik Indonesia
Nomor R.44/PU/X11/1999 tanggal 13 Desember 1999.*

Selanjutnya pembahasan RUU dilaksanakan dengan keterangan
Pemerintah di hadapan Rapat Paripurna DPR tanggal 14 Februari 2000, setelah itu

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, RUU tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 6
Tahun 1989 tentang Paten, dan RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun
1992 tentang Merek, Keterangan Pemerintah Indonesia dihadapan Rapat Paripuma Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

® Bahwa sejalan dengan ratifikasi Indonesia pada perjanjian-perjanjian internasional,
perkembangan teknologi, industri dan perdagangan yang semakin pesat, diperlukan adanya
undang-undang paten yang dapat memberikan perlindungan yang wajar bagi inventor, hal ini juga
diperlukan dalam rangka menciptakan iklim persamgan usaha yang jujur serta memperhatikan
kepentingan masyarakat pada umumnya.

? Seperti yang disebutkan di dalam Tran51t10na1 Arrangements Article 65. 1). Subject to
the provisions of paragraphs 2, 3 and 4, no Member shall be obliged to apply the provisions of this
Agreement before the expiry of a general period of one year following the date of entry into force
of the WTO Agreement. 2). A developing country Member is entitled to delay for a further
period of four years the date of application, as defined in paragraph 1, of the provisions of this
Agreement other than Articles 3, 4 and 5. '

8 Sambutan Pemerintah Atas Persetujuan Rancangan Undang-Undang tentang Paten,
Dan Rancangan Undang-Undang tentang Merek, Sambutan Pemerintah dalam Rapat Paripurna
Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2 Juli 2001, him.2.
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dilanjutkan dengan Pemandangan Umum Fraksi-Ffaksi DPR pada tanggal 29
Februari 2000, dan Jawaban Pemerintah terhadap pandangan Fraksi-Fraksi dalam
Pemandangan Umum diberikan pada pembicaraan tingkat III DPR melalui
Komisi II mulai tanggal 22 Februari 2001. Dengan disetujui RUU Paten menjadi
Undang-Undang Paten oleh DPR tanggal 2 Juli 2001 maka selanjutnya Undang-
- Undang tersebut disahkan oleh Presiden tanggal 1 Agustus 2001 menjadi Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten Lembaran Negara Nomor 109
Tahun 2001 Tambahan Lembaran Negara No. 4130. Perubahan-perubahan atas
Undang-undang Paten dilakukan untuk memudahkan penggunaannya oleh
masyarakat, Undang-Undang Paten ini disusun secara menyeluruh dalam satu
naskah (single text) pengganti Undang—Undang Paten lama. Dalam hal ini,
ketentuan dalam Undaﬁg-Undang Paten lama, yang substansinya tidak diubah
dituangkan kembali kedalam Undang-Undang ini. Secara umum perubahan yang
dilakukan terhadap Undang-Undang Paten lama meliputi penyempurnaan,
penambahan, dan penghapusan, ! . _

Perubahan yang terjadi tidak hanya dalam kaitannya dengan paten, tapi
juga paten sederhana. Dalam Undang—Undang ini objek paten sederhana tidak
mencakup proses, penggunaan, komposisi, dan produk yang merupakan product
by process. Objek paten sederhana hanya dibatasi padé hal-hal yang bersifat kasat
mata (fangible), bukan yang tidak kasat mata (intangible).

Di dalam UU No. 14 Tahun 2001 ini, paten sederhana diatur di dalam
Pasal 6, dimana terjadi perubahan ketentuan dari UU No. 13 Tahun 1997
mengenai invensi yang dapat diberikan paten sederhana, lalu di Pasal 9 yang
berkaitan dengan jangka waktu yang merupakan perubahan dari Pasal 10 UU No.
13 Tahun 1997, lalu di Pasal 104 sampai Pasal 107, yang merupakan
perkembangan ketentuan dari pada UU No. 13 Tahun 1997 yaitu pada Pasal 109
sampai den_gan' Pasal 113, ketentuan pidana paten sederhana juga berubah, yaitu
diatur di dalam__Pasa1'1'31 UU No. 14 Tahun 2001 yang merupakan perubahan dari
Pasal 127 UU No. 13 Tahun 1997.

8 Penjelasan UU No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten.
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Berdasarkan Peraturan Peralihan Pasal 136 UU No. 14 Tahun 2001
tentang Paten, yang berbunyi :

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini segala peraturan perundang-
undangan di bidang Paten yang telah ada pada tanggal berlakunya
Undang-Undang ini, tetap berlaku selama tidak bertentangan atau belum
diganti dengan peraturan perundang-undangan yang baru berdasarkan
Undang-Undang ini.”

Dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2001 terdapat ketentuan delik
pidana 'pelangaran paten rrierupakan delik aduan, yang berarti berubah dari
Undang- Undang paten sebelumnya yang mengatur pelanggaran paten merupakan
* delik biasa. Aturan ini berarti “kembali ke khittah“, maksudnya bahwa HKI
adalah private rights, berarti tergantung kepada Pemilik Hak Kékayaan Intelektual
apakah kéberataﬁ atau tidak “miliknya dipakai orang lain. Jika keberatan maka
pemilik hak dapat rﬁengadukan kepada aparat penegak hukum untuk penegakan
hukumnya %2 -

Peraturan Pelaksana UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten adalah :

1. Peraturan Pemerintah. »

a. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1991 tentang Impor Bahan
Baku atau Produk Tertentu yang dilindungi Paten bagi Produksi
Obat di dalam negeri.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak

| Kekayaan Intelektual sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah

Nomor 33 Tahun 1991 tentang Pendaftaran Khusus Konsultan
Paten. ,

C. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara
Permintaan Paten.

d. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahunjv19.‘93 tentang Bentuk dan

Isi Surat Paten.

8 & Zen Umar Purba, Latar Belakang Perubahan. Undang.-Undang Tentang Hak
Kekayaan Intelektual, makalah pada Lokakarya Terbatas Tentang Hak Kekayaan Intelektual Dan
Perkembangannya, Jakarta, 10-11 Februari 2004. )
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Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2001 fentang Perubéhan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 Tentang
Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku
Pada Departemen Kehakiman  sebagai  pengganti  dari
Peraturan '
Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 Tentang Tarif Atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen
Kehakiman (Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 sebagai
pengganti dari Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor : M.04-
HC.02.10 Tahun 1991 tentang Persyaratan, Jangka Waktu dan Tata
Cara Pembayaran Biaya Paten).

Peratiran Pemerintah Nomor 27 Tahun 2004 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah.

Peratufan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2004 tentang Susunan
Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Komisi Banding Paten sebagai
Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahﬁn 1995 tentang

Komisi Banding Paten.

Keputusan Presiden

a.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997
tentang Pengesahan Paten Cooperation Treaty (PCT) and
Regulations Under The PCT.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997
sebagai perubahan dari Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun
1979 tentang Pengesahan Paris Convention for The Protection of
Industrial Property.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 189 Tahun 1998
tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1986
sebagaimahé '-telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Keputuéén Pr_es’iden Nomor 26 Tahun 1995.

Keputus:ar'l Presiden Nomor 83 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan
Paten oleh Pemerintah terhadap Obat-Obat Anti Retroviral.
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3. Uhdé\ng-Undahg

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas
UU Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, Tentang Kepabeanan,
Tambahan Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 4661, yang
merupakan Perubahan UU Nomor 10 Tahun 1995, Tentang
Kepabeanan, Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 3612.

4.  Keputusan Menteri. Kehakiman

a.

Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor : M.01.HC.02.10
Tahun 1989 tentang Pencabutan Pengumuman MENKEH No.
1.8.5/4 dan J.G.1/2/17. ‘

Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor : M.01-HC.02.10
Tahun 1991 Tentang Paten Sederhana. ,

Keputusan Menteri Kehakiman RI. Nomor : M.02-HC.02.10
Tahun 1991 Tentang Penyelenggaraan Pengumuman Paten. -
Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M 05-HC.02.10
Tahun 1991 tentang Tata Cara Pendaftaran Khusus Konsultan
Paten.

Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor : M.06-HC.02.10
Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Pengajuan Permintaan Paten.
Keputusan Menteri Kehakiman R.J. Nomor : M.07-HC.02.10
Tahun 1991 Tentang Bentuk dan Syarat-Syarat Permintaan
Pemeriksaan Substantif Paten.

Keputusan Menteri Kehakiman RI1. Nomor : M.08-HC.02.10
Tahun 1991 Tentang Pencatatan dan Permintaan Salinan Dokumen
Paten. | . ‘
Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor : MY.843_-KP.O4.11
Tahun 1993 Tentang Penunjukan Pejabat yang Menandatangani

Surat Paten.
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i Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.04.PR.07.10
Tahun 1996 tentang Sekretariat Komisi Banding Paten.

] Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor : M.01-HC.02.10

Tahun 1996 tentang Tata Cara Pengajuan Permintaan Banding

Paten.

Konvensi internasional yang menjadi dasar pengaturan akan paten adalah

Konvensi Paris (Paris Convention). Lahirnya Konvensi Paris melalui proses yang

panjang yang kemudian menghasilkan tiga bagian isu yang sangat penting®*;

L.
2.
3

Ketentuan Prosedural ,
Prinsip-prinsip sebagai pedoman bagi negara anggota
Ketentuan mengenai milik industrial.

Sebenarnya Konvensi Paris _telah direvisi berulang kali, bahkan disusul

oleh konvensi-konvensi lain, seperti Konvensi Strasbourg, Patent Cooperation

Treaty, dan sebagainya, namun pengaturan internasional lain yang paling penting
dalam perkembangan hukum paten adalah dalam TRIPs / WTO, kemudian pada
tahun 2000 di Jenewa (Patent Law Treaty) telah dilakukan persetujuan oleh 43

negara dengan tujuan  menyempumakan dan menyeragamkan prosedur

permohonan paten di berbagai negara di dunia. Muatan persetujuan tersebut
adalah sebagai berikut :

L.

Tanggal Permohonan suatu permintaan paten adalah tanggal permohonan
telah diterimé oleh kantor paten setempat;

Tidak ada negara yang dibenarkan mewajibkan permintaan paten
memenuhi persyaratan yang melebihi PCT (Patent Cooperation Treaty ),
Suatu negara dimungkinkan menerima pengajuan perinintaan paten secara
elektronik, namun tidak ada negara yang diperbolehkan memaksakan
pengajuan permintaan paten hanya sécara elektronik;

Jika pengajuan permintaan . pateh ‘dilakukan secara elektronik guna
mengatasi  masalah gangguah alam dan elektronik, tanggal
penerimaan paten dapat diberikan jika telah diterima permnyataan seseorang

bahwa yang bersangkutan telah mengajukan permintaan paten

¥ Op.Cit, Endang, hlm.13.
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5. Inventor atau Q'r:ahg'lain yang menerima lebih lanjut hak inventor, orang
yang mengajukan permintaan paten, pemilik atau orang lain yang
berkepentingan dibenarkan berurusan langsung dengan kantor paten
sétempat untuk semua urusan yang berhubungan dengan permintaan paten;

6. Setiap negara aggota wajib memberlakukan hak-hak sesuai konvensi
Paris.® .

Konvensi Paris sendiri mengatur tentang hak milik perindustrian yang
ditandatangani di Paris tanggal 20 Maret 1883. Revisi pertama dilakukan di
Brusel, 14 Desember 1900, revisi betjkutnya di Washington, 2 Juni 1911, di Den
Haag, 6 Nopember 1925. Selanjuhiya- berturut-turut di Lissabon, 31 Oktober
1958, di Stockholm, 14 Juli 1967 dan terakhir juga di Stockholm, 2 Oktober 1986.
Sampai pada tanggal 1 Januari 1988, sebanyak 97 megara menjadi anggota
konvensi ini termasuk Indonesia yang felah meratifikasi berdasarkan Keppres No.
24 Tahun 1979 pada tanggal 10 Mei 1979 dan juga berdasarkan Keppres ini telah
diratifikasi, Convention Establishing the World Intellectual Property
Organization (WIPO).®°

Selain Konvensi Paris, ada juga Perjanjian Kerjasama Paten (PCT). Paten
Cooperation Treaty (PCT), didirikan pada tanggal 19 Jum 1970 di Washington
dalam suatu konferensi para diplomat dari 78 negara dan 22 organisasi
internasional. PCT telah dirubah 2 kali yaitu pada tahun 1979 dan tahun 1984.
Terhitung sejak tanggal 1 Januari 1988 sebanyak 40 negara telah menyatakan
tunduk kepada PCT, ¥ , |

Tujuan permohonan internasional paten adalah agar paten tersebut
mendapat perlindungan di beberapa negara. Untuk itu si pemohon harus
mengajukannya di setiap negara dimana perlindungan itu dikehendaki. Dengan
demikian setiap kantor paten nasional masing-masing negara harus melaksanakan
penelitian terhadap permohonan paten tersebut. Sistem ini tentu banyak .-
memerlukan pekerjaan, waktu dan biaya yang diperlukan. Pemecahan
permasalahan inilah yang merupakan tujuan PCT. Untuk itu PCT mengadakan

sistem permohonan internasional dan publikasi internasional, pemeriksaan

8 Ibid hlm. 14
¥ Op.Cit, OK. Saidin, hlm.228.
¥ Ibid hlm. 232. '
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permulaah internasional atas setiap permohonan paten yang lebih berdaya guna,
hemat, dan sederhana, jika perlindungan itu dikehendaki secara internasional. ¥’
PCT menunjuk kantor urusan paten yang telah memenuhi syarat untuk
melakukan penelitian. Kantor-kantor yang telah memenuhi syarat adalah kantor
paten di Rusia, Jepang, Swedia, dan Amerika Serikat. Hasil penelitian dari kantor
paten tersebut dikirimkan kepada pemohon dan Biro Internasional yang akan
mengirim pengiriman laporan kepada kantor paten dari negara yang ditunjuk. PCT
akan memberikan tahap kedua, yaitu pemeriksaan permulaan internasional. Pada
tahap ini suatu penemuan akan diperiksa, apakah bersifat inventif dan dapat
diterapkan dalam kegiatan industri **
Selain mengatur tentang permohonan internasional atas permohonan
_paten, PCT juga memberikan bantuan teknik yang merupakan perhatian khusus
bagi neéara—negara berkembang. PCT sepakat bahwa biro intérnasional V(WIPO)
dengan biaya rendah harus memberikan pengetahuan teknik dan teknologi untuk
negara-negara tersebut, termasuk pengetahuan yang ada yang dipublikasikan
berdasarkan dokumen yang diterbitkan. Selanjutnya sebuah komisi bantuan teknik
telah dibentuk yang bertugas menyelenggarakan dan mengawasi bantuan teknik
dalam mengembangkan sistem paten secara wilayah dan secara terpisah.%

Konvensi yang lain yaitu Konvensi Strasbourg, yang dibuat oleh Dewan

Eropa pada tahun 1954.%° Konvensi ini dibuat pada tahun 1971 dan kemudian
diubah pada tahun 1979. Perjanjian ini diikuti oleh 27 negara pada tanggal 1
Januari 1988. Menurut konvensi ini, semua anggoté Konvensi Paris dapat tunduk

kepada konvensiini.®* _

Konvensi berikutnya yaitu Konvensi Budapest, Konvensi ini dibuat pada

tahun 1977 dan kemudian diubah pada tahun 1980. Konvensi ini berkaitan dengan

S Ibid.

® Ibid, hlm. 233. L

¥ Ibid, dalam E.A Mout-Boutman, Paten Internasional, Makalah pada Seminar Hak
Milik Intelektual (Infellectual Property Rights ), FH-USU, 10 Januari 1989, him.7.

* Konvensi ini dalam rangka untuk memudahkan pelaksanaan penelitian sesuatu yang
baru, sehingga sejumlah negara merasa perlu untuk mendapatkan suatu sistem klasifikasi yang
diterima secara internasional untuk paten, utility models dan sertifikat penemuan. Klasifikasi itu
telah diterima dengan baik, akan tetapi Dewan Eropa tidak mempunyai sarana yang cukup untuk
menjaga klasifikasi ini agar tetap mutakhir, oleh karena itu dianggap baik, agar klasifikasi itu
diatur oleh WIPO, liat dalam E.A Mout-Bouman, Paten Internasional. Makalah Pada Seminar
Hak Milik Intelektual ( Intellectual Property Rights), FH-USU, 10 Januari 1989, him.8.

©*' Op.Cit, OK Saidin, hlm. 234.
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paten-paten yang mencakup pengunaan jasad renik baru. Persoalan bagi seorang
penemu adalah jika ingin mendapatkan perlindungan Internasional, ia harus
memasukan contoh dari jasad renik yang bersangkutan di negara yang dimintakan
perlindungan.** Ada jﬁga konvensi Paten Eropa, yang dibuat pada tahun 1973 dan
berlaku di 13 negara. Tujuannya adalah menciptakan paten Eropa yang dapat
diperoleh berdasarkan sebuah permohonan dan berlaku dengan menerapkan
persyaratan yang sama seperti paten nasional di negara dimana perlindungan itu
dimintakan. Hal ini berarti paten Eropa merupakan himpunan paten nasional.
Permohonannya harus diajukan kepada kantqr paten' Eropa di Muhich atau
cabangnya di Den Haag.”

Selain itu, ada lagi Konvensi Buenos Aires tahun 1910, dalam konvensi ini
dibentuk pada Konferensi Pan Amerika ke-4 pada saat teréﬁéﬁnnya dan ditanda
tangani oleh semua anggotanya yang terdiri atas 21 (dua puluh satu) negara,
kecuali Bolivia. Isinya tidak banyak bérbeda dengan Konvensi Paris,ha.mun dapat
dikemukakan penemuan-penemuan apa saja yang dapat dimintakan perlindungan
paten, yaitu sebagai berikut :

1. Suatu cara baru untuk mengolah produk produksi;
2. Suatu mesin atau suatu alat tangan atau mekanis baru yang bertujuan
mengolah produk industri;

3. Suatu produk industri baru;

2 Masalah inilah yang dipecahkan oleh konvensi Budapest yang memberikan

kemungkinan untuk melakukan pemasukan (deposit) tunggal jasad renik tersebut kepada badan
penyimpanan (deposity) Internasional . Negara-negara yang mengadakan perjanjian dari kantor-
kantor wilayah seperti kantor urusan paten Eropa diwajibkan melakukan hal itu untuk kepentingan
undang-undang Paten Nasional mereka. Pada saat ini terdapat 18 badan penerima dimaksud
misalnya Central Bureau Voor Schimmekultures Belanda, lihat dalam E.A.Mout-Bouman, Pater
Internasional, makalah pada seminar Hak Milik Intelektual (Intellectual Property Rights), FH-
USU, 10 Januari 1989 him. 9.

% Ibid, OK Saidin, him. 235. Menurut konvensi ini, jangka waktu paten selama dua
puluh tahun (20) tahun. Paten ini dapat dicabut tetapi hanya atas dasar alasan yang tercantum
dalam konvensi tanpa menghiraukan Undang-Undang Nasional, Konvensi menentukan penemuan-
penemuan yang tidak dapat diberi paten yaitu : teori-teori ilimiah, temuan-temuan dan metode
matematika, ciptaan estetis, pola, peraturan dan metode untuk melaksanakan tindakan kejiwaan
murni, melakukan permainan atau melakukan usaha dan program untuk komputer, penyajian
informasi, syarat-syarat untuk diberikan paten atas suatu penemuan menurut konvensi ini adalah,
bahwa suatu penemuan baru yakni yang tidak merupakan bagian dari bentuk seni. Kemudian suatu
penemuan harus mengandung langkah inventif, dan suatu penemuan haruslah rentan terhadap
penerapan dalam industri yang berarti bahwa ia dapat dibuat atau digunakan dalam jenis industri
apapun termasuk pertanian.
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4. ‘Penerapan cara-cara yang telah diketahui untuk mendapatkan hasil-hasil
 yang lebih baik;
5. Seﬁap model asli atau desain penghias asli yang baru untuk diterapkan
pada setiap produk industri.”*

Di Eropa pun ada konvensi yang bersifat regional, diantaranya konvensi
yang dikenal dengan European Relating to the Formalities Required for Patent
Applicdtion (1953) diantara negara-negara Dewan Eropa (Council of European),
yang bertujuan untuk menyeragamkan dan menyederhanakan cara-cara aplikasi
diantara negara-negara anggotanya. Konvensi lainnya adalah European
- Convention for International Classification of Patent (1954) yang bertujuan
untuk penerapan suatu sistem klasifikasi paten yang seragam.”

Meskipun Indonesia telah menyepakati untuk meratifikasi dari beberapa
konvensi bahkan TRIPs WTO, namun demi kepentingan nasional Indonesia, baik
dari segi kepentingan ekonomi maupun kepentingan teknologi, Indonesia bisa saja
mengesampingkan konvensi tersebut dan menomor satukan hukum nasional.

Sejarah dari paten sederhana pada intinya tidak jauh berbeda dengan
sejarah paten pada umumnya, baik dari segi aturan nasional maupun dalam hal

ratifikasi Konvensi-konvensi Internasional.

2.2 Syarat-Syarat Perlindungan Paten Sederhana Menurut UU No. 14
Tahun 2001 Tentang Paten

Paten sederhana sebagai bagian dari paten, lahir sebagai hasil kreativitas
penemu yang mempunyai nilai praktis dah ekonomis, yang penemuan ini dapat
- digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Pada dasarnya paten sederhana diberikan untuk invensi yang bersifat
sederhana dan praktis, seperti yang dituangkan di dalam Pasal 6 UU No.14 Tahun
2001, Tentang Paten, yang berbunyi sebagai berikut : o

* Op.Cit, Endang, him. 110.
% Ibid
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“Suatu invensi berupa produk atau alat yang baru dan merﬁpunyai nilai
kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau
komponen nya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk
paten sederhana.”

Dari pasal ini kita bisa menggaris bawahi beberapa hal yaitu : suatu
produk atau alat, memiliki unsur kebaruan, dan mempunyai nilai kegunaan
praktis.

Di beberapa negara, seperti Jepang, Amerika Serikat, Filiphina, dan
~ Thailand, pengertian paten sederhana disebut utility model, petty patent, atau
simple paten, yang khusus ditujukan untuk benda (article) atan alat (device). %

Paten sederhana hanya diberikan untuk invensi yang berupa alat atau
produk yang bukan sekedar berbeda ciri teknisnya, tetapi harus memiliki fungsi /
kegunaan yang lebih praktis dari pada invensi Sebelumnya dan bersifat kasé:[ mata
atau berwujud (fangible), adapun invensi yang sifatnya tidak kasat mata
(intangible), seperti metode atau proses, tidak dapat diberikan perlindungan
sebagai paten sederhana.”’ '

Pengertian inm1 sungguh jauh berbeda bila dibandingkan dengan pengertian
paten sederhana menurut UU No.6 Tahun 1989 sébagaj UU Paten Lama,
pengertiannya adalah :

“Setiap penemuan berupa benda, alat atau hasil produksi yang baru yang
tidak memiliki kualitas sebagai penemuan tetapi mempunyai nilai
kegunaan praktis disebabkan karena bentuk, konfigurasi, konstruksi atau
komposisinya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk paten
“sederhana atas penemuan yang sederhana tersebut*.

Karena memiliki nilai kegunaan praktis, maka terkandung pula di
dalahlnya nilai ekonomis. Benda, alat, ‘atau hasil produksi seperti itu tidak
memiliki kualitas penemuan karena penemuan tersebut biasanya diperoleh dengan
cara yang lebih sederhana, tidak melalui prosedur sebagaimana lazimnya kegiatan
penelitian dan pengembangan.

Barang-barang seperti itu biasanya berupa peralatan yang banyak
digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti misalnya mesin pembuat bakso,

alat pemarut kelapa, pemecah kulit kopi, pemipil jagung dan perontok gabah.

96 7y
Ibid.
*7 Penjelasan Pasal 6 UU No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten.
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Karena itu, barang-Barahg tefsébut séringkali dikenal pula sebagai “utility model*,
karena sifatnya yang serba sederhana, maka perlindungannya diberikan dalam
rangka paten sederhana.”®

Di dalam UU No. 6 Tahun 1989 ini, suatu metode proses juga dapat
dimintakan hak paten sederhananya, yang biasanya metode proses ini berupa
metode dalam proses kimia. | ‘ o

Apabila kita bandingkan dengan pengertian yang diberikan oleh UU No.
13 Tahun 1997, yang merupakan perubahan dari UU No. 6 Tahun 1989 ini, maka
paten sederhana itu adalah :

“(1) Setiap penemuan berupa produk atau proses yang baru dan memiliki
kualitas penemuan yang sederhana tetapi mempunyai nilai kegunaan
praktis disebabkan karena bentuk, konfigurasi, konstruksi atau
komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk paten
sederhana;

- (2) Syarat kebaruan pada penemuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
adalah terbatas bagi penemuan sederhana yang dilakukan di Indonesia.”
Perubahan dimaksudkan untuk lebih memberikan kejelasan mengenai
lingkup perlindungan paten sederhana yang dapat mencakup produk maupun
proses dan untuk memberi batasan mengenai penerapan persyaratan kebaruan
bagi penemuan yang dapat memperoleh perlindungan paten sederhana tersebut.
Dalam ketentuan Pasal 6 lama mencakup lingkup perlindungan hanya berlaku
untuk penemuan yang berupa produk saja. Yaitu produk yang memiliki nilai
ekonomis karena memiliki nilai kegunaan praktis. Dengan membatasi bahwa
syarat kebaruan pada penemuan tersebut hanya berlaku untuk wilayah Indonesia
saja maka diharapkan permintaan 'paten oleh penemu bagi jenis penémuan
sederhana ‘akan lebih banyak. Adapun pengertian “penemuan sederhana yang
dilakukan di Indonesia“ meliputi semua informasi tentang penemuan yang dapat
diperoleh di Indonesia. *°

Dari ketiga ketentuan UU Paten ini, ada tiga unsur yang menjadi unsur:
utama dapat diperolehnya perlindungan hukum dalam bentuk paten sederhana,
yaitu unsur alat atau produk maupun proses, bersifat baru, dan mempunyai nilai

kegunaan praktis.

98 1
Ibid.
% Penjelasan Pasal 6 UU No. 13 Tahun 1997 tentang Paten.
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Penemuan sederhana biasanya diperoleh dengan cara yang sederhana,

tidak melalui prosedur yang lazim dengan kegiatan penelitian dan pengembangan,

karena sifatnya serba sederhana, maka perlindungan nya diberikan dalam bentuk

paten sederhana.’®

Ciri utama dari paten sederhana menurut UU No. 14 Tahun 2001, yaitu :
Penemuan tersebut tidak melalui penelitian dan pengembangan (research
and development) yang mendalam; '

Hanya melalui hak untuk satu klaim;

Pemeriksaan substantif langsung dilakukan tanpa permintaan dari pihak
penemu, sehingga bila terjadi penolakan terhadap permintaan vpaten'
sederhana ini tidak dapat dimintakan lisensi wajib dan tidak dikenai biaya
tahunan.

Sifat baru dari paten sederhana dalam Undang-Undang Paten lama tidak

begitu jelas. Dalam Undang-Undang im ditegaskan kebaruan bersifat universal.

Disamping tidak jelas, ketentuan dalam Undang-Undang Paten lama memberikan

kemungkinan banyaknya terjadi peniruan invensi dari luar negeri untuk

dimintakan paten sederhana. '

Jangka waktu pemberian paten sederhana dari UU No. 14 Tahun 2001,

berbeda dengan ketentuan dari UU No. 6 Tahun 1989 dan UU No. 13 Tahun

1997.

D1 dalam Pasal 9 UU No. 14 Tahun 2001, disebutkan bahwa :

“Paten Sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun
terhitung sejak Tanggal Penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat
diperpanjang.“

Secara umﬁm alat atau produk yang dilindungi, diperoleh dalam waktu

yang relatif singkat, dengan cara yang sederhana, dengan biaya yang relatif

murah, dan secara teknologi juga bersifat sederhana sehingga jangka waktu

perlinduhgan selama 10 (sepuluh) tahun dinilai cukup untuk memperoleh manfaat

ekonomi yang wajar.'%?

10 1hid. :
"' Penjelasan UU No. 14 Tahun 2001 fentang Paten.
12 Penjelasan Pasal 9 UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.
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Bila kita bandingkan kembali dengan ketentuan dari UU No. 6 Tahun
1989 dan UU No. 13 Tahun 1997, ada perubahan ketentuan. Pasal 10 dari UU
No. 6 Tahun 1989 mengatakan bahwa :

“Paten sederhana diberikan untuk jaxigka waktu selama lima tahun

terhitung sejak tanggal diberikannya Surat Paten Sederhana.”

Karena benda atau alat yang dihasilkan tersebut diperoleh dengan waktu
yang relatif singkat, dengan cara yang sederhana, dengan biaya yang relatif murah
dan secara teknologi juga bersifat sederhana, maka jangka waktu perlindungan
selama lima (tahun) dinilai cukup. '® |

Pasal 10 dari UU No. 13 Tahun 1997, merubéh Jangka waktu ini, yaitu :

“Paten sederhana diberikan untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun

terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Paten Sederhana.”

Perpanjangan jangka waktu perlindungan paten sederhana dari semula S

(lima) tahun menjadi 10 (sepuluh) tahun pada dasarnya merupakan optimasi
perlindungan bagi jenis penemuan yang banyak dihasilkan oleh penemu-penemu
Indonesia. Hal itu sama sekali tidak dimaksudkan untuk menghalangi masyarakat
untuk segera dapat menggunakan penemuan tersebut setelah menjadi publik
domein. Perpanjangan tersebut ditetapkan dalam batas yang wajar dengan
mempertimbangkan kepentingan para penemu Indonesia agar dapat lebih
bergairah melakukan kegiatan untuk menghasilkan lebih banyak penemuan
khususnya penemuan yang sederhana '%

Dari hal diatas, kita bisa menilai bahwa perlindungan terhadap paten

sederhana memilild jyangka waktu yang cukup lama, dengan berubahnya ketentuan
dari UU Paten ini, maka perlindungan terhadap invensi yang berupa paten

sederhana menjadi lebih terlindungi.

103 Penjelasan Pasal 10 UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten. Untuk di Filiphina paten

untuk penemuan baru diberikan jangka waktu 17 tahun terhitung dari tanggal penerimaan
permintaan paten (Act 165 Section 21Rule 146). Paten untuk utility models diberikan untuk jangka
waktu 5 tahun terhitung dari tanggal pemberian tersebut (Act 165, Section 58 Rule 148).
Sementara itu di Thailand jangka waktu perlindungan paten adalah 15 tahun sejak tanggal
dipenuhinya syarat-syarat permohonan paten (Act, Section 35). Malaysia, jangka waktu
perlindungan paten harus diberikan selama 15 tahun dari tanggal pemberian paten (Act, Section 35
(1). Lihat Taryana Soenandar, Perlindungan Hak Milik Intelektual di Negara-negara ASEAN,
Jakarta: Sinar Grafika, 1996, him. 111-112.
'°* Penjelasan Pasal 10 UU No. 13 Tahun 1997 tentang Paten.
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Untuk aturan yang lebih khusus bagi paten sederhana ini diatur di dalai'.n»
Pasal 104 sampai dengan Pasal 108 UU No. 14 Tahun 2001. Pasal 104 mengatur _
bahwa ketentuanA dalam UU Paten ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap
paten sederhana, kecuali yang secara tegas tidak berkaitan dengan paten
sederhana. Oleh karena itu keténtuan Pasal 104 ini haruslah diartikan sebagai
ketentuan yang bersifat khusus, karenanya pula terhadap Paten Sederhana dapat
dikesampingkan ketentuan-ketentuan umum yang diatur dalam UU No. 14 Tahun
2001. Disini berlaku azas Lex Specialist Derogat Legi Generalis (ketentuan
khusus mengenyampingkah ketentuan umum).

Di dalam Pasal 105 UU No. 14 Tahun 2001, yang mengatakan bahwa :

“(1). Paten Sederhana hanya diberikan untuk satu Invensi;

(2). Permohonan pemeriksaan substantif atas Paten Sederhana dapat
dilakukan bersamaan dengan pengajuan Permohonan atau paling lama 6
(enam) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan dengan dikenai biaya;
(3). Apabila permohonan pemeriksaan substantif tidak dilakukan dalam
batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau biaya untuk itu
tidak dibayar, Permohonan dianggap ditarik kembali;

(4). Terhadap Permohonan Paten Sederhana, pemeriksaan substantif
dilakukan setelah berakhir jangka waktu pengumuman sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf d;

(5). Dalam melakukan pemeriksaan substantif, Direktorat Jenderal hanya
memeriksa kebaruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan
Keterterapannya dalam industri (industrial applicability) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ¢ :

Ayat (1) diatas bermaksud karena proses invensinya berlangsung
sederhana dan hasil yang diperoleh juga bersifat sederhana, maka invensi yang
dihasilkan biasanya hanya berisikan satu klaim.

Sedangkan ayat (2) bermaksud bahwa dengan ketentuan ini maka terhadap
setiap permintaan paren sederhana secara langsung dilakukan pemeriksaan
substantif tanpa perlu adanya pengumuman. Sekalipun demikian syarat
kelengkapan sebagaimana lazimnya permintaan paten pada dasarnya tetap harus
dipenuhi.

Berbeda dari Undang-Undang Paten lama, dalam Undang-Undang ini
perlindungan paten sederhana dimulai sejak Tanggal Penerimaan karena paten
sederhana yang semula tidak diumumkan sebelum pemeriksaan substantif diubah

menjadi diumumkan. Permohonan paten sederhana diumumkan paling lambat 3
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(tiga) bulan sejak Tanggal Penerimaan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan
kesempatan kepada masyarakat luas guna mengetahui adanya permohonan atas
suatu invensi serta menyampaikan pendapatnya mengenai hal tersebut. Selain itu
dengan pengumuman tersebut, dokumen permohonan: yang telah diumumkan
tersebut segera dapat digunakan sebagai dokumen pembanding, jika diperlakukan
.dalam pemeriksaan substantif tanpa harus melanggar kerahasiaan invensi. 105 ‘

Di samping itu, konsep perlindungan bagi paten sederhana yang diubah
mehjadi sejak Tanggal Penerimaan, bertujuan untuk memberikan kesempatan
kepada pemegang paten sederhana mengajukan gugatan ganti rugi akibat -
pelanggaran terhitung sejak Tanggal Penerimaan. Gugatan ganti rugi baru dapat
diajukan setelah paten sederhana diberikan. '% _

Jangka waktu pemeriksaan substantif atas paten sederhana yang-semula
sama dengan paten, yakni dari 36 (ﬁga. pulub enam) bulan diubaﬁ ménjadi 24 (dua
puluh empat) bulan terhitung séjak Tanggal Penerimaan. Hal itu dimaksudkan
untuk mempersingkat jangka waktu pemeriksaan substantif agar sejalan dengan
konsep paten dalam rangka meningkatkan layanan kepada masyarakat. 17

Dalam hal proses pemeriksaan substantif yang sudah diubah oleh UU No.
14 Tahun 2001 ini, maka Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor : M.01-
HC.02.10 Tahun 1991 tentang Persyaratan Pengajuan Paten Sederhana menjadi
tidak berlaku lagi.

Di dalam Pasal 110 UU No. 6 Tahun 1989, menyatakan bahwa :

“(1) Paten sederhana hanya diberikan untuk satu klaim;
(2) Terhadap permintaan paten sederhana langsung dilakukan pemeriksaan
yang bersifat substantif

Bila kita bandingkan dengan bunyi Pasal 110 UU No. 13 Tahun 1997,
yang menyatakan bahwa : V

“(1) Paten Sederhana hanya diberikan untuk satu klaim;
(2) Terhadap permintaan paten sederhana langsung dilakukan pemeriksaan
yang bersifat substantif;,

19 Penjelasan UU No. 14 Tahun 2001, tentang Paten.
106 .

Ibid.
7 1bid.
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(3) Dalam melakukan pemeriksaan substantif, Kantor paten hanya
memeriksa syarat kebaruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

@3).”

Dari kedua UU imi baik ayat (1) maupun ayat (2) nya, tidak terdapat
perbedaan, hanya penambahan ayat (3) yang membuat kedua UU ini berbeda. Bila
kita bandingkan dengan Pasal 105 UU No. 14 Tahun 2001, terlihat perbedaah
dalam hal pemeriksaan substantif yang harus diajukan permohonannya terlebih
dahulu, selain itu maksud “invensi® dari Pasal 105 ini tentu saja merhpunyai
makna yang berbeda dengan kata-kata “klaim” pada Pasal 110 dant UU Paten
lama.

Kata-kata “klaim“ sendiri tidak ditemukan pengertiannya baik di UU No. 6
Tahun 1.989, UU No. 13 Tahun 1997, maupun UU No. 14 Tahun 2001, yang ada
hanya pengertian akan invensi. Di dalam UU Paten lama (UU No. 6 Tahun 1989
dan UU No. 13 Tahun 1997), kata-kata “invensi” masih berarti penemuan, yaitu
suatu kegiatan pemecéhan masalah tertentu di bidang teknologi, yang dapat
berupa proses atau hasil produksi atan penyempurnaan dan pengembangan proses
atau hasil produksi‘

Sedangkan “invensi® menurut UU No. 14 Tahun 2001, berarti yaitu ide
inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang
spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau
penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

Dari pengertian ini, invensi bisa berupa produk atau proses, tapi khusus
untuk paten sederhana, tidak memberikan perlindungan untuk metode proses,
yang diberikan hanya invensi berupa produk saja.

Di luar dari pengertian UU No. 14 Tahun'2001, klaim adalah bagian dari
permohonan yang rrienggmnbarkan inti invensi yang dimintakan perlindungan

“hukum, yang harus diuraikan secara jelas dan didukung oleh deskripsi. Klaim

~ tersebut mengungkapkan tentang semua keistimewaan teknik yang terdapat dalam
invensi. %

o Penulisan klaim harus menggunakan kaidah bahasa Indonesia dan

lazimnya bahasa teknik yang baik dan benar serta ditulis secara terpisah dari

198 Diktat Kuliah.
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uraian invénsi._ Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan' klaim

adalah :

a. Klaim tidak boleh berisi gambar atau grafik tetapi dapat berisi tabel, rumus

matematika ataupun rumus kimia;

b. Klaim tidak boleh berisi kata-kata yang sifatnya meragukan.

Dalam pehulisannya, klaim dapat ditulis dalam dua cara :

1)

2)

Klaim mandiri (independent claim) dapat ditulis dalam dua bagian.
Bagian pertama, mengungkapkan tentang fitur invensi terdahulu dan

“bagian kedua mengungkapkan tentang fitur invensi yang merupakan

ciri invensi yang diajukan. Dalam penulisannya, dimulai dari

keistimewaan yang paling luas (broadest) lalu ditkuti dengan
keisﬁmewaan yang lebih spesifik (narroWer). Klaim turunan
(dependent claim) mengungkapkan fitur yang lebih spesifik dari péidé
keistimewaan péda klaim mandirni daﬁ drtulis secara terpisah dari klaim
mandirinya;

Klaim mandiri dapat ditulis dalam suatu bagian dan mengungkapkan
secara langsung keistimewaan invensi tanpa menyebutkan
keistimewaan  dari invensi  terdahulu. Cara penulisannya
biasanya juga dimulai dari keistimewaan yang paling luas lalu dukuti
dengan keistimewaan yang lebih spesifik. Penulisan klaim turunannya,

sama dengan penulisan pada cara 1 tersebut diatas. 1

Di dalam pemeriksaan untuk paten sederhana sendiri, klaim adalah syarat

mutlak untuk dapét diberikannya perlindungan dalam bentuk paten sederhana,

karena yang dibandingkan adalah klaim-klaim yang disebutkan di dalam deskripsi

di dalam sertifikat paten sederhana.

Deskripsi ini yang menjadi _dokumén pembanding bagi pemeriksa paten

untuk memberikan hak paten sederhana. Di dalam praktek terjadi sedikit masalah

dalam hal pemeriksaan yang dilakukan oleh Ditjen Paten, bila mana ada suatu

produk yang sudah berkembang dan beredar di pasaran, dan produk ini diciplak

oleh pihak lain dan dimintakan hak paten sederhana. Bila mengikuti ketentuan

dari UU No. 14 Tahun 2001, bahwa paten sederhana hanya dapat diberikan bila

199 1bid
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memenuhi unéur keBaruan Logikanya bila penemuan ini sudah beredar di
masyarakat, maka unsur kebaruan sudah tidak terpenuhi lagi.'"

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengani Bapak
Heriyanto dari Direktorat Paten, yang mengatakan bahwa Ditjen pemeriksa paten
hanya melihat dari data dokumen yang ada, yang masuk dari semua negara, bila
dalam data dokumen pembanding tersebut tidak terdapat invensi yang serupa
dengan invensi yang akan dimintakan paten sederhananya sendiri, maka hak akan
paten sederhana itu dapat diperoleh, walaupun tidak memenuhi unsur kebaruan
yang dalam hal ini produk tersebut sudah beredar dimasyarakat umum. Di dalam
klaim itu sendiri sudah disebutkan invensi apa saja yang ingin dimintakan
patennya. Bila ternyata ada pihak ke-3 yang merasa bahwa suatu invensi tidak
memeiiuﬂi unsur unfuk' dapat diberikan paten, maka pihak ke-3 imi dapat
memintakan pembatalan atas hak paten sederhana tersebut. '

Indonesia tidak mengatur secara eksplisit mengenai luasnya perlindungan
paten. UUP Indonesia hanya mengaﬁr tentang klaim sebagai inti perlindungan
dengan deskripsi dan drawing digunakan sebagai alat bantu untuk menafsirkan
klaim. Dalam praktek pengadilan ''? kadang klaim tidak digunakan sebagai poin
utama untuk menentukan ada atau ftidaknya pelanggaran ataupun untuk
menentukan pentabilitas ketika terdapat prior article yang relevan.

Masalah luasnya lingkup perlindungan paten di Indonesia sangat
tergantung dari berbagai faktor, antara lain:

a. Pemberdayaan péran dan kemampuan SDM, baik sebagai pemeriksa substantif
maupun hakim,; Lt

b.. Pembuatan klaim;

c¢. Prinsip itikad baik.

Pada dasarnya, diskresi hakim cukup luas di Indonesia, namun perlu
dibarengi keahlién tidak hanya dari segi hukum patennya, tetapi juga dari
pengetahuan tekriologi. .Prinsip ittkad baik secara nyata telah diterapkan, baik

sejak permphoriaﬂ (amandemen aplikasi) hingga proses peradilan di Mahkamah

110

tahun 2004.
11

Liat Kasus PT Truno Bravo Vs. PT Orphanindo Tamamulia, Putusan PN.Jkt. Tim

Wawancara penulis dengan Bpk. Heriyanto dari Ditjen Paten, pada hari Selasa,
tanggal 11 Maret 2008, pukul 13.30. WIB, bertempat di Dirjen HAKI, Tangerang.
: Op.Cit, Kasus Paten.
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Agung. Penafsiran klaim menggunakan interpretasi gramatikal dan purpbsii»e
construction, yakmi penafsiran kata, seperti pemakaian sehari-hari dan apa yang
dimaksud oleh inventor tentang cakupan klaim invensi nya. Selain itu juga

menggunakan interpretasi teleologis, yakni penafsiran sesuai dengan kebutuhan

masyarakat yang berlaku dewasa ini.'®

Pasal 106 UU No. 14 Tahun 2001, yang mengatakan bahwa:

“a. Paten Sederhana yang diberikan oleh Direktorat Jenderal dicatat dan di

umumkan;

b. Sebagai bukti hak, kepada Pemegang Paten Sederhana diberikan
" Sertifikat Paten Sederhana.”

Pasal 106 ini mempunyai pengertian bahwa karena paten sederhana ini
menyangkut teknologi yang proses invensinya berlangsung sederhana, maka tidak
diperlukan adanya mekanisme banding Vs'eperti halnya tethadap Paten pada
umumnya. Dari segi ekonomi dan jangka waktu perlindungan yang relatif pendek,
proses yang semakin panjang tidak pula menguntungkan bagi inventor paten itu
sendiri. :

Namun demikian perlu juga kejelasan mengenai batasan tentang invensi
yang berlangsung sederhana atau teknologi yang proses invensinya sederhana.
Kata “sederhana” haruslah dapat dijabarkan secara konkret dan jelas pemaknaan
juridisnya. Sebab jika tidak demikian hal itu dapat menimbulkan penafsiran yang
berganda di kemudian hari.

Lalu Pasal 107 UU No. 14 Tahun 2001, yaitu :

“Paten Sederhana tidak dapat dimintakan lisensi-wajib*.

* Hal ini berkaitan dengan jangka waktu paten, seperti yang diatur didalam
Pasal 9 dari UU ini. Pasal 108 UU No. 14 Tahun 2001, menyatakan bahwa -

“Ketentuan lebih lanjut mengenai Paten Sederhana ini diatur dengan

Peraturan Pemerintah®.

Pada dasamya Paten Sederhana muncul karena banyaknya invensi
teknologi yang mempunyai nilai kegunaan praktis, baik dalam produk, alat

invensi maupun dalam hal pelaksanaannya setelah menjadi suatu produk. '**

'"* Op.Cit, Endang, hlm. 108.

""" Suyud Margono, Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis, (Jakarta:PT
Gramedia Widiasarana Indonesia,2002), hal 29.
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Secara umum dapat kita katakan, bahwa paten sederhana dapat diberikan
bila memenuhi syarat-syarat untuk dapat diberikannya paten sederhana, yaitu
berupa produk atau alat, mempunyai unsur kebaruan, dan mempunyai nilai

kegunaan praktis.

2.3 Kedudukan Hukum Pemegang Paten Sederhana Menurut UU No. 14 .
Tahun 2001 Tentang Paten '

Bila kita lihat dari 2 (dua) ketentuan UU Paten yang lama, yaitu UU No. 6
Tahun 1989 dan UU No. 13 Tahun 1997, ketentuan dan penggambaran dari paten
sederhana itu sendiri terlalu universal, sehingga perlindungan hukum dari hak
paten sederhana tidak terpenuhi. Namun sejak perubahan dari UU No. 6 Tahun

1989 diubah ke UU Nd. 13 Tahun 1997, permoﬁoﬁan paten sederhana ternyata
cukup baik dibandingkan permohonan paten yang berasal dari luar negeri.

Dari seluruh jumlah permohonan paten sederhana dan tahun 1991 sampai
dengan bulan September 2003 yang mencapai 1.799 permohonan, ternyata yang
berasal dari Indonesia mencapai 1.237 permohonan atau sekitar 68 %. Namun
jumlah permintaan paten secara kuantitatif menujukkan penurunan sejak
tahun 2000 yang mencapai 213 permintaan paten, lalu tahun 2001 berkurang
menjadi 197 permintaan paten, pada tahun 2002 menyusut menjadi 157
permintaan paten dan menyusut lagi menjadi 101 permintaan paten hingga bulan
September tahun 2003. Salah satu kendala mengapa jumlah permohonan paten
sederhana dari Indonesia tidak terlalu banyak jumlahnya adalah karena faktor
biaya permohonan, biaya permohonan pemeriksaan, dan biaya pemeliharaan paten
yang cukup besar jika dibandingkan dengan keadaan kemampuan ekonomi para
investor individu, atau permohonan paten dari perusahaan. Faktor lain adalah
kesadaran para pengusaha nasional, dan para peneliti dari lembaga penelitian serta
perguruan tinggi yang tidak selalu mengaitkan hasil penelitiannya dengan
pentingnya perlindungan paten, serta penyatuan manfaat ekonomi antara hasil

penelitian yang dapat dipatenkan dan kepentingan pasar belum terpadu.'®

"3 Insan Budi Maulana, Mempertanyakan Strategi Teknologi Paten Nasional, 09 Maret
2008, http: // www. Lsm86law.com/ news 2004-paten]. htm.
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Menurut Zen Umar Purbé, rhasalah penegakan hukum HAKI masih

menjadi persoalan, menurutnya, bukan penegakan hukum HAKI yang lemah,

melainkan penegakan hukum secara keseluruhan lah yang lemah. “Penegakan

hukum HAKI hanyalah merupakan satu sub sistem dari sistem penegakan hukum

nasional. Jika penegakan hukum secara nasmnal baik, penegakan hukum di

bidang HAKI pun akan baik®, ujarnya. *

Pendapat ini dikemukakan oleh Zen, terkait dengan begitu rendahnya

permintaan paten, terkait dengan rendahnya perlindungan hukum atas paten itu

sendiri.

Berikut ini akan diberikan tabel Jumlah Permohonan Paten sampai dengan

tahun 2008.
PATEN
TAHUN/BULAN S lEN SEDERHANA | JUMLAH
Dalam PCT Luar PCT Dalam Luar
1991 34 1280 19 3 1336
1992 67 3905 12 43 4027
1993 38 2031 28 43 2140
1994 29 2305 33 60 2427
1995 61 2813 61 71 3006
1996 40 3957 59 76 4132
1997 79 3939 80 80 4178
1998 93 1608 145 109 32 1987
1999 152 1051 1733 168 19 3123
2000 156 1 983 2750 213 38 4141
2001 208 4 813 2901 197 24 4147
2002 228 6 633 2976 157 48 4048
2003 201 479 2620 163 29 3492
2004 226 1 452 2989 177 32 3877
2605 234 1 533 3536 163 32 4499
2006 282 6 519 3805 242 26 4880
2007 279 5 493 4357 209 34 5377 -
2008 )
Januari 12 42 373 17 1 445
Februan 17 2 49 343 19 2 432
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agutus
September
Oktober

"% 7en Umar Purba, Kesadaran HAKI Investor Lokal Masih Rendah, 09 Maret 2008,
http : // www. Hukumonline. Com / detail.asp?id=4013&cl=Berita.
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Nopember

Desember . ‘
Jumlah 2436 26 27885 28528 2126 693 61694
% 3,95% | 0,04% | 4520% | 46,24% 3,45% 1,12% 100,00%

Sumber : Direktorat Paten, Direktorat Jenderal HKI, Departemen Kehakiman dan HAM RJ,
Tangerdng, Desember 2007.

Dari data ini boleh dikatakan, pennintéa.n akan paten sederhana sebelum
tahun 2008 mengalami penurunan, dan baru pada tahun 2008 ini, lebih meningkat
bila dibandingkan pemintaan paten. Dapat dimaklumi bahwa, hal ini tidak terlepas
dari pengaruh penegakan hukum dari UU Paten itu sendiri, yang masih banyak

memiliki kelemahan-kelemahan.

Di dalam kasus PT Enomoto"? masih terdapat kekurang pahaman majelis
hakim Pengadilan Niaga, karena apa yang digugat oleh PT Triprima ”t'iaak sama
dengan apa yang diklaim oleh PT Enomoto, majelis menilai bahwa dalil gugatan
yang diajukan oleh PT Triprima tidak jelas, karéna invensi yang dipermasalahkan
dengan invensi yang dimintakan hak patennya berbeda.

Kita mengetahui, bahwa paten sederhana hanya boleh digugat sesuai
dengan invensi apa yang dimintakan klaimnya, karena pada dasarmya paten
sederhana hanya dapat diberikan untuk satu invensi saja, dan penggugatan atas
paten sederhana ini juga hanya berlaku bagi klaim yang dimintakan invensinya.

Kasus ini, baik di tingkat Pengadilan Niaga maupun sampai ke tingkat
kasasi di Mahkamah Agung, menyatakan bahwa invensi yang diajukan oleh PT
Enomoto tidak memenuhi unsur kebaruan, dan paten sederhana milik PT
Enomoto dibatalkan. Tidak memenuhi unsur kebaruan karena sebelum permintaan
patennya, PT Enomoto ini telah ‘memproduksi terlebih dahulu produknya,
sehingga unsur kebaruannya dianggap tidak ada. }

Pembatalan yang'dilakukan oleh Pengadilan Niaga meliputi semua klaim
yang ada, walaupun klaim yang digugat oleh PT Triprima hanya satu klaim saja,
tentu saja hal ini dapat merugikan inventor, karena paten sederhana dari inventor
tidak mendapatkan perlindungan hukum lagi.

Dari kasus ini saja kita bisa melihat, begitu lemahnya penegakan hukum

HAKI di negara kita, kepastian hukum bagi para inventor boleh dikatakan masih

""" Kasus PT Enomoto Vs. PT Triprima, Putusan Pengadilan Niaga, tahun 2004.
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jauh dari hérapén, dengaxi kejadian ini, permintaan paten khususnya paten
sederhana akan terus mengalami penurunan, dan bagaimana kita bisa bersaing
dengan negara lain, yang memiliki kejelasan hukum dalam bidang HAKIL

Hal ini tentu saja dapat kita maklumi, dinamika perkembangan teknologi
yang terus menerus, ditambah lagi dengan aturan perangkat hukum yang
mengatur permasalahah baru yang ‘sebelumnya belum diatur dalam hukam
nasional. Dengan kondisi ini sangat mungkin aturan-aturan yang terkait dengan
Hak Kekayaan Intelektual akan senantiasa mengalami kendala, meskipun kendala
tersebut dapat ditimbulkan juga dari implementasi aturan Hak Kekayaan
Intelektual sendiri. Khusus untuk hukum paten di Indonesia masih menyimpan
sejumlah problematika yang akan muncul, diantaranya: Pertama, berkaitan
dengan dihadapkannya kesulitan-kesulitan untuk menguji invensi yang benar-
benar dapat dipatenkan. Hal ini barangkali karena sedikitnya sumber daya
manusia yang mempunyai keahlién dalam bidang pehgujian suatu mnvensi yang
‘dapat dipatenkan. Di samping itu, ketelitian dan kecermatan dari penguji terhadap
invensi yang dimintakan pengujian, terkadang menjadi masalah tersendiri pula.
Kedua, tidak adanya suatu sistem database yang lengkap mengenai invensi yang
sudah ada sebelumnya (prior art), sehingga dengan tidak tersedianya database tadi
agak menyulitkan juga dalam proses membandingkan suatu invensi yang akan
dikategorikan memiliki kebaruan, dimana kebaruan ini merupakan syarat mutlak
bagi suatu invensi yang akan dipatenkan. Ketiga, masih adanya beberapa aturan
pelaksana lainnya yang belum segera dikeluarkan, seperti peraturan pemerintah
~ tentang lisensi wajib, dimana akibatnya hukum paten menjadi tidak efektif
Keempat, adanya perbedaan pengaturan paten di beberapa negara, sehingga

sering menimbulkan'konﬂik, sepertl batas waktu perlindungan, persoalan klaim

8

paten'’  dan persoalan prinsip perlindungan terhadap invensi yang dapat

dipatenkan. Begitu pula dengan hukum paten yang ada di Indonesia. Kelima,
kesadaran dari inventor untuk mempatenkan invensi mereka yang masih sangat

minim'"®,

'8 Persoalan interpretasi paten ini menjadi problem karena untuk di Indonesia diserahkan
pada penafsiran hakim, sementara sistem hukum di Indonesia tidak menganut sistem preseden.
Oleh karena itu, sangat potensial jika hal ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

"'* Op. Cit, Budi Agus, hlm. 130.
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Dari kelima problem inilah yang selama ini dilihat masih menjadi kendala
dalam hukum paten di Indonesia. Namun demikian, secara umum problem
terbesar dari hukum paten di Indonesia adalah menyangkut penegakan hukum
paten. Penegakan hukum paten di Indonesia mengalami masalah dikarenakan
penegakan hukum secara umum di Indonesia juga bermasalah. P_raktik—prakﬁk
penegakan hukum yang diwarnai dengan pola fransactional menggiring kepada
bentuk penegakan hukum yang sangat buruk dan koruptif. Pada akhimya dengan
sejumlah permasalahan tadi kalau tidak dicari solusinya tidak menutup
kemungkinan tujuan dari perlindungan hukum pateh di Indonesia yang
menghendaki hadirnya inventor-inventor baru justru tidak akan.dapat diwujudkan.
Begitu pula dengan tujuan umum dari pengaturan HKI di Indonesia yang
diharapkan mampu mendorong perekonomian bangsa akan hanya menjadi suatu
angan-angan saja. |

Bila kita kembali kedalam kasus yang terjadi di lapangan yaitu kasus PT
Enomoto, yang berkaitan dengan pembatalan paten, UU No. 14 Tzahun 2001
sendiri telah mengatur ketentuan tentang pembatalan paten ini, tepatnya dalam
Pasal 88. Yang pertama adalah f)aten dapat batal demi hukum, diakibatkan tidak
memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan, yang kedua paten batal karena
permohonan pemegang paten, dan yang ketiga yaitu paten batal karena gugatan
pihak ke-3.

Paten yang batal karena gugatan pihak ke-3 ini, bila tidak memenuhi
ketentuan dari Pasal 2 Yaim invensi yang dapat diberikan paten, Pasal 6 yaitu
invensi yang dapat diberi paten sederhana, dan pasal 7 yaitu invensi yang tidak
dapat diberikan paten. : _

Apabila tidak memenuhi unsur-unsur dari dapat diberikan hak paten ini,
maka invensi tersebut tidak dapat dimintakan paten. Bila kita lihat kasus PT
Enomoto diatas,r-p'ate.h sederhana milik PT Enomoto dibatalkan oleh Pengadilan
Niaga karena adanya gugatan pihak ke-3, dalam hal ini PT Triprima, tapi
kenyataan di Pengadllan menunjukkan bahwa seharusnya paten sederhana milik

PT Enomoto ini masxh memperoleh perlindungan hukum, tapi dengan analisa

120 Ibid hlm. 131.
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hakim yang salah, paten sederhana ni .dibatalkan, kasus ini sebagai salah satu
contoh masih rendahnya perlindungan hukum bagi inventor.
Kasus yang lain yang berkaitan dengan paten sederhana, yaitu kasus PT
Truno Bravo'?', dimana kasus ini hampir sama yaitu menyangkut unsur kebaruan
dari paten sederhana, hanya bedanya kasus ini dalam kaitan dengan tindak pidana
paten, sehingga perkaranya dilimpahkah ke Pengadilan Negeri, dalam kasus ini
pesaing dari inventor melakukan penjualan atas produk yang sama seperti yang
diproduksi oleh inventor, dan melakukan jual-beli atas produk tersebut, tindakan
yang dilakukan oleh pesaing ini dilaporkan ke Pengadilan Negeri karena
melakukan perbuatan melanggar hukum. Majelis menilai bahwa si pesaing
tersebut melakukan perbuatan melanggar hukum itu, tapi tidak dapat dijatuhkan
hukuman, karena invensi yang dimintakan oleh inventor tidak memenuhi unsur
kebaruan, karena produk tersebut sudah beredar di masyarakat, dgn kafena cara
memperoleh penemuan itupun dengan cara penciplakan atau peniruan, maka
majelis memutuskan bahwa paten sederhana si inventor tidak mempunyai
kekuatan hukum lagi, dan bérarti tidak memperoleh perlindungan hukum.
~ Seperti yang telah disebutkan terdahulu, bahwa Ditjen Paten memeriksa
kebaruan suatu penemuan berdasarkan dokumen pembanding yang ada, dokumen
pembanding ini bisa berasal dari Jepang, dari AS, dari China, dari Rusia, dan dari
negara-negara lain. Dokumen pembanding ini diterima di Indonesia dalam jangka
waktu yang tidak bisa dipastikan, bila ternyata di lapangan ada sebuah invensi
yang baru didaftarkan di Luar Negeri, dan ternyata dua bulan sesudahnya invensi
tersebut di daftarkan di Indonesia, maka tidak ada masalah, karena Ditjen Paten
belum menerima dokumen pembanding tersebut. 122 : _
Bila terjadi sengketa, dimana ada pihak lain yang menganggap bahwa

suatu invensi tidak seharusnya diberikan, maka pihak ini dapat menggugat dan

! Kasus PT Truno Bravo Vs. PT Orphanindo Tamamulia, Putusan PN Jkt. Tim tahun

2004.
' 122 Op.Cit. Wawancara penulis. Seperti telah disebutkan diatas, dokumen pembanding
merupakan hal penting dalam rangka membandingkan jenis penemuan apa yang sudah
mendapatkan perlindungan dalam bentuk paten dan paten sederhana (prior of art), bila suatu
penemuan tidak tercantum dalam dokumen pembanding, bisa dikatakan penemuan itu belum
pemah didaftarkan dan belum mendapat perlindungan hukum. Di dalam kasus PT Truno Bravo
sendiri, ketika Tim Pemeriksa dari Ditjen HKI memeriksa akan penemuan mesin perforasi, tidak
ditemukan adanya mesin pembanding, tetapi kenyataan di lapangan, mesin tersebut sudah beredar
di masyarakat, mekanisme yang salah ini merupakan suatu bentuk kelemahan bahwa UU Paten
kita tidak sepenuhnya dapat memberikan perlindungan yang sempurna terhadap sebuah penemuan.
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memintakan pembatalan atas hak paten tersebut. Ditjen Paten tidak berwenang
untuk membatalkanya, semuanya diserahkan ke Majelis hakim untuk
memutuskannya. Keberatan tersebut diajukan selama masa pengumuman, tapi
hanya sebagai bahan pertimbangan, bukan alasan untuk menolak invensi tersebut,
yang bisa untuk membatalkan adalah putusan Pengadilan Niaga yang sudah
.incraht, dan mempunyai kekuatan hukum tetap. ' |

Pada dasamnya penyelesaian dari kasus paten ada 2 (dua), penyelesaian
secara perdata diselesaikan ke Pengadilan Niaga, dan secara pidana diselesaikan
ke Pengadilan  Negeri, walaupun tidak ada ketentuan di dalam UU No. 14
Tahun 2001, namun secara tersirat ketentuannya adalah seperti itu. Di dalam UU
Paten yang lama, yaitu UU No. 6 Tahun 1989 dan UU No. 13 Tahun 1997, diatur
bahwa segala permasalaﬁén paten baik yang bersifat perdata maupun pidana
diselesaikan oleh Pengadilan Negeri, dan karena séat ini Pengadilan Niaga telah
berdiri sendiri walaupun masih menjadi kesatuan dengan Pengadilan Negeri, tidak
menutup akan kewenangan dari Pengadilan Niaga itu sendiri. '

Bila terjadi pelanggaran pidana yang berkaitan dengan paten sederhana,
maka diatur di dalam Pasal 131 UU No. 14 Tahun 2001, yang mengatakan bahwa:

“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang
paten sederhana dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2
(dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 250.000.000 (dua ratus lima
puluh juta).”

Pasal 16 UU No. 14 Tahun 2001 menyebutkan bahwa :

“(1) Pemegang paten memiliki hak ekslusif untuk melaksanakan paten
yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya :

a. dalam  hal Paten-produk: membuat, menggunakan, ‘menjual,
mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan, untuk
dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten;

b. dalam hal Paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi

Paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya sebagaimana
dimaksud dalam huruf a '

123 Ibid,
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(2) Dalam hal paten-proses, larangan terhadap pihak lain yang tanpa
persetujuannya melakukan impor sebagaimana dimaksud, pada ayat (1)
hanya berlaku terhadap impor produk yang semata-mata dihasilkan dari
penggunaan paten-proses yang dimilikinya.

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) apabila pemakaian paten tersebut untuk kepentingan pendidikan,
penelitian, percobaan, atau analisis sepanjang tidak merugikan
kepentingan yang wajar dari pemegang paten”. :

Apabila pihak lain menggunakan invensi tersebut tanpa seijin dari
pemegang paten, maka inventor dapat menggugat pihak ini, bila terkait dengan
pidana maka diserahkan ke Pengadilan Negeri.

Pemegang paten sederhana mempunyai hak ekslusif yang sudah diberikan
~ oleh UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, kedudukan hukumnya rﬁenjadi kuat,
| karena deﬁgah hak itu, pemegang paten sederhana dapat melaksanakan hak paten

sederhananya selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan melarang pihak lain
untuk menggunakan hak paten sederhana tersebut.

Apabila kenyataannya bahwa inventor menemukan invensi tersebut
dengan cara yang melénggar hukum, maka invensinya dapat dibatalkan, dan
setelah putusan dijatuhkan Majelis Hakim, maka si inventor ini akan memperoleh
ganti rugi sebagai pengembalian akan hak ekonomi si inventor, ‘%

Dengan ketentuan ini, sudah jelas bahwa, suatu invensi dapat memperoleh
perlindungan hukum bila invensi tersebut memenuhi unsur untuk dapat diberikan
hak paten, tapi bila unsur tersebut tidak terpenuhi, maka invensi tersebut tidak
mendapafkan perlindungan yang sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang Paten, akibatnya, invensi tersebut dapat digunakan ataupun
dimiliki pihak lain, karena Undang-Undang Paten tidak mengakui akan
keberadaan invensi tersebut; sehingga secara hukum invensi ini tidak diakui oleh
Undang-Undang, dan kedudukan inventor yang memiliki hak ekslusif atas suatu
inVenéi menjadi tidak berarti. Ketika pihak lain menggunakan invensi tersebut

“untuk - kepentingan komersial, inventor tidak dapat menghalanginya, karena
__ix_ix'ehfc-)'r'telah kehilangan hak khusus atau ekslusif yang diberikan oleh Undang-

Undang.

124 Ibia.
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BAB 3 _
KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM
SENGKETA PATEN SEDERHANA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN

3.1 Kewenangan Pengadilan Negeri

Peradilan adalah salah satu urusan di dalam rumah tangga negara yang amat
penting, bagaimanapun baiknya segala peraturan hukum yang diciptakan di dalam
suatu negara, guna menjamin keselamatan masyarakat dan yang menuju kepada
tercapainya kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan itu tak akan memberikan
faedah, apabila tidak ada suatu tahapan (instansi), yang harus memberikan isi dan
kekuatan kepada kaidah-kaidah hukum, yang diletakkan di dalam undang-undang
dan lain-lain peraturan hukum, jikalau tidak ada fihak yang dengan keputusannya
atas dasar undang-undang dapat memaksa orang menaati segala peraturan negara,
dan ménjadi forum, dimana segala penduduk dapat mencari keadilan serta
penyelesaian persoalan-persoalan tentang hak dan kewajibannya masing-masing
menurut hukum. Oleh karena itu, maka adanya peradilan yang baik dan teratur

serta mencukupi, adalah suatu keharusan di dalam susunan negara hukum. '*°

~ Di dalam negara hukum setiap ada pelanggaran peraturan hukum atau
pelanggaran hak, maka pada asasnya si pelanggar dapat ditegur atau dihadapkan
di muka Alat Perlengkapan Negara yang ditugaskan untuk mempertahakan hukum
itu. Sebab jika ada pelanggar-hukum atau pelanggar hak itu dilarang untuk
diselesaikan secara sendiri-sendiri dengan sewenang-wenang, tindakan demikian

disebut Eigenrichting.'?®

Alat negara itu pun di ~dalam melakukan tugasnya harus menurut
ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pula, me_nyimp.ang dari ketentuan-
ketentuan tersebut membawa pula suatu akibat atas diri petugas negara itu-pasal -
421 KUHP-,_.-]dan alat perlengkapan negara yang diberi tugas untuk

mempertahankan hukum itu Pengadilan.'?’

5 Mr. R. Tresna, Peradilan Di Indonesia Dari Abad Ke Abad, Cetakan Kedua,
Jakarta:Pradnya Paramita, 1977, him. 108.

%6 Hartono Hadisoeprapto, Pengantar Tata Hukum Indonesia, edisi 4, Yogyakarta:
Liberty, 2001. hal.131
27 Ibid.
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Pengadilan diwakili oleh hakim di dalam melaksanakan hukum.
Kekuasaaan Kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka, bebas dan tidak
memihak telah menjadi ketentuan universal. Ia menjadi ciri pula suatu negara
hukum. The Universal Declaration of Human Rights, pada Pasal 10 mengatakan
sebagai berikut:

“Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an

independent and impartial tribunal in the determination of his right and

obligation and of any criminal charge against him.”'*

Sehubungan dengan itu, Paéal 8 berbuny1 sebagai berikut:

“Everyone has the rigt to an effective remédy by the competent national
tribunals for act violating the  fundamental rights granted him by the
constitution or by law. "%

UUD 1945 menjamin adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal
itu tegas dicantumkan dalam Pasal 24, yang berbunyi sebagai berikut:

“(1) Kekuasan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan

lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang;

(2) Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan

undang-undang.”

Ketika kita mencapai kemerdekaan pada tahun 1945, keadaan Peradilan di
negara kita merupakan lanjutan dari keadaan pada jaman Jepang dan Hindia
Belanda. Selain itu dari yang telah dihapuskan oleh Pemerintah Jepang beberapa
jenis badan-badan Peradilan yang dulunya diadakan dan diakui oleh Pemerintah
Hindia Belanda masih tetap ada." :

Badan-badan péradilan pada masa 1tu, sebagaimana hainya dengan zaman
sebelumnya, masih dapat digolongkan ke dalam lmgkungan

a Peradilan Pemerintah (Gouvernements Rechtspraak) yang susunan dan

kekuasaannya, diatur dalam “Reglement op de Rechtterlyke Organisatie”.
(RO) dan ”RechtsreglémentBuz‘tengewesten” (RBg).

128 Maksud dari pasal ini bahWa setiap orang berhak dalam persamaan sepenuhnya

didengarkan suaranya di muka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tidak
memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajiban- kewajibannya dan dalam setiap tuntutan
pidana yang ditujukan kepadanya.
® Setiap orang berhak atas pengadilan yang efektif oleh hakim-hakim nasional yang
kuasa terhadap tindakan perkosaan hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh undang-undang
dasar negara atau undang-undang.
%% K. Wantjik Saleh, Kehakiman Peradilan, Jakarta, Simbur Cahaya, 1976, hlm. 104.
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‘b. Peradiiah Adat (Inhéerﬁse Rechtspraak), yang berdasarkan pada Pasal 130
LS. dengan pengaturan nya dalam “Regering van de inheemse rechstpraak
in rechtsfreeks bestuurd gebied (Stbld : 1932 no. 80).

c. Peradilan Swapraja (Zelfbestuur Rechtspraak) yang berdasarkan
“Zelfbeestuurs regelen 1938” (Stbld: 1938 no. 529).

d. Peradilan Agama (Godsdientige Rechtspraak), yang berdasarkan Pasal 134
ayat 2 L.S. '

e. Peradilan Desa (Dorpsjustitie), yang berdasarkan Pasal 3a R.0."!

Di dalam Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004"* maka
Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan
peradilan dalam lingkdngan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer,
dan peradilan tata usaha negara. . ,

Dengan adanya 4 (empat) badan peradilan ini, maka terjadilah pembagian
kewenangan atau kekuasaan mengadili perkara yang berbeda-beda menurut
sifatnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. |

Di dalam Hukum Acara baik Perdata maupun Pidana, kita jumpai adanya
dua macam “ wewenang / kompetensi “ mengadili, yaitu :

1. Wewenang mengadili yang bersifat mutlak (kompetensi absolut);

2. Wewenang mengadili yang bersifat relatif (kompetensi relatif).

1. Wewenang Mutiak/Kompetensi Absolut
Wewenang mutlak/kompetensi absolut dalam konteks Hukum Acara

menyangkut suatu  kekuasaan untuk mengadili, yang oleh Undang—Undang

B Ibid

2 L N. No.8 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengubah ketentuan dari
UU No. 14 Tahun 1970 L.N. Tahun 1970 No. 74 TLN No. 2951, yang telah diubah oleh Undang-
Undang No. 35 Tahun 1999 LN Tahun 1999 No. 147 TLN No. 3879 tentang Ketentuan-Ketentuan
Pokok Kekuasaan Kehakiman.
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diberikan kepada suatu badan pengadilan tertentu pada waktu pembetukannyé
sebagai salah satu sifat bawaan atas dasar “attributive van Rechtsmacht
(pembagian pemberian wewenang mengadili). **>

“Kemutlakan® nya dalam hal ini harus diartikan, bahwa wewenang untuk
mengadili tersebut, yang telah diterimanya oléh badan pengadilan tertentu itu
tidak boleh dimiliki lagi oleh badan pengadilan lain, tidak boleh diambil atau
dilanggar. Begitu pula badan pengadilan tertentu yang telah menerima wewenang
mengadili tersebut tidak boleh melanggar batas-batas yang telah digariskan oleh
wewenangnya itu, misalnya badan pengadilan yang hanya diberi wéwenang
mengadili perkara pidana dilarang mengadili perkara perdata.**

Badan peradilan tertentu ini adalah badan-badan pengadilan yang berada
~dalamlingkungan peradilannya masing-masing, yaitu séperti yang tercantum di
*dalam Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman, yaitu :

“(2) Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi

badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, '

peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara”.

Sedangkan di dalam Pasal 10 ayat (1) dari UU No. 4 Tahun 2004 yang

mengatakan bahwa:
“(1) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi”.
Mahkamah Konstitusi sebagai badan peradilan yang baru, diatur lebih
'lanjut dalam Pasal 12 dari UU ini, selain itu terdapat badan peradilan lain, seperti
Pengadilan Ekonomi, badan Pengadilan Ekonomi Tinggi, badan Pengadilan
Mahmillub, Pengadilan Pajak, Pengadilan Niaga, Peradilan Syariah Islam di .
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan lain sebagamya |
Tapi badan peradilan ini tidak berdiri sendlrl melainkan termasuk dalam
salah satu lingkup peradilan, seperti yang. dlatur dalam Pasal 15 Ayat (1) UUNo.4
Tahun 2004, yaitu:

133 Abdurrachman, Hukum Acara Perdata, cet.3, Jakarta : Penerbit Universitas Trisakti,
2000. hal. 31.
4 Ibid.

Universitas Indonesia

Peranan Pengadilan..., Eva Susanti, FH Ul, 2008



68

“Pengadilan Khusué hanya dai)at dibentuk dalam salah satu lingkungan
‘peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang diatur dengan
Undang-Undang”.

Wewenang mutlak/kompetensi absolut selain terdapat pada badan-badan
pengadilan yang berbeda jenisnya, terdapat juga badan-badan pengadilan sejenis,
artinya badan-badan pengadilan dalam satu lirigkﬁngan peradilan, tetapi berbeda _
dalam  tingkatan pemeriksaan nya, seperti Penga&ilm Negeri berWenang
memeriksa perkara dalam tingkat pertama, dan Pengadilan Tinggi hanya
berwenang memeriksa perkara dalam tingkat kedua (banding), tetapi kedua-
duanya termasuk dalam satu lingkungan peradilan, yaitu lingkungan peradilan
umum.'* )

Seperti telah di_sebutkanr d1a1as, lingkup badan peradilan yang berada di : -
bawah Mahkamah Agung adalah Peradilaﬁ Umum, Peradilan Agama, Peradilan
Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Negeri yang merupakan
bagian dari Peradilan Umum memiliki kewenangan-kewenangan di dalam
menyelesaikan sengketa-sengketa baik perdata maupun pidana. V.

Dengan dihapuskannya dualisme di dalam pengadilan, maka karenanya
Pengadilan Negeri sekarang adalahvsatu-satunya hakim sehari-hari biasa untuk
semua penduduk didalam wilayah itu. Hal mana berarti baik dalam perkara
pidana maupun dalam perkara perdata, siapa saja dengan tiada perbedaan
kedudukan pangkat pada umumnya harus dihadapkan atau digugat di muka
Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kediamannya atau tempat

dimana ia telah melakukan suatu perbuatan pidana. ¢

Arti penting suatu daerah hukum bagi Pengadilan Negeri adalah dalam
hubuhgan kompetensi relatif, antara lain dalam hukum acara pidana tentang
tempat féxjadinya tindak pidana (locus delicti) dan dalam hukum acara perdata
tentang pengajuan gugatan. >’

Menurut Pasal 5 (3) sub a Undang-undang Darurat 1951 No.1 Pengadilan
Negeri sebagai pengadilan sehari-hari biasa untuk segala penduduk Republik

Indonesia, di dalam tingkat pertama memeriksa dan memutus segala perkara

133 Op.Cit., Abdurrachman, hal. 31-32.
136 Op.Cit, Hartono, hal 137-138.
7 Ibid, hlm.114.
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‘perdata dan/atau perkara pidana sipil, yang dahulu diperiksa dan diputus oleh
pengadilan-pengadilan yang menurut Pasal 1 dari Undang-Undang Darurat
tersebut tadi, dihapuskan sejak berlakunya undang-undang tersebut. Dengan
demikian, maka kekuasaan hukum dari Pengadilan Negeri hanya terbatas oleh
kekuasaan hukum Mahkamah Aguﬁg. 138 |

Di dalarﬂ memeriksa dan memutuskan perkara, terdiri dari sekurang-
kurangya 3 (tiga) orang hakim, seorang bertindak sebagai ketua, dan lainnya
sebagai hakim anggota sidang, sidang dibantu oleh seorang panitera, dan didalam
perkara pidana wajib hadir seorang penuntut umum, kecuali undang-undang
menentukan lain, seperti yang dijelaskan di dalam Pasal 17 UU No.4 Tahun
2004."% '

Sedangkan Pengadilan Tinggi memeriksa ‘perkara dalam tingkat kedua,
yaitu tingkai ﬁlangan atau bandingan, maka majelis itu juga lazim disebut
Pengadilan ulangan atau Pengadilan Bandingan. Pengadilan Tinggi berkedudukan
di Jbukota propinsi yang membawahi dan mengawasi Pengadilan Negeri di dalam
beberapa wilayah hukum.

Pengadilan Tinggi pada prinsipnya di dalam memutus perkara hanya
berdasarkan surat-surat pemeriksaan saja, sehingga pada umumnya Pengadilan
Tinggi/Majelis tidak pernah berhadapan dengan orang yang diadili. Hanya dimana
diperlukan suatu pemeriksaan tambahan dengan mendengar sendiri terdakwa atau
pihak-pihak yang berperkara atau saksi-saksi, sering bahwa Pengadilan tinggi
mengadakan sidang untuk memeriksa orang itu, tetapi lazimnya pemeriksaan
tambahan ini pun cukup diserahkan kepada hakim tingkatan pertarna. Memeriksa
dan memutuskan perkara juga terjadi di dalam suatu “rapat permusyawaratan,
jadi tidak di dalam sidang terbuka, |

Pengadilan Tinggi berkuasa di dalam :
1. Pemeriksa ulangan perkara perdata dan perkara pidana, sepanjang dibuka

kemungkinan untuk appeal (banding).

"8 Liat Pasal 106 Undang-Undang Dasar Sementara dan Pasal 14 Bab II dari Undang-

Undang Mahkamah Agung.
"** Pasal 17 UU No.4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman.
140 Op.Cit, Hartono, hal. 139.

Universitas Indonesia

Peranan Pengadilan..., Eva Susanti, FH Ul, 2008



70

2. Prorogatie mengenai perkara ﬁefdéta,-- yang dapat dikenakan appeal.
(prorogaﬁe artinya mengadukan perkara dengan melampaui setingkat, jadi
tidak melalui Pengadilan Negeri dahulu, langsung saja diajukan ke
Pengadilan Tinggi).

3. Menyelesaikan sengketa jurisdictie, yaitu sengketa tentang mengadili
diantara hakim-hakim di dalam daerah hukumnya, kecuali yang terjadi
diantara hakim sipil dan hakim tentara, menjadi kekuasaan Mahkamah
Agung, 141

Sengketa jurisdictie ada dua macam : '
a. sengketa jurisdictie positif, artinya jika beberapa‘pengadilan berpendapat
bersama-sama berwewenang memeriksa perkara;
b.  sengketa jurisdictie negatif, artinya jika tidak ada suatu Péngadilan Negeri
yang berpendapat berwenang untuk memeriksania. 8
Salah satu pengadilan yang masuk dalam lingkungan péradilan umum
adalah Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga pertama kali ada, bersatu dengan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang didirikan pada tahun 1998. Pada awalnya,
kompetensi absolut Pengadilan Niaga terbatas hanya mengadili perkara-perkara
berdasarkan Undang-Undang Kepailitan yang baru. Namun pada tahun 2001,
kompetensi tersebut diperluas sampai dengan perkara Hak atas Kekayaan
Intelektual (HaK1). ¥
Pengadilan Niaga Jakarta Pusat merupakan salah satu diantara lima
Pengadilan Niaga lainnya di Indonesia. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat adalah
Pengadilan Niaga pertama yang dibentuk pada tahun 1998 berdasarkan Pasal 306
Undang-Undang No.37 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No.4 Tahun 1998 jo.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 1998 tentang
Kepailitan. Keempat lainnya didirikan berdasarkan keputusan Presiden No. 97

Tahun 1999, yang terletak di Semarang, Surabaya, Medan dan Makassar. '**

"“! Ibid, hal 140.
“2 Ibid.
' Laporan Tahunan 2006, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, hal. 4.
144 7 . :
Ibid.
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Péiéidangan perkara di Pengadilan Niaga meliputi perkara kepailitan,
PKPU daﬁ gugatan dalam perkara perlindungan hak atas kekayaan intelektual
yaitu : hak cipta, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan
paten. Hingga saat ini, belum ada perkara rahasia dagang dan desain tata letak
sirkuit terpadu yang didaftarkan di Pengadilan Niaga Jakarta. Sebagai bagian dari
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadian Niaga merupakan salah satu di antara
empat pengadilan khusus yang berada di bawah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Pengadilan Khusus lainnya yang berada di bawah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
adalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Hubungan' Industrial dan
Pengadilan Hak Asasi Manusia. '4°

Pembentukan Pengadilan Niaga membawa pembaharuan, yang kemudian
juga diterapkan pada beberapa pengadilan khusus lainnya, sebagai contoh, adanya
sfandar waktu penyelesaiaﬁ p’erkara, seperti perkara kepailitan, jangka waktunya
| penyelesaian perkara selama 60 hari, perkara paten selama 180 hari, hak cipta dan
merek selama 90 hari. ' _

Seperti telah disebutkan diatas bahwa Pengadilan Negeri berwenang dalam
menyelesaikan perkara perdata dan perkara pidana. Atas perbedaan sifat-sifat
kepentingan ini, maka hukum itu terbagi atas dua bagian, yaitu hukum yang lebih
menitik beratkan perlindungan kepentingan negara dari pada kepentingan
warganya, dan hukum yang lebih menitik beratkan kepentingan warga negara dari
pada kepentingan negara 17

Yang pertama disebut Hukum Pidana, yang kedua disebut Hukum Perdata.
Sebagai akibat dari pada perbedaan sifat diantara kedua hukum ini, perbedaan
sifat mana adalah pula akibat dari pada berlainan subjek yang berkepentingan
utama dalam berjalannya dengan baik hukum-hukum tersebut, maka cara
menjalankan sanksi atas seseorang yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum
tersebut pun berlainan pula, yaitu: dalam suatu pelanggaran terhadap__pelanggar
hukum itu. Sedangkan dalam suatu pelanggaran terhadap suatu ketentuan Hukum

Perdata, yang terutama berarti perkosaan kepentingan seorang warga negara,

5 Ibid. hal. 5.
146 Ibid.

“TAmin, MR.S.M., Hukum Atyjara Pengadilan Negeri, Penerbit Pradnja Paramita,
Djakarta : 1971, him. 13,
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adalah orang (warga negara itu) sendiri yang harus’mﬁla'i bertiﬁdak. Perbedaan
lain diantara Hukum Pidana dan Hukum Perdata terletak dalam perbedaan cara
mewujudkan sanksi atas si perkosa hukum, dalam perbedaan prosedur
pelaksanaan sanksi 148 |
Dari uraian diatas dapat kita ambil kesmpulan, bahwa hukum pidana dan
hukum perdata berbeda dalam hal yaitu:
1. Sifat kepentingan, yaitu hukum pidana menjamin terutama kepentigan
- negara, hukum perdata kepentingan warga negara (perseorangan) dengan
akibat-akibat yang diuraikan dibahasan no. 2 dan 3; |
2. Sifat prosedur, dalam hukum pidana, yang berusaha mempéroleh sanksi
adalah negara, yang diwakili oleh alatnya, sedangkan dalam hukum
perdata, yang berusaha adalah warga negara, perseorangan o
3. Sifat sanksi, dalam hukum pidana, sanksi menyerupai ﬁndakan paksaan
badan, dalam hukum perdata, tindakan paksaan atas harta benda.'* |
. Hukum perdata bagi penduduk warga negara Indonesia asli tercantum
dalam hukum adat, yaitu suatu kumpulan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak
tertulis, sedangkan bagi penduduk warga negara turunan asing, Tionghoa, Eropah,
tercantum dalam Burgelijke Wetboek, bagi mereka ini berlaku hukum perdata
tertulis. Sedangkan hukum pidana tercantum dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana. Hukum Pidana adalah hukum tertulis dan berlaku atas setiap
golongan warga negara Indonesia. ***
Sejak dari tahap penyelidikan dan penyidikan oleh Polisi Republik
' Indonesia (POLRT) maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai upaya
penanggulangan atas kejahatan atau pelanggaran HKI melaiui upaya penegakan
hukum secara pidana. POLRI dan PPNS diharapkan untuk senantiasa terus
~ berupaya melakukan penegakan hukum berdasarkan kewenangan yang ada.
Sejak berlakunya UU No.8 Tahun 1981 KUHAP, tahapan proses peradilan
pidana terbagi secara nyata, yaitu penyelidikan dan penyidikan (investigasi)
dilakukan oleh POLRI atau PPNS, penuntutan merupakan kewenangan Kejaksaan

dan pemeriksaan di depan sidang pengadilan menjadi wewenang Hakim. Setelah

8 Ibid
Y9 1bid, hlm. 14,
134 Ibid.
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perkara diputus di Pengadilan, maka pélaksanaan putusah Hakim dilakukan oleh
Jaksa, sedangkan pembinaan dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan.

Penyelidikan dan penyidikan dahulu kedua-duanya dikenal dengan nama
pengusutan (opsporing). Baru sesudah diundangkannya Undang-Undang Nomor
13 Tahun 1961 istilah pengusutan diganti dengan penyidikan. Definisi
penyelidikan menurut KUHAP Pasal 1 butir 5 yaitu serangkaian tindakan
penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai
tindek pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan
menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan yang dimaksud
dengan penyidikan menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP adalah : serangkaian tindakan
penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang
tindak pidana yang terjadi dan guna - . tersangkanya. >

Pényelidik menurut Pasal 1 butir 4 KUHAP adalah pejabat polisi negara
Republik  Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk
melakukan penyelidikan. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik
Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus
oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, seperti yang diatur dalam Pasal
1 butir | KUHAP. **¢

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas
Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur di dalam UU Nomor 2 Tahun
200257, sedangkan penyidik PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 1983 Pasal 2. Kewenangan dari penyidik POLRI sendiri diatur dalam
Pasal 7 ayat (1) KUHAP'®, dan kewenangan dari penyidik PNS diatur dalam
Pasal 7 ayat (2) KUHAP',

%5 Hari Sasangka, Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, dan Praperadilan Dalam Teori
dan Praftek, cet.1, Bandung:CV Mandar Maju, 2007, him. 20,

1% Ibid, him.22

7 Sebelum berlaku UU ini, kepolisian ini diatur di dalam UU Nomor 28 Tahun 1997 .
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (LN.1997 Nomor 8, dan TLN Nomor 3710)

sebagai penyempurnaan dari UU No. 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok .

Kepolisian Negara (LN.1961 Nomor 245, dan TLN Nomor 2289).

Wewenang dari penyidik POLRI ini yaitu: a) menerima laporan atau pengaduan dari
seseorang tentang adanya tindak pidana; b) melakukan tindakan pertama pada saat di tempat
kejadian; c) menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka; d)
melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, €) melakukan pemeriksaan
dan penyitaan surat; f) mengambil sidik jari dan memotret seseorang; g) memanggil orang untuk
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Keberadaan Penyidik PNS adalah akibat tidak semua tindak pidana yang
bersifat khusus dikuasai oleh penyidik POLRI. Mungkin di tingkat pusat, instansi
POLRI ada ahlinya, akan tetapi di daerah-daerah tidak semua instansi POLRI
punya tenaga ahli sebagai Penyidik dalam tindak pidana tertentu yang menjadi
kewenangan Penyidik PNS. 160

Setelah berkas perkara diperiksa oleh penyidik Polrl maka perkara pidana
diserahkan ke tahap penuntutan, yaitu instansi kejaksaan. Secara garis besar
setelah berlakunya KUHAP, tugas jaksa adalah: sebagai penuntut umum dan
sebagai pelaksana putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hul.<um‘
tetap (eksekutor), dalam tugasnya sebagai penuntut umum, jaksa mempuhyai
tugas yaitu melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Dua tugas
tersebut dilakukan oleh penuntut umum dalam proses persidangan pidana yang
sedang berjalan. Tugas jaksa sebagai penuntut umum diatur dalam PaSal 13
KUHAP dan dipertegas dalam Pasal 137 KUHAP. Penuntut umum berwenang
melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak
pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadllan yang
berwenang mengadilinya. '®

Setelah berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, hakim yang
akan memegang kendali. Di dalam perkara pidana hakim harus berusaha mencari
- kebenaran materiil, kebenaran yang sesungguhnya. la tidak dapat puas dengan
memperoleh kebenaran formil, kebenaran yang didasarkan semata-mata atas

formalitas hukum. 62

didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; h) mendatangkan orang ahli yang diperiukan
dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, i) mengadakan penghentian penyidikan; j)
mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

%9 Sedangkan wewenang dari penyidik PNS sesuai dengan undang-undang yang menjadi
dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan
pengawasan dari penyidik.

10 Op.Cit, Hari, him. 24.

11" Ibid, hlm. 137-138.

162 K etentuan-ketentuan dalam Hukum Acara adalah bertujuan, memperoleh jaminan
maksimal, bahwa usaha memperoleh keputusan hakim dalam suatu persoalan menghasilkan
kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya. Keputusan-keputusan hakim dalam persoalan-
persoalan hukum tidaklah selalu bersifat kebenaran ataupun keadilan. Kita hanya dapat menjamin
suatu kebenaran yang didasarkan atas kenyataan-kenyataan yang diperoleh atas dasar keterangan-
keterangan manusia dan tinjauan-tinjauan petugas negara sendiri. Keterangan-keterangan manusia
bukan tidak mungkin berlainan dengan kenyataan-kenyataan. Dalam hal yang demikian, maka
terdapatlah suatu keadaan dimana putusan hakim itu didasarkan atas hal-hal yang tidak sesuai
dengan kenyataan-kenyataan sebenarnya, sehingga dengan demikian putusan hakim itu, pada
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Oleh karena itu, maka sistem perundang-undangan hukum acara dalam
perkara-perkara pidana memberikan lebih besar jaminan kemungkinan
memperoleh kebenaran dari pada dalam suatu persoalan yang bersifat
keperdataan. Ini disebabkan juga oleh karena dalam prosedur hukum pidana,
hakim turut serta dengan aktif dalam usaha mencari kebenaran itu. la ikut serta
. dalam mencari kenyataan-kenyataan yang dapat dijadikan dasar putusannya.
Sedangkan dalam prosedur hukum perdata, hakim bersifat pasif, ia hanya
menerima, meninjau, menilai bahan-bahan yang dicari dan dikemukakan oleh si
penderita perkosaan hak, dan mengambil sesuatu putusan atas dasar peninjauan
dan penilaian bahan-bahan itu. Oleh karena itu jugaiah.maka rasanya tidak asing
lagi, bilamana sistem perundang-undangan acara pidana menentukan
ketidakmungkinan menjatuhkan hukuman atas seseorang, hanya atas dasar bukti
sah yang diperoleh dalam vpemeriksaan, tanpa adangfa keyakinan pada hakim
tentang kesalahan orang itu. Malahan pengakuan pesakitan sendiri tanpa
keterangan-keterangan lain yang diperoleh dari alat-alat bukti lain belum
menyerupai alat bukti sah. Sehingga pengakuan pesakitan yang bersifat demikian,
ditambah dengan keyakinan hakim pun, belum menyerupai dasar cukup bagi
pernyataan kesalahan seseorang. Sebagai akibat daripada keharusan mencari
kebenaran yang bersifat materiil ini, maka segala sesuatu mengenai usaha
mengumpulkan hal-hal yang menjadi dasar daripada kebenaran itu, adalah rapat
hubungannya dengan sumber bahan-bahan pembuktian itu. Hakim harus
mempersaksikan sendiri dengan matanya, mendengar sendiri dengan telinganya,
segala apa yang dikemukakan oleh pesakitan, saksi dan perseorangan-
perseorangan lain yang bersangkutan dengan perkara. Ini berarti, antara lain,
bahwa keterangah—keterangan harus diberikan kepadanya oleh pesakitan sendiri,
oleh saksi sendiri dan oleh mereka sendiri yang ada sangkut pautnya dengan
perkara.’ 63

Dengan terciptanya KUHAP, maka untuk pertama kalinya di Indonesia
diadakan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap dalam arti meliputi seluruh proses

hakikatnya tidak menyerupai kebenaran atau keadilan. Kebenaran semacam ini disebut kebenaran
formil. Berlainan dengan putusan hakim yang berdasar atas kenyataan-kenyataan sesungguhnya,
oleh karena menyerupai kebenaran sesungguhnya dan d1sebut kebenaran materiil.

'3 Op.Cit, Amin, hlm. 18.
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pidana dari awal (mencari kebenaran) sampai pada kasasi di Mahkamah Agung, |
bahkan sampai meliputi peninjauan kembali (herziening). Hukum acara pidana
ruang lingkupnya lebih sempit, yaitu hanya mulai pada mencari kebenaran,
penyelidikan, penyidikan, dan berakhir pada pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh
jaksa. 64 _

Sehihgga dapat dikatakan bahwa proses peradilan didasarkan atas suatu
“rules of the game”, yang dalam hal ini tidak lain dari hukum acara pidana.’
Dengan demikian hukum acara pidana yang dipakai sebagai dasar dalam
menegakkan keadilan dan kebenaran oleh peradilan mau tidak mau mempunyai
“sangkut paut” yang sangat erat. Hukum acara pidana memberi pedoman dalam
proses peradilan bagaimana sehanisnya peradilan itu dilaksanakan baik oleh
aparat hukum yang terdiri dari hakim, jaksa, polisi dan pembela maupun oleh
pencari keadilan seperti terdakwa, korban ataupun masyarakat. '*>

Dengan batasan yang tegas antara fungsi-fungsi tersebut diatas, ‘maka
dalam penérapannya harus merupakan suatu proses peradilan atau penegakan
hukum yang terpadu, hal ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan
hukuth terhadap pemegang hak atas paten. '

" Dalam penerapannya, Pengadilan Negeri sebagai satu-satunya lembaga
peradilan yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa baik perdata
maupun pidana, salah satu sengketa yang dapat diperiksa oleh Pengadilan adalah
sengketa di bidang HKI. Sengketa HKI yang dapat diperiksa oleh Pengadilan
Negeri baik secara perdata dan pidana adalah sengketa terhadap pelanggaran atas
UU No. 30 Tahun 2000 téntang Rahasia Dagang, UU No. 32 Tahun 2000 tentang
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan sengketa atas UU No. 10 Tahun 1995 yang
telah ’diubah oleh UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Sedangkan
sengketa atas pelanggarah terhadap UU No. 14 Tahun 2001 fentang Paten, UU
No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, UU No. 19 Tahun 2001 tentang Hak Cipta,dan
UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dapat diselesaikan oleh
Pengadilan Negeri hanya terbatas bila pelanggaran tersebut merupakan

pelanggaran secara pidana, karena sengketa HKI saat ini diselesaikan oleh

' Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, edisi revisi, Penerbit Sinar Grafika,

Jakarta, 2001. him.3
'3 Op.Cit, Kadri Husin, him. 4
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.Penga,dilan Niaga. Sengketavpelanggaran HKI secara pidana yang diselesaikan
oleh Pengadilan Negeri, mulai dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2007 tidak
terlalu banyak, hal ini disebabkan karena sengketa HKI secara pidana yang
menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri, tidak menjadi tanggung jawab dari
Ditjen HKI lagi untuk membatalkannya, dan tidak adanya aturan tertulis bahwa
hasil putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri dilaporkan ke Ditjen HKI,
akibatnya data tentang pelanggaran HKI secara pidana yang diselesaikan oleh
Pengadilan Negeri tidak sepenuhnya dimiliki oleh Ditjen HKI, hal ini seperti yang
dikatakan oleh Bapak Heriyanto dari Dirjen Paten Bagian Pertimbangan
Hukum % , o
Sedangkan perkara paten sederhana yang diajukan ke Pengadilan Negeri
mulai sejak tahun ._1997-2007‘ kurang dari 10 perkara, hal ini disebabkan karena
jumlah permintaan paten sederhana masih sedikit, dan bentuk perliﬁdungan yang
diberikan masih belum memenuhi kepuasan penemu atas perlindungan terhadap
produknya. Selain itu masih banyak perkara tersebut yang belum putus, atau
masih berada dalam tahap penyidikan, seperti kasus Terminal Konektor Kabel
Listrik, kasus Alat Penyerap Lembab, dan kasus-kasus yang lain. Kelemahan
yang ditemukan oleh penulis bahwa akibat tidak adanya sistem pelaporan dari
hasil putusan Pengadilan Negeri ke Ditjen Paten tentang perkara tindak pidana,
maka data yang dimiliki oleh Ditjen Paten menjadi tidak lengkap, dan ketika
pihak lain ingin mengetahui bagaimana bentuk dari putusah PN, mereka tidak
dapat memintanya ke Ditjen Paten, tapi harus ke PN maupun ke Kuasa Hukum
~ dari pihak yang bersengketa.
Pada dasarnya penegakan hukum di bidang Hak.Kekayaan Intelektual
:(HKI) merupakan kepanjangah dari misi DirekTorat Jenderal Hak Kekayaan
Intelektual (Ditjen HKI) yaitu memberikan perlindungan hukum bagi karya-karya
intelektual dan menggalakkan peningkatan karya kreatif dengan menyempurnakan
sistem Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. Penegakan hukum adalah kunci

untuk kesuksesan ini. ' Menurut Thomas Jefferson seperti dikutip oleh Zen

16 Op.Cit, wawancara Penulis dengan Pak Heriyanto dari Direktorat Paten tanggal 24
Maret 2008, jam 13.30 Wib.
1% Zen Umar Purba, Penegakan Hukum di Bidang HKI, Kompas, 22 Mei 2000
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Umar Purba, “Ignorance of the law is any country, because if it were, the laws
would lose their effect, because it can always pretended ™%

Menurut Zen Umar Purba, tanpa penegakan hukum yang efektif, sistem
Hak Kekayaan Intelektual akan berantakan, pekerjaan administrator Hak
Kekayaan Intelektual untuk memberikan hak kepada pemohon Hak Kekayaan
Intelektual untuk memberikan hak kepada pemohon Hak Kekayaan Intelektual
akan pupus begitu saja. Jadi hukum harus ditegakkan. Penegakan hukum di
bidang Hak Kekayaan Intelektual khususnya Paten, berkaitan dengan berbagai
faktor, antara lain: Konsepsi Hak Kekayaan Intelektual, Kemauan Politik
(political will) pemerintah, Kualitas pengaturan “dilema pasar™®’, Transparansi
Proses Pengadilan, instansi penegak hukum dan Hak Kekayaan Intelektual yang
terus ber‘kembang.168 Penegakan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual
bertujuan untuk menghargai karya intelektual pihak lain Dan secara makro
penegakan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual, berakibat pada aspek
perekonomian. ‘

Kemauan politik pemerintah di bidang paten sudah cukup jelas, yaitu
dengan keikufsertaan dalam Convention Establishing the World Trade
Organization (Konvensi WTO)/Agreement on Trade-Related Aspects of
Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPs), karena itu kitapun tunduk pada
prinsip-prinsip globalisasi sebagaimana diatur dalam kesepakatan dunia itu.'®

Menurut Ansori Sinungan, kendala penegakan hukum mengenai Hak
Kekayaah Intelektual di Indonesia sebagai kondisi dilematis dapat dipengaruhi

170,

oleh beberapa dimensi berikut™ ™

1% Ibid. :

'7 Dilema pasar dimaksudkan bahwa konsumen lebih menyukai barang murah tetapi
memiliki manfaat yang sama besar dengan apabila membeli barang yang mahal, walau diketahui
“barang telr(sssebut bisa jadi tidak asli, atau barang tiruan.

Ibid.

19 Op.Cit, Farah, hlm.99 Bersamaan itu juga negara Indonesia meratifikasi konvensi-
konvensi' yang berkaitan dengan Persetujuan Paris Convention for the Protection of Industrial
" Property-and Convention Establishing the World Intellectual Organization (Keppres Nomor 15
Tahun 1977), Patent Cooperation Treaty (Keppres Nomor 16 Tahun 1977), WIPO Copyright
Treaty ( Keppres Nomor 19 tabun 1977) termasuk Berne Convention for the Protection of Literary
and Artistic Works (Keppres Nomor 18 Tahun 1997).

179 Ansori Sinungan, Perkembangan Global dan Sistem Perlindungan Hak Cipta dan
Desain Industri di Indonesia, Seminar Pemanfaatan HKI oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga
Penelitian dan Pengembangan Kerjasama antara Ditjen HKI dengan JICA, Jakarta, 11 Juli 2005.
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1. Dimensi Budaya Timur-Barat dalam hal memandang ~ kepemilikan
individu adalah berbeda; |

2. Dimensi sosial dimana penegakan hukum terkadang berdainpak pada
permasalahan sosial yang lainnya;

3. Dimensi ekonomi (adalah dilemma antara mahalnya barang yang asli
dengan daya beli masyarakat);

4. Dimensi hukum yang dipengaruhi oleh terbatasnya anggaran; sarana, dan
prasarana; aparat penegak hukum; dan kesadaran masyarakat.

Salah satu bentuk penegakan hukum yang diberikan oleh UU No. 14
Tahun 2001 terhadap Paten yaitu adanya Penetapan Sementara Pengadilan, hal ini .
dimaksudkan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pthak yang haknya
dilanggar, sehingga Pengadilan Niaga diberi kewenangan untuk menerbitkan
Penetapan Sementara guna mencegah berlanjutnya pélanggaran dan masuknyavs
barang yang diduga melanggar paten, selain itu dé]am hal alternatif penyelesaian
sengketa, sampai saat ini belum ada yang menggunakan sarana ADR dalam HKI
sebab ini sifatnya privat jadi bisa dilakukan para pihak tanpa diketahui otoritas.
Secara idealis, alternatif penyelesaian sengketa ini akan membantu lembaga
peradilan supaya tidak menumpuk perkara di Pengadilan, hal ini sebagaimana
diungkapkan oleh A. Zen Umar Purba !

Dengan adanya alternatif penyelesaian sengketa ini, segala permasalahan
yang terkait dengan pelanggaran HKI tidak hanya diselesaikan di Pengadilan
Niaga maupun Pengadilan Negeri, tapi juga dengan badan ADR, baik itu

arbitrase, konsiliasi maupun mediasi.

2. Wewenang Kompetensi Relatif

Wéwenang kompetensi relatif yaitu wewénang mengadili menurut wilayah
hukumnya suatu badan pengadilan, yang berarti pengadilan yang manakah
diantara badan-badan pengadilan, yang sejenis dan setaraf dalam tingkat
pemeriksaannya, tetapi berbeda wilayah hukumnya, yang berwenang memeriksa

dan mengadili perkara tersebut, misalnya, dalam suatu perkara perdata, maka

' A. Zen Umar Purba, Prosiding, Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah
Kepailitan Dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, 2004 Hak Kekayaan Intelektual Dan
Perkembangannya, Jakarta 10-11 Februari 2004, dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa.
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pengadilan yang- manakah menyelesaikan perkara tersebut, apakah Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat atau Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Mengenai sifatnya peraturan, maka kompetensi absolut merupakan
peraturan yang mempunyai sifat mengikat, artinya peraturan yang tidak boleh
disampingi, peraturan yang wajib dituruti, meskipun andaikata para pihak
berpekara tidak menghendakinya. | |

Hal ini dapat disimpulkan dari Pasal 134 RIB/Pasal 160 RDS yang
menentukan bahwa terhadap sengketa-sengketa yang penyelesaiannya tidak
termasuk wewenang Pengadilan Negeri, maka hakim secara “ambthalve® (karena
jabatan) wajib untuk menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa sengketa
itu. Berlainan halnya dengan kompetensi relatif yang bersifat mengatur apabila
dikehendaki oleh pihak-pihak berpekara. Hal tersebut tampak pada isi Pasal 133
RIB/Pasal 159 RDS yang pada pokoknya telah ditentukan, bahwa keberatan
tergugat mengenat wewenang relatif daripada Pengadilan Negeri, pada siapa ia
harus datang menghadap, hanya akan diindahkan oleh Pengadilan yang
bersangkutan apabila keberatan itu diajukan dalam jawaban pertamanya tergugat
atau dengan kata-kata lain Peraturan “distribuiive van Rechtsmacht tidak
dengén sendirinya akan berlaku apabila tidak dikehendaki oleh pihak-pihak

berpekara. '’

3.2 Ketentuan Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001

Tentang Paten

Dengan adanya perbedaan kompetensi atau kewenangan antara Pengadilan
Negeri dan Pengadilan Niaga, sécara langsung terjadi pérbedaan dalam hal
penyelesaian perkara-perkara, baik perkara perdaxa dan pidana, dimana
Pengadilan Negeri Ber\yenang dalam menangani perkara pelanggaran pidana yang
terkait denga_n.pateri, sedahgkan Pengadilan Niaga berwenang dalam penyelesaian

perkara secara paten secara perdata.

' Op.Cit, Abdurrachman, hal 58.
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Dalam praktekhya, perkara pelanggaran pidana Vyang terjadf -antara -'P'T' '
Orphanindo dengan PT Truno Bravo yang diselesaikan oleh Pengadilan Negeri ini
tidaklah salah, karena seperti telah dibahas di depan, Pengadilan Negeri dalam |
menyelesaikan sengketa HKI yang berupa pelanggaran secara pidana menjadi
kewenangannya, sedangkan perkara perdata HKI diselesaikan oleh Pengadilan
Niaga, seperti adanya pihak-pihak yang ingin mengajukan gugatan atas pemberian
hak paten terhadap pihak lain, seperti yang diatur dalam Pasal 17 UU No. 14
Tahun 2001, yaitu ;'™

“ (1) Jika suatu Paten diberikan kepada pihak lain selain dari yang berhak
berdasarkan pasal 10, pasal 11, dan pasal 12, pihak yang berhak atas Paten
tersebut dapat menggugat kepada Pengadilan Nlaga

(2) Hak menggugat sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) berlaku surut
sejak tanggal penerimaan;

' (3) Pemberitahuan isi putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan kepada para pihak oleh Pengadilan Niaga paling
lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan;

(4) Isi putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat dan
diumumkan oleh Direktorat Jenderal.”

Dari ketentuan pasal ini, kita bisa melihat, bahwa perkara HKI seharusnya
dibawa ke Pengadilan Niaga, tapi Pengadilan Negeri atas dasar ketentuan dari
Pasal 16 Ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang
berbunyi ;'™

“(1) Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan

memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak

ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk' memeriksa dan
mengadilinya®.

Dengan dasar dari pasal ini, Pengadilan memeriksa dan memutus sengketa
pidana paten yang diajukan oleh PT Orphanindo. h

Berdasarkan ~ kompetensi absolut,  Pengadilan Negeri berwenang
memeriksa dan memutus perkara perdata dan pidana, atas dasar KUHP dan
HIR/RBG, tapi dalam sengketa ini, Pengadilan Negeri memeriksa dan memutus

perkara yang terjadi karena pelanggaran pidana, tapi dalam hal pembatalan hak

'3 Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2001 , tentang Paten.
174 Pasal 16 Ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman.
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atas paten, Pengadilan Niagé. lah yang berwenang untuk memutuskannya,
sehingga yang dilihat hanya dari segi unsur tindak pidananya. UU No. 14 Tahun

2001 pada Pasal 6 memberikan definisi dari paten sederhana, yaitu:'”

“ Suatu invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai
kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau
komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk Paten
Sederhana. “ '

Bila terjadi pelanggaran, maka diatur di dalam Pasal 131, yang
berbunyi:176

“Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang
paten sederhana dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 16 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2
(dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 250.000.000 (dua ratus lima
puluh juta rupiah).” '

Dari bunyi pasal ini, kita bisa melihat unsur-unsur yang terkandung

didalamnya, unsur dalam bentuk pertama yaitu :

Unsur subjektif
1) Kesalahan : dengan sengaja
Unsur objektif
2) Melawan Hukum : tanpa hak (tanpa persetujuannya)
3) Perbuatan (dalam hal paten-produk), yakni:
a) membuat
b) menggunakan
¢) menjual .
d) mengimpor
e) menyewakan
f) menyerahkan :
g) menyediakan untuk dijual_
h) menyediakan untuk disewakan

1) menyediakan untuk diécr_ahkan

' Pasal 6 UU No. 14 Tahun 2001 fentang Paten.
178 Pasal 131 UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.
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4) Objek : produk yang diberi pateh Sedefhana. T

1) Kesalahan : dengan sengaja

Tindak pidana ini merupakan tindak pidana dolus. Secara tegas
dicantumkan unsur kesalahan bentuk kesengajaan (opzetfelijk). Apabila
dicantumkan unsur sengaja seperti ini ada dua hal yang perlu dipahami, yakni
tentang arti “sengaja” dan tentang “ke mana unsur sengaja itu ditujukan® atau
diarahkan. '™

Untuk dapat dikatakan bahwa suatu perbuatan mengandung unsur
kesengajaan (opzet), maka harus memenuhi unsur dari tindak pidana, yaitu:
pertama, perbuatan yang dilarang, kedua, akibat yang menjadi pokok-alasan
diadakan lafangan itu, dan ketiga, bahwa perbuatan itu melanggar hukum. 17

Kesengajaan (opzet) ini ada tiga macarﬁ, yaitu kesengajaan yang bersifat
suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (opzet als oogmérk), kesengajaan yang
bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsyafan, bahwa suatu
akibat pasti akan terjadi (opzet bij zekerheidsbewustzijn atau kesengajaan secara
keinsafan kepastian), dan kesengajaan seperti sub 2 tetapi dengan disertai
keinsafan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian), bahwa suatu akibat akan
terjadi (opzet bij mogelijkheids-bewustzjin atau kesengajaan secara keinsafan
kemungkinan). **

Dapat dikatakan bahwa, sengaja dalam rumusan tindak pidana dalam pasal
ini, berarti pembuat menghendaki melakukan perbuatan membuat, menjual, dan
lain sebagainya. -

Dalam kasus .antara PT Orphanindo Tamamulia dan PT Truno Bravo,
dimana Direktur PT Truno Bravo yang menjadi terdakwa, memenuhi unsur dari
kesengajaan ini, karena dengan sengajé telah membuat, menjual produk yang
sudah mempunyai perlindungan hukum berupa hak atas paten sederhana.

TermaSu_k. kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu, yaitu

""" Adam Chazawi, Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI ), cet.l,

Malang: Penerbit Bayumedia Publishing, 2007, hal. 126.

"% Ibid, . hal 114. '

'" Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia, Bandung : Refika,
2002, hal. 61.

' Ibid.
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dengan dibuat nya mésin perforasi tersebut, dan dijual ke pihak lain, akan
memperoleh keuntungan dari hasil pembayaran atas mesin perforasi tersebut, jadi

terdakwa memenuhi unsur kesengajaan ini.

2) Melawan hukum : tanpa hak

Frasa “tanpa hak® dalam kalimat tanpa ‘hak melanggar hak pemegang
paten merupakan unsur melawan hukum. Sifat melawan hukum terletak pada dua
hal.

Pertama, paten bukan miliknya, tetapi milik orang lain. Hal ini dibuktikan
dengan adanya sertifikat paten atas nama penemu, dan juga paten tersebut masih
berlaku, kedua, perbuatan seperti membuat, menggunakan, menjual produk yang
diberi paten “tanpa persetujuan™ pem“e'géhg paten. 81
Di dalam Pasal 1 butir 6 UU No.14 Tahun 2001, mendefinisikan siapa itu
pemegang paten, yaitu:'*?

“Pemegang Paten adalah Inventor sebagai pemilik paten atau pthak yang
menerima hak tersebut dari pemilik paten atau pihak lain yang menerima
lebih lanjut hak tersebut, yang terdaftar dalam Daftar Umum Paten”.

Pemilik paten ini memiliki hak ekslusif, sehingga pihak lain tanpa ijinnya,
tidak boleh menggunakan ataupun melanggar hak tersebut.

Sifat melanggar hukum sendiri diliputi oleh unsur kesengajaan, maka
orang itu baru dapat dihukum apabila dia tahu bahwa perbuatannya melanggar

hukum. *#

Sama halnya dengan pelanggaran paten, seseorang dapat dikatakan
melanggar paten bila dia tahu bahwa suatu penemuan tertentu telah didaftarkan
dan mendapatkan hak paten, lain halnya bila dia tidak mengetahui bahwa suatu
penemuan atau produk tertentu telah memperoleh hak paten, disinilah tugas jaksa
untuk membuktikan bahwa terdakwa mengetéhui_ atau mengerti bahwa penemuan
yang dijual atau disewakannya adalah péien—produk yang terdaftar milik pihak

lain. Pembuktian seperti ini perlu berhati-hati karena sangat tipis antara tidak

81 Op.Cit, Adami, hal 117.
82 pasal 1 butir 6 UU No. 14 Tahun 2001 , tentang Paten
'*3 Op.Cit, Wirjono Prodjodikoro,.hlm.66.
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mengetahui dan kemungkinan mengetahui, hal ini akan merusak rasa keadilan

bagi masyarakat. '

Fakta di lapangan yaitu di persidangan, berdasarkan bukti-bukti yang
diajukan oleh jaksa, membuktikan bahwa mesin perforasi dengan merek BRAVO
Perforator, terbukti adalah hasil ciplakan dari Mesin KON type 112 buatan
Jepang, sehingga‘vdapat dikatakan bahwa mesin perforasi Bravo Perforator
menggunakan teknologi yang sama dengan Mesin KON type 112 yaitu sama-
sama menggunakan alat “pelatuk” sebagai penahan gerak mekanik, dan
menggunakan “solenoid* yang akan menarik “pelatuk“vtersebut.

Di dalam surat pernyataan bersama, yang ditanda tangani oleh Haryadi
sebagai pihak pertama dan Erman Hanafi sebagai pihak kedua, yang sepakaf
membuat fnesin perfdrasi hasil desain Haryadi, dalam pembuatan mesin tersebut
Erman Hanafi memodalinya, dan Haryadi membuat mesin tersebut. Dalam kerja
sama tersebut Haryadi bersedia mengalihkan hasil desainnya kepada Erman
Hanafi untuk didaftarkan Hak Desain'Indusﬁinya pada Direktorat Jenderal HKI.

Seperti sudah disebutkan di atas, bahwa Haryadi sebelumnya bekerja di PT
Orphanindo Tamamulia yaﬁg dipimpin alm. Zainal Arifin, dan bersama-sama
dengan almarhum, saksi melakukan pembongkaran mesin perforasi merk KON
type 112 buatan Jepang, satu persatu dari alat-alat mesin tersebut saksi buatkan
gambamya, kemudian mencari bahan-bahan yang akan digunakan, lalu dibubut
sesuai dengan mesin perforasi merek KON type 112, selanjutnya dirakit dan
ternyata berhasil membuat mesin perforasi tiruan dari mesin perforasi merek KON
type 112, ‘ '

Apabila kita lihat ketentuan dari Pasal 2 UU No. 14 Tahun 2001, yang
berbunyi : '*° _—

“(1) Paten diberikan untuk invensi yang baru dan mengandung langkah
inventif serta dapat diterapkan dalam industri ‘

(2) Sesuatu invensi mengandung langkah inventif jika invensi tersebut
bagi- seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik
merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya;

3) Penilaian bahwa suatu invensi merupakan hal yang tidak dapat diduga
sebelumnya harus dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada

4 Op.Cit, Adami, hal.117.
%3 Pasal 2 UU No. 14 Tahun 2001, tentang Paten.
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pada saat permdhonan digjukan atau yang telah ada pada saat diajukan
permohonan pertama dalam hal permohonan itu diajukan dengan Hak
Prioritas”.

Lalu di dalam Pasal 3 UU No. 14 Tahun 2001, menyatakan :'*

“(1) Suatu invensi dianggap baru jika pada Tanggal Penerimaan Invensi
tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkap sebelumnya;

(2) Teknologi yang diungkapkan sebelumnya, sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau di
luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, atau
dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan
invenst tersebut sebelum:

a. Tanggal Penerimaan;

'b. Tanggal Prioritas.

(3) Teknologi yang diungkapkan sebelumnya sebagaimana dlmaksud pada
ayat (1) mencakup dokumen permohonan yang diajukan di Indonesia yang

dipublikasikan pada atau setelah Tanggal Penerimaan tersebut lebih awal

daripada Tanggal Penerimaan atau Tanggal Prioritas Permohonan.”

Oleh karena mesin perforasi yang diproduksi oleh PT Orphanindo sudah
tidak memenuhi unsur kebaruan yaitu bahwa teknologi dengan peralatan
“pelatuk” dan “solenoid”  sudah lebih dahulu digunakan oleh mesin perforasi
elektrik merek KON model 112 produksi NEW KON INDUSTRIAL CO.LTD.,
maka Hak atas Paten Sederhana atas nama Ema Rusmawati No. ID.0.000.133 S
tanggal 29 Agustus 1996, tidak mengikat pihak lain dan tidak perlu mendapatkan
perlindungan hukum.

Berdasarkan perlimbangan hakim, meskipun unsur dari perbuatan yang
dinyatakan dalam Pasal 131 jo. Pasal 16 ayat (1) huruf a UU No. 14 Tahun 2001
tentang paten terpenuhi, akan tetapi karena hak paten sederhana atas nama Ema
Rusmawati tidak mengikat kepada pihak lain dan tidak perlu mendapatkan
perlindungan hukum, maka perbuatan terdakwa selaku dir_’ekﬁu PT Truno Bravo
yang telah memproduksi dan menjual mesin perforasi tidak merupékan suatu
tindak pidana, karena itu terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Dapat dikatakan, bahwa seperti yang sudah diferaﬁgkah diatas seorang

dianggap melanggar hukum jika dia mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan

% Pasal 3 UU No. 14 Tahun 2001, fentang Paten.
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Vnya adalah melanggar hukum, dan di dalam kasus sendir, Erman Hanafi tidak
mengetahui bahwa mesin perforasi tersebut sudah terdaftar hak paten nya atas
nama Erna Rusmawati, bila dia mengetahui hal tersebut, maka dia tidak akan
memproduksi mesin tersebut. Sehingga dalam hal ini unsur perbuatan melanggar

hukum sendiri dengan sendiri nya menjadi tidak terpenuhi.

3) Perbuatan (dalam'hal paten-produk): membuat, menggunakan, menjual;
mengimpor, menyewakan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual,

menyediakan untuk disewakan, menyediakan untuk diserahkan. -

Apabila salah satu dari sembilan perbuatan ini terbukti, maka sudah dapat
dikatakan telah terjadi perbuatan yang melanggar hak pemegang paten. Membuat
dapat diartikan, bahwa iélah terjadi suatu perbuatan yang membuat suatu produk,
dimana produk te‘rsebuf sudah terdaftar sebagai hak paten milik orang lain.
Menggunakan, dapat berarti memanfaatkan kegunaan atau fungsi dari suatu benda
yang in casu produk paten milik orang lain.'*’

Perbuatan menjual yaitu berarti adanya pengalihan atas hak kebendaan
kepada pihak lain, pengalihan tersebut disertai dengan suatu pembayaran harga
yang telah disepakati, sehingga penjual menerima pembayaran dari pembeli.

Mengimpor adalah perbuatan untuk memasukkan benda in casu benda
produk paten hak orang lain dari luar wilayah/territorial hukum Indonesia ke
wilayah hukum Indonesia. Perbu atan menyewakan adalah perbuatan menyerahkan
kemanfaatan atau kegunaan suatu benda in casu produk yang diberi paten dan
bukan haknya kepada orang lain dengan pembayaran uang dalam sejumlah
tertentu sebagai harga sewa Dalam perbuatan menyewakan bisa juga terdapat
perbuatan menyerahkan, yakni perbuatan mengalihkaﬁ kekuasaan benda ke dalam
kekuasaan orang lain in casu penyewa. Perbuatan menyerahkan dikatakan selesal
apabila kekuasaan atas b_erida.ituv telah beralih sepenuhnya pada orang yang
menerima. Sebagai tanda beralih kekuasaan, berarti benda adalah orang yang
menerima telah dapat melakuLan segala perbuatan terhadap benda itu secara

langsung dan tanpa harus melalui perbuatan yang lain lebih dahulu.'®®

87 Ibid, hal. 118.
88 Ibid, hal.119
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Tiga perbuatari yang lain ialah menyediakan untuk dijual; menyediakan
untuk disewakan; dan menyediakan untuk diserahkan. Menyediakan adalah
menempatkan .benda dalam jumlah tertentu dalam kekuasaannya in casu produk
yang diberi paten hak orang, maksudnya untuk dijual atau disewakan atau
diserahkan. Jika sewaktu-waktu diperlukan dapat segera dilakukan, yakni dijual

atau disewakan atau diserahkan pada pihak lain. '%°

4) Objek : produk yang diberi paten scderhana:
Objek tindak pidana adalah produk yang diberi paten, dalam hal ini paten

sederhana.

_ _Sementaia itu, unsur-unsur tindak pidana paten yang k.edu,a,-yaitu D
Unsur subjektif | '
1) Kesalahan
Unsur objektif
2) Melawan hukum : tanpa hak (tanpa persetujuannya)
3) Unsur perbuatan : (dalam hal paten-proses): menggunakan
4) Objek : proses produksi untuk membuat barang yang diberi paten sederhana. **°

Ancaman pidana bagi pelanggaran hak paten sederhana Iebih ringan
karena secara umum produk atau alat yang dlindungi dalam waktu yang relatif
singkat, dengan cara yang sederhana dengan biaya yang relatif murah, dan secara
teknologi juga bersifat sederhana. !

Dengan menafsirkan penjelasan Pasal 9 maka yang dimaksud paten
sederhana memenuhi dua kriteria, pertama, diperolehnya dalam waktu relatif
singkat dengan cara yang sederhana, dengan biaya yang relatif murah, dan secara
teknologi bersifat sederhana, kedua, jangka waktu perlindungan hak pemegang
patennya diberikan selama 10 tahun. '*?

Jika dihubungkan dengan penjelasan umum ada kriteria lagi ‘:mengenai

paten sederhana, yaitu paten yang objeknya tidak mencakup proses penggunaan,

% Ibid.

9 Ibid.

**! Penjelasan Pasal 19 UU No. 14 Tahun 2001.
%2 Op.Cit, Adami; hal. 127.
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korﬂposisi, dan produk yang merupakan product by process, objek paten |
sederhana dibatasi hanya hal yang bersifat kasat mata (tangible) saja. '

Segala penemuan yang bersifat sederhana, dapat diberikan hak atas paten
sederhana ini, tetapi penemuan yang tidak kasat mata (tangible) tidak dapat

diberikan hak atas paten sederhana.

Apabila kita bandingkan dengan pelanggaran paten biasa yang ancaman
hukumannya seperti yang diatur dalam Pasal 130 UU No. 14 Tahun 2001, yang
194

berbunyi :

“Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang

paten dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun

dan/atau denda pa]mg banyak Rp. 500 000.000,00 (lima ratus juta
- Tupiah).“

Pasal ini bila dibandingkan dengan pasal 131, tidak jauh berbeda, baik
unsur subjektif maupun objektif, kecuali objek bendanya, pasal 130 diterapkan
untuk paten biasa sedangkan pasal 131 diterapkan pada paten sederhana, dan
ancaman hukumannya juga berbeda, paten sederhana diancam hukuman dua tahun

sedangkan paten biasa selama 4 tahun dan dendanya juga berbeda.

Pada umumnya, penyelesaian sengketa terhadap kasus paten dapat
dilakukan melalui Pengadilan Niaga atau melalui penyelesaian alternatif
Penyelesaian alternatif biasanya diupayakan terlebih dahulu oleh pebisnis yang
mementingkan efektifitas waktu dan biaya. Namun demikian, di Indonesia,
penyelesaian melalui litigasi pun banyak dilakukan. Penyelesaian melalui jalur
alternatif meliputi penyelesaian hukum melalui lembaga médiasi, arbitrase,
minitral, maupun melalui organisasi.'”> BANI sebagai salah satu alternatif
penyelesaian sengketa menjadi pilihan bagi para pihak yang terkait dengah |
kepentingan privaci nya, karena bila perkaranya diselesaikan di Pengadilan
Negeri, akan memakan waktu yang panjang, sehingga para pihak yang
mempunyai dunia bisnis yang erat kaltannya dengan waktu yang terbatas, tidak

ingin menyelesaikan perkaranya ke  Pengadilan Negeri, sehingga untuk

193 Ibid.
194 Pasal 130 UU No. 14 Tahun 2001.
"®0p.Cit, Endang, hal. 16.
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kenyamanan, mereka lebih memilih BANL Bila dilihat dari unsur efektifnya,
penulis menilai bahwa perkara yang dihadapkan ke Pengadilan Niaga lebih efektif
dalam penerapannya bila perkara itu dibawa ke Pengadilan Negeri, hal ini
dikarenakan di Pengadilan Niaga segala perkara HKI harus diselesaikan dengan
batas waktu yang telah ditentukan, sedangkan di Pengadilan Negeri meskipun
dalam teori nya ada tenggang waktu, tapi dalam penerapannya tidaklah demikian,
perkara tersebut dibiarkan sampai berlarut-larut tanpa ada kejelasan kapan perkara
itu akan diputus, hal inilah yang membuat penyelesaian perkara yang ditangani
oleh Pengadilan Negeri dalam prakteknya menjadi tidak efektif bila dibandingkan
dengan alternatif penyelesaian sengketa yang lainnya, sehingga peranan
Pengadilan Negeri terutama dalam pelanggaran pidana paten, tidak sepenuhnya
efektif, masih perlu perbaikan—perbailgan_ sertd peningkatan kualitas dalam .'

menyelesaikan segala perkara-perkara yang dilimpahkan kepadanya.
3.3 Pengecualian Ketentuan Pidana di Bidang Paten

Dalam pengimporan barang terutama pengimporan produk farmasi terjadi
suatu pengimporan secara paralel Impor paralel adalah importasi'®® tanpa
persetujuan pemegang paten atas produk yang dipatenkan yang dipasarkan ke
negara lain, baik dengan atau tanpa persetujuan pemegang paten. Pararel impor
merﬁungkinkan dukungan terhadap persaingan bagi produk yang dipatenkan
dengan mengijinkan importasi barang-barang paten yang setara untuk dipasarkan
dengan harga lebih rendah di negara lain. Apabila sistem peraturan paten nega_rei
pengimpor menyatakan bahwa hak pemegang péten telah habis ketika produk-

produk paten telah ditempatkan di pasar negara lain dengan persetujuan pemegang

% Importasi tidak dianggap sebagai pelaksanaan paten. Ketentuan ini memang dapat

menimbulkan multi-interpretasi. Pada dasamnya, ketentuan ini dimaksudkan untuk memperkuat

ketentuan yang mewajibkan pelaksanaan paten. Artinya, jangan sampai pemegang paten hanya

menikmati perlindungan tetapi tidak-memberi manfaat apapun kepada bangsa dan Negara. Jangan -

sampai pula pemegang paten hanya mengisi pasar dalam negeri dengan produk yang diimpomya.
Dengan mempertimbangkan pengebirian (hak) paten, kegiatan importasi produk oleh pemilik
paten tidak dianggap sebagai pelaksanaan kewajiban dimaksud. Importasi harus diartikan sebagai
kegiatan tersendiri yang tidak sama maknanya dengan pelaksanaan paten. Pelaksanaan paten
sebagaimana diharapkan adalah penggunaan paten untuk kegiatan produksi melalui manajemen
industri di dalam negeri. '
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pa__teh,' pémégang paten tidak dapat menggunakan hak patennya di negara
pengimpor untuk mencegah impor paralel. '’

Peraturan mengenai impor paralel di bidang paralel farmasi telah menjadi
isu yang penting dalam sistem perdagangan global. Pendukung hak paten
internasional yang kuat terhadap obat-obatan baru mendukung kebijaksanaan
global atas larangan impor paralel, dengan mengemukakan bahwa apabila
perdagangan semacam itu secara luas diperbolehkan akan mengurangi keuntungan
pada sektor farmasi yang melakukan penelitian secara intensif dan akhirnya akan
memperlambat inovasi obat-obatan baru. Lebih-lebih, impor paralel dapat
menyulitkan pejabat yang berwenang di bidang kesehatan untuk mempertahankan
sistem pengaturan dan pengendalian harga yang berbeda di negara yang berbeda.
Akan tetapi, pejabat yang berwenang di bidang kesehatan masyarakat di banyak
negara bei'péndapat bahwa penting untuk dapat. membeli obat-obatan dari
sumbernya dengan harga semurah mungkin, sehingga memerlukan sistem impor
paralel yang terbuka. Ada atau tidak impor semacam itu, ancaman yang mungkin
datang dapat memaksa distributor untuk memberikan harga yang lebih rendah.
Telah terbukti bahwa pembuat kebijaksanaan di negara berkembang khususnya
akan  lebih mementingkan pada obat-obatan yang harganya murah daripada
mempromosikan penelitian dan pengembangan ke luar negeri. '*®

Perdagangan lintas batas yang luas membebaskan adanya pertukaran
barang dan memberi kesempatan adanya variasi harga bagi dunia perdagangan.
Dengan kata lain konsumen dapat membeli barang yang bermerek bahkan dengan
harga yang terjangkau. Impor paralel dilakukan terutama pada saat harga di
negara ketiga dianggap lebih rendah daripada barga yang ditetapkan oleh
pemegang paten di negara yang bersangkutan. Menurut ketentuan Persetujuan
TRIPs impor paralel diperbolehkan; sebenarnya, secara eksplisit dinyatakan
bahwa Persetujuan TRIPs tidak membicarakan isu impor paralel, sehingga

memperbolehkan negara-negara untuk bebas menentukan kebijaksanaan mereka

¥7  Cita Citrawinda Priapantja, Prosiding, Rangkuic;h Lokakarya Terbatas Masalah-

Masalah Kepailitan Dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, 2004 Hak Kekayaan Intelektual Dan
Perkembangannya, Jakarta 10-11 Februari 2004, dalam Aspek Hukum Tentang Paten, him. 276.

1% Keith E. Maskus, “Parallel Imports in Pharmaceuticals: Implication for Competition
and Prices in Developing Countries”, Final Report to World Intellectual Property Organization,
(USA:2000)
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sendiri dalam hal impor paralel 'vKadang-kadang hal ini menimbulkan
pertentangan, bahwa dengan memperbolehkan impor paralel di negara
berkembang akan berakibat pada peningkatan jumlah produk-produk palsu
dan/atau produk-produk di bawah standar di pasaran sehingga akan menimbulkan
efek negative terhadap konsumen. Hal ini merupakan spekulasi. Akan tetapi
manfaatnya cukup jelas dan terdapat alasan ekonomi yang kuat bagi negara
berkembang untuk menyetujui impor paralel. 199
Pasal 6 Persetujuan TRIPs memberikan kebebasan kepada negara anggota

untuk menerapkan prinsip penggunaan sepenuhnya hak-hak secara internasional
yang merupakan suatu pembenaran yang meﬁdasari' impor paralel di dalam
undang-undang negaranya.

- Pengecualian dari ketentuan pidana dari UU No. 14 “Tahun 2001 terkait
dengan impor paralel ini diatur di dalam Pasal 135 BaB XV, yang berbunyi:

“Dikecualikan dari ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini

adalah:

a. mengimpor produk farmasi yang dilindungi Paten di Indonesia dan
produk tersebut telah dimasukkan ke pasar di suatu negara oleh
Pemegang Paten yang sah dengan syarat produk tersebut itu diimpor
sesual dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. memproduksi produk farmasi yang dilindungi Paten di Indonesia

~ dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya perlindungan
Paten dengan tujuan untuk proses perizinan kemudian melakukan
pemasaran setelah perlindungan paten tersebut berakhir.”
Dikecualikannya importasi produk farmasi sebagaimana dimaksud dalam
huruf a pada Pasal ini adalah untuk menjamin adanya harga yang wajar dan
memenuhi rasa keadilan dari produk farmasi yang sangat dibutuhkan bagi
kesehatan manusia. Ketentuan ini dapat digunakan apabila harga suatu produk di
Indonesia sangat mahal dibandingkan dengan harga yang telah beredar secara sah
di pasar internasional.

Sedangkan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam huruf b pada Pasal
int adalah untuk menjamin tersedianya produk farmasi oleh pihak lain setelah
berakhirnya masa perlindungan paten. Dengan demikian, harga produk farmasi

yang wajar dapat diupayakan. Yang dimaksud dengan proses perizinan dalam

199 1 0c.Cit, Cita, hlm. 276,
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huruf 1m adalah '1.).ro'se's‘ untuk ﬁengurusén 1zin edar dan izin produksi atas suatu
produk farmasi pada instansi terkait.

Sasaran kebijakan yang ingin dijangkau sesungguhnya menyangkut
pengamanan dan kelangsungan industri farmasi nasional. Pokok permasalahannya
terletak pada praktek industri obat domestik saat itu yang‘menggantungkan pada
impor bahan baku obat tiruan. Praktek ini sudah berlangsung lama dan tanpa
disadari telah menjadi dasar bagi perhitungan baku uﬁtuk biaya produksi dan
harga jual obat di dalam negeri. Dengan kata lain, struktur harga obat domestic
sangat ditentukan oleh komponen bahan baku obat “bajakan” atau produk
padanan tadi yang beberapa diantaranya dapat diimpor dengan harga yang sangat
murah. Dalam hal demikian, perlu pemikiran untuk merancang kebijakan khusus
guna "mencegah dampak UU -Paten terhadap industri farmasi nasional sertav
 konsekuensi pada kenaikaﬁ harga obat. Untuk itu, pilihannya hanya satu, yaitu
terus mempertahankan peluang melakukan import copy products sebagai bahan
baku obat tanpa mempersoalkannya sebagai tindakan pelanggaran paten.””

Impor paralel memungkinkan konsumen untuk secara efektif berbelanja di
pasar dumia untuk mendapatkan harga terendah bagi suatu produk yang
dipatenkan. Impor paralel dapat memiliki arti penting dalam sektor kesehatan,
karena industri farmasi biasanya menetapkan harga secara berbeda di seluruh
dunia untuk harga yang sama. 2!

Impor suatu obat (yang telah dipatenkan), dari suatu negara dimana obat
tersebut dijual jdengan harga lebih rendah, akan memungkinkan lebih banyak
pasien di negara pengimpor untuk memperoleh produk tersebut tanpa mencegah
~ pemegang patennya untuk menerima imbalan bagi penemuan yang telah
dipatenkan di negara dimana produk tersebut dijual pertama kalinya. Undang-
undang Paten Indonesia mengatur kewajiban bagi pemegang paten untuk

melaksanakan patennya di Indonesia. Dengan mempertimbangkan bahwa dalam

200 Henry Soelistyo Budi, Prosiding, Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah
Kepailitan Dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, 2004 Hak Kekayaan . Intelekiual Dan
Perkembangannya, Jakarta 10-11 Februari 2004, dalam Perbedaan Prinsip Antara Paten dan
Rahasia Dagang, him. 121. ‘

! Cita Citrawinda Priapantja, “Impor Produk Farmasi Dilindungi Paten tak Langgar
UU?, Bisnis Indonesia, Edisi 2 Agustus 2001. Lihat juga Christoph Antons and Cita Citrawinda
Priapantja, “Exhaustion and Pallel Imports in Indonesia”, Parallel Imports in Asia, (The Hague:
Kluwer Law International, 2004) hal. 104.
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ﬁrakteknya sulit untuk melakukan pengawasan aplaka'h pemegang pafen betul-
betul melaksanakan patennya di wilayah Indonesia dalam jangka waktu 36 bulan
terhitung sejak tanggal pemberian paten. 2%

Kemudian untuk melaksanakan pengembangan obat-obatan sebelum
jangka waktu perlindungan patennya berakhir dan pendaftaran obat-obatan
generik bertujuan untuk memastikan bahwa tidak terjadi keterlambatan bagi.
produk-produk ini memasuki pasar setelah jangka vwaktu perlindungan paten
berakhir. Keterlambatan semacam itu secara de facfo merupakan perpanjangan -
jangka waktu paten. Hungarla memiliki ketentuan ini dalam Undang—Undang
Patennya. Ketentuan ini disebut “Bolar”, dimana Amerika Senkat Kanada,
Jepang, Australia dan Israel juga menggunakan ketentuan ini dalam perundang—
undangan patennya.*®® , , o

Pengenalan obat-obatan generic secara tepat dapat dipermuiiah melalui:
pembuatan konsep perundang-undangan dan peraturan yang sesuai mengenéi
~ yang dapat diberikan paten; penggunaan pengecualian atas hak-hak eksklusif yang
mengizinkan percobaan awal dan persetujuan generic (ketentuan “Bolar”)
(termasuk mengizinkan akses terhadap data tes pra pendaftaran); dan lisensi
wajib. 24

Menurut Persetujuan TRIPs, hak-hak paten tidaklah mutlak tetapi dapat
pula tunduk pada batasan-batasan atau pengecualian-pengecualian sebagai
berikut:?* |

1. Negara-negara dapat membuat pengecualian-pengecualian terbatas,

asalkan pengecualian-pengecualian tersebut tidak bertentangan dengan
pemanfaatan paten dan tidak merugikan kepentingan yang wajar pemilik
paten, mengiﬁgat kepentingan dari pihak ketiga. Oleh karena itu, sebagai
contoh misalnya, baﬁyak hegara yang membolehkan pihak ketiga untuk

menggunakan invensi yang dipatenkan untuk tujuan penelitian dimana

202 . Op. Cit.Cita, Prosiding, him. 278

» European Generic Medicines Association, Pharmaceutical Intellectual Properzyissues
and Enlargement Pre-Patent Expire Development and Regstration Work Jor Generic Medicines,
diakses tanggal 29 Januari 2004.
*-Cita, Loc. Cit. Prosiding.
The TRIPs Agreement and Pharmaceuticals, Report of an ASEAN Workshop on the
TRIPS Agreement and its Impact on Pharmaceuticals, (Directorate General of Drug and Food
Control and World Health Organization, Jakarta:200) him.28

205
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tujuannya adalah untuk ‘lebih ‘memahami invensi tersebut sebagai

kemajuan ilmu"pengetahuan dan teknologi. Ketentuan Bolar adalah salah

satu contoh. ' |

. Pasal 30 Persetujuan TRIPs memperboiehkan pengecualian-pengecualian

terbatas atas hak-hak yang diberikan kepada pemegang paten.

Pengecualian ini akan tetapi dapat diragukan dan kemudian ditinjau oleh
Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Ketentuan Bolar memperbolehkan

pabrikan (generic) yang berminat untuk mulai memproduksi sejumlah

produk sebagai percobaan sebelum paten berakhir, untuk mengumpulkan

data-data yang penting yang selanjutnya akan didaftarkan pada pihak yang
berwenang; dimana hal ini akan mengurangi keterlambatan produk-produk
generic memasuki pasar sételah jangka ‘waktu paten berakhir, dan dengan

demikian meningkatkan persain";gax.l‘206

. Negara dapat mengesahkan penggunaan yang dilakukan oleh pihak ketiga
| (compulsory licences) atau untuk kepentingan umum yang tidak bertujuan

- komersial (dilakukan oleh pemerintah) tanpa persetujuan pemilik paten.

Tidak seperti yang dicari oleh beberapa negara dalam negosiasi, dasar-

dasar yang dapat dipergunakan tidak hanya terbatas pada Persetujuan
TRIPs, tetapi Persetujuan TRIPs ini memuat sejumlah Syarat-syarat yang
harus dipenuhi untuk melindungi kepentingan yang wajar pemilik paten
(Iihat Pasal 31 Persetujuan TRIPs). Dua dari syarat-syarat utamanya

adalah, sebagai peraturan umum, pertama-pertama harus melakukan upaya
untuk memperoleh lisensi pada syarat-syarat komersial yang wajar dan

imbalan yang memadai harus dibayarkan kepada pemegang paten yéng

tepat.

. Negara mempunyai hak untuk mengambil langkah-langkah, sesuai dengan

ketentuan TRIPs terhadap praktik-praktik anti persaingan. Ketika suatu -

tindakan ditetapkan setelah melalui proses hukum yang semestinya,
sebagai tindakan anti persaingan, syarat-syarat untuk mengeluarkan lisensi
wajib menjadi lebih fleksibel. Sebagai contoh, misalnya syarat-syarat yang

khusus berkenaan dengan lisensi dan kompensasi dapat dilonggarkan.

26 bid hlm.34
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Indonesia, seperti halnya banyak négara lainnya, menghadapi masalah
bagaimana membayar biaya untuk teknologi farmasi baru sesuai budget yang
berkaitan dengan pengeluaran untuk obat-obatan. Untuk membiayai teknologi
baru ini, pemerintah Indonesia mendukung distribusi dan penggunaan obat-obatan
generik yang lebih murah setelah produk obat-obatan itu tidak lagi dilindungi
paten. Mengembangkan farmasi untuk tujuan komersial adalah bisnis yang mahal,
memakan waktu dan berisiko tinggi. Bidang farmasi secara khusus akan
mengundang masalah bagi inovasi lebih jauh dan pengembangan terhadap focus
yang berkaitan dengan pengembangan obat-obatan generik sebelum jangka waktu
perlindungan paten berakhir. Sistem paten sering memperbolehkan eksperimen;
eksperimen ilmu pengetahuan sebagar pengecualian atas pelanggaran paten tetapi
hanya terdapat beberapa sistem paten yang memperbolehkan percobaan-
percobaan klinis untuk memberikan landasan bagi persetujuan wewenang obat- 1
obatan generik untuk menghindarkan pelanggaran terhadap paten yang ada.
Pelanggaran paten disebabkan oleh percobaan-percobaan klinis dengan demikian
dapat menjadi sebuah risiko komponen dari implementasi program pengembangan
obat generik. 2"

Industri farmasi di Indonesia mulai berkembang sejak diundangkannya
Undang-Undang tentang Penanaman Modal Asing (PMA)*® dan Undang-Undang
tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)209 pada awal tahun 1970-an,
dan menjadi pioner pembangunan industri penanaman modal asing di Indonesia.
Dengan diberlakukannya Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan
Penanaman Modal Dalam Negeri pada awal tahun 1970, maka terbuka peluang
bagi perusahaan asing untuk melakukan bisnis di Indonesia. Salah satu cara untuk
memasuki .pas>ar luar negeri tertentu, yaitu melalui suatu patungan dengan

perusahaan lokal. %'

27 Op. Cit. Cita, Prosiding, hlm. 280, diakses melalui http://www.google.com tanggal
29 Januvari 2004, dalam Morrison & Forerster LLP, Europe to Join Japan and the US-a Bolar
Exemption in Europe? (6/03)

2% Lihat Undang-Undang No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA).

° Lihat Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri
(PMDN)

o Op.Cit, Cita, Budaya Hukum, hlm. 256.
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Jumlah industri farmasi 'y-%mg' t.eri.izll.ﬁar' di Dipartemen Kesehatan
(Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan)*'! sampai dengan 31
Agustus 1998 adalah 69 industri, yang terdiri dari - 32 berstatus PMA, 29
berstatus PMDN dan 8 BUMN, yang masing-masing tersebar di berbagai propinsi
di seluruh Indonesia.*"

Industri farmasi ini selain mendapatkan perlinduhgan hukum dalam paten,
juga memperoleh perlindungan hukum sebagai rahasia dagang. Dalam hal yang
berkenaan dengan paten di bidang obat-obatan, bagaimanapun juga ;/ang terjadi di
Indonesia sekarang ini, yaitu banyaknya obat-obat yang dipatenkan menjadi obat-
obat generik masa depan. Sebaliknya, perlindungan rahasia dagang memiliki
peranan penting untuk melindungi know-how yang bersifat rahasia, yang tidak
dapat dipatenkan, tetapi dapat juga mencakup penemuan-penemuan yang dapat
dipatenkan. Rahasia dégang melindungi peﬁeﬁman-penemuan sebelum
diajukannya permintaan paten dan sementara aplikasi masih dalam proses.
Rahasia dagang melindungi know-how tertentu, misalnya know-how yang tidak
diungkapkan dan tidak perlu diungkapkan dalam aplikasi paten. Setelah paten
dikabulkan, maka akan terdapat perlindungan paten dan rahasia dagang. Seperti
industri teknologi tinggi lainnya. '3 '

Dengan pengecualian dari ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 135 dari UU No. 14 Tahun 2001, kita bisa melihat bahwa ruang lingkup
pengecualian dari ketentuan pidana hanya terbatas dalam hal memproduksi dan
mengimpor produk farmasi yang telah dilindungi paten di Indonesia, ketentuan ini
berlaku bagi paten pada umumnya, sedangkan untuk paten sederhana belum ada
ketentuan yang mengatur, karena perlindungan atas paten sederhana hanya
berlaku untuk produk saja, sedangkan metode proses mendapatkan perlindungan
‘dalam bentuk paten.

M Data diperoleh dari Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan, Departemen

Kesehatan R.L
2 T oc.Cit. Cita.
23 Ibid him.257
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STUDI KASUS PATEN SEDERHANA MESIN PERFORASI ANTARA
PT ORPHANINDO TAMAMULIA LAWAN PT TRUNO BRAVO
PUTUSAN No. 38/PID/B/2004/PN.Jkt. Tim

4.1  Latar Belakang Sengketa Paten Mesin Perforasi di Dalam Putusan
No. 38/PID/B/2004/PN.JKkt.Tim

Pada awalnya ada 2 (dua) perusahaan yang memproduksi dan kemudian
menjual mesin perforasi yaitu PT Orphanindo Tamamulia dan PT Truno Bravo.
PT Orphanindo Tamamulia telah mendaftarkan temuannya dengan judul |
“PERALATAN DARI SUATU MESIN PERFORASI” pada tanggal 29 Agusutus
1996 dengan Sertifikat Paten No. ID.0.000;133 S yang dikeluarkan oleh Direktur
Jenderal Hak Cipta Paten dan Merek Departemen Kehakiman Republik Indonesia,
dengan klaim temuan sebagai berikut: Alat Perforasi secara elektrik yang

~memiliki dynamo atau elektro motor untuk mengarsip lembaran-lembaran kertas
menjadi suatu dokumen dengan cara melubangi dengan jarum-jarum dan
sekaligus membentuk nomor berupa angka-angka dan/atau huruf-huruf, dimana
alat tersebut terdiri dari besi kanal LU 80 mm dan 120 mm, plat baja dengan
ukuran %, 1,3,5,10,17 mm, behel aluminium dengan ukuran 10 mm 3, %, %, 1,5
inchi, baja ukuran 6 mm, wiber dan jarum ukuran 1,0 mm, dicirikan bahwa alat
pengarsip ini mempunyai pelatuk untuk menahan pergerakan mekanis yang akan
mendorong jarum, dimana pelatuk tersebut ditarik oleh alat solenoid yang
diperintah melalui penekanan tombol atau switch ketika akan dilakukan proses
- pelubangan/pengarsipan.
' Klaim temuan ini diperjual-belikan oleh PT Orphanindo dengan nama
Orpha. Sehingga yang diklaim oleh PT Orphanindo dan mendapatkan
. perlindungan hukum adalah pelatuk yang ada di mesin perforasi.
Ketika dilapangan, diketahui bahwa PT Truno Bravo telah menjual mesin
perforasi yang sama dengan milik PT Orphanindo tapi dengan merek yang

berbeda yaitu Bravo.
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Direktur PT Orphanindo yaitu Ermna Rusmawati melakukan penelitian ‘
dengan cara membeli salah satu mesin perforasi dengan merek Bravo Type BP
234 electric dua baris dari/dibuat oleh PT Truno Bravo, lalu dibuka cover
penutupnya dan diketahui mesin perforasi itu hampir mirip seluruhnya
menggunakan komponen dan teknologi mesin perforasi S/ang sama dengan PT
Orpha, sedangkan cara kerja/sistem mesin buatan PT Truno Bravo itu 100 % sama
dengan cara kerja/sistem mesin perforasi yang dibuat dan dipatenkan PT Orpha,
selain itu PT Truno Bravo menjual mesin perforasi tersebut pada konsumen yang
sama dengan konsumen PT Orphanindo.

Tindakan yang dilakukan oleh PT Truno Bravo ini telah melanggar hak
pemegang paten sederhana yaitu PT Orphanindo dengan melakukan tindakan
pidana yang diancam dalam Pasal 131 jo. Pasal 16 ayat (1) huruf a UU No. 14
Tahun 2001. '

Di dalam Pasal 16 yang mengatur tentang Hak dan Kewajiban Pemegang
Paten disebutkan bahwa :

“(1) Pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten

yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya:

a. dalam hal paten-produk : membuat, menggunakan, menjual,
mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk
dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten;

b. dalam hal paten-proses : menggunakan proses produksi yang diberi
paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya dimaksud dalam
huruf a.

(2) Dalam hal paten-proses, larangan terhadap pihak lain yang tanpa

persetujuannya melakukan impor sebagaimana dimaksud, pada ayat (1)

hanya berlaku terhadap impor produk yang semata-mata dihasilkan dari

penggunaan paten-proses yang dimilikinya. i

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) apabila pemakaian paten tersebut untuk kepentingan pendidikan,

penelitian, percobaan, ~atau analisis sepanjang tidak merugikan

kepentingan yang wajar dari pemegang paten” *'*

4 Hak Eksklusif sebagaimana dimaksud oleh ayat (1) dikatakan bahwa hak eksklusif

adalah hak yang hanya diberikan kepada pemegang paten untuk jangka waktu tertentu guna
" melaksanakan sendiri secara komersial atau memberikan hak lebih lanjut untuk itu kepada orang
lain. Dengan demikian, orang lain dilarang melaksanakan paten tersebut tanpa persetujuan
pemegang paten. Sedangkan yang dimaksud dengan produk mencakup alat, mesin, komposisi,
formula, product by process, system, dan lain-lain. Contohnya adalah alat tulis, penghapus,
komposisi obat, dan tinta. Lalu yang dimaksud dengan proses mencakup proses, metode atau
penggunaan. Contohnya adalah proses membuat tinta, dan proses membuat tisu. Yang dimaksud
dengan pihak adalah orang, beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum yang
disesuaikan dengan konteks naskah masing-masing. Ketentuan ayat (3) dimaksudkan untuk
memberikan kesempatan bagi pihak yang betul-betul memerlukan penggunaan invensi semata-
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Dari ketentuan Pasal 16 ini, sudah jélas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh PT
Truno Bravo adalah salah, karena melakukan salah satu tindakan sebagaimana
yang dimaksud dalam pasal ini, yaitu membuat dan menjual produk yang telah
diberi hak paten.

Di dalam persidangan, diungkapkan oleh direktur PT Truno Bravo yaitu
Erman Hanafi, yang menyatakan bahwa mesin perforasi yang diproduksi oleh
perusahaannya awal tahun 2003 merupakan buatan/hasil kerjasama dengan
karyawannya yang sebelumnya mereka pemah bekerja di perusahaan PT
Orphanihdo, dan bersama-sama dengan pemilik PT Orphanindo merakifmesin
perforasi dengén merek Orpha.

Dari hasil keterangan karyawan PT Truno Bravo tadi, mengatakan bahwa
" mesin perforasi elektrik }fa‘ﬂé'menggunakan pelatuk adalah asli buatan Jepang,
selain itu ketika dia bekerja di perusahaan PT Orphanindo, PT ini sudah membuat
mesin perforasi elektrik yang menggunakan pelatuk yang meniru mesin perforasi
merek KON Produk Jepang, yang pada waktu itu pimpiﬁan dari PT Orphanindo
adalah ayah dari Ema Rusmawali, yang menyuruh nya untuk meniru atau
menciplak peralatan pada mesin perforasi merk KON type 112 yang berasal dari
Jepaﬁg, lalu bersama-sama melakukan pembongkaran terhadap mesin perforasi
tersebut, selanjutnya satu-persatu dari alat mesin tersebut dibuatkan gambarnya,
dan setelah itu dicari bahan-bahannya lalu dibubut sesuai dengan peralatan mesin
KON type 112, dan dirakit, sehingga berhasil membuat sebuah mesin perforasi.
Dari hal im dapat dikatakan bahwa mesin .perforasi merek Orpha jenis manual dan
elektrik bukanlah hasil temuan Ema selaku Direktur PT Orphanindo, oleh karena
teknologi mesin itu sudah ada pada mesin perforasi merek KON jenis elektrik dan
manual buatan Jepang.

Dari keterangan yang diperoleh di persidangan tersebut, terutama dari
karyawan yang membuat mesin itu, dépat dikatakan bahwa PT Orphanindo dalam

mendapatkan suatu penemuan dengan.cara melanggar hukum dan penemuannya

mata untuk kepentingan penelitian, pendidikan percobaan, atau analisis, mencakup juga kegiatan
untuk keperluan uji bioekivalensi atau bentuk pengujian lainnya. Sedangkan yang dimaksud
dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang paten adalah agar pelaksanaan
atau penggunaan invensi tersebut tidak digunakan untuk kepentingan yang mengarah kepada
ekploitasi untuk kepentingan komersial sehingga dapat merugikan bahkan dapat menjadi
kompetitor bagi pemegang paten.
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tidak memenuhi unsur kebaruan sebagé,i syarat utama dalam memperoléh hak
paten sederhana.

Seperti yang dimaksud dalam Pasal 6 UU No. 14 Tahun 2001, yang
berbunyi :

“Setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai

kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau

komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk paten
sederhana”. 2° :

Menurut keterangan dari Ema, bahwa yang dimintakan perlindungannya
| berupa hak paten sederhana adalah pelatuk dari mesin perforasi tersebut, yang
berfungsi sebagai penahan gerak mekanik, dan jika pelatuk tersebut ditarik oleh

solenoid (pengisap) maka pelatuk tersebut bergerak dan mekanik akan mendorong
:‘ Ja.rum Penggﬁnaan pelatuk tersebut ditemukan pada tabun 19.93 tetapi- baru
.didaftarkan di Direktorat Paten pada tahun 1995, dan sepengetahuan Erna sebelum
dia memperoleh Paten Sederhana tersebut orang lain belum ada yang
memproduksi mesin perforasi yang menggunakan pelatuk.

Akibat dari tindakan yang dilakukan oleh Erman sebagai Direktur PT

Truno Bravo, perusahaan Emna merasa telah dirugikan, karena penemuan mesin

15 Dalam Undang-undang ini objek paten sederhana tidak mencakup proses,

penggunaan, komposisi, dan produk yang merupakan product by process. Objek paten sederhana
hanya dibatasi pada hal-hal yang bersifat kasat mata (fangible), bukan yang tidak kasat mata
(intangible). D1 beberapa Negara, seperti Jepang, Amerika Serikat, Filiphina, dan Thailand,
pengertian paten sederhana disebut utility model, petty patent, atau simple patent, yang khusus
ditujukan untuk benda (article) atau alat (device). Berbeda dari Undang-Undang paten-lama,
dalam Undang-Undang ini perlindungan paten sederhana dimulai sejak tanggal penerimaan karena
paten sederhana yang semula tidak diumumkan sebelum pemeriksaan substantive diubah menjadi
diumumkan. Permohonan paten sederhana diumumkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal
penerimaan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat luas guna
mengetahui adanya permohonan atas suatu invensi serta menyampaikan pendapatnya mengenai
hal tersebut. Selain itu dengan pengumuman tersebut, dokumen permohonan yang telah
diumumkan tersebut segera dapat digunakan sebagai dokumen pembanding, jika diperlukan dalam
pemeriksaan substantive tanpa harus melanggar kerahasiaan invensi. Di samping itu, konsep
perlindungan bagi paten sederhana yang diubah menjadi sejak tanggal penerimaan, bertujuan
untuk memberikan kesempatan kepada pemegang paten sederhana mengajukan gugatan ganti rugi
akibat pelanggaran terhitung sejak tanggal penerimaan. Gugatan gantl rugi baru dapat diajukan
setelah paten sederhana diberikan. Sifat baru dari paten sederhana dalam Undang-Undang paten-
lama tidak begitu jelas. Dalam Undang-undang ini ditegaskan kebaruan bersifat universal.
Disamping tidak jelas, ketentuan dalam Undang-Undang paten-lama memberikan kemungkinan
banyaknya terjadi peniruan invensi dari luar negeri untuk dimintakan paten sederhana. Jangka
waktu pemeriksaan substantive atas paten sederhana yang semula sama dengan paten, yakni dari
36 (tiga puluh enam) bulan diubah menjadi 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal
penerimaan. Hal itu dimaksudkan untuk mempersingkat jangka waktu pemeriksaan substantif agar
sejalan dengan konsep paten dalam rangka meningkatkan layanan kepada masyarakat.
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perforasi tersebut telah mendapat perlindungan paten sederhana selama 10 tahun
terhitung sejak tahun 1996 s/d 2006, sepertx yang dikatakan dalam Pasal 9 UU No.
14 Tahun 2001, yang berbunyi:

“Paten Sederhana dibertkan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun
terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat
dlperpanjang 16

Mesin perforasi yang diproduksi oleh PT Truno Bravo itu sendiri, telah
diajukan permohonan Desain Industrinya’’ pada bulan Pebruari 2003 kepada
Direktorat HAKI, dehgan tidak mengajukan permohonan paten. Jadi mesin
perforator milik PT Truno Bravo telah méndapatkan»perlindungan hukum atas
desain industri, karena belum ada pihak yang memintakan hak desain industri atas
mesin perfé?ﬁisi tersebut, seperti yang disebutkan di dalam Pasal 2 UU Nomor 31
Tahun 2000 tentang Desain Industri yang berbunyi : A

“(1) Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru;

(2) Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, desain
industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada
sebelumnya; ’

(3) Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum :

a. tanggal penerimaan; atau

b. tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas;

¢. telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia”.?*®

Perlindungan yang diberikan oleh Undang—Undang Desain Industri ini
dyjelaskan di dalam Pasal 5, yang mengatakan:

“(1) Perlindungan terhadap hak Desain Industri diberikan untuk jangka
waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan.

118 Secara umum produk atau alat yang dilindungi, diperoleh dalam waktu yang relatif
singkat, dengan cara yang sederhana, dengan biaya yang relatif murah, dan secara teknologi juga
bersifat sederhana sehingga jangka waktu perlindungan selama 10 (sepuluh) tahun dinilai cukup
untuk memperoleh manfaat ekonomi yang wajar.

27 Ada 2 buah perlindungan desain industri yang dimintakan oleh Erman, yaitu: 1.
Nomor Permohonan Desain Industri yaitu AA 2003 00200, Tanggal Penerimaan Permohonan
Desain Industri tertanggal 31 Januari 2003, dengan judul desain industri Mesin Perforator (Mesin
Cetak) Type 234 Dengan Tenaga Listrik, dan yang dimintakan perlindungan adalah Bentuk dan
Konfigurasi, lalu yang ke-2 dengan Nomor Permohonari Desain Industri AOO 2003 00201, tanggal
penerimaan permohonan desain industri tertanggal 31 Januari 2003, dengan judul desain industri
berupa Mesin Perforator (Mesin Cetak) Type BP 135 System Manual, dan yang dimintakan
perlindungan berupa Bentuk dan Konfigurasi.

218 yang dimaksud dengan pengungkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah
_pengungkapan melalui media cetak atau elektronik, termasuk juga keikutsertaan dalam suatu
pameran.
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(2) Tanggal mulai berlakunya jangka waktu: perlihdungan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri dan
diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri”. 2

Dengan ketentuan dari Pasal 5 ini, hak Desain Industri atas mesin perforasi
milik PT Truno Bravo mendapatkan perlindungan selama 10 (sepuluh) tahun,
perlindungan ini sama jangka waktunya dengan perlindungan yang, diberikan
untuk hak paten sederhana. A

Dengan adanya teguran yang dilayangkan oleh PT Orphanindo atas
pembuatan dan pendistribusian mesin perforasi, sejak saat itu PT Truno Bravo
tidak permnah memproduksi mesin perforasi lagi, mesin ini dibuat atas dasar
pesanan dari orang lain atau suatu instansi, sehingga mesin 1m tidak dijual di
pasaran umuim. e _

Menurut saksi Ahli dari Direktorat Paten Bapak Parlagutan Lubis SH,
mengatakan bahwa ketika permohonan paten sederhana atas mesin perforasi itu
diajukan, dilakukan pemeriksaan terhadap mesin-mesin pembandingnya sebanyak
5 (lima) unit, permohonan paten sederhana itu dikabulkan pada bulan Agustus
1996, pemberian hak paten dilihat dari fungsinya, selain itu Ir. Mahruzar sebagai
saksi Ahli yang juga bertindak sebagai pemeriksa pembanding juga menerangkan
bahwa pada waktu melakukan pemeriksaan permohonan tersebut terlebih dahulu
dilakukan pemeriksaan data, data-data yang diperiksa tersebut bisa datang dari
Jepang, Eropa, Amerika dan lain-lain yang dikirim persemester, tentunya dalam
pemeriksaan tersebut tidak boleh ada kemiripan dengan data yang ada, dan pada
saat itu di Ditjen Paten tidak terdapat mesin pembanding yang elektfik, juga tidak
terdapat prinsip kerja yang sama. Sedangkan kedua mesin perforasi yang diajukan
di persidangan sebagai alat bukti memiliki fungsi yang sama. Mesin perforasi ifu
. ada yang pakai dynamo dan ada yang tidak pakai dynaﬁlo, mesin perforasi yang
elektrik pasti memakai elektro motor, hal ini sama dengan mesin perforasi yang

lain, tetapi pada mesin perfOrasi yang lain tidak ada pelatuknya, pelatuk itu

2% Daftar Umum _Desain Industri adalah sarana penghimpunan pendaftaran yang

dilakukan dalam bidang Desain Industri yang memuat keterangan tentang nama pemegang hak,
jenis desain, tanggal diterimanya permohonan, tanggal pelaksanaan pendaftaran, dan keterangan
lain tentang pengalihan hak (bilamana pemindahan hak sudah pernah dilakukan). Sedangkan yang
dimaksud dengan “Berita Resmi Desain Industri” adalah sarana pemberitahuan kepada masyarakat
dalam bentuk lembaran resmi yang diterbitkan secara berkala oleh Direktorat Jenderal yang
memuat hal-hal yang diwajibkan oleh Undang-Undang ini.
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berfungsi untuk menahan gerak mekanik, dan pada mesin perforasi yang lain juga
tidak memakai alat solenoid yang berfungsi untuk menarik pelatuk tersebut,
sedang pada mesin perforasi yang diajukan permohonan patennya oleh Erna
adalah mesin perforasi elektrik yang memakai pelatuk yang berfungsi untuk
menahan gerak mekanik, dan memakai alat solenoid yang akan menarik pelatuk
tersebut apabila kertas yang dimasukkan telah menyentuh switch, sehingga
mekaniknya bergerak mendorong jarum untuk melubangi kertas. Penemuan ini
dikatakan sederhana karena merupakan perbaikan kecil atau hanya modifikasi,
dan ketika diajukan bukti berupa mesin pembanding yang diajukan oleh kuasa
‘hukum dari Erman, pihak Ditjen Paten tidak memiliki mesin pembanding tersebut.
Yang dimintakan paten oleh pihak Ema bukan teihadap penemuan -mesin
perforasinya tetapi terhadap penemuan peralatannya yaltu penggunaan pelatuknya
sebagai penahan gerak mekaniknya, sehingga dapat dikatakan bahwa cara kerja
dari suatu alat dapat pula dipatenkan.

Erman juga mengatakan bahwa, Ema melakukan klaim hanya melalui
Ditjen HKI, jadi tidak langsung padanya, karena prosedurnya demikian, lalu
Ditjen HKI meneruskan klaim tersebut kepada PT Truno Bravo, dan klaim itu
diajukan karena adanya permohonan Desain Industri dari Erman ke Kantor HKI,
jadi bukan karena PT Truno Bravo memproduksi mesin perforasi tersebut, karena
itu pada saat ada klaim tersebut pembuatan mesin perforasi tidak dihentikan.

Tindakan yang dilakukan oleh Erman adalah tindakan pidana, karena telah
melakukan perbuatan melanggar ketentuan dari Pasal 131 Jo. Pasal 16 ayat (1)
huruf 2 UU No. 14 Tahun 2001, dan untuk membukﬁkannya harus memenuht
unsur yang ada di dalam Pasal 131 UU No. 14 Tahun 2001.

Pasal 131 menyebutkan bahwa :

“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang
paten sederhana dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2
(dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 250.000. 000 00 (dua ratus
fima puluh juta rupiah)”.
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* Sedangkan ketentuan dari Pasal 16 ayat (1) huruf a UU No. 14 Tahun
2001 menyebutkan :

“(1) Pemegang paten memiliki hak ekslusif untuk melaksanakan paten

yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya:

a. dalam hal paten-produk : membuat, menggunakan, menjual,
mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk
dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten”. '

Dari kedua pasal diatas, kita bisa menarik unsur-unsur yang terkadung dari
kedua pasal itu, yaitu dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang
pemegang paten sederhana,‘ sedang unsur-unsur hukum yang terkandung di dalam
tindak pidana tersebut adalah:

1. Barang siapa; r
.2. Dengan Sengaja;“ F
3. Tanpa hak melanggaf hak Pemegang Paten Sederhana.
Ad. 1. tentang unsur hukum ke-1 (Barang Siapa) _

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa atau subyek hukum dalam
Ilmu Hukum Pidana, semula adalah hanya manusia (natuurlijke persoonen) yaitu
siapa saja atau siapapun atau setiap orang yang jika dipandang dari segi hukum ia
mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Akan tetapi di dalam
perkembangan hukum pidana selanjutnya bukan hanya manusia yang dianggap
sebagai subyek hukum. Dalam berbagai perundang-undangan badan hukum
dicantumkan sebagai subyek hukum pidana, seperti termuat pada ketentuan Pasal
129 ayat (2) b UU No. 14 Tahun 2001, yang pada pokoknya menyatakan: .
Penyidik Pejabat Pegawéi Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berwenang melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang
diduga melakukan tindak pidana di bidang paten berdasarkan aduan sebagaimana
dimaksud pada huruf a. _

Selain itu ketentuan Pasal 82 UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan
Terbatas menyatakan “Direksi bértanggung jawab penuh atas pengurusan
perseroan untuk kepentingah dan fuj-ﬁah‘perseroan serta mewakili perseroan baik
di dalam maupun di luar pengadilan”. Sehingga dari fakta yang telah terungkap di
persidangan dapat diketahui bahwa Erman adalah Direktur PT Truno Bravo,

dengan demikian unsur ke-1 (barang siapa) terpenuhi.
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Ad. 2. tentang unsur hukum ke-2 (dengan sengaja)

Bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” menurut memori van toelichting
adalah “menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan atau perbuatan
beserta akibatnya”. |

Di dalam pengerjaan mesin perforasi tersebut Erman bekerja sama dengan
karyawannya, dengan kerjasama tersebut dapat diketahui. bahwa Erman
menyetujui  (menghendaki) PT Truno Bravo memproduksi mesin perforasi
tersebut serta mengetahui akibatnya. Dengan demikian unsur hukum ke-2 (dengan
sengaja) terpenuhi. |

Ad. 3 tentang unsur hukum ke-3 (tanpa hak melanggar hak pemegang paten
sederhana) - a4 e

Bahwa yang dimaksud éengan “tanpa hak melanggar hak pemegang paten
sederhana” menurut penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf a UU No. 14 Tahun 2001
tentang Paten dapat disimpulkan yaitu apabila tanpa persetujuan pemegang paten
tersebut, dalam hal paten-produk : membuat, menggunakan, menjual, mengimpor,
menyewakan, menyerahkan atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau
diserahkan produk yang diberi paten. ; '

Yang dimaksud dengan “produk™ menurut penjelasan Pasal 16 ayat (1)
UU No. 14 Tahun 2001 yaitu mencakup alat, mesin, komposisi, formula product
by process, sistem dan lain-lain.

Dari fakta yang terungkap dipersidangan, dapat diketahui bahwa PT Truno
Bravo pada tahun 2003 telah memproduksi mesin perforasi dengan merek Bravo
Perforator elektrik production BP 234, dengan menggunakan peralatan berupa
“pelatuk” yang berfungsi sebagai penahan gerak mekaniknya, dan menggunakan
“solenoid” yang akan menarik “pelatuk” tersebut apabila kertas yang dimasukkan
telah menyentuh switch, sehingga mekanik bergerak mendorong jarum yang ‘:ake‘z'n
melobangi kertas. Dengan demikian dapat diketahui pula bahwa mesin pérfdfasi
elektrik production code BP. 234 merek Bravo Perforator menggunakan ﬁeralatan
yang sama dengan peralatan mesin perforasi yang telah mendapat Surz:it' Paten
Sederhana dari Departemen Kehakiman RI dengan nomor ID 0 000 133 S tanggal
29 Agustus 1996. ' '
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Selain itu, berdasarkan keterangan saksi-saksi, dimana dalam melakukan
pekerjaan membongkar dan meniru mesin KON 112 buatan Jepang dengan sedikit
modifikasi, dan dijadikan sebagai mesin perforasi produksi PT Orphanindo
Tamamulia dengan merek Orpha. Mesin Perforator merek KON type 112
produksi New KON Industrial Co. Ltd adalah mesin yang menggunakan peralatan
dengan menggunakan pelatuk sebagai penahan geraknya jarum (heedles) dan
solenoid yang menarik pelatuk untuk menggerakkan jarum, apabila kertas yang
akan diperforasi menyentuh switch. Mesin Perforasi merek Orpha juga
menggunakan teknologi yang sama yaitu sama-sama memakai alat pelatuk
éebagai penahan gerak mekanik, dan menggunakan “solenoid” yang akan menarik
pelatuk tersebut. Dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh Erna adalah
menciplak ‘dari mesin perforasi yang sudah ada sebelumnya, yang merupakan
buatan J epang, yang sudah beredar di pasaran V

Ketentuan di dalam Pasal 6 UU No. 14 Tahun 2001, menyatakan :

“Setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai
kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau

komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk Paten
Sederhana”

D1 dalam Pasal 3 UU No. 14 Tahun 2001, menjelaskan apa yang dimaksud
dengan unsur kebaruan, yaitu :

“(1) Suatu invensi dianggap baru jika pada tanggal penerimaan invensi
tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya;
(2)Teknologi yang diungkapkan sebelumnya, sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau di luar
Indonesia dalam suatu tulisan ,uraian lisan atau melalui peragaan ,atau
dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan
invensi tersebut sebelum ;
a. tanggal penerimaan atau.
b. tanggal prioritas
(3)Teknologi yang diungkapkan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mencakup dokumen Permohonan yang diajukan di Indonesia yang
dipublikasikan pada atau setelah tanggal penerlmaan yang pemeriksaan
substantifnya sedang dilakukan, tetapi tanggal penerimaan tersebut lebih
- awal daripada tanggal penerimaan atau tanggal prioritas permohonan”. 20

20 padanan istilah teknologi yang diungkapkan sebelumnya adalah state of art atau prior
art, yang mencakup baik berupa literatur paten maupun bukan literatur paten. Yang dimaksud
dengan tidak sama pada ayat ini adalah bukan sekedar beda, tetapi harus dilihat sama atau tidak
samanya fungsi ciri teknis (features) invensi tersebut dengan ciri teknis invensi sebelumnya.
Dalam undang-undang ini, ketentuan mengenai uraian lisan atau melalui peragaan atau dengan
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Dikarenakan mesin perforasi elektrik merek KON model 112 produksi
NEW KON INDUSTRIAL CO, LTD lebih dahulu menggunakan teknologi
dengan peralatan “pelatuk™ dan “solenoid” tersebut dari mesin perforasi elektrik
merek Orpha Perforator model 112 produk PT Orphanindo Tamamulia yang
diproduksi berdasarkan Hak Paten Sederhana Nomor ID 0.000.133 S tanggal 29
Agustus 1996, maka surat Paten Sederhana atas nama Ema Rusmawati Nomor ID
0.000.133 S tanggal 29 Agustus 1996 dengan judul penemuan “Peralatan Dari
Suatu Mesin Perforasi” bertentangan dengan ketentuan pasal 6 serta ketentuan
Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, maka Hak Paten
Sederhana atas nama Erna Rusmawati Nomor ID 0.000.133 S tanggal 29 Agustus
1996 tidak mengikat pihak lain dan tidak perlu mendapat perlindungan hukum

Meskipun semua unsur hukum dari perbuatan yang dinyatakan dalam
Pasal 131 Jo. Pasal 16 ayat'(l) huruf a UU No. 14 Tahun 2001 tentang paten
terpenuhi, akan tetapi karena Hak Paten Sederhana atas nama Ema Rusmawati
tidak mengikat kepada pihak lain dan tidak perlu mendapat perlindungan hukum,
maka perbuatan Erman Hanafi selaku Direktur PT Truno Bravo yang telah
memproduksi dan menjual mesin perforasi tidak merupakan suatu tindak pidana,
sehingga Erman Hanafi lepas dari segala tuntutan hukum.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Hakim Pengadilan
Negeri memberikan putusan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Erman
Hanafi terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.

cara lain tidak hanya dilakukan di Indonesia, tetapi juga terhadap hal-hal tersebut yang dilakukan
di luar negeri dengan ketentuan bahwa bukti tertulis harus tetap pula dikesampingkan. Dalam
Undang-undang paten-lama, kelompok kata merupakan bagian invensi terdahulu dapat
menimbulkan salah tafsir sehingga dalam undang-undang ini kelompok kata tersebut dihilangkan.
Yang dimaksud pemeriksaan substantif pada ayat ini dan dalam pasal-pasal selanjutnya adalah
pemeriksaan terhadap invensi yang dinyatakan dalam permohonan, dalam rangka menilai
pemenuhan atas syarat: baru, langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri, serta
memenuhi ketentuan kesatuan invensi, diungkapkan secara jelas, dan tidak termasuk dalam
kategori invensi yang tidak dapat diberi paten. Yang dimaksud dengan teknologi yang
diungkapkan sebelumnya pada ayat ini mencakup dokumen permohonan yang diajukan di
Indonesia dan dipublikasikan pada atau setelah tanggal penerimaan atau tanggal prioritas dari
permohonan yang sedang diperiksa substantifnya. Tanggal penerimaan atau tanggal prioritas
dokumen yang dipublikasikan tersebut lebih awal dari pada tanggal penerimaan atau tanggal
prioritas dan permohonan yang substantifnya sedang diperiksa. Ketentuan ini dimaksudkan untuk
memecahkan permasalahan yang muncul akibat adanya invensi yang sama yang diajukan oleh
pemohon lain dalam waktu yang tidak bersamaan (conflicting application).
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42 Déskripsi Mesin Perforasi PT Orphanindo Tamamulia

| Mesin perforasi yang merupakan penemuan dari PT Orphanindo
Tamamulia berkaitan dengan pengarsipan suatu perkantoran baik itu untuk
pemerintahan dalam negeri maupun swasta. Perakitan yang dimaksud digunakan
untuk arsip-arsip atau dokumen-dokumen yang sangat dibutuhkan setiap waktu,

yang secara khusus kegiatan itu dilakukan oleh mesin perforasi.

Latar Belakang Penemuan _

Seiring dengan. perkembangan kemajuan suatu negara, maka dibidang
pengarsipan séngat dibutuhkan sekali dalam hal ini yaitu pengamanan suatu arsip-
arsip atau dokumen-dokumen. Untuk hal itu maka dibutuhkan suatu cara tentang
pengarsipan atau suatu-cara penyimpanan agar lebih efektif. Dengan penyimpanan
ini akan membérikén kemudahan bila arsip tersebut ingin diambil dalam waktu
yang lebih cepat. ***

Dalam hal ini maka diperlukan alat pengarsipan yang mudah dan tepat
penggunaannya. Alat pengarsipan secara konvensional sekarang ini adalah dengan
sistem penjilidan, yang juga dapat membantu dalam pengarsipan. Dengan
penjilidan maka proses pengarsipan akan lebih rapi serta lebih aman. Tetapi
sistem penjilidan ini dipandang kurang layak untuk pengarsipan, karena bila
dokumen dijilid akan mudah rusak, apalagi bila dokumen-dokumen tersebut
sering digunakan, yang akhirnya dokumen akan mudah kotor atau sobek. Selain
itu penjilidan ini membutuhkan tenaga yang cukup banyak.

Untuk mengantisipasi akan hal ini, maka telah ditemukan alat yang lebih »
efisien baik digunakan secara manual maupun secara elektronik dengan
menggunakan kekuatan listrik yang lebih murah atau rendah. Selain itu seti'ap
lembaran-lembaran dokumen akan memiliki sistem penomerannya sendiri, karena
telah diatur secara otomatis oleh mesin perforasi tersebut. Bila listrik PLN
kebetulan mati/tidak mengalir maka bisa digunakan cara manﬁal’-,“: lagipuIa mudah

penggunaannya dan juga tidak membutuhkan terlalu besar fénag_a manusia.

2! Uraian yang merupakan isi dari latar belakang penemuan diperoleh dari Sertifikat
Paten Sederhana No. ID 0 000 133 S Tanggal 29 Agustus 1996 dengan judul penemuan Peralatan
Dari Suatu Mesin Perforasi dengan penemu bernama Erna Rusmawati.
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Ringkasan Penemuan

Suatu alat pengarsipan yang dapat digunakan baik di kantor negeri
maupun swasta. Yang mana alat ini digunakan untuk pengarsipan dalam suatu
rangkaian yang lebih kompleks. Penggunaan mesin perforasi ini dapat digunakan
secara manual atau secara elekirik (menggunakan listrik). Pembuatan mesin ini
dengan menggunakan besi kanal LU 80 dan 120 mm, plat dengan ukuran Y%,
1,3,5,10,17 mm, behel aluminium dengan ukuran 10 mm, 3, %, !4, 11/2 inc, plat
baja ukuran 6 mm, kenop, wiber dan jarum ukuran 1,0 mm, blok dan suatu
dynamo. |

Uraian Lengkap Penemuan

Alat perforasi atau dikenal juga sebagai alat pengarsip ini “&ioperasikan
harus memanfaatkan tenaga listrik. Pertama sekali kabel (1) harus disambungkan
ke listrik (yang tentunya bertegangan 220 vblt), kemudian kunci konték (2) yang
juga berfungsi sebagai pengaman untuk menjaga mesin dapat disalah gunakan
(dipakat oleh orang lain) dapat di “on” kan dan elektromotor (8) berfungsi atau
berputar, yang ditandai dengan menyalanya lampu indikator (3).

Putaran elektromotor (8) ini secara otomatis akan memutar kedua puly
elektromotor (9) yang akan memutar kedua puly utama (10) melalui sabuk-sabuk
atau belt (16). Kemudian tenaga putaran ini akan memutar pula sproket atau gigi
penggerak rantai (11) yang memang sudah bersatu dengan poros (17) dari kedua
puly utama (10). '

Putaran dari sproket (11) ini diteruskan ke sproket (12) melalui rantai (13),
yang mana putaran im terus berlanjut, yaitu sproket (12) terus berputar di poros
(18) selama peralatan ini diaktifkan. ‘

Untuk melakukah pelubangan yang menjadi bagian dan pekerjaan
pengarsipan, masukan serangkaian kertas berjumlah + 10 lembar yang akan
dilubangi/dinomori ke celah bagian depan alat pelubang (6). Kemudian tombol
atau switch (4) ditekan. Tombol atau switch (4) ini juga berfungsi sebagai perintah
untuk mengaktifkan jarum pelubang bekerja untuk membentuk rangkaian huruf-

huruf atau nomor-nomor yang akan digunakan sebagai penomoran arsip.
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Seteié_zﬁ tomel :atau switch (4) ditekan, pelatuk (14) akan bergerak keatas
setelah ditarik oleh alat solenoid (15), yahg diperintah melalui mekanisme sirkuit
(20) yang terletak di sebelah belakang. Kemudian setelah pelatuk (14) bergerak
keatas, poros (18) ikut berputar melalui alat mekanis (19) yang sudah terlepas dari
ganjalan pelatuk (14) dan dapat bebas berputar satu putaran (sebelum pelatuk
kembali ke posisi semula), yang mana putaran ini memberikan gerakan tekanan ke
bawah kepada kedua tangan (21) untuk menggerakkan poros (22) yang sekaligus
akan menekan mekanisme jarum yang terdapat di dalam alat pelubang (6).
Sampah atau sisa kertas dari hasil pelubangan akan ditampung di dalam kotak
penampung (7) yang dapat ditarik keluar untuk membuang sampah-sampah kertas
tersebut. ‘ | _

Sédangkan kedua tangan (22) ini dituntun oleh kedua batang penghubung |

(23) diletakkan pada posisi tééak lurus untuk memindahkan gerakan tenaga yang
| disalurkan oleh poros (18), dan kedua tangan (22) ini akan ditarik ke posisi
semula oleh kedua pegas (24) yang menarik kembali batang penghubung (23)
setelah terjadi pergerakan.

Demikian seterusnya pergerakan ini akan terulang berkali-kali, setelah
menekan tombol atau switch (4), sebagai tanda pengoperasian: pelubangan /
penomoran dimulai. Tentunya apabila alat ini tidak akan dioperasikan (dihentikan
untuk sementara),dapat dengan cara mematikan atau memutar kunci kembali ke
posisi “off” sebagai pengaman untuk menjaga mesin dapat disalahgunakan
(dipakai oleh orang lain) seperti yang telah diceritakan sebelumnya diatas.

Untuk memperlancar/memudahkan peralatan ini, maka jarum-jarum
pelubang yang terdapat di dalam kotak alat pelubang (6) diberi pelumas paling
tidak satu minggu sekali, untuk mencegah berkarat atau kepatahan jarum tersebut.
Tidak untuk menutup kemungkinan bila kita jarang memberi pelumas pada jarum,

maka jarum-jarum patah.
Ringkasan Penemuan '
Suatu alat pengarsipan yang diperlukan pada suatu pemerintahan negeri

atau swasta. Yang mana alat ini digunakan untuk pengarsipan dalam suatu

rangkaian yang lebih komplek. Penggunaan mesin perforasi ini dapat digunakan
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~ secara manual atau elektrik/pé_kai listrik. Pembuatan mesin ini dengan
menggunakan besi kanal LU 80 dan 120 mm, plat dengan ukuran %, 1,3,5,10, 17
mm, behel aluminium dengan ukuran 10 mm, 3, %, %, 11/2 inc, plat baja ukuran 6
mm, kenop, wiber dan jarum ukuran 1,0 mm, blok, dan suatu dynamo. Untuk
memudahkan, maka diuraikan dalam gambar, untuk mempermudah

pénggunaannyé/pgmeriksaan

Uraian Singkat Gambar
Gambar 1 adalah pandangan perspektif secara utuh dari suatu mesin

perforasi penemuan;
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Gambar 2 ‘adalah -pandéﬂgan atas dari mekanisme perélatan mesin

perforasi yang dilihat setelah dibuka penutupnya (cover);

Yanr s v A deng

11T
AN

& g i

: - . e 8 e .
H o ¢

1L - [ﬂj/‘lS , J'
AR J

S| o =2 [ [6

h

T A A

N

i

(@]
TN
¢ r/'
IR

<

. Y

el
i
{
!
i
»_{ I N B
| 4
|
%7\
g
T v

|
|
r
1
L

o~
Q
C
]

L . = Q

i 21,_\

52 | e

G- - e TN
2

N o e

S VU N

Universitas Indonesia

GDh.Y

Peranan Pengadilan..., Eva Susanti, FH Ul, 2008



114

Gambar 3 adalah pandangan samping yang dilihat dari sebelah kiri dan

juga setelah penutupnya (cover) dilepas: dan
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Gambar 4 adalah potongan A-A dari gambar 2, untuk lebih menjelaskan

prinsip kerja atau pengoperasian dari suatu mesin perforasi penemuan ini.

T
AN
. N \:L,(:I;J.J A 2‘ O
g
'}
. ) , ) ,//'"
0 =1 S
' h
AN
\\ \
) 3
Y f
e 9 ',/

Universitas Indonesia

Peranan Pengadilan..., Eva Susanti, FH Ul, 2008



115

_Klaim

1. Alat Perforasi secara elektrik yang memiliki dinamo atau elektromotor
(8) untuk mengarsip lembaran-lembaran kertas menjadi satu dokumen dengan
cara melubangi dengan jarum-jarum dan sekaligus membentuk nomor berupa
angka-angka dan/atau huruf-huruf, dimana alat tersebut terdiri dari besi kanal LU
'80 mm dan 120 mm, pelat baja dengah ukuran %, 1,3,5,10, 17 mm, behel
aluminium dengan ukuran 10 mm, 3, %, ', 1,5 inchi, pelat baja ukuran 6 mm,
wiber dan jarum ukuran 1,0 mm, dicirikan bahwa alat pengarsip ini mempunyai
pelatuk (14) untuk menahan pergerakan mekanis yang akan mendorong jarum,
dimana pelatuk (14) tersebut ditarik oleh alat solenoid .(15) yang diperintah
melalui penekanan tombol atau switch (4) ketika akan dilakukan proses

pelubangan/pengarsipan.

Abstrak ‘

Suatu alat perforasi secara elektrik yang memiliki dynamo atau
electromotor (8) untuk mengarsip lembaran-lembaran kertas menjadi satu
dokumen dengan cara melubangi dengan jarum-jarum dan sekaligus membentuk
nomor berupa angka-angka dan/atau huruf-huruf, Alat ini terdiri dari besi kanal
LU 80 mm dan 120 mm, pelat baja dengan ukuran %, 1,3, 5,10,17 mm, behel
aluminium dengan ukuran 10 mm, 3, %, ', 1,5 inchi, pelat baja ukuran 6 mm,
wiber dan jarum ukuran 1,0 mm. Alat pengarsipan ini mempunyai pelatuk (14)

untuk menahan pergerakan mekanis yang akan mendorong jarum, dimana pelatuk
| (14) tersebut ditarik oleh. alat solenoid (15) yang diperintah melalui penekanan
tombol atau switch (4) ketika akan dilakukan proses pelubangan/pengarsipan.

4.3  Deskripsi Mesin Perforasi PT Truno Bravo

Mesin perforasi yaﬁg diproduksi oleh PT Truno Bravo in adalah mesin
perforasi dengan fungsi gandé. Mesin perforasi dalam pengertian spesifiknya
berfungsi sebagai alat pembolong kertas dengan jarum yang dipasang pada block
matris  yang dapat menghasilkan huruf, angka dan logo atau gabungan
daripadanya dengan hasil dan posisi yang tepat. Mesin ini merupakan suatu alat

pembantu yang sangat vital bagi instansi pemerintah maupun swasta nasional
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terutama dalam rangka pengamanan originalitas dokumen sebagai antisipasi dari
usaha pemalsuan pihak lain yang dengannya akan membantu memberikan
kemudahan bagi para penentu kebijaksanaan suatu perkantoran untuk melakukan

penertiban administrasi secara umum.

Latar Belakang Penemuan

Menyadari semakin meningkatnya kegiatan perforasi kertas di kantor-
kantor instansi pemerintah maupun dikantor swasta nasional yang berfungsi
sebagai alat pengamanan dokumen yang merupakan unsur terpenting dalam upaya
penertiban administrasi perkantoran, maka usaha untuk meningkatkan pelayanan
operasional mesin perforasi adalah suatu prioritas yang menjadikan temuan
‘befupa mesin perforasi fungsi ganda sangat besar peranannya untuk mencapai-
efisiensi waktu dan efektitas kerja suatu perkantoran yang memerlukan, sehingga
prinsip secara ekonomi benar dapat dibuktikan kegunaannya, karena dalam suatu
mesin dapat diéiptakan pelayanan ganda yaitu bisa beroperasi secara electrical dan
manual yaitu apabila terjadi pemadaman aliran listrik disaat mesin perforasi
sedang bekerja maka fungsi manual dengan cara memasangkan tuas/handel pada
sisi kanan mesin lalu diputar kebelakang maka pekerjaan pelubangan pada kertas
dapat dilakukan dengan lunak dan mudah. **

Uraian Cara Pengoperasian Dan Prinsip Kerja

| Sambungkan kabel power (1) ke listrik yang bertegangan 220 volt,
kemudian putar key switch (2) pada posisi “on” dengan demikian lampu indikator
(3) akan menyala yang berarti mesin dalam keadaan siap untuk dioperasikan.
Kemudian masukkan kertas ke mulut die block (7) dan sentuhkan jari tangan ke
switch kertas (21) atau tombol/push botton (4) dengan satu-kali sentuhan yang ada
pada sist kanan die block (7) dan elektromotor (12) akan berputar dan berhenti
secara otomatis yang telah diperintahkan oleh relay (22) kepada switch roda (23)
untuk dilangsungkan pada bosh sepertiga lingkaran (24) yang terdapat pada sist

kiri mesin sebagai pengaturan aliran listrik. Bersamaan dengan putaran

22 Uraian penemuan diperoleh dari deskripsi penemuan milik PT Truno Bravo.
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 elektromotor (12) puly kecil (13) yang terpasang pada élektrorhotor (12) akan
memutar puly utama (15) melalui V-belt (14) sebagai penghubung gerak mekanik.
Putaran dari puly utama (15) juga memutar as sentrik depan (16) yang
bersamanya telah diberi dua buah boshing plan kecil (17) kemudian dihubungkan
pada kedua buah boshing plan besar (19) yang ada pada as sentrik belakang (18)
dan kemudian putaran as sentrik belakang (18) tersebut akan menggerakkan kedua
boshing plan besar (19) keatas dan kebawah secara bergantian serta mengangkat
kedua tarikan garpu (20) yang ada pada sisi kanan dan kiri as sentrik belakang
(18) yang mana fungsi tarikan garpu (20) tersebut untuk menggerakkan kedua
tangan garpu (25) yang ada pada sisi kanan dan kiri mesin guna menekan dan
mengangkat kembali jarum (34) yang ada pada die block (7) melalui as die block
(10) sedangkan as tengah (26) dan_ as depan (11) pada bagian mesin merupakan
penyangga antara kedua plat dinding/konstrukéi mesin (27), as tengah (‘2:'6). dan as
belakang (36) pada tém'kan garpu (20) fuﬁgsinya juga sebagai pusat keseimbangan
pergerakan tangan garpu (25) saat melakukan pelubangan pada kertas.
| Mesin 1m juga dapat dioperasikan secara manual yaitu dengan
memasangkan tuas/handel (5) pada as sentrik belakang (18) yang terdapat di sisi
kanan cover/tutup (6) mesin dan kemudian memutar tuas/handel (5) ke posisi
belakang atau searah putaran jarum jam sebanyak satu kali putaran atau 180
derajat, pergerakan mekanikal mesin sangat lembut dengan menggunakan
tuas/handel (5) karena secara langsung memutar as sentrik belakang (18) yang
kemudian dibantu oleh putaran kedua boshing plan besar (19) yang dilanjutkan ke
tarikan garpu (20) guna menekan serta mengangkat jarum (34) yang ada di dalam
die block (7) melalui kedua tangan garpu (25), hasil dar pelubangan kertas oleh
jarum (34) tersebut dapat berupa huruf, angka dan logo. Sedangkan sisa dari
kertas yang telah dilubangi akan ditampung oleh laci (9) yang ada didalam block
dasar mesin (8). Sebelum mesin dioperasikan secara manual terlebih dahulu key

switch (2) pada posisi “off” dan kabel power (1) telah dicabut dari aliran listrik.
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Ringkasan Penemuan : ‘

Mesin perforasi fungsi ganda adalah salah satu temuan yang fungsinya
adalah untuk melubangi kertas dengan jarum yang terletak dalam block matris
yang dapat menghasilkan huruf, angka dan logo atau gabungan daripadanya |
dengan hasil dan posisi yang tepat dan sangat bermanfaat bagi pengamanan
dokumen baik pada kantor instansi pemerintah maupun swasta nasional,
Perbedaan yang menonjol dari mesin perforasi ini adalah dapat beroperasi dengan
elektrikal dan manual. Bahan yang dipakai untuk pembuatan mesin in terdiri dari
‘plat yang berukuran 1.2, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, dan 16 mm, plat Stainless 1.5,
Besi Kanal LU 60 dan 90, Plat baja ukuran 8 mm dan jarum dengah ukuran 1 mm
serta -menggunakan alat penggerak yang bertenaga listrik (electromotor) ukuran Y
HP atau 1/3 HP serta Tuas/handel jika digunakan secara manual.

Uraian Singkat Mengenai Gambar
Gambar 1 merupakan tampak secara keseluruhan/ Derspektlf mesin

perforasi fungsi ganda penemuan. rce \,ﬁ 5\
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Gambar 2 merupakan tampak atas daﬁ tata letak mekanik mesi.n»perforési

yang cover/tutupnya telah dibuka.
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Gambar 3 merupakan fampak samping kiri mesin perforasi yang

cover/tutupnya telah dibuka.

GA /7 8AR - 4.

Gambar 4 merupakan tampak samping kanan mesin perforasi.
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Uraian Mekanikal Mesin Perforasi Elektrik (BP-234 Electrical System) =

Bravo Perforator '

(1)  disambungkan ke listrik yang bertegangan 220 volt

(2)  key switch “on” kan dan kemudian

(3)  lampu indikator akan menyala

(4)  tekan pada posisi “on” untuk memutar electromotor (8)

(5)  casing (tutup body) yang dapat dibuka dalam rangka perbaikan mesin

(6)  untuk melakukan pelubangan pada dokumen

@) antisipasi dari pencegahan korsleting pada aliran listrik agar tidak merusak
komponen elektrikal mesin. _

Laci/kotak penampung (8) pada block dasar adalah untuk menampung sisa
keftas yang telah dilubangi electromotor (9) yang telah dirangkai dengan poli
kecil (36) akan berputar setelah switch on/off ditekan dalam posisi “on” (4) serta
belt (10) akan memutar poli besar (11) yahg kemudian diterﬁskan ke gigi
belakang (12) dan gigi sentrik (13) yang memakai bearing bamboo (14) untuk
menarik rantai (15) yang ferus berputar pada poros (18) selama peralatan ini
diaktifkan.

Pelatuk (16) akan bergerak keatas setelah ditarik oleh alat solenoid (22)
bertenaga 1 kg dengan menggunakan plat penarik pelatuk (23) serta per penarik
pelatuk (29) yang dilakukan secara otomatis apabila switch kertas tersentuh oleh
kertas yang dimasukkan kemulut dyblock (6) sebagai perintah pengaktifkan
jarum-jarum pelubang untuk melakukan pelubangan yang dapat berbentuk huruf-
huruf ataupun angka yang sesuai dengan matris.

As sentrik (21) akan terus berputar dengan bebas pada porosnya pada
mangkok bearing (18) yang dapat menendang per 'pada as sentrik (20) dan dapat
menggeser Bos Spi (19) sebelum pelatuk (16) kembali pada posisi semula yang
mana putaran ini bergerak memberi tekanan kebawah kepada kedua kuping garpu
(24) sekaligus akan menekan garpu (25) dengan bantuan as belakang garpu (33)
dan dengan bantuan per tarik pada kuping garpu (26) serta per tarik pada garpu
(27) dalam rangka melakukan pelubangan (6).
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Improvement Teknis Mesin Bravo Perforator BP-234 Electric

1.

10.

11.

12.

13.

14.

Tutup Body - memakai Plat yang lebih tebal (1,5 mm) untuk meredam
suara dan getaran mesin |

Dinding Kanan-Kiri — memakai Plat dengan ketebalan 6 mm agar lebih
memperkokoh posisi As — as mesin

Plat Dasar — memakai plat 5 mm untuk dapat menahan berat mesin

Blok Dasar — memakai bahan besi murni 12 mm, untuk ketahanan beban
pada blok dan dinding

Siku kanan-kiri — memakai plat 4 mm, untuk lebih memperckoh berdirinya
dinding dengan ukuran panjang 3 ¢m x lebar 4 cm

Garpu — memakai plat 6 mm, untuk menghindari keausan pada As

Tarikan Garpu ~ ‘mémakai Bearing’ (B15-70D), supaya mempermudah
proses turun naiknya blik, dan untuk mempermudah gerakan As Sentrik.
Bosh kiri-kanan — pada As Sentrik — yang dimasukkan ke Bearing (B15-
70D), untuk mempermudah putaran dan menghindaﬁ keausan A

Gigi Sentrik Depan — memakai Bearing Bambu (HK 2520 D), untuk
memudahkan putaran pada gigi depan sefta menghindari keausan pada As
Sentrik dengan ukuran gigi 35B x 25

Gigi As Belakang — dengan memakai ukuran gigi 35 B x 16 untuk
memperlambat putaran mesin dengan tekanan yang lebih kuat

Dudukan Relay — dari plat 4 mm yang disikukan untuk mempermudah tata
letak rangkaian listrik éerta menahan getaran yang diakibatkan oleh
pergerakan mekanikal |

Listrik — rangkaian komponen yang memakai relay 220-240 V tanpa
memakai adaptor dan PCB untuk memperrhudah pemakai mesin? dalam
memahami rangkaian listrik dan cara kerja mesin '

AC Solenoid — daya hisap 1',5 kg (type SA-2502 Voltase 220), untuk
menarik pelatuk dengan daya yang kuat guna menghindari penyendatan
pada lakopan "

Soket Kabel — untuk n&émpérrﬁﬁdah membuka serta memasang instalasi

listrik ke bodi mesin dalam rangka perawatan mesin
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44 Kedudukan Paten Sederhana Mesin Perforasi PT Orphénindb
Tamamulia di Dalam Putusan No. 38/PID/B/2004/PN.Jkt. Tim.

Di dalam Putusan No.38/PID/B/2004/PN.JktTim kedudukan paten
sederhana berupa mesin perforasi milik PT Orphanindo Tamamulia tidak
mempunyal kekuatan hukum lagi, dan tidak memperoleh perlindungan.

Hal ini dikarenakan, majelis hakim memutuskan bahwa sertifikat paten
sederhana No. ID 0 000 133 S tertanggal 29 Agustus 1996 atas nama Erna
~ Rusmawati bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta ketentuan
Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten, sehingga hak
paten sederhana ini tidak mengikat kepada pihak lain dan tidak perlu mendapat

... -perlindungan hukum.

Beberapa item kelemahan paten sederhana Ema, yang merupakan temuan
pada Sidang Pengadilan Negeri Jaktim, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Judul paten sederhana Ema “Peralatan Dari Suatu Mesin Perforasi”
sementara klaim yang ada dalam sertipikat patennya adalah mesin
perforasi. -

2. Keterangan 2 saksi ahli dari HKI tentang klaim adalah semua yang ada
dalam klaim berbeda dengan klaim Ema berupa pelatuk.

3. Klaim paten tidak punya batasan yang jelas. _

4. Ukuran Type Kon 112 sama persis dengan ukuran mesin Orpha 112 yang
diduga keras menjiplak langsung mesin Kon 112. -

5. Klaim Ema melalui Dir. Desain Industri adalah pembatalan permohonan
Desain Industri milik terdakwa (bukan untuk menghentikan produkéi
Bravo. :

6. Fungsi mesin Orpha menurut deskripsi Paten Sederhana miliknya bisa dua

-fungsi (electric dan manual), kehyataannya tidak bisa manual.
7. '_Pengacara saksi pelapor Kenny Wiston tidak menguasai masalah teknik
A mesm sementara dia melaporkan terdakwa ke Polda Metro yang menduga
- terdakwa telah melakukan tindak pidana meniru paten sederhana Erna.
8. Diakui oleh saksi Rulli bahwa memang ada perbedaan pada kedua mesin

Bravo dengan Orpha terutama system elektriknya.
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 Sebagai perbandingan penulis akan memperlihatkan Mesin perforasi NEW

KON Type 112 yang merupakan buatan dari Jepang.

Mode/

© 112-905/112-935
Date'Number-Characler
Petforator

Pin Selector Typo
(Additional fixad "Mark" on your request )

Mode/
112-9051/112-935]
DoleerunberChorocter-
Parlomnior

Lever Sedeclor Type

(Actdilional fived “Mark” On your rec uest)

1 12-605/'7'12-7_05
Fixerd Lettering-Symbol-
Mark Perforator

Model 194-911
Conseculive Numbuering
Perforator

,p.T.n_ C’ \JA S TAAﬁL,
(DJAKARTASTATIONERY )
75 TELP. 3905689

KARTA

NMod=l 112-615
Round Hole Canceliing
Petfoctcr

Stroke: 140 times per minute / .
Perforation capability: :
Approximately  «

40 sheets in paper of 45g/m? with
8 digits numbering. with a single
stroke ;

Specificatlons of Model 142 Serles:
Oimensions :Base 277 x 436mm

Height 328mm _
Waight :36kgs. (v/o Dle-Block) .
Motor :AC 100V (other vollage avaliable on your requios! ).

single pliaso 200W, 50/60H;
Dapth (papet inserlion) :40mm: extending frorn center 1o edge of pardrations
For 905/935 and 905t/935L. the depth of 70mm or
* loss avallable on speciol order :

T e e ]
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Bila kita bandingkan dengan mesin perforési milik PT Orphanindo
Tamamulia, mungkin tidak jauh berbeda, dan boleh dikatakan memiliki unsur
kesamaan dengan mesin KON Typel12 ini. '

Dengan terdapatnya kesamaan tersebut, tindakan yang telah dilakukan oleh
Direktur PT Orphanindo yaitu Ema Rusmawati yang melakukan proses
penciplakan atau peniruan terhadap suatu produk adalah salah secara hukum.

Dan segi ketentuan pidana, perbuatan tersebut adalah melanggar hukum,
karena terpenuhinya unsur-unsur untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan yang
melanggar hukum. '

Selain daripada itu, unsur untuk dapat diberikannya hak paten sederhana
juga tidak terpenuhi, karena pada dasarya paten sederhana diberikan untuk
penemuan ‘yang memiliki ﬁnsur kebaruan. Hal ini sangat penting dalam
menentukan apakah suatu penemuan dapat dikabulkan permohonan patennya atau
tidak oleh Ditjen HKI.

Menjadi hal yang dilematis bagi kita, ketika Undang-Undang Paten
pertama kali lahir pada tahun 1969, yaitu UU No. 6 Tahun 1969, pada saat itu
tidak terlalu banyak kasus yang berkaitan dengan pelanggaran paten, tapi ada
kasus yang berkaitan dengan gugatan pembatalan. Gugatan pembatalan paten
terjadi karena pada saat berlakunya Undang-Undang No.6 Tahun 1969 sampai
dengan perubahannya yaitu Undang-Undang No.13 Tahun 1997 ada ketentuan
penting yaitu masalah kriteria kebaruan suatu penemuan. Kriteria kebaruan suatu
penemuan yarig diatur di dalam Undang-Undang Paten yang lama, hanya
menganut kebaruan yang sifatnya nasional. Tetapi di dalam Undang-Undang
Paten yang berlaku sekarang (Undang-Undang No. 14 Tahun 2001), menganut
kebaruan yang sifatnya universal. Mengapa dahulu ferd’apat banyak kasus
pembatalan terhadap paten yang terdaftar, karena pada saat paten dikabulkan oleh
Ditjen HKI, pemeriksa paten hanya membandingkan dokumen pembanding yang
terdapat di Indoﬁesia. Pada saat itu terdapat kelemahan pada Undang-Undang
Paten yang lé&na yaitu kriteria kebaruan yang diatur dalam Pasal 3 Undang-
Undang Pateri'yang lama lingkupnya nasional tidak universal. Sehingga banyak
kasus yang terjadi. mengenal suatu paten sederhana sudah terlanjur dikabulkan

tetapi tidak memenuhi unsur kebaruan karena sudah ada teknologi sebelumnya
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( przor -art”), karena di dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2001, mengenai
kebaruan sekarang bersifat universal, sehingga lebih luas walaupun sebetulnya
ada kerugiannya bagi Indonesia. 22
Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 juga mengakui apa yang disebut
sebagai pemakai terdahulu, dimana ada pihak lain yang telah melaksanakan
penemuan yang sama dengan paten yang sudah diajukan oleh pihak lain yang
telah mendapatkan paten. Jadi sebetulnya UU Paten kita menganut dualisme, yaitu
“first to invent” dan “first to use”. Jadi ada hak pemakai terlebih dahulu dan ada
hak pemegang paten atas dasar ‘ﬁrst to file”. Adapun yang dimaksud dengan
“first to file” adalah siapa yang mengajukan permohonan paten untuk pertama
kali, dialah yang dianggap sebagai pemegang paten.”**
Ada beberapa hal yang menentukan suatu penemuan yang dimohonkan
paten akan diberikan paten/tldak, yaitu antara lain®®
1. Kebaruan penemuan
2. Langkah inventif yang terkandung dalam penemuan
3. Dapat atau tidaknya penemuan diterapkan didalam industri _
4. Apakah penemuan yang dimaksud termasuk di dalam kelompok Pasal 7
UU Paten v
5. Apakah penemu benar-benar merupakan orang yang berhak, karena bisa
saja diajukan oleh orang yang tidak berhak. Bisa terjadi paten itu
diberikan tidak kepada orang yang berhak sehingga kemungklnan terjadi
gugatan pembatalan pada Pengadilan Niaga
6. Kemudian apakah penemuan itu bertentangan dengan peraturan .
perundang-undahgan, ketertiban umum atau kesusilaan atau tidak. ‘
Permasalahan utama yang sampai saat ini menjadi masalah terkait dengan
pemenuhan unsur kebaruan, sesungguhnya menyangkut pertanyaan teknis yang
tidak saja mempersoalkan status tetapi juga kualitas. Undang—ljndang memang
mengalami kesulitan untuk menjabarkan criteria kebaruan berd'asarkan‘kualitas
penemuan. Im kemudian disiasati dengan menilainyg dari segl “record”

publikasinya. Artinya, apakah invensi itu pernah dipublikaéikari sebelumnya atau

23 Op.Cit, Cita, Prosiding, hlm.258-259
24 Ibid, hlm.259
25 Ibid

Universitas Indonesia

Peranan Pengadilan..., Eva Susanti, FH Ul, 2008



127

tidak. Atau apakah merupakan bagian dari penemuan terdahulu atau‘sam.a dengan
invensi yang telah ada sebelumnya. Ini kriteria-kriteria yang menjadi dasar dalam
formulasi undang-undang: Sejauh ini, Indonesia pernah merevisi ketentuan
mengenai novelty untuk dapat menuntun kearah pengertian kebaruan secara lebih
tepat dan jelas. Sudah pasti, apa yang dimaksud sebagai invensi terdahulu, juga
‘harus diklarifikasikan. Secara teknis, akan berkembang pada pemberian batasan
mengenai apa saja yang dianggap sebagai tindakan publikasi yang selanjutnya
digunakan untuk menilai status novelty.

Dari pemenuhan unsur kebaruan yang menjadi pokok terpenting untuk
menentukan suatu paten sederhana memperoleh perlindungan hukum atau tidak
sampai saat ini belum ada suatu kepastian yang dapat memberikan jaminan,
seperti yang telah - diurigkapkan diatas; 'UU No. 14 Tahun 2001 sendiri
mengkategorikan unsur kebaruan yang sifatnya universal. Dengan keuniversalan
tersebut tidak memberikan batasan bagi penemu sejauh mana unsur kebaruan
yang diinginkan oleh undang-undang. Akibatnya banyak terjadi permasalahan di
lapangan terkait dengan persyaratan suatu penemuan dapat diberikan hak paten
sederhana. ;

Salah satu permasalahan seperti kasus diatas yaitu sengketa paten
sederhana PT Orphanindo dan PT Truno Bravo, dengan penemuan berupa mesin
perforasi, selain itu kasus segel tutup drum antara PT Triprima Intibaja dan PT
Enomoto Srikandi Industries, dari kedua perkara ini sama-sama menyangkut
unsur kebaruan atas suatu hak paten sederhana.

Dalam kasus PT Orphanindo diatas, Ditjen HKI memberikan perlindungaﬁ
atas paten sederhana milik PT Orphanindo, sedangkan di lapangan terbukti,
penemuan itu tidak seharusnya dapat diberikan hak paten. v

Akibat dari putusan PN yang memutus bahwa paten sederhaha milik PT
Orphanindo tidak seharusnya memperoleh perlindungan hukum, paten sederhana
ini menjadi tidak ada gunanya lagi, walaupun dalam hal ini tidak adanya
pembatalan paten, karena peArAkara‘ pelanggaran secara pidana yang dilakukan oleh

PT Orphanindo diajukan ke Pengadilan Negeri. Gugatan pembatalan atas paten

28 Op.Cit, Henry, Prosiding, him. 111
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dapat diajukan ke Pengadilan Niaga, sebagai lembaga peradilan yang berwénang
dalam menyelesaikan sengketa HKI.

Sedangkan dalam kasus PT Enomoto, hak paten sederhana milik PT
Enomoto dibatalkan oleh Pengadilan Niaga, karena terbukti tidak memenuhi
unsur kebaruan. Dari kasus-kasus ini terlihat bahwa, unsur kebaruan menjadi
persyaratan utama untuk dapat dlbenkannya hak paten sederhana.

Dari yang telah diuraikan, penulis dapat mengambil kesimpulan, bahwa
kewenangan Pengadilan Negeri dalam mengatasi sengketa HKI khususnya paten,
hanya terbatas dalam menangani sengketa pela.hggaran pidana paten, sedangkan
Pengadilan Niaga berwenang dalam mengatasi sengketa HKI khususnya paten
secara perdata, karena Pengadilan Nlaga sebagai lembaga peradllan berwenang
dalam menangani dan menyelesalkan segala perkara yang berkaitan dengan

. perdagangan dan ekonomi.
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5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat penulis ambil dari penulisan tugas akhir ini yaitu

sebagai berikut:

1.

Perlindimgan hukum atas paten sederhana sebagaimana yang diatur di dalam
UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, yaitu bahwa paten sederhana
diberikan untuk penemuan berupa produk (patentability), memenuhi unsur
kebaruan (novelty), dan mempunyai nilai kegunaan praktis (simple patent)
disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya dapat
memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk paten sederhana, seperti
yang disebutkan di dalam Pasal 6 UU No. 14 Tahun 2001. Di dalam
prakteknya ketika suatu penerhuan' (invensi) tidak memenuhi syarat-syarat
sebagaimana yang diatur di dalam UU ini, maka penemuan.ini (invensi)
tersebut tidak akan memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk paten
sederhana, seperti dalam kasus PT Orphanindo Tamamulia dan PT Enomoto
Srikandi Industries, yang mana hak paten sederhananya tidak memenuhi
unsur kebaruan, sehingga dengan tidak memenuhi unsur kebaruan tersebut
maka hak paten sederhananya dapat dibatalkan dan tidak perlu mendapat
perlindungan hukum lagi. ‘

Peranan Pengadilan Negeri sebagai lembaga peradilan yang berwenang
menyelesaikan sengketa HKI khususnya paten terkait bila dalam sengketa
itu terjadi pelanggaran berupa tindak pidana paten. Berdasarkan analisis
kasus dimana ~pemegang paten khususnya paten sederhana melakukan
perbuatan melanggar hukum dalam mendapatkan paten sederhananya, maka
hak atas paten sederhana itu tidak memberikan perlindungan hukum apa-apa

terhadap pemegang hak, tapi ketika sertifikat - paten sederhana tidak

memenuhi unsur untuk dapat dibe’r’ikan_nya‘ hak paten sederhana, maka

Pengadilan Niaga secara perdata berweriang untuk melakukan pembatalan
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| atas hak paten sederhaﬁé tersebut. Menurut UU No.14 Tahun 2001 secara
tersirat mengungkapkan bahwa Pengadilan Negeri memiliki  hak
independent untuk menyelesaikan perkara atas pelanggaran pidana atas
paten sederhana. Disatu sist peranan Pengadilan Negeri dalam penyelesaian
perkara pidana paten dinilai efektif dalam hal penjatuhan sanksi hukumnya,
yaitu adanya pengikatan secara hukum atas pihak yang telah melakukan
tindakan pelanggaran, sanksi hukum ini bisa berupa tindakan pengekangan
badan (ditahan), bisa berupa denda dan tindakan hukum lain, yang dengan
tindakan hukum ini dibarapkan dapat membuat jera pelaku pelanggaran
tersebut, sedangkan disisi lain, peliinpahan perkara paten ke Pengadilan
Negeri dinilai tidak efektif, karena proses penyelesaiannya dianggap lama
dan berbelit-belit, sehingga tidak sesuai dengan asas cepat, murah dan
sederhana yang selama ini melekélt pada Pengadilan Negeri. Bila
dibandingkan dengan Pengadilan Niaga, bisa dikatakan bahwa perkara yang
dilimpahkan ke Pengadilan Niaga akan lebih efektif dibandingkan dengan
pelimpahan ke Pengadilan Negeri, karena jangka waktu penyelesaian
perkara yang dimiliki oleh Pengadilan Niaga, membuat proses penyelesaian
perkara akan lebih cepat terselesaikan, tanpa adanya penguluran waktu. Tapi
dari kedua Pengadilan ini yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Niaga
tidak akan bisa untuk dibandingkan, karena kedua-duanya mempunyai
kewenangannya masing-masing dalam penyelesaian suatu perkara
sebagaimana yang diatur dalam Undahg—Undang tepatnya dalam Undang-
Undang Paten, tapi dalam hal penyelesaian perkara HKI, terdapat alternatif
penyelesaian sengketa yang dapat dipilih oleh para pihak, seperti BANI,
mediasi, konsiliasi, dan alternatif-alternatif yang lain, yang pada intinya
menguntungkan bagi pihak yang berperkara.

Kedudukan paten sederhana berupa mesin perforasi, yang menjadi dasar
perkara antara PT Orphanindo Tamamulia Lawan PT Truno Bravo
Putusan No. 38/PID/B/2004/PN.Jkt.Tim, bahwa di dalam putusannya,
Majelis Hakim berpendapat bahwa mesin perforasi milik PT Orphanindo
tidak mendapatkan perlindungan hukum, tapi hak paten sederhana tesebut

tidak dibatalkan. Perlindungan hukum ini tidak diberikan oleh karena cara
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pentingnya Ditjen Paten untuk méleﬁgkapi dinn dengan data-data atau
dokumen—dokvumevn pembanding atas penemuan-penemuan.

Terkait dengan kewenangan Pengadilan Negeri dalam mengatasi sengketa
paten, yaitu hendaknya Majelis Hakim dilengkapi dengan pengetahuan
dalam memutuskan sengketa HKI, khususnya sengketa paten sederhana,
karena pada umumnya sengketa paten sederhana menjadi kewenangan dari
Pengadilan Niaga, dan Majelis Hakim pun harus mengetahui sejéuh mana
kewenangan dari badan peradilan ini dalam mengatasi sengketa paten, dan
bagaimana dengan bentuk putusannya, karena di lapangan terlihat bahwa
putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tidak memberikan rasa
keadilan yéng diharapkan oleh para pencari keadilan, terutama masalah
perlindungan hukum atas suatu penemuan, sehingga .dinil'a;f: putusan itu

masih kurang tepat dan kurang efektif.
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perolehan 'pene',muan tersebut dengan cara melanggar hukum yaitu
melakukan tindakan penciplakan atau mencontoh mesin perforasi yang
merupakan mesin buatan Jepang sebelum tanggal penerimaan patennya,
sehingga ketika mesin tersebut dimintakan hak paten sederhana sudah tidak
memenuhi unsur kebaruan lagi, karena penemuan sudah beredar di
masyarakat. Dengan demikian kedudukan mesin perforasi PT Orphanindo
sudah selayaknyalah dibatalakan oleh Pengadilan Niaga, tapi dengan syarat
adanya gugatan pembatalan yang dapat diajukan oleh pihak ketiga, bila tidak
terjadi pembatalan, maka berpegang pada hasil putusan dari Majelis Hakim
Pengadilan Negeri, hak paten sederhana atas mesin perforasi tersebut tidak
mempunyai kekuatan hukum lagi, yang berarti tidak mendapatkan
perlindungan hukum, sehingga hak eksklusif yang melekat padanyé menjadi

hilang, dan penemuan itu menjadi milik umum.

5.2 Saran

Dari yang telah penulis sampaikan pada kesimpulan diatas, penulis ingin

memberikan saran-saran, yaitu:

1.

Dalam hal pemenuhan unsur kebaruan bagi suatu penemuan, seharusnya di
Ditjen Paten harus lebih teliti dalam memeriksa apakah suatu penemuan
berhak dimintakan hak paten sederhananya, karena kenyataan dilapangan
memperlihatkan bahwa sebuah penemuan yang ada didalam Putusan
No.38/PID/B/2004/PN.Jkt. Tim tidak memenuhi unsur ~untuk dapat
diberikannya hak paten sederhana, yaitu tidak memenuhi unsur kebaruan
sebagai syarat utama untuk diberikannya hak paten, dengan kejadian ini.
Ditjen Paten harus melengkapi diri dengan data-data atau dokumen-
dokumen pembanding yang lebih akurat, untuk mengetahui apakah suatu
penemuan tersebut telah pernah beredar di masyarakat, bila tidak adanya
keakuratan data tersebut, akan mengaburkan ‘syarat-syarat untuk
diberikannya hak paten sederhana, dan hal ini akan mérﬁgikan penemu-
penemu yang telah bersusah payah menghasilkan sebuah penemuan, berarti

tidak adanya penghargaan atas sebuah penemuan,‘ oleh karena itu,
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o DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
: DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

JI. Daan Mogot Km. 24, Tangerang 15119 .
Telp (021) 5525388, 5579863 5525386 Fax (021) 5525386 5525366

Webs1te http //www Dgip. go ld_ '

 SURAT KETERANGAN

" No. H3.‘UM.05.-10.02.019/2008 |

o -Sehubungan dengan surat Kasub Program Naglster Pascasarjana Fakultas Hukum Umvers1tas
Indonesia tanggal 10 Maret 2008 Nomor 89/PT.02.H. 10 FH/M/. I/2008 -Mengenai
_ Penehtlan/Wawancara/Pencanan Data bahan tesis dengan judul : o :

Peranan Pengadllan Negen dalam Sengketa Paten Menurut UU No 14 Tahu'n V2'001"ter'1'_tang'
Paten;' R L Lo

‘Bersar‘na ini kami beritahukan: bahwa ! :
‘Nama Evaisusa.nti
~ NIM . ,:06060051.00‘

' -Telah melaksanakan penehtlan pada D1rektorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen
| ',Hukum dan Hak Asa51 Manus1a R.I pada tanggal 11 Maret 2008 ’ -

_Demlklan Surat Keterangan ini. agar dapat dlpergunakan seperlunya dan kepada yang
bersangkutan diwajibkan menyerahkan 1 (satu) set copy lengkap hasil laporan penehtlan pada

Direktorat Paten, sebagai bahan pengembangan pada masa- masamendatang -

"_'Tangeranwg, 17Maret2008. o [ o W . '.

- Hakim/SRM/{fal-7 -
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~PUTUSAN
0.38/PID/B/2004/PN.Jkt. Tim.

e

DEMT KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara

perkara pidana pada peradilan tingkat pertama,

menjatuhkan Putusan  sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama
Tempat lahir
" Umur

;‘"{Jcnis kelamin -

,l’ Kebahgsaan

DRS. ERMAN HAFNI,
Padang;

60 tahun;

Laki-laki;

Indonesia;

'Tempat tinggal =+ JI. Apgkutan Blok' D,'?,S“ RT. 02/06, Komplek
. ! I’crﬁmahan‘ Anglatan Darat,  Kelurahan Cipinang
Melayu, Kecamatan ‘Makasar,. Jakarta Timur;
AgamaA umﬁ  :
I’ckérjaan : Direktur P.T. Truno Bravo;

- * Dalam perkafa ini Terdakwa tidak ditahan;
- I'erdakwa dldampmgl oleh Penaschat Hukumnya Drs. M. II M. mmatupanﬁg:
SH Ihsan Rauf Praja, SII dan SChamddm SH. Pcnwaumapada Kantor Sebelas
Bakti Assosnate beralamat di Ji, I‘omam7 Raya 2 L Jakarta Balat berdasarkan
Surat Kuasa I(husus No. 1/SK/SBA/1/04, tertanggal 29 JanuanZOOtl
Pengadilan Negen tgl'sgbtlt;'

Setelah membaca/mempelajari berkas perkara Terdakwa;

Setelah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan olch Penuntut Unum pada

hari sidang pertama, Kamis tanggal 29 Januari 2004, “yang dakwaannya pada
pokoknya sebagai berikut ; .
ar  pingerelon fo b ) ) : e A AP -
l/a i(}/ Ser Ia-‘:./fl_'"' . (’ s f ;~/' . Yosuy
Bl beriag > ! P /
S . R RS SR AN e
S e O (AR IACERR s . . . s,
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------- Bahwa Ia Terdakwa Drs. Erman Hafni pada hari-hari yang tidak dapa.t diingat
lagi secara pasti pada bulan Januari 2003 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada
tahun 2003 bertempat di Jatiwaringin B. 17 No. 195 B Perumahan Antllope Maju
hn\vmng,m Pondok chc Bekasi atau di suatu tempat hm yang menurut Pwsal 84
ayat (2) KUHAP tempat kediamgn sebagaian besar saksi yang dipanggil leblh dekat
pada Pengadilan Negeri yang di dala_"m" daerahnya tindak pidana. itu dilakukan
schingga Pengaditan Negeri Jakarta T.{mUr..berwenang memeriksa dan mengadili
“.pel kam ini, dengan sengaja dan tanpa hak mclanggar hak pemegang paten sederhana

5

dcnga'n\ melakukan salah satu tindakan scbagaimana dimaksud dalam Pasal’ 16,

Undansz, -Undang No: 14 Tahun 2001 tentang Paten, yakni melanggar hak pemegang

';p"mn scdelham No 1D.0.000.133 S tanggal 29 Aoustu« 1996 JUdUl “Peralatan Dm

' Suatu Mesin Perforasi” atas nama ERN KUSMAWATI yang dilakukan dengan
e —— ;

cara sebagai berikut © - - e e s mommomememmmnooocosssensosoness

{. Bahwa pada awalnya saksi Erna Rusmawati selaku  Direktur Utama

. ’-“_—"_‘———-...._____‘

PI' Oxlh'\mndo Tamamulla telah mendaftarkan temuannya dengan Judul
Tl

"""" —\""\

“PER_‘ALATAN DARI SUATU MESIN PERFORASI” pada t'm”oal 29

e e e

e
Agustus Yertifikat Paten No. 1D.0.000.133 S yang dikeluarkan oleh

Direktur Jenderal Hak Cipta Paten dan Merek Departemen Kehakiman
. : —=aliliiy

_Republik Indonesia, ~dengan klaim temuan scbagai berikut Alat perforasi

secara elektrik yang memiliki dynamo atau clektro motor (8) untuk
M

——

mengarsip lembaran-lembaran kertas menjadi suatu dokumen dengan cara

melubanm den"an jarum-jarum dan sckahous membentuk nomor berupa

i,

A s e S g uas "\ e e e ™
angka-angka dan/ atau huruf-huruf, dimana alat tersebut terdiri dari besi kanal
LU 80 mm dan 120 mm, plat baja dengan ukuran 2, 1, 3, 5, 10, 17 mm,
SR S — -
behel aluminium dengan ukuran 10 mm 3, %, %, 1,5 inchi, plat baja ukuran 6

~n

[E——— A S,

-n____,_w___ M
mm, w1ber dan jarum ukuran 1,0 mm, dicirikan bahwa alat pengarsip ini

— » “M_,_________,-———s.,_

mempunyai pelatuk (14) untuk menahan pergerakan mekanis yang akan
- v
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mcndorong,)arum dimana pelatuk (14) tersebut ditarik oleh alat solenond (15)

— e st

yang dxpcrmtah ‘melalui penekanan tombol atau switch (4) ketika akan

e

dxlakukan proses. pelubang,'m/p(,ng,ms;pan Sdk%l Erna Rusmawatx kemudnn

- e
R —

telah membuat dan memperjual belikan Mesin Perforasi (pcmbolonw kellaf)\

—

- ""’*--»m-......\

tersebut dengzm merek ORPHA;

S—— -

2. Bahwa kemudian diketahui oleh saksi Emna Rusmawatl ada perusahaan lain
e T O

yang tanpa seijin saksi Erna Rusmawati scbanm ‘pemegang paten atas mesm
I B e

' 'z;p\.rioraqx “tersebut tclah mclaksanal\an Halm hak pcmcuanﬂ paten sederhana

‘ -

- "ﬁ NO 1D 0.000. 133 S mlllkny'\ itu yakni s IRUNO BRAVO (dalam lnl ini

\

/
T-erdakwa Drs. Erman Hafni selaku Direktur Utama PI FRUNO BRAVO),

e — e N A M o i T
B

yakni telah membuat dan kemudian menjual mesin perforasi yang sama,

—_— _ e e e

namun dengan merek berbeda yaitu BRAVO

S

3. Saksi Erna Rusmawati kemudian mengutus karyawannya bernama saksi-

Arief Bakhtlar Ambﬂrlta d*m sakal Ruly Ardiansyah untuk mencari/

——
A e A A i 1

i T i

mengumpulkan data yang berkaitan dcng,an pclanggaran paten sederhana
: -

tersebut, dan pada tanggal 27-April.2003 saksn Ruly (PT ORPHA)a“celah

WO

membeli melalui PT Gamda Abadi Intel nasxonal 1 (satu) umt Mesm Petoxasn

dengan merek BRAVO type BP 234 clectnc dua barls (Ian/dlbuat oleh

. WRIERE

PT TRUNO BRAVO, yang kemudlan oleh saksi Ruly cllpcnksa/dnbuka o

: s~

§0ver penutupnya dan diketahui mesin perforasi itu hampir mirip selur‘uhnya
M e SN B

men&,unakan koniponen dan tek noloy mesin ])61101'191 yxms3 sama dengan

e

PT. ORPIIA,‘sedané,kan cara l<e|)a/systcm mesin buatan PT__TRUNQO--

M SR i

BRAVO itu 100 % S'xma de 7 k ja/sy 7
RA A engan cara cm systcm mesin pleO["’tSl _yang

————

—_— R
dnbuat dan dlpatenkau PT. ORPHA.
4. Saksi Arie juga memperoleh data bahwa PT. TRUNO BRAVO tclah menjual
S e .
mesin perforasi tersebut kepada konsumen yang, sama denvan konsumen
—— e S-S e,

PT.ORPHA yakni Dipenda I‘amung Jabun&, Jambl Dlpench Kab. Bantacng

o e et T e,

e T
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Sulsel, Dlpenda Kab. Tanah Laut Kalsel, Dipenda Kab. Tapanuli Tengah
\

//4——-~~~\__\ B

- Sumut, Dipenda Kab. Nias Sumut dan Dlpcnda Kab. I\'Iandaxhnt7 Natal Sumut

e

deng,an harga yang I/bxh murah dau pada yang chbuat dan dlpasarkan
S o

PT. ORPHA Imddkan PT. TI\UNO BRAVO tclah merugikan dan t;ncnja,di_

-compeutor bag,l pemegano aten (PT OI{PHA) ‘_\v“ﬂ”

e SO

N

S. Terdakwa Drs Elman Hafni selaku Direktur Utama PI IRUNO BRAVO

B ‘ menyatakan bahwa mesin p01foras1 yang (Ilpxodukel pcmqahaannya awal

—

T T I

\4:'“‘ \
: ahun 2003 mempakan buatan/hasﬂ kerjasamd clcnoan karyawannya bernmm

e ke e e ——
— ~—.. e

% sd si HARYADI, saksi SUNARYO clan salm IOPA\J SUJAJAT Ketiga

H ‘ e

grang sakm itu se belumnya bckerja pwda PT. ORPI IA yakni sqal\ tahun 1990
. K ’_\

' hmgga akhxr tahun 2002 dan saksn NARY' Dl (n]enjggl__’l‘_egg’qgkg_dﬂ@)__

berkas terplsah) secara bcrsama sama dcn;an (alm) Zainal Arifin sebagai
. W — ) e
pemilik PT ORPHA sebclumnya pcmah merdkit mesin perforasi untuk
ORPHA; - s e M
-
0. Mcnumt keterangan ahli dari Direktorat Paten IIKI Departemen Kehakiman 4
“-‘-“'-—m..,,
yakni saksi PARLAGUTAN LUBIS, SH. Dan sak5| Ir. MAHRUZAR, bahwa
el NP Y L e S
benar Paten No. ID. 0.000. 133 S tm<wal 29 /\gustus 1996 judul
\ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘ N etk e 48 Py o sy’

“PERALATAN DARI_ SUATU MLSIN PERI ORASI . atas hama Ema

S e, s LRena—

Rusmawatt beralamat di Pondok Bambu RT. 01 5/OO7 Pondok anbu Duren
\ :

- Sawit Jakarta Timur tcrcatat Yada Da[‘tar Umum Paten Di ckl ¢t P2

. ] Nl irektorat Paten

et s T

Ditjen HAKI Depkeh Rl dcn&,an masa perlindungan sclama .O (sepuluh)

iy e i e ety

tahun dan diumumkan dalam Berita Resmi Paten; _ ¥
— e . )
7. Bahwa menurut keterangan kedua ahli tersebut, yang dilindungi dalam

penemuan paten No. 1D.0.000.133 S tanggal 29 Agustus 1996 judul '
“PERALATAN DARI SUATU MESIN PERFORASI” atas- nama Erna

Rusmawati itu adalah yang diklaim dari pcnemmn tersebut yakm . Alat

T

pmm secara electric yang memiliki dynamo atau elektro- motor (8) untuk
-

4
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'mcngarsip lembaran-lembaran kertas menjadf suatu dokumen dengan cara
melubangi dengan jarum-jarum dan sekaligus membentuk Qbmor berupa
angka-angka dan/atau I-xuruf-lmruf, dimana alat tersebut terdiri dari beri kanial
LU 80 mm dan 120 mim, plat baja dengan ukuran ¥, 1,3,5, 10, 17 num, behel
aluminium dengan ukuran IQ mr 3, %, YA, 15 inchi, plat baja ukuran 6 mm,
wiber dan jarum ukuran ; l,O mm, 'dici'rikmi'_ bahwa ‘alat penga»rls‘iﬂpu .lll:l

mcmpunym pelatuk (14) untuk menahan pcrgcmkan mckams ymw akan

"';.mcndeong jarum, dimana pclatuk (14) tcrscbut ditarik oluh wlat solcnmd (lS)
yan\g diperintah melalui penekanan tombol atau switch (4) ketika akan.
fdi”l;"{kukan proses pelubangan/pengarsipan;

.-:~/

f&.. Iial.wa menurut keterangan saksi ahli Ir. M'\hmzar selaku Pemenksa Paten
gt \__—«.‘ C T S

Utama Pertama Direktorat Paten yang telah memeriksa/mencek secara

subtantisif  Mesin Perforasi yang memiliki perlindungan paten sederhana
dengan No. 1D.0.000.133 S merek ORPHA milik saksi Frna Rusmawati dan
Mesin Peforasi merck BRAVO milik Terdakwa Drs. Erman FHlathi v(P'l‘. Truno

Bravo) menyimpuikan kedua mesin terscbyut adalah sama_persis. Mesin
4 L

perforasi milik Terdakwa dengan merek BRAVO tersebut menggunakan

prinsip kerja yang sama sebagaimana tercantum dalam rincian klaim pada-
e - A ,

alag yang telah mendapat perlindungan paten sederhana No. 10.0.000.133 §

t
5

milik saksi Erna Rusmawati.-' .‘yakni alat pé'lii"or;"tsi' secara electric yang
memiliki dynamo atau elektro motor (8) untuk mengarsip lembaran-lembaran
kertas menjadi suatu dokumen dengan cara melubangi dengan jarum-jarum
_dan sekaligus membentuk nomor berupa angka dan/atau huruf-huruf, dimana
alat tersebut terdiri dari besi kanal LU 80 mm dan 120 mm, plat baja dengan.
ukure-m‘ W, 1, 3, 5,-10‘ 17 mm, behel aAlu»miniuvm dengan ukuran 10 mm 3, W,
YA, 1,5 inchi, plat baja ukuran 6 mm, wiber dan jarum ukuran 1,0 mm,

dicirikan bahwa alat pengarsip ini mempunyai pelatuk (14) untuk menahan
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-

pergerakan mekanis yang akain mendorong jarum, dimana pelatuk (14)
tersebut ‘ditarik oleh alat solenoid (15) yang diperintah melalui penekanan

tombol atau switch (4) ketika akan dilakukan proses pelubangan/pengarsipan,

9. Dltegaskan oleh Ir. Mahruzar sebagai saksi ahli, penooumm klaim atau

"-—/

R

memakal klaim pada alat/produk yang ada dalam scrtlﬁkat _paten No.

‘ID'.0.00.,133 S tersebut tanpa seijin pemegang sertifikat paten yang sah

— e e et

tersebut merupakan pelanggaran sebagaimana kctentuan pidana dalam Pasal
o ————————— . *

.13] Undang Undang No. 14 Tahun 2001 lcntanu Paten;

10 Tfalxdakwa Drs. Erman" Hafm telah telah membmt ‘“E‘),‘:‘:.Elll‘ﬂﬂ“ rw

N 'f'-"{}menyemhkan atau menyediakan untuk dijual produk yang (hberl paten yakm

g i e AT

' mesih pcrforasi dcngan sertiﬁkat paten sederhana No. 1D.0.000.133 S untuk

kepentmoan komersnal dan keuntungan prlbadmya tanpa scmn pemegang

st g oo s e

paten yang sah sehingga . merungn pemegangnya yakni swksx Erna
Pate il ma_..

ey

QUSRI A sy e

------- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan dxancam pldam da]am Pasal

131 jo. Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 14 T ahun 2001 Tentano P'lten

¢

\/Sctelah menerima Eksepsi dari Penaschat Hukum ’Ferdakwa terhadap Surat

W ———————

Dakwaan tersebut;
v Setelah n{lcl:v:x»le;l"im.a tanggapan terhadap El\scpﬂl tersebut l(lari Penuntut Unuﬁn;
(2 Seteliah menjatuhkan Putusan Sela atas Ekscpsi tersebut, yang pada pokoknya ©
-amarnya scbagai berikut :

1. Menolak Eksepsi/Keberatan Penasehat ]Iul\um Ter dal\wa schuuhnya

T sy

T crpmR

| S8

..Menyatf}kz’m ‘Pengadilan Negeri Jakarta™ Timur’ buwcmnu menu.lksa dan:

st

- -
o - e T T

mengadm perkara ini; !
et e €T . )

AR Bt

3]

3. Memerintahkan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan,

s e Sttt ST Raaatestnd \s-...«—a»—"""'"

Setelah menerima dan memeriksa surat-surat bukti serta barang-barang bukti

RT o W Ve e —-, —
I Y e e w

yang dl'\juk'm dalam pemeriksaan perlnra ini;
M

wet—
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Setelah memeriksa/mendengarkan keterangan saksi-salksi;
Setelah memeriksa/mendengarkan keterangan Terdakwa;

Setelah menerima/memeriksa surat-surat bukti yang diajukan oleh Terdakwa/

Penasehat Hukumnya;

Setelah mendengarkan-pcmbacafntau_ Tuntutan Pidana-dalam

SRR "

perkara ini, yang pada Requisitoir tersebut 'P@untut Umum pada pokoknya
b R

berpendapat dan berkesimpulan serta menuntut agar perkara Terdakwa diputus

déngan amar-: ; B e
.// \,".}24'__.,.«~ : ) "'.‘ . g ) - 5 B P
sy - .. 1."Menyatakan Terdakwa Drs. Erman Hafni selaku Direktur PT. Truno Bravo
af il S B { - :
i . . . : :
- ( L bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak
EAN SRR . . B S—
S : B ’ R N 2 ! . 4 g . :
", pemegang naten sederhana No. 1.D. 0.000.133 S tanggal 29 Agustus 1996 atas
C—— " o . . : :
nama Erna Rusmawati dengan melakukan tindakan membuat, menjual
menyerahkan atau menyediakan untuk dijual atau diserahkan produk yang diberi
—— o . : ;
paten sebagaimana diatur dalam Pasal 131 jo. Pasal 16 ayat (1) huruf a UU No.
14 Tahun 2001 Tentang Paten dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Erman Hafni selaku Direktur. PT.
- Truno Bravo dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah
; et o
Terdakvya' segera ditahan, denda Rp.B.OO0.00}Qi_‘(tiga juta rupiah) subsidair 2
(dua) bulan kuruq;g_:lq;
aaradon’t
3. Menyatakan barang bukti berupa : ~--weeecececomeoeoeeooe o

l.‘ 2 (dua) unit elektrik perforator yang sudah selesﬁi/sUdah jadi, yang vsa;tu
merek Bravo Parforator dan yang satu lagi belum ada mek;

2. ] (satu) un_it elektril‘c perforator yang baru selesai 80."/_9;

3. | 1 (satu) unit elektrik perforatér yang baru selesai 20 %; -

4, 4 (empat) buah bering depan belakang;

5.. 2 (dua) buah polly besar kiri dan kanan;

7 |
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6. 2 (dua) pasang terdiri dari 4 (empat) buah mahgkok bering depan
) belakang; | ‘ #

7.1 (satu) buah sclenoid:

8. 1 (satu) buah dynamo ¥ PK merek Hitachi:

9. 1 (satu) tutup bodiA;

10. 1 (satu) buah die blok:

11, 1 (satu) sct-centric tanpa gigi;

:' "‘\'1'2"-3\‘1 (satu) buah as gigi belakang;

3. 4

'x,: ]3'; ,1} (satu) buah as garbu;,

16, 1 (satu) buah dudukan rangkaian;

17.'..'1 (satu) unit mesin perforasi kertas merek Bvravo Perforator type-234
elektrik 2'baris (huruf & angka):
18. 1 (satu) lembar asli brosur Bravo I.’eri’o.ratorll’T. 9r run}o Bravo;
19. 1 (satu) lembar asli surat penawaran harga PT. Truno Brzxvo; .
20. I (satu) lembar asli daftar harga PT. Truno Brz\vo;b
21._5?1 (satu) lembar asli beri.ta,,acara ];éllyet“a]1zli1 barang PT. 'I’runb Bra‘v0'
22. ‘] (satu) lembar asli kuxtansn pembayanan lanowal 27 Apnl 2003 PT. Truno
B_ravo_.
cl'irampar untuk dﬁnuasnahkan;
23. Asli sertifikat paten sed(:rhand a.n. Erna Rusmawati No. 1D.0.000.133 §
| ang"al 29 Agusrtu's; 1996 dan copynya;
. 24, ASll 1 (satu) diskripsi peralatan dari suatu mesin perfora51 dan copynya;
' leembahl\'m kepada Erna Rusmawati,
4. Menetapkan terdakwa mu selal\u Direktur PT, Truno Bravo
dibebani blaya perkara sebesar Rp.1.000,- (scn bu 1upmh) |

-8
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Setelah memberikan kesempamﬁ kepada Terdakwa/Penasehat Hukumnya
untuk menanggapi Requisitoir tersebut, yang untuk itu Penasehat AHukum Terdakwa
mengajukan;Nota Pembelaan tertanggal 26 April 2004;
Meninﬂja_ng{ bahiva dipersi.dangan telah diajukan {mrang bukti berupa : «-----
I 1 (satp) unit mesin Perforasi kertas merek Bravo Perforasi type BP-234 produkst
PT. Trun‘o Bravoi -

2. | (satu) unit mesin Perforasi kertas merck Orpha Perforator produk P71

Orphanindo Tamamulia;

: \ '

33 -2:4(dua) unit mesin Perforasi elektrik yang sudah sclesai/sudah jadi, yang satu
| : :

% %' . ‘merek Bravo Perforator, sedang yang satu lagi belum ada mereknya;

47 (satu) unit mesin Perforator clektrik yang baru selesai 80 %; -

’

S. ,l (satu) unit mesin Perforator elektrik yang baru selesai 20 %;
6. 4 (empat) buah bering depan belakang;
7. 2 (dua) buah polly besar kiri dan kanan,
8. 2 (dua) pasang mangkok bering yang terdiri dari 4 (empat) buah mangkok bering
. depan belakang; .
9. 1 (satu) buah solenéid;
10. 1 (san;) buah dynamo 1/4PK merek Hitachi;
. 11. 1 (satu) tutup body;
12. 1 (satu) buah dic blok;
13,1 (satu) set centric tanpa gigi;;
14. 1 (satg) bﬁéh as gigi be]akt}ng;
15. 1 (satu) buah as garpbu.;
16. 1 (satu) potong rantai gigi (panjangnya kurang lebih 30 cm); -
17.1 (satﬁ) buéhdudukan solenoid;

2 18,1 (satu)";'buah dudukan rangkaian;

9.
Peranan Pengadilan..., Eva Susanti, FH Ul, 2008



Ménimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan surat-surat bukti

berupa : > oo e e e e ’--—«-—------------v- -----

1.1 (satu) lembar Sertifikat Paien Sederhan’a Nomor : 1D.0.000.133 S tertanggal 29
Agustus 1996, atas nama Zrna Rusmawati, beserta lampirannya diberi tanda P-1;

2.0 (sﬁtu) bendel diskripsi peralatan dari suatu mesin Perforasi untuk Paten |
Sederhana atas nama Erna Rusmawati dan Ibtocopynya, diberi tanda P-2;

b (satu) fembar brosur Bravo Perforator dari PT. Truno Bravo, diberi tanda P-3:

551

b | (satu) berkas Surat Penawaran Harga Mesin Perforasi Kertas dari PT. Truno

’ B‘_‘liaVO kepada Direktur PT. Garuda Internasional, tertanggal . 10 April 2003,
Lo

' j diberi tanda P-4;
i (//: v ’

:' -%satu) lembar Daftar Harga Mesin Perforasi merek Bravo.Pe‘rforator, diterbitkan

oleh PT. Truno Pravo, diberi tandé P-5

6. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : Ol4/BAPB/IV/Bravo/
2003-DH, dari Domi Hafhi kepada Dini, SE., tertanggal 27'-April 2003, diberi
tanda P-6;

7.1 (satu lembar Kwitansi pembayaran 1 (satu) unit mesin Perforasi kertas merek :

Bravo Perforator type BP’-234 Electric 2 lSm‘is_ (huruf dan angka) terté'ngga.f 27 o

April 2003, diberi tanda P-7. o

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi-saksi memberikah__keterangan sebagai

berikut ; ----- : Smemeemeee e et
I. Kenny Wiston, dibawah sufnpah pada pokoknya menerangkan -
B :

- baliwa saksi pernah melaporkan  Terdakwa ke Polda Metro Jaya karena
telah 111elakuk:in pelaana?an terhadap Paten Sederhana tentang peralatan
suatu mesin Perforasi untuk pembolong kertas atas nama Erna Rusmawati;

- bahlw(j pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa adalah terhadap klaim

penemuan pada Sertifikat Paten Sederhana atas nama Erna Rusmawati:

10
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- bahwa penemuan tersebut telah didaftarkan oleh Sdri Erna Rusn;mwati pada
tahup 1996, dan mendapat perlindungan selama 10 tahun;

- bahwa pada sekitar bulan April tahun 2003 Perusahaan Terdakwa PT Truno
Bravo telah membuat dan menjual mesin Perforasi yang cara kerjanva sama

dengan mesin Perforasi produk perusahaan klien saksi yaitu PT. Orphanindo
Co . —— T -

\v~
Tamamulia, sedang cara kerja atau tehnologi mesin Perforasi produk PT..

~Orphanido Tamulia telah mendapat hak Paten Sederhana atas nama Erna

R e

. Rusmawati;

A

. ‘i )
j - | ‘bahwa barang bukti berupa mesin Perforasi merek Bravo Perforator adalah
. ,"ll : e

13

roduk perusahaan Terdakwa yaitu PT Truno Bravo, sedang barang bukti

mesin Perforasi merek Orpha adalah produksi perusahaan Sdri. Erna

—— .

Rusmawati yaitu PT. Orphanindo Tamamuliai

e

- bahwa kedua mesin Pexforasn barang bukti Lusebut menurut ahli mesin

e

adalah sama, kesamaannya ada pada komponennya, pada cara kemnya dan

~— _ ot om o
pada bentuk desainnya. ,
e S,

- g . RN . S Ty
- bahwa Sdri. Erna berhasil memperoleh mesin Perforasi buatan pabrik PT.

Truno Bravo karena membelinya memlalui Pl C‘mudw Abadl Internasional,
(..amw. ~ . " e R el

2. Ema Rusmawatl dibawah sumpah pada pokoknya mencmnnkan e

bahwa s1k51 scb'lqal Ecml]lk zmu Jcmcgang hal\ Paten Sedcrhana “Pcu alatan

e et

dari suatu mesin Pel’fOfﬂSl

R

Rt

- bahwa sebagai penenwu dari peralatan pada mesin Perforasi terscbut adalah

e e A e,

aksi;

- bahwa baramz bukti belupa 1 (satu) unit mesin Pcriora51 merk Bravo

e T

Perforator adalah produk perusalman Terdakwa yaitu PT. Truno Brayo,

i e
S e

sedang barang bukti berupa 1 (satu ) unit mesin Perforasi merk Orpha adalah

gy

produk perusahaan saksi yaitu PT. Orphanindo Tamamulia; .
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- l)ahwa pe1 alatan penemuan saksn pada mcsm Pcriomw lexscbut qdalah tentang

e ——

e m—— N

pchtuknya yang belfum’sn 9eba<m1 pmahan gerak mclaaml\ dan |11\<1 pelatuk

- TS
i s e T

lcrsebut ditarik oleh solenoid (pcnusap) nnm >clatuk tusobut bc,n,uak d(m

v

mekanik akan mendorong jarum;
. ‘bahwa mesin Perforasi dari luar negeri tidak memakai pelatuk, jadi temuan..

- bahwa keunggulan temuan saksi adalah pnda carag kerjanya yang sangat

C ———e .

N sederhdna sel\alx sehingga mempcrmuda pekcrmn
, bahwa penqaunmn pelatuk tersebut saksi temul\m pada tahun ,993 tetapl'
TR e \/
l,);éru saksi daftarkan di Delektrorat Paten pada tahun 19\/

"":‘tallwa. sebelum §_aksi'memperoleh Paten Sederhana,tersebut.orang 1aip belum

ada.;ang menvl'prodtvjksi mesin Perforasi yang menggunakan. pelatl-jk;

- béhwa s?xlési telahA memproduksi dan menjual sendiri n%esin ]?e.rfdliasi.. dengan
mengs’,unakan tuhnolom Paten sedcrlnna yang sakst miliki;

Sl

- bahwa pada tahun 2003 saksi mendapat ini’ormasi dari bagian pemasaran di
perusahaan saksi bahwa mesin Perforasi yang sama dengan produksi
perusahaan saksi, telah beredar dipasaran, km'e‘na itu saksi melibatkan pi'hak
ketxga yaxtu PT. Garuda Abadi untuk membeli mesin Per forasi tersebut, dan' .

\
ternyata mesin Perforasi tersebut ada, dan sama dengan mcsm Perfoms.i:

- ————

produl~sn pclusahaan saksn. merek  dari m:an ‘terscbut aclalah Bravo
; R Sa—_——" f .

—

Perforator,
- bahwa mesin Perforasi merk*Bravo Perfortor tersebut mga menggunakan
pelatuk scbag,m pcmhan gerak mckamknya dan men;unal\an solenoid yang

akan menghisup atau menarik pclatuknya sehingga jarum  bergerak

membolongi kertasnya;
- bahwa mesin Perforasi merk Bravo Perforator adalah produksi PT. Truno

Bravo, dan Terdakwa adalah Pimpinan dari PT. Truno Bravo:

12
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!

- bahwa "Iuchl\\m tidak memiliki mn dari saksi dalam memakai peralatan

................... e
L.

y?ing telah saksi Patenkan;
- bahwa saksi merasa lﬁ&l&,ﬁi{gﬂkan akibat diproduksinya mesin.-Perfor'asi'_ _
oleh PT. Truno Bravo dengan mengguﬁakan téhnol&d Paten Sederha.h‘zvl yang
;11\51 mlhkl sebdb Paten Sederhana yanq saksi mrhl\l mcnclapwt perlindungan

selama 10 tahun terlntung, sejak tahun 1996 s/cl 2006;

B e ]

. bahwa perusahaan- saksi dirugikan oleh produksi mesin Perforasi PT. 'I‘ru:m

‘\

BI‘dVO selama 6 (enam) bulan berkisar Rp. 450.000,000,- jadi |tk| l (satu)
\ e e P et i,

tahun sebesar Rp. 900.000.000,-; V/

n—awawm

bahwa dalam satu tahun perusahaan saksi bisa menjual sebainyak 6O unit

L

mesin Perforasx

- bahwa mesin Perforasi banyak dipasaran;

bahwa keunggulan mesin Perforasi temuan saksi bisa elektrik dan bisa
manual,

Arief Bakhtiar Ambarita, dibawah sumpah pada pokoknya rienerangkan : --- -

(9%

- bahwa sekitar bulan Januari 2003 pimpinan di perusahaan tempat saksi
bekerja yaitu Ibu Erna Rusmawati pernah memberi tahu bahwa telah terjadi
pelanggaran Paten atas nama _Jlbu Erna Rusmawati setelah saksi mencari

e T e

informasi ke Kantor ‘HAKI temyatn@wa mcnvalukan pennohonan >

.terhadap suatu, mesin Perforasi, selanjutnya hal tersebut saksi

laporkan kepada Ibu Erna Rusmawati;

- bahwa saksi juga mendapat informasi kalau PT Truno Bravo vyaitu
perusahaan yang dipimpin oleh Terdakwa memproduksi mesin Perforasi;

- bahwa mesin Perforasi produk PT Truno Bravo menciplak mesin Perforasi
produk PT. Orphanindo Tamamulia melalui 2 orang mantan karyawan PT.
Orplanindo Tamamulia yang bernama Haryadi dan T opan: Haryadi berhenti

W““‘“‘«N’—M .
bekerja dari PT Orphanindo Tamamulia Se_]dI\ bulan Januari 2003:
13
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- bahwa saksi kurang tahu siapa yang menjual mesil Perforasi merek Bravo

Perforator.

4. Ruly Ardiansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan : ---s-omm-eemooo v

. bahwa- pimpinan perusahaan PT. Orphanindo Tamamulia adalah Ema
Rusmawati;

- bahwa Erna Rusmawati adalah adik kandung saksi, la sebagai Pemegang -

"""" et _,xw.....m’.a-—m

T L

Paten Sederhan atas suatu peratatan pada mesin ch (masn yang dipatenkan=

nya adahh bagian platuknya : : ‘ :

'\ 3

bahwa saksi tidak tahu apakah mesin Perforasi produk peruswhaan lain

memak'\l pelatuk atau tidak,

S T bahwa . mesin Perforasi produk PT Orpanindo Tamamulia adalah

lebih dahulu memasuklcan kabel power, dan kunci kontaknya dnputar kekanan,

ENPNEES
e e e AT N, e et e S

aml\nya tctapl '

kemudian mesm bekerja tctapn pchtul\ mcndlnn gemlx mek

e

b b
S e

vt S eainsi,

apabxla kertas lchh mcnyentuh swntch maka solemod _menarii. pelatul,

schmg,j,i putalan mckamk mendorung jarum untuk menusuk kertas

LS e T e SIS

1

bahwa }Idlyadl dan Topan adalah mantan karyawan PT. Orphanindo

Tamamuha Haryadn cukup lama bekerja sebagai tukang bubut;

e i

- bahwa saksi menerima informasi kalau PT, Truno Bravo telah membuat dan

m‘enjual mg‘:sin Perforasi dengan memakai merek Bravo Perforator adalah

qe;ak bulan Pebruan 200)

" bahwa I’impinan PT. Truno Bravo yang memproduksi mesin Perforasi merek

Bravo Perforator adalah Terdakwa;

bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan ini berupa
| (satu) unit mesin Perforasi merek Bravo Perforator adalah pfoduksi PT.
Truno Bravo, sedang barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin Perforasi merek

Orpha adalah produk PT. Orphanindo Tamamulia; ‘
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v r/-—" . :

. /7
§. . . e - N e .
bahwa 1\151 mesin Perforasi merek Bravo Per(orator dcngnn(m mestn
: -

Perforasi merk Orpha;

4. Haryadi bin Hasan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan : --=-=-----vv----

- bahwa saksi bekeua pada PT. Truno Bravo sebagai puancanw dcsam Jdan

R

 mesin Perforasi procuk PT. Truno Bravo;

= Bravo;

bahwa PT. Truno Bravo bergerak dalam bidang usaha perdagangan umum

pengiriman TKW,  sedang  produksi mesin Perforasi dilakukan hanya jika

yada pesanan saja;

\
] g . i O P
}l};hwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan ini berupa

llxzesm Pertorasi .merk Bravo Perforator adalah benar produksi PT. Truno

3
1

bahwa pembuatan mesin Perforasi produksi PT. Truno Bravo saksi kerjakan

di luar dan saksi pesan kepada tul\mw bubut;.

bahwa platuk sebagai penahan gerak mekanik yang terdapat pada mesin

‘Perforasi tersebut juga saksi pesan kepada bengkel bubut;
..

e —r——— -

bahwa setelah semua peralatan yang saksi pesan selesai, baru saksi

bahwa sebelum’_vbekerjaA di PT. Truno Bravo, saksi pernah bgkerjabdi. PT,

Orphanindo Tamamulia sebagai tchnisi mesin Perforasi, kemudian berhenti,

lalu saksi bekerja di PT. Truno Bravo;

bah‘wav ketika saksi bekerja di PT. Orphanindo Tamamulia, PT. Orphanindo

Tamamulia sudah membuat mesin Perforasi elektrik yang ‘menggunakan

o

platuk yang 1esin Perforasi- 'ﬂ:lmC]\ KO\J Ploduk JeE_ww\padq waktu

Easesesto exscase S B

itu Ptmpman PT. Orphanindo Tamamulia yaitu alm. Drs. Zainal Arifin

s

(orang tua dari Bu Erna Rusmawati) menyuruh saksi untuk meniru atau

s
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menciplak peralatan pada mesin Perforasi merk KON type 112 yang berasal
dafi Jepang, daﬁ saksi bersama-sama dengan Pa_l_;_’Z”fi.inal Asifin melakukan
pembongkaran terhadap mesin Perforasi tersebut, S(‘:Ial]jl.].t'l.])"-itl.wgéiLl persatu
dari aiat mesin tersebut :saksi buatkan gambar peralataniya, lalu kami
mencari bahan dan .alat-alattiyang akan digunakan,i I<en_1udian -dibubu_t sesuai
dehgan peralatan mesin KON type 112, baru dirakit, dan ternyata bérhasi!
mctii}\buz;l mesin Perforasi terscebut;

bahwa pada waktu saksi meniru/menciplak dan melakukan pembongkaran

y , ."-'}u<esin KON type 112 buatan Jepang tersebut, disaksikan oleh anak Pak
I AR Y

H i B ,;,i q 8 » o .
R Z,,amal Arifin bernama Muhamad Tofik dan Ruly /\rdmnsyah'

i yors . e
R [

“bahwa setelah sal(51 berhasil membuat mesin Puiomsn uxuan dau _mesin

Perforasi merk KON type 112 buatan Jepang, lalu Drs. Zainal Arifin sebagai
pemilik PT. Orphanindo Tamamulia memproduksi mesin Perforasi, dan

hasilny_a dijual ke Dispenda di seluruh [ndonesin;

- bahw1 mesin Perforasi merek Orpha jenis Mahual dan ]"lektnk bukanlah
— -

- hasnl' temuan Ibu Lma Rusmawati selaku Direktur PT, Orphzinindo

I'amamuha pada saat ini, oleh karena tchnologi mesin itu sudah ada padd N
/""'*'«—--—.‘... i s /

¢ o e i 4 e e U .‘i_\_;‘\

mesm I’erfo.asx merk KON Jems “lel\ml\ clan Manual buatan Jcpang \

-+ bahwa saksi lxdak tahu apakah peng gunaan pclaluk pada mesin Perforasi

¥

telah di'patenkan oleh orang lain;
- bahwa Pimpinan PT. Orphanindo Tamamulia pernah menegur CPT. Truno
Bravo tentang diproduksinya mesin Perforasi tersebut;
- bahwa pekerjaan untuk membuat mesin Perforasi pada PT. Truno Rravo
adalah atas inisiatif dari saksi sendiri, ketika itu saksi yang menawarkan

— :

~kepada Tel"dakyva selaku Pimpinan PT. Trino Bmvo ag,ax memprodu}m

mesin Perforasi karena saks dapat membuat mesin tersebut;

{6
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- . bahwa yang bekerja membuat mesin Perforasi di PT. Truno Bravo adalah
»*

saksi, dan untuk pekerjaan itu saksi mendapat gaji dan bonus serta saham 5%;,

- bahwa selama ini kami baru membuat 10 unit mésin Perforasi;

5. Mohamad Topan Sudrajad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan : -----

bahwa saksi bekerja pada PT. Truno Bravo pada bagian penjualan atau

pemasarain, : . : -

- bahwa scluruh keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan di Kanter

“Polisi adalah benar;

\.'.\'4 - ) . * ~ . ’ e
:bahswa PT. Truno Bravo pernah memproduksi mesin Perforasi, dan saksi
bt s ‘

L.

A ; R
/pemah mempromosikannya tetapi belum ada yang Iaku:

T —————a

“zbahwa PT. Truno Bravo baru membuat mesin Perforasi jika ada orang yang
; , ] gyang

memesannya, jadi tidak tersedia stocknya;

- bahwa Terdakwa adalah Direktur PT. Truno Bravo, tetapi Terdakwa tidak
mempunyai pere‘m dalam pembuatan mesin Perforasi tersebut, sebab jika ada
orang yang memesan mesin Perforasi, maka ‘pes'anzm tersebut melalui bagian
market'ng, kemudian bagian marketing yang meneruskan pesanan tersebut
ke_pada Haryadi dan Wunthk dibuat;

- vba{hv\&a saksi Mupaka_h mesin Perforasi merk Bravo Perforator .ada
Patennya atau tidak; :

—

- bahwa yang bekerja pada bagian marketing di PT. Truno Bravo adalah Domi

———

‘Hafii dan saksi;
: -

- bahwa yang bekerja membuat mesin Perforasi tersebut adalah Haryadi, Pendi,
[ TSI S e A

Sunaryo dan Erik; .

e

- bahwa Domi Hafni pernah menjual mesin Perforasi tersebﬁnt kepada PT.

Garuda Abadi: 4
"—”\\_____ !

17
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- bahwa sebelum bekerja di PT. Truno Bravo, saksi pernah bekerja di PT.
Orphanindo Tamamulia, saksi keluar dari perusahaan rer’sebut sekira bulan
M‘ei.2003; |

- bahwa saksi tidak tahu apakah Ibu Erna Rusfnawati sebagai Pemegang Paten
‘Sederhana atas penggunaan pelatuk pada peralatan mesin Perforasi tcr:sé_bu:t;

Sunaryo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan ; T

- '"bahwa sakéi bckerja sebagai tukang, as pada PT. Truno Bravo;

( ».\",",' - - ‘bahwa dalam pembuatan mcsmPerforasx di PT. Truno Bravo, saksi hanya
SN 'membuat body-nya saja, sedang yang bertanggungjawab dalam pembuatan
\" "T ‘ v . .‘r' \\._4
. mesin Perforasinya adalal Haryadi:
———— S~ 4

- bahwa saksi bary saja bekerja di PT. Truno Bravo, sedang sebelumnya saksi
pernah bekerja di PT. Orphanindo Tamamulia, saksi berhent; bekerja dari PT.

Orphanindo Tamamulia pada tahun 1998;

1

- bahwa body mesin Perforasi yang saksi buat baru 6 buah:

1

Tt B
- b'lhwa body mesin Perforasi tersebut bary dnbuat}ika ada pemesannya;
/____,__—-———/—-\___-____—/_

- bahwa saksi tidak tahu apakah mesin Perforasi yang saksi kerjakan ada
Patennya atau tidak:

- Bahwa yang mengcrjakan pembuatan mesin Perforasi pada PT. Truno Bravo

adalah I:[ar_yﬂdl, Pendi, dan Budi, sedang T'e:’dabvahanya membiayai bahan-

bahan pembuatan mesin Perforasi tersebut:
ety e AT

7. Nofri_bin Rumia, dibawah sumpah pada pokoknya MeENErangkan ; —se-eeceememmeee.

- -bahwa ;glgg\belcexja ‘setagai karyawan  PT. Truno Bravo pada bagziau
marketing sejak bulan Pebruarr 2603«

- bahwa yang merancang dan membuat mesin Perforas; di PT. Truno Bravo

ad'al:a:h Haryadi;

)

- bahwa yang perna'h memesan mesin Perforasi kepada PT. Truno Bravo

18
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Domi 1afn'. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

bahwa jumlah mesin Perforasi yang pernah dijual oleh PT. Truno Bravo ada

scbanyak 5 (hma) L_lmt

bahwa yang saksi ketahui tentang mesin Perforasi buatan PT. Truno Bravo

adalah bahwa PT. Truno Bravo telah xl\;c_)}wd‘aﬂarkan lgiaﬂl I{\i@ aias
. : T T e
mesin Perforasi tersebut kepada Dircktorat HAKI, Departeman Kehakiman

dan Ham, sedang tentang Petennya saksi tidak tahu:

bahwa saksi tidak tahu apdkah ada orang lain atau perusahaan lain yang tela:

‘\-'memcgang Hak Paten atas mesin Perforasi tcrseb'nt'

'bahwa PT. Orphanindo Tamamulia peinah mcnn-ulalm PT. Truno Bmvo

7

‘ tentang mesin Perforasi, saksi mengetahui hal ter sebut setelah saksi dipanggil

oleh Polisi untuk menjadi saksi dalam perkara ini:

bahwa harga 1 (satu) unit mesin Perforasi buatan PT I’tuno Bravo sekitar

Rp.53.000.000,- s/d Rp.58.000.000, -

bahwa saksi ti(‘iak pernah menjual mesin Perforasi' kepada PT. Orphanindo

Tamamulia, yang pernah menjualnya adalah Paj:ﬁQgﬂn_\_xi[‘a{nl

bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan Haryadi untuk membuat mesin_

Perforasi, tetapi mesin Perforasi tersebut dibuat jika ada pesanan dari luar
. : e

kepada -bagianmarketing. Jadi jika ada pesanan. atau permintaan terhadap

mesm Purfmasn maka pesanan tcrscbur saksi sampaikan kepada Pak Domi

Hafni, lalu Pak Domi Hafni menyerahkan pembuatan mesin Perforasi

tersebut kepada Haryadi, setelah selesai mesin Perforasi-nya dikirim melalyi

paket Cargo;

bahwa PT. Truno Bravo tidak menjual mesin Perforasi ke pasaran umum;

bahwa setelah PT. Orphanindo Tamamulia mencgur PT. Truno Bravo, maka

) # . . : . . .
PT. Truno Bravo tidak lagi membuat mesin Perforasi karena tidak ada

pesanan.

.........................
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h
H

bahwa saksi bekerja di PT. Truno Bravo sejak tahun 2003;

bahwa saksi pernah memasarkan mesin Perforasi merek Bravo Perforator ;

bahwa mesin Perforasi Bravo Perforator memitiki izin ml\ Disain Industri

e T T T

bahwa saksi bekerja sebagai Marketing pada PT. Truno Bravo dan sekaligﬁé
sgbagai penanggung jawab pada pembuatan mesin Pcrfora!‘s-iny‘a, sébab
orangtua saksi (Terdakwa) telah menyerahkan sepenuhny‘a‘_uiﬁsaq usaha
. \.mcs’m Perforasi tersebut kqmda saksi;
: f'”‘{;éhwa jika ada mes‘in Perforasi yang laku, maka uang penjualannya masulf
' bpwda keuangan PT. Truno Bravo, |

" bahwa PT. Truno Bravo membuat mesin Perforasi sejak hhun 2003, sedang

———

=

bahwa saksi tidak tahu kalau bagian dari mesin Perforasi ini ada yang telah
di- Patenkan oléh 011ang lain; |

bahwa I’T‘ Orphanindo Tamamulia pernah me_ngkhim PT. Truno Bravo
tentang mesin Perforasi Yalxg dibuat Pl’ Trun.o Bravo, klaim tersebut pada
tahun 200’3,' ;etelah itu PT. Truno Bravo t_inc_lygvl_\;l\m%i‘nwmlmat mesin Perforasi;
bahwa mgsin‘[’erforasi tersebut dibuat dan dijual oleh PT. Truno Bravo atas
dasar pe%man orang la'ivn atau suatu instansi, jadi mesin Perforasi teréebut
tidak dijual di pasaran umum; . o
bahwa ide untuk memproduksi mesin Perforasi tersebut datang dari Haryadi,
semula la Ll-li\_{xg,dl} yang nwngaja‘k untuk bekerja sama untuk memproduksi
mesin Perforasi, akan tetapi Pak Erman .Hafni tidak meresponnya, lalu Topan
dan I-Iarxadi 'da;‘ang lagi menemui Pak Erman Hafhi, 'k'etika itu' Haryadi
mcngatat;an bahwa la s‘anggup membuat mesin Perforasi dan  Haryadi
. n.\emperlilmtkan desain mesin Perforasi hasil ciptaannyq, Ta juga mengatakan
“bahwa mesin tersebut hasil karyanya sendiri, dan untuk itt la sanggup

membuat pernyataan secara tertulis, karena Pak Erman Hafni percaya

20
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kemudian dibuatlah Surat Pernyataan Bersama (saksi memperlihatkan Surat

>

Pernyataan tersebut kepada Majelis Hakim dan Penuntut Umum);

v’

- bahwzi saksi tidak pernah melihat ketika Faryadi mengerjakan pembuatan

mesin Perforasi tersebut, sebab untuk pembuatan peralatannya la masih

menyerahkan kepada orang lain, ?

- bahwa mesin Perforasi produk P Fmno. Bnavo telah dld"d‘tarl\an Desmm )

) \_..._____‘_

P —

»\ S
B "'hw_‘a af saksi pernah menjual 1 (satu)v unit mesin Perfiorasi Elektrik
B v ll : :

I

<epada PT. Garuda Abadi Intc,masmn'll

. bahwa Pak Erman Hafni (l"mdakwa) t\ddk tcrhbdt dalam pcnjmldn mesin

Perforasi tersebut, sebab urusan atau pcnnLlolalmnnya telah diserahkan Pak

l-lerfnan Hafni kepada saksi;

bahwa yang pernah membeli mesin meomsx, produk PT. Truno Bravo,
dlantaranyﬂ adalah Dispenda Sumba Dispenda Nias, PT. Garuda Abad1
Internasional dit;

. bahw# dalam usaha mesin Perforasi tersebut Pak Erman I)einya menyiapkan
‘modalnya saja:-

o

bahwa menurut pengakuannya PT. Garuda Abadi Internasional membeli

~ mesin Perforasi itu u;mmmmgwwm. ) |
9. Parlag gu_t_a_n_]_ldubis SH.(saksi.abli), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
- bahwa saksi akan .nlexx_jelaskaxx pengetahuan saksi dalam perkara ini secara
hukum bukan dari segi .téhniknﬁlh; | |
- bahwa pada tang g,al 14 December 1996 yang lalu telah diberikan Hak Paten
Sederhe;ﬁa atas peralatan dari suatu mesin Perforasi kepada Sdri. Erna
Rusmawati, yang diklaim dalam Paten tersebut adalah apa-apa yang tertera

pada {)jgigdpsiny_q, hal terseb’ut dapat dilihat dari Abstrak-nya, schingga siapa

l
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)1ka dx ihat daup_ej\iyd mal\a akan (]Ibel 1k<m (hal\ stam ]ndustu

saja yang akan menggunakannya harus mendapat izin dari Sdri. Lrna

Rusmawati; v ' i

bahwa ketika permohonan Paten Sederhana tersebut diajukan oleh Sdri. Erna
Rusmawati, dilakukan pemeriksaan terhadap mesin-mesin pembandingnya

e — L

serbanyak S (lima)unit;

7T

\aahwa pemberian hak Paten dxlakukan Jnka dlhhat dan Yunosn% sedang

P S <.

" jika pa(la kedua mesin Perfoxasl yang cllajul\an sebagal baxano bukti

dlpcrsxdangan ini terdapat kcsqmuan funosmya maka telah tcrjadi
pel_zimiga_ran Paten;

bahwa meniru suatu produk  yang dipatcnkdn dll\atakan sebaozu suatu
pelanggaran apabila produk tersebut peuual belikan:

ba.l_nva b,arang siapa atau apabila ada suatu pc.rusahaan 'mela.nggar liak;
l)emegans [’ncn yang dimiliki scseorang, maka akan dil\;enakan Saﬁn*]iS’“Jﬂdl :
barang snapa dalam hal ini bisa Perusahaan Tcnbalas;

bahwa yang berhal: meng,aJuI\an permohonan Paten sehatusnya adalah
pencnpta atau penemunya atau perusahaam.ya

W\-—-‘—m—mm d

bahwa tentang cara kerja dari sualu mesin termasuk bldangD Pdtcn
“ e e et mascas

en e bitin,

bahwa jika pcncmu -nya adalah karyawan dari suaty Pperusahaan, maka nama

penemunya harus dicantumkan pada Surat Paten tersebut;

bahwa pemeuksaan pexmohonan penddﬂaran Paten selalu meryjuk pada

dokumen dokumen pemba )dmgnya

bahwa-a pemeriksaan paten dibiclang hukum  dilakukan Jika  terdapat
v-——"——’*'\\ - .

permasalahan hukum-nya.

10. Ir.Mabruzar (saksi ahli), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan : =-we-.
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- bahwa saksi adalah ‘cmcnks(i pcmbanchn" vada pada per mohonan Paten Scdeu Imna
e —’_\ __________

y:m'g dlaJukan oleh"Sdri. Erna Rusmawati;

- bahwa pada waktu melakukm pcnmlksmn petmohonan lelsebut terlebih

w*"‘\-.w s

dahulu saksi melakukan ;)exn’e’rfi_lg_saan__d_gt\a, du}a-(lata yang diperiksa tersebut

bisa datang dari Jepang, Eropa Amerika chn lain- lam ~yang  dikirim

s

\______/—-————"“\_\ .
persemester; :

+ \hahwa dalam pemeriksaan permohonan Paten tersebut tidak boleh terdapat

N

ken ripan dengan data yang, ada,
\

bahWa dalam pen crikSaan permohonan Paten yang diajukan oleh Sdri. Erna

Rusmawatl tidak terdapat mesin pembanding yang - clektrik;

—_— - e
- bahwa dalam pemeriksaan tersebut juga tidak terdapat prinsip kerja yang
) ; B = \ o ) _ S s o - .
. Rt PO
sama,

- bahwa kedua mesin Perforasi yang diajukan  scbagai barang bukti
dipersidangan ini fungsinya sama;
e~ L

- bahwa mesin Perforasi itu ada yang pakai dymmo dan ada yang tidak pakai
\».—--""‘" T s,

dynames A ,,

o«

- bahwa mesin Perfo:asx yang_elektrik pasti memakai elektro motor, hal ini
masih sama dengan mesin Perforasi yang lain, tetapl pad"t mesin Perforasf
yang lam tidak ada pelatuknya, pelatuknya tersebut berfungsi 'untuk menahan-’
gerak mekanik, dan pada mesin Perforasi yang lain juga tidﬁk memakai alat
solenoid yang berfungsi unluk menarik pelatuk lclscbut 5cdang, pada mesin
Perforasi yang dxajukan permohonan Patennya oleh Sdrl I:1 na Rusmawati
adalah mesin Per foras: elektrik yang memakai pdatuk yang berﬁmgsi untuk
menahan gerak mekanik, dan memakai alat solenoid yang ékan mbnarik

pelatuk: tersebut apabila kertas yang dimasukkan teldh menyentuh switch,

sehingga mekaniknyz bergerak mendorong jarum untuk melubangi kertas;

(394
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- bahwa penemuan Sdri. Erna Rusmawati dikatakan scderhana karena

ST—— S
’

merupakan perbaikan kecil atau hanya modifikasi,.
i e Ay

- bahwa dalam data base pada K;mtor Paten pada wa]\'.tul‘iht}.l{'_t.i_ldz}k.}ve'_rdeepat
mesin pembanding seperti yang: Penasehat Hukgm 1erdal<wapcrhhatkan
ga‘mbarnya. diperéidangaﬁ ini, ‘

- bahwa permohonan wﬂgngdimkan oleh Sdri. Erna I{'usnlawa.ij‘{?gk:‘u]“

=~ lerhadap  penemuan  mesip - Perforasinya  tetapi  terhadap  peneruan
A __——\“ T e e——

.fﬁeral;itarmya yaitu  penggunaan @/latuk'n ' sebagai penahan _gerak .

N

mekaniknya;.
"':‘"‘". ! . .
<4 Yahiwa saksi tidak tahu apakah badan hukum dapat  wempertanggung -

7’

- jawabkan atas suatu pelanggaran Paten, sebab pada Undang-Undang Paten

yang harus mempertanggung-jawabkan  pelanggaran  (ersebut  adalah
orangnya; "
S

- bahwa cara kerja suatu alat dapat dipatenk_an.:
-M@imbang, bahwa dipersidangaﬁ b crda»k‘wa pada pokoknya memberikan
keterangan sebagai ‘Berikut ;
7 bahwa jabatan Terdakwa pada PT. Truno Bravo adalah sebagai Dire,ktur;-
- bahwaﬂlw’T. Truno Bravo bergerak dibidang - usaha perdagangan umd"l'ﬁ_,
pehem_pataxf tenaga Igerja dan produksi mesin perforasi bei'da-sarkan Desain

mesin Perforasi'yang dimilki oleh PT. Truno Bravo:
bahwa PT. Truno Bravo telah memiliki sersetujuan Desain Industri-nya dan
. ) ) \\.—_ﬁ-~~———4’—~ .

- memiliki Izin Usaha secara Umum: |
- bahwa PT. Truno. Bravo memproduksi mesin Perforasi sejak bulan Januari
2003,

- bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu-menahu -tentang membuat mesin

' ) Cy e :
Perforasi tersebut, akan tetapi ketika itu ada orang yang bernama Haryadj
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datank kepada Terdakwa untuk mengajak berkerja sama memproduksi mesin
- Perforasi karena Ia sanggup membuat mesin Perforasi tersebut,

—

- bahwa Terdakwa tidak tahu Sl.l\(‘izilh berapa jumlah mesin Perforasi .yang dibuat
! \
oleh Haryadi karena untuk!peml;\u\z‘\tm mesin Perforasi l,ersebm.,dikcndalikan
oleh anak Terdakwa bernama Mn tetapi kir}éli—kvi,-a sudah 16 unit
termasuk diantaranya 4 unit yang disita olch I"olcl‘a.unt.\.ll\' pcn"l":.a“ra ini;
. bahwa pada PT. Truno Bravo tidak ada stock mesin Perforasi, sebab

p.N f]
o\ &, ». embuatannya batu dilakukan setelah ada pesanan;
‘,\/..-\( x 4 y < ] - R
s ,f\

I\
\ \bahwa sebclumnya Terddkwa tidak tahu kalau teknologi yang di mlml pada

i).

N /mesm Perforasx tersebut telah dipatenkan oleh orang lain, lerdakw{ baru:

.' meng,etahux hal itu setelah '1da yomphm dan Sdri Erna Rusmawati ada
sekitar bulan April 2003.

- bahwa sejak adanya complain tg;s-ébut PT.» Truno Bravo masili membuat
mesin Perforasi tetapi datam ben/tuk yang tidai@i utuh,. dan sejak bulan Agustus
2003 PT. Truno [}m‘vo tidak Iag.i memprodulksinya;

- bahwa mesin Perforasi yang sejénis (yang elelil{x'ik) (]an'yahg manual
sebelumnya memang sudah ada yaitu w&@\]\i ’[‘erdakw.a méngetahui hal
tersebut dari brqsur&rosurnyal tetapi Terda_kivu-tidak_ l1nermgéialeii‘ cara
kerjanya;

- babwa mesin I’erforasi yang sempat dijual oleh PT. Truno Bravo seﬁanyak 12
unit_dan 4 unit disita oleh Polda,

- bahwa- sebelum awal -tabhun 2003 PT. T-mno Bravo tidak Vper.nah-”

m‘empe’r'oqusi. mesin Perforasi, tetapi ketika itu Haryadi sudah mehjbuat_

ll]éS-i-?l Perforasi di 'i’unmhnya, lalu la mempertihatkan mesin Perforasi hasil
buatannya kepada Terdakwa, agar Terdakwa’ yakin la bahwa mampu

membuat mesin Perforasi; : !
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- bahwa Terdakwa tidak hafal sudah berapa unit mesin 'Perforaéi yang manga_l _
(lil;roduksi dan berapa unit mesin Pe;r[’orasi yang elektriﬁk telah. diproduksi
olel: PT. Truno Bravo;

- ba,h@a benar dalam memproduksi mesin Perforasi tersebut ada kescpakatan
antara Terdakw_a '.‘dan.:I-I.aryadi, yang mengerjakan pembuatannya gdalah
Haryadi, sedahg yang"- memodalinya adalah Terdakwa, dan untuk usaha

RS terscbut dipak;\i PT .|I1I\ilik Terdakwa (selanjutnya Terdakwa menycrahkan

* v'{"’ ﬂ\‘ l"\ ‘\
i tq.;ocol)y Surat tersebut kepada Majelis Hakim);

bahwa setelah terjadi kesepak'\tan tersebut, lalu Terdakwa mencek ke Kantor
i

R HAKI. tentang rencana memproduksi mesin .Ifert‘ox'asi tersebut, oleh pihak
:‘ HA,KI’ ;nempersilahkan Terdakwa untuk rencana tersebut;

- bahwa peran Terdakwa dalam memproduks: ‘mesin Perforasi terscbut hanya
sebagai Pengawas karena Tcrdal\wa selaku Pemodal-nya;

wmmnh

- bahwa yan m‘embmt mesin Perforasi tersebut adalah Haryadi ol
ahwa yang é . as s' adala Mg,sedax1 yang

menjualnya adalah Nofri dan bagian Marketing:
- bahwa ketika Terdakwa mengajukan permohonan Paten ke Kantor hAK,

/~ oleh pihak Kantor HAKI menyarankan saya agar mcnmuukan p(,rmohonzm :

Desain Industri-nya;
S ElaL L

- bahwa = dalam mengajukan permohonan  tersebut Terdakwa melalut

~——r v

Konsultan;

A et

- bahwa usaha Terdakwa pada PT. Truno Bravo memiliki tanda dafiar Desain

Industri dan SIUP,,,M .

U i

- bahwa Ibu Erna Rusmawati mengklaim Terdakwa hanya mclalun IIAKI Jd(ll
tidak langsung kepada Ieldakwa karena prosudurnya demlklan Ialu HAKI
mcnerusl\an Klaim tersebut kepada PT. Iruno Bravo:

- bahwa 1bu Erna Rusiﬁawati ketika itw mengajukan klaim karena adanya

- v

permohonan Desain Industri dari Terdakwa ke Kantor HAKI, jadi bukan-
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kargna PT. Truno Bravo mcmproduksi mesin Peri-‘ora.si tersebut, karena itu

/
»

mda saat ada klaim tersebut pembuatan mesin Per fOl’Rl tidak dihentikan;

- bahwa pada penawaran mesin Perforasi tersebut tidak ada nama Terdakwa;

. bahwa Terdakwa tidak pernah membantu dalam membuat mesin Perforasi

terscbut;

. bahwa atas usaha produksi mesin DPerforasi tersebut PT. Truno Bravo

s \«Memmban bahwa untuk pembelaannya dipersidangan pihaﬁk Terdakwa/
L f :\Pgﬁgaschat Hukumnya mcngajukan surat-surat bukti scbagai bcnkut ----------- e
- 1. selembar Surat Pernyataan, yang (hbuat dan ditanda tangani oleh
Haryadi, tertanggal 1 S‘Kgustus—ZOOS; diberi tanda T-1, |
2. selembar Sur‘at 'Pengal-:u;‘m, yang dibuat dan ditanda tangani oleh
L{aryadl tertanggal 12 Maret 2004, diberi tanda T-2;
3. Aselembar S:Jrat Pernyataan, yang dibuat dan ditanda tangani oleh-
Sunaryo, tertanggal 16 Agustus 2003, dib.erftqnda T-3;
4. wv'selembar' Surat Keterangan, diterbitkan oleh PT. DJASTA, teftanéga‘l
h 02 April 2004, ‘dibéri tanda T-4; B
5. selembar fotocopy Surat/Fa\ dari PT. DIASTA kepada Bp. Willy
INTISARI, U: Pandang, dlbcntanda T-5;
6. selembar fotocopy Gambar Krangka/Sketsd mesin Perforator merkl
KON type 112, di‘bcri tanda T-6;
7. selembar fotocopy Brosur “New !l Model 112 Series Orpha Electrical

 ICon Industrial Co., LTD., diberi tanda T-§;

mendapat keuntungan.

Perforatrmg Machme dltelbttkdn olch Distributor PT. Orphanindo

'I’amamulia, diberi tanda T-7;

'selembar fotocopy Brosur New Kon Perforators/d&terbitkan oleh New

/
}:
!
{
!
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9. selembar fotocopy Brosur “New Model 112 Series KON Ellectrical .
»  Perforating Machine”, diterbitkan oleh New Kon Industrial CO..
LTD.,, f;libe.ri tanda T-?;
10. selembar Brosur “New Orpha Perforator”, diterbitkan oleh PT.
| Orphanindo Tamamulia, Ji. Johar Baru Utara V1/35, 021-4204938,
diberi tanda T-10;

11.2 (dua) lembar photo 11;esin Perforator typc 112, diberi tanda T-11;
12 3 (tiga) lembar photo mesin Petforatox type 112 milik Dispenda

Ujung Pandang, diberi tanda T-12.

SVAREN selembar Surat Penawaran Harga Mesin Pmtomtm merck KON dari

PT. Djasta kepada Bapéik"Herman, tertanggal 25 Maret 2004, diberi
tanda T-13;

I4. 1(satu) berkas fotocopy Surat Pernyataan Bersama, yang ditanda
tangani oleh Haryadi scbagai pihak Pertama dan Drs. Erman Hafni

sebagai pihak kedua, tertanggal 02 Januari 2003, dlben tanda T- 4.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas dihubungkan

dengan surat-surat bukti serl‘a barang-barang bukti yang diajukan dalam pemeriksaan

perkara ini serta dlhubun;,kan pula dengan kctexdngan I'erdakwa, maka diperoleh

fakta sebagm bcrlkut

bahwa benar Terdakwa adalah sebagai Direktur PT; Truno Bravo;

- bahwa benar PT. Truno Bravo pada sekitar tahun 2003 memproduksi mesin

Perforasi elektrik productlon code BP.234 dengan merek Bmvo Perforator;

- bahwa benar mesin Perforasi merk Bravo Perforator elektrik production code

BP. 234 mcnggunakan peralatan berupa “pelatuk” yang berfungsi sebagai

penahan geraknya mekanik, dan menggunakan “solenoid” yang berfirngsi

untuk menarik pelatuk tersebut apabila kertas vang . dimasukkan telal

b=
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menyentuh swicht, sehingga mekaniknya bergerak méndorong jarum yang
akan’melubangi kertas:

- bahwa benar Sdri. Erna Rusmawat; memiliki Sertifikat Paten Sederhana No.
DO 000 133 S Tanggal 29 Agustus tentang “Peralatan Dari Suatu Mesin
Perforasi”;

- bahwa ciri peralatan mesiin Perforasi pada Diskripsi permchonan Paten

.Scdcrhana yang diajukan olch Sdn Lrna Rusmawati adalah alat pengarsip

mempunyai platuk untuk menahan pergerakan mekanis. yang akan

mendorong jarum, bila pelatuk terscbut ditarik - oleh alat solenoid yang
diperintah melalui penekanan tombol'.atau swicht ketika . akan  dilakukan

proses pelubangan;

~

Menimbang, bahwa setelah_ diperolei fakta tersebut ditas, »s'e_‘ltanjt‘lmya akan
dipertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalalkan te;lah m.elakukan perbu;xta}bnl »
sebagaimgnd didakwakan‘oleh Penuntut ‘Umum;

Menimbang, ‘bahwa untuk. menyatakan T.eljdakwa terbukti bersa'_léi_h
melakukan tindak pidana tersebut, maka harus dibuktikan. bahwa perbuatan
Terdakiva telal; lﬁemenuhi semua unsur ]lEll(Ll-l]) dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didakwa déngan dakwaan
tunggal . melakukan perbuatan melanggar keteniuan Pasal 13 jo. Pasal 16 ayat (1)
huruf a Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten:” -

-Menimbang, bahwa bunyi ketentuan Pasal 13| Undang-Undang No. 14
) ——— e
Tahun 2001 Tehtang Paten adalah sebagai beriku -

“Barang siapa dengan sengaja dan tanpa_hak melanggar hak Pemegang Paten

Sedehana dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 16 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun

dan/atau denda paling banyak Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta

’

rupiah)”
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Sedang “kentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang~Undz\ng No. 14 Tahun 2001
. .

Tentang Paten menyatakan :

Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Paten yang

dimilikinya dan melarang pihak lajn yang tanpa Persetujuannya ; wemeeeeo.... -

a. dalam hal Paten produk : membuat, menggunakan, menjual, mengimpor,
menyewakan, menyerahkan, atay menyediakan  yntyuk dijual atau

disewakan atay diserahkan produk yang diberi Paten:

Me’himbang bahwa dengan demxklan perbuatan yang melanggar ketentu_p

:‘.) A

Pasal 131 jo Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 14 Tahun 2007 T Yentang

Paten adalali berkisar dan sekitar telah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan

e

tanpa hak melanggar hak Pemegang Paten Sederhana”, scdang(unsu “Tnsur huku\'h
gar_hak Pemegang £aien oederhana

yang !erkandung didalam tindak pidanatersebut adalah : seemmeeeoe

]'.., Barangsiap-a; AV

2. dengan sengaja ~

3. tanpa hak melanggar hak Pemegang Paten Sedcrha_na; \/V
ad. 1). Tentang un-sur hukum vke_-l Bagmg_ﬁap_@) ; | l

Ménimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” atauy subyek
hukum dalam 1lImu Hukum Pidana, semula adaléh hénya manusia (natuurlijke
per soonen) yaitu siapa saja atay siapapun atay setiap orang yang jika dipandang dari .
segi hukum [ mampu mempertanggungjawablkan perbuatannya, Akan 'tetapvi didalam
pexkemban(rdn hukum pxdana selanjutnya bukan hanya manusia yah.g dianggap
sebagai subyek hukum, Dalam berbagai per Lmdang, undanvan badan__hukyy,.

j

dtcantumkan sebagai subyek hukum pidana, seperti ter muat pada  ketentuasp Pasal
129 ayat (2) b Undang-@ﬂang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten yang pada
pokoknya menyatakan - Penyidik Pejabat Pegawai Neger Sipil“sehagaimang

i

dimaksud pada ayat (1) berwenang melakukan pemeriksaan terhadap orang atay

.

g
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badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Paten berdasarkan

. » . ~
aduan sebagaimena dimaksud pada huruf a;

Menimbang, bahwa Selanjutnya ketentuan Pasal 82 Undang-Undang No. 1

Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan “Direksi bertanggung jawab

penuh atas pengmusah perse’foan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta

\Mcmmbang, baliwa dan Surat Dakwaan dalam perkara im dapat dlketdllu‘

wm Drs. Erman Ilnfm selaku Direktur Utama PT. Truno Bravo telah dmjukan

/ ":

.'\ '

."'.'Sebagal Terdakwa karena PT Truno Bravo didakwa telah meiaksanakan klaim hak

- Pemeg’mg, Paten Sederhana No. JD 0000 133 S milik Erna Rusmawati;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui

bahwa benar Terdakwa adalah Direktur PT. Truno Bravo. Dengan demikian unsur

ke-1 (barang siapa) terpenuhi;

ad. 2). Tentang unsur hukum ke-2 (dengan sengaja) :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja’ menurut memorie van

Toelichting adalah “menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan atau

perbuatan beserta akibatnya”

Menimbang, bahwa dari-ketefangaﬁ saksi Fayadi yang menyatakan.bahwa la
(Haryadx) bekex)a pada PT. 'lruno Bmvo sebagai perancang desam dart mesin
Perforasi produk PT. Truno Bravo dihubungkan dengan keterangan' Ter chl\wa yang
mengatakan bahwa dalam memproduksi mesin Perforasi tc150but ada kesepakatan
; antara_Terdakwa 'dan Haryadi ang mengerjakan pembuatarmya adalah Haryadi,
sedang, yang memodalmya adalah Terdalwa dan untuk usaha tersebut dipakai P.T,
milik Terdakwa, ‘ selanjutnya keterangan tersebut dihubunékan -déngan surat bukt.i‘
T-14, maka dapat di.ketahui‘ bahwa Teldakwa mengetahux dan ng;eg‘ymu}m\

\_.—
(meng,hendakl) PT. Truno Bravo memprodul\sl mesin Perforasi tersebut serta
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mengetahui akibatnya. Dengan demikian unsur hukum ke-2 (dengan sengaja)

. -
terpenuhi;

ad. 3). Tentang unsur hukum ke-3 (tanpa hak melanggar_hak Pemegang Paten

Sederhana) :

3

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak melanggar hak

Pemegang Paten Sederhana” menurug.Pcnjelasan Pasal 16 ayat (1) huru__f av‘Uhdang-

“??\J.{](' 11.5 No. 14 Tahun 2001 10nmn<r Paten (laml disimpulkan ymtn '\pabnla tanpa

A e

i/\'s‘e’rs ,uluan Pcmegang Paten tersebut , dalam lml Paten produk : membuat,\

JIUEORET e

"v‘ T

meng umk’m menjual, mengimpor, menvewakan menvcxahkan atau menyedmkan

\\ ¢1\ /i\‘/
N /uﬂtL.k dnual atau dxqewak’m atau dxserahlnn produk yang diber Pat@n
R Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan * produk menurut Penjelasan
‘ o

s s

_Pasdl 16 ayat (1) Undang-Undang No.14 Tahun 2001 Tentang Paten imencakup alat,

Tt e

mesin, komposisi,- formula product byyroccss system dan lain-lain;

g

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan seperti tersebut
dimuka dapat diketahui bahwa PT. Truno Bravo pada tabun 2003 telah memproduksi
mesin Pervorasi dengan merek Bravo Perforator elektrik production BP.234, bahwa
mesin Perfortasi produk PT. Truno Bravo tersebut menggunakan peralatan. barupa.

. 0 . . 4 ) .
“pelatuk” yang berfungsi sebagai penahan gerak mekaniknya, dan mengunakan
S— : ' N ) i s
“solenoid” yang akan menarik “pelatuk™ tersebut apabila kertas yang dimasukkan
telah menyentuh swicht , sehingga mekanik bergerak mendorong jarum yang akan
melobangi kertas;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat pula diketahui bahwa mesin
Perforasi elektrik production code BP.234 merck Bravo Perforator menggunakan
peralatan yang sama dengan peralatan mesin Perforasi yang telah mendapat Surat
Paten Sederhana dari Departemen Kehakiman R.1. dengan Nomor JD 0 000 133 §

‘Tanggal 29 Agustus 1996,

2
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Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa pada Nota Pembelaannyn

tertanggal 26 Apnl 2004 pada pokoknya mem,ata!\an bahwa Surat Paten Sederhana

/_,,___

per mcndapn perlmdungan hukum karena pomlalan pad1 mesm ]’er[oram yang

__________________________________________________________________________________________ L

\daﬁ'lrkan tersebut bukan temuan bdl’LI dan bukan temuannya, al\an tctapl temuan
N—_"\/ \_~-‘__——__’_/———-A

tersebut ja sebelumnya sudah ada pada mesin perforasi mc1k NEW KON N type 112
-¢lektric buatan Je g,

),

e /_.“s/d T-14;
) - Menimbang, bahwz_l 'surat.bukti T-1 adéla'h Surat Pernyataan yang dibuat dan
ditanda langalni oleh Haryadi,_ ist surat bukti tersebut pada pokokﬁya menerangkan’
bahwa la (Haryadi) mulai bekerja sebagai teknisi di PT. Orphanindo Tamamuliz
‘sejak tahun 1990, dan la sangat menyetahui proses pembuatan mesin perforator );a'ng .
diproduksi' PT Orphanindo Tamamulia, bahwa la .pernah:' “diberi tugas oleh Pak
Zainai Arifin selaku Pimpinan PT. Orphanindo Tamamulia pada saat itu untuk
membongkar dan meniru mesin KON buatan Jepang dengan sedikit modiﬁkasi,_dan
~dijadikan sebagai mesin Perforasi produksi PT. Orphanindo ".F'am_amglvli.a dengan

-

merek New Orpha;

.Men‘i,.xinbang, bah.wa surat bui’ti.T-2 va;dalah Surat Pengakuan ya-ng dibuat dan
ditanda tangzini oleh Haryadi, isi surat tersebut pada pokoknya ménerangkan bahwa
da-lanﬁ melakukan pekerj‘aan membongkar dan meniru 1.nésin KON 112 taatan
J_epang'ya‘ng_:dijadikan mesin O};1>11a11i11(10 atas perintah dafi Bapak Zainal Arifin
selaku Direktur PT. Orphhnindo v'l‘amanmlia pada sazll itu, yang pekerjaannya saya
(Haryadi) lakukan disekitar tahun 1995/],996‘ ketika itu saya (Harqui) ditugaskan

untuk meniru semua komponen/peralatan mesin KON 112! schingga saya (Iaryadi)

sangat mengetahui sekali komponen dari mesin Perforasi tersebut. Bahwa pelatuk .

R )
o
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‘yang diclaim oleh Erna Rusmawati sebagai hasil dari temuannya adalah tidak benar,

l\arena mesin KON 112 JWWI\ Ukuran dan type mesin KON 112
buatan Jepang yang saya tiru betul- betul sama dengan ukuran mesin y'm;:, saya buat
untuk mesin O_rpha 112, |

Menimba_ng, bahwa surat bukti T-3 adalah surat Pernyataan yemg dibuat dan
ditanda tangani oleh Sunaryo, isi surat bukti tersebut pada pokoknya me enerangkan

» /’;'p n‘\bahww saya (Sunaryo) pernah bekerja sebagai karyawan PT. Oaphamndo Tamamulia
(\‘
by

,”'\ eja mhun 1989 s/d 1998, bahwa ketika itu PT. Or Jlnnmdo hmamuha dlplmpm
!

. "'l [eh Bapak Drs. Zamal Arifin selaku pemilik perusahaan tersebut, PT. Orphanido

' 1

_Tamamuha berg,erak dibidang usaha Dlstnbutm mesin Perforator merek KON,

d\sampmg, itu PT. Orphanindo I'ammnulnjuﬂa memproduksi mesin Perforator, saat
itu saya (Sunaryo) ditugaskan pada bagian produksi yang secara fangsung membuat
atau memproduksi mesin perforator dengan merek New Orpha, adapun model serta
t.elmologi mesin Perforator tersebut sebelumnya telah beredar di Indonesia dengan
Amerek KON jenis manual dan glektrik buatan Jepang;

Menimbang, bahwa surat bukti T-4 adalah Surat Keterangan yang diterbiﬂ;an
oleh PT.DJASTA, isi surat bukti Lersebul pada pokoknya mencranglkan bahwa mesin
Perforator merek KON type 112 produksi New KON Industrial Co. Ltd adalah mesin
yang menggunakan pelalatan dengan menugunal\an pelatuk sebaom penahan
g,eraknya jarum (needles) dan solenoid yang memul pclatuk untuk meng,gerakkan
jarum, apabila kertas yang 'ak@h diperforasi menyenituh swicht, bahwa mesin
Perforator type 112 elektrik merk KON yang digunakan oleh DIPENDA Kotamadya
Ujung Pandang yang sekarang berubah nama kotanya menjadi Makasar dibeli dari

- perusahaan kami PT. DJASTA selaku Distributor KON,. pahwa kami telah

melakukan pengecckkm\ atas mesin tersebut pada DIPENDA Kotamadya Makasar

Sulawesi Selatan bersama Bapak Ihsan Rauf Praja didampingi teknisi dari PT.
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DJASTA dalam réngka melihat contoh mesin tersebut yang dapat dibuktikan I'dcngan
foto terlampir;”

Mcnimbang, pahwa surat bukt T-5 adalah fotocdpy Surat/Fak dari PT.
DIASTA Kepada Bp. Willy - Tntisari U. Pandang, isi surz.tt }erseb.ut antara lain
c_b)ito-h Gammbar kertas yang telah diperforasi, selanjutnya diterangkan bahwa mesit:

' ya'hg digLihakan untuk contoh kertas yang telah diperorasi terscbut diatas adalah
mesin i;yl)c 112 listrik: |

Menimbang, bahwa surat bukti T-6 adalah fotocopy Gambar Krangka mesin

‘\. Perf’cv aor merek KON,;

V.o .
oo ,.’ '/lv; Memmbang,, pahwa surat bukti T-7 adalah Brosm “\Icw 1t Model Ser

[N

' Orpha Electrical Perforating Machine”, pada halaman belakang dari surat bukti T-7

tertulis judul “KKON Die Blok System for Model 112 Series & Pcrfdi'atio'h“ |
: Sample”, D"‘i:strib'utor - PT. Orphanindo Tamamulia J akértn; :
Menimba_ﬁg. bahwa surat bukti T-8 adalah Brosgu' ‘;Ne\v KdN Perforators”
diterbitkan oleh NEW KON INDUSTRIAL CO..- LTD. , pada Brosur tersebut
terdapat gambar mesin Perforator merek New KON Perforafors Models 112-905
(Pin) dan Models 112-905L (Lever),
Menimbang, bahwa surat bukti T .9 adalah Brosur “"New 11 Model 112 Series .
- KON Ele’cﬁi'call’erforating, Machine” , pada. BlOSUl tersebut ter(hpat Gambar mesin
Perforator p1oduk NEW KON INDUSTRIAL CO LTD Model 112 - 905L/112-
935_L, MQdcl 112-905/112/-935, Modc\ 112- 60ﬂ/11'7 /09 . Model 112-(;15 dan
Model 1‘A94-911; | : o

Mcnimbang, bahwa jika isi surat bukti T-9 dibandingkan dengan isi surat

bukti T-7, maka jelas terlihat bahwa gambar dan tulisan serta ukuran mesin yang

terdapdt pada surat bukti T-7,sama dengan vambm dan_tulisan serta ukuran yang

terdapat pada. sural bukti T-9. Perbedaan pada kedua surat buktl tersebut hanya

terletak pada judul halaman mukanya yaitu pada surat bukti T-7 berjudul “New !! |
35
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" Model 112 Series‘.Orpha Electrical Perforating Machine” sedang Judul pada
halaman muka surat bukti T-9 adalah “New ! Model 112 Series KON Electricz;l
Perforating Machine”. Selanjutnya “judul” pad;\ halaman belakang dari kedua surat
bukti tersebut terdapat kcsmﬁ:mn yaitu ICON Die-Blok System for Model 112
Series & Perforation Samples. Perbedaan pada halaman belakang dari kedua surat
bukti tersebut adalah : pada surat bukti T-9 dinyatakan dengan tegas bahwa mesin
mesin I’erforasi pada brosur tersebut adalah produksi KON, NEW KON

— INDUS"IRIAL CO LTD. Sedang pada surat bukti T-7 udak dxsebut siapa yang

el f/c(\ |
cf‘\ . X\Lﬁt;ﬁ)p:odukst mesin-mesin perforasi pada brosur tersebut tetapi pada surat bukti T-7

\d\yw talan secara tegas bahwa PT. Orphanindo Tamamulia ‘adalah scbagcu
' Dnstrlbutox sehingga jika dilihat dari kesamaan dan per bcdann yang texdapat pada

l\cdua surat bukti tersebut dan J\I\a dilihat dari l\CJL,IdSZ\H gambar pada kedua Brosur

tersebut -maka dapat disimpulkan bahwa surat bukti T-7 menciplak dari surat bukti
'I'~9, . L] . Y\

=5 .

Menimbarg, bahwa surat bukti T-10 adalah Brosur “New Orpha Perfovr-atvor’.’v
yang ditcx’bit}f;m oleh PT. Orphanindo Tamamuliall.\Jo‘Wp:&ia
Brosur tersebut terdapat gambar mesin‘Peribrator Model ll.’>, jika Gambar mesin
Perforator pada BrOSur tersebut dlhubum,kan dengm barang bukti berupa mesin.
Perforasi- mcrek Oxpha Perforator yang dibadirkan clx rpelsxddngan maka dapat
diketahui bahwa Mesin Perforasi‘ ‘merek Orpa Perforitor yang dihadirkan di
persidangan adalah Model 112; |

Meﬁitgbang, bahwa surat bukti T-11 dan T-12 adalah Photo mesin Perforator
Merek KON Model 112 .Jxka gambar mesin Perforator pada surat bukti T- 11 dan T-
12 .dihubungkah “dengan hasd pemeriksaan terhadap balann terhadap barang bukti
mesin Penfonator merek Orpha Perforator maka dapat dlketahua bahwa kedua mesin

Perforator pruduksi NEW KON INDUSTRIAL CO., LTD. Model 112 dan mesin

Perforator merek Orpha Perforator Model 112 produk PT. Orphanindo Tamamulia
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adalah menggunakan tehnologi yang sama yaitu sama- -sama, memakai alat “pelatuk”

sebagai penahan gerak mekanik, dan menggunakan “solenoid”_yang akan menarik
> e

e

- “pelatu” tessebrt—

Menimbang, bahwa surat bukti T-13 adalah Surat Penawaran Harga Mesin
Perforator merek KON yang.diterbitkan sleh Al.’T. DJASTA, isi da'f'i surat bukti T-13
..ant-ara lain menerangkan bahwa type mesin electric mengguinakan tenaga listrik yang
* rendah yaitu 200 W

Mcmmb’mg, bahwa surat bukti T-14 adalah Surat ] crny'ltaan Bersama, yang

o

Haryadi, dalam pembuatan mesin Perforasi tersebut Drs. Erman Hathi yang
mcmoda]inyn, sécla.ng yang membuat mesin Perforasinya adalah Haryadi dengan
menggx.xbt;é,kan pcr\)sahaan-milik Drs. Erman Hafni. Dalan kerja sama tersevut
Haryadi bersedia hlengalihkan hasil desainnya kepada Drs. Erman Hali untuk
didaﬂarkaﬁ Hak Desain Industrinya pada Direktorat. Jenderal.I-IA.KL. untuk  kerja
séllla yang telah disepakati maka Drs. Erman Hafhi memberikan saham perusahaan
sebesar 5% kepada Haryadi, dan pada kerja -sama te;‘seb‘ut Haryadi bertanggung
Jawab atas mesin yang dibuat berg}ggexl‘kalx hasil desainnya,

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Haryadi dibawah sumpah pada
- pokoknya meneréngkan bahwa sebelum békerja di PT. Truno B{ravoi s’akéi (Haryadi)-
B'ekerja di PT. Orphahindo Tamﬁmulia, ketika saksi bekerja di PT. Orpanindo
Tamamulia yang saat itu di_p,impin §le|1 Bapak Drs. Zainal Ariﬁn yaitu orang»tum.lya
Ibu Erna. Rusmawati, saksi pérhah meniru atau menciplak mesin Perforasi. Pada saat
itu _Saksi bersama dengan Bapak Drs. Zainal Arifin melakukian pe@hbongkaran mesin
_Pert‘orasi merk KON type 112 bﬁatan Jepang, satu persatu c‘lar.i alat-alat mesin

tersebut saksi buatkan gambarnya, kemudian saksi bersama Pak Drs. Zainal Arifin
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i
mencari bahﬁn-bahan dan alat-alat 'ym‘{g akan digunakan, lalu dibubut sesuai. dengan
mcsip Perforasi merek KON type 112, selanjutnya dirakit dan ternyata berhasil
membuat mesin Perforasi tiruan dari mesin I.’erforasi merek KON type 112. Bahwa
mesin}_Perfox'asi merek Orpa jenis manual dan elektrik bukanlah hasil temuan Ibu
Erna Rusmawati selaku Direktur PT. Orpanindo I‘alﬁamulia pada saat ini, karena

tehnologi mesin itu sudah ada pada mesin Perforasi mcrek KON jenis elektrik dan

IR mamml l)nal'm Iepang;

agnran pertimbangan telh’ld']p surat bukti T-11 dan T-12, lalu chhubunokan pula
dengan sutat bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5 dan T-6, selanjutnyq chhubungkan dengan

_keterangan 'saksi Haryadi tersebut di atas, karena terdapat kesamaan antara satu

dengan lqinnya maka diperoleh fakta sebagai berikut : - mmmmeecret -
- bahwa mc'as.ixvl Perfor.asi elektrik Merck KON Model |12 menggunakan tehh'o]ogi:
~ yang séﬁm déngan mesin Perforasi merek Orpha Perforator Model 112 produksi
PT. Or,)hamnclo Famamuha yaitu sama-sama mexmka» alat “pelaluk” scbagal
pcnahan gerak mukanl.\, dan mengg,unakan a!at “soleno1d yang akan menarik
pelam( tersebug apab'lla lxg:rtas yang akan dlpcrforasx telah mgnxgx_;tg_ﬁ swi‘cht,v
kemudian  gerak - mekanik mendorong  jarum  yang  akan -:memperforasi
(melobangi) kertas tefsébut; R
- bahwa ';'nesin Perfbrasi elcku;ik merck KON Model 112 proc|‘ul<si NEW KON
INDUSTRIAL CO.,LTD chth dahulu menggunakan tchnologl dcngan pcralatan
tersebut dari pada mesin Pe1 forasi elektrik merek Orpha Pe[ foraton Model 112
pr oduksx PT. Or phanmdo Tamamulia; |

Me‘himbang, hahwa ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001

Tentang Paten menyatakan ;
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(N i’aten diberikan untuk Invensi yang baru ‘dan mengandung langkali
" inventif serta dapa:t dit.e‘rapkan dalam industri.

(2)  Suatu Invensi mengandung langkah inventif jika Invensi tersebut bagi -
sescorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik
merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya.

Pasal 3 UnclaﬁgsUndéng No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten menyat!'a.kan :

(1) Suatu Tnvensi dianggap baru jika pada tanggal I)e?‘?,rj',‘,},a;a“.f,,.:I_.,‘.“'e,”Si _
tcf;ebth: tidak sama dengan teknologi yang ‘diungk-apkan séb_elymnya.

(2) Teknologi yang diungkapkén sebelumnya, sebagaim‘ana dimaksud "pada
ayat (1) adalah teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau di

luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian atau melalui peragaan, atau

dengan cara lain yang memungkinkan scorang ahli untuk melaksanakan
ln.vensi tersebut sebelum : |

a. Tanégal‘l’eneﬁmaan, atau

b.. tanggal prioritas.

. Menimbang, bahwa olzh karena mesin Perforasi elektrik merek KON model
112 produksi NEW KON INDUSTRIAL' CO.,, LTD. Lebil dahulu menggunakan
teknologi dengan peralatan “pelatuk” dan “sdlenoid" tersébpt dari mesin Perforﬂsi
elektrik lngrek_()"ﬂ)ha Perforator vmédel 112 préduk PT. Orpha“nin‘(lo Tamamulia yang

| diproduksi berdasarkan Hak Paten Sederhana Nomor JD 0 000 133 S Tanggal 29
’AAgustus 1996,&sedang penébitén Sﬁl'al Paten Sederhana zﬁ:z_xs nama E_rna Rusmawati
Nomo(r“.ID 0 000 133 S Tanggal 29 Agustus 1996 untuk penemuan f_ip;lgglp judul
“Peralatan Dari Suatu Mesinl Perforasi” ) nama Penema : Erna Rusn;ewati,
berteﬂntangan dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) ,dan (2) serta keténtuan 'Pgt_s'al 3 ayat
(1) dan (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 2OOI. "l‘enl:ang Pét.en, tﬁe{'ka Hak Paten

i

Sederhana atas nama Erna Rusmawati. Nomor JD 0 000 133 S Tanggal 29 Agustus
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(\ 1996 tidak mengikat kepada pihak lain dan tldak pcxlu ‘mendapat perlindungan,

hule kum; .

Menimbang, bvahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ._ n.meskiip.un
semua unsur hukum dari perbuatan yang dinyatakan dalam Pasal 13 1_ jo_'Pa;a} _1_6_a_ya§
(h luxﬁnf’a Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten te';i'l?@,l\%!il)li?_zgleq .tqtapi )
karena Hak Paten Sederhana atas nama Erna Rusmawati tidak mengikat ke':pa'dai“

.
/), pihak lain dan tidak perlu mendapat perlindungan hukum, malca perbuatan Terdakwa

elaku duel\tur PT. Truno Bravo yang telah memproduksi dan menjual mesin

‘1}0rasx tidak merupakan suatu tindak pldam kalc,na itu [‘exdal\wa harus dlputus

“\

Pan segala tuntutan hukum

~

Menimbang, bahwa oleh karena Terdaksa harus dilepas dari segala tuntutan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan - -
hukum, maka__barmlg.-bm‘a‘ng bukti yang disita dari PT. Truno Bravo, s:‘.luruhn}?ﬁ
lﬁuus dikembéfikah kepada PT. Truno Bravo, sedang barang-barang bukti dan surat-

~surat bukti yangt disita dari PT. Orphanindo Tamamulia harus dikembalikan kepada
PT. Orphanindo Tamamulia;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dilepas dari ségala tuntutan
ﬁukum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

I\'[engiggat ketentuan hukum yang bcrsangkutén dengan perkara tersebut,
khususnya I(é%emuan pasal 131 jo Pasal Pasal 16 ayat (1) hulmfa jo Pasal 2 ayat’
(H :dail (2), Pasé_l 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2001 Tentang
Paten jo. Pasal 191 ayat (2) KUHAP. |

. < :
Mengadili :
1. Menyatakan perbuatan yang c!iclakwal;an kepadaTerdakwa Drs. Erman Halni

tersebut di atas terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak
A““&.—_...__/‘ .

40
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Melepas Terdakwa Drs Erman Hafni oleh karena itu dari segala tuntutan

hukum:;™ v

(V8]

l\/l.emulihkaﬁ hak Terdakwa dalam ’l\'emam‘puan, kedudukan dan harkat serta
martabatﬁya; v
4. Memeri@tahkan .agm' barang-barang bukti berupa : =------nremssremommomezoomonnee
- 2(dua) unit mesin Perforasi elcktrik yang sudah selesai/sudah jadi, yaiig
satu merek Bravo Perforator dan yang satu 'lzlgi belum ada mercknya;”

— -1 (satu) unit mesin Perforasi elektrik yan g baru selesai 80 %; -~
atu) | yan g

1 (s.atu) Llﬁit mesin Perforaéi _elektrik yang bﬁms selesai 20 %; ¢
4 (gmpat) Buah bering depan belakang -
2 (dua) buah polly besar kiri dan kanan; .
2 (dﬁa) pasang bering yan3 terdiri dari 4 (empat) mangkék bering depan
bclakang; v v

- 1 (satu) buah'solenoid; ~

-1 (Satu) buah dynamo Y% PK merek I-Iitachi:, 7

-1 (s,‘atu) tutup body;

-1 (satu) buah die.blok; =

- (satu) set céntric tanpa gigi; ~ ‘

- 1 (satu) buah as gigi belakang;

- . 1 (satu) buah as garpu; ~.~

- l:(sat.u) potong rantai gigi (kurang lebih 30 cm); ~
- 1 (satu) buah dudukan solenoid.

- | I (satu) buah dudukan rangkaian; -

dikembalikan kepada PT. Truno Bravo; -~

- sedang barang-barang bukti serta surat-surat bukti berupa:
-] (satu) unit mesin Perforasi merek Orpha Perforator; -~

- 1 (satu) unit mesin Perforasi merek Bravo Perforator type BP-234 e
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elektrik 2 baris (huruf dan angka), o«

selembar asli Surat Paten Sederhana a.n. Erna Rusmawati Nomor JD 0 _

000 133 S Tanggal 29 Agustus 1996

I (satu) bendel diskripsi peralatan dari suatu mesin perforasi;

1 (satu) lembar asli Brosur mesin Perforasi merek Bravo Derforator; o

1 (satu) lembar asli Surat Penawaran harga mesin Perforasi diterbitkan

oleh PT. Truno Bravo;

| (satu) lembar asli Surat Daftar Harga mesin Perforasi diterbitkan oleh

~

PT. Truno Brawv,

. 1 (satw) lembzir Klwitzms,i asli pembelian 1 (satu) mﬁt mesin Perforasi
kertas merek Bravo Perforator, tertanggal 27 April 2003; v
dikeﬁnb’alikan kepada PT. Orphanindo Tamamulia; -
5. Membebdnkan biaya perkara dalam perkara ini kepadé Negara. «-
Demikian dxputus pada hari ini Selasa, tanggql 4 Mei 2004 (dua ribu empat) S
'

’d'llam Mdﬂnu . lsyawal ah Majelis Hakim Pengadilan Jakarta T1mu1 yang terdiri dan )
H. Zarkasn SH. MIlum sebagai Hakim Ketua Majelis, Naxdnman SH. Serta John
Piter, SH. MH. masmg-mgsmg sebagai Hakim Anggota, Putusan-mana diucapkan
dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua

- tersebut, yang dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, Donna R.

' <S‘i‘torus, SH. M.Hum Jaksa Penuhtutl‘ Umum, Manat Lumban G;aol, SH. Panitera

‘Pengganti dan Terdakwa serta para Penasehat Hukumnya.
Hakim Anggotal,

ttde

Nardiman, SH. VTR Zarkasri, SH, M Hum,
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Hakim Anggota 11,

John Piter. SH. MH.

Panitera Pengganti,

ttde

Manat Lumban Gaol, SH.

Foto copy/ salinan sesuai dengan redaksi. aslinya

Putusan perkara pidana To, 38/P1d/B/2004/PN.Jkt.T

diverikan kepadg 3 JakSa Panuntut Unum, untul

keperlugn
Dlna,s.

b, Jakarta, /0 Mo i o00g
/’“\ \‘

- \meTERA/ SEKRETARTS
Liaﬁmua JAKARTA TIMUR,

;m '%4%7
J 'HER MONG /bH

- NIp, 0400293 e
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: PUTUSAN.
' NOMOR : 65/PATEN/2004/PN. NIAGA/JKT PST

 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANARN YARG MAHA ESA

Pengaditan Naga pada libéngadiia:‘r Megen Jakarta Pusat yang mernetiksa
dan rrengadili -gugatan ‘Perrbatalan  PATEN pada tingkat pertama | telah
menjatf;'hkaﬁn putusannya sebagal berikut dalam perkara antara © --eeeeeeemeeeeeeoes

fj;‘_ji‘RIPRNA INTIBAJA INDONES!A i suatu persercan menurut hukum
Negera Republik Indonesia | berkedudukan di Jakarta , Jalan Pangeran Jayakarta
No. 135 Bick C — 3, Jakarta Pusat 10730, dalam hal ml memllh domisili hukum
pada Kantor Suryomurcito Co., Advokat dan Konsultan Paten , beralamat i
Suite 601 Wisna Pondok Indah , JI. Sultan Iskandar Muda Kav V-TA, Pondok
fhddah , Jakarta Selatan 12310 berdasarkan Surat Kuasa I<husus tertangJaI 11

3 Tber 2004 dan selanjutnya cisebut PENGG UGAT ;

Melawan

F’T i NOM@'O SRIKANDI INDUSTRIES beralamat di Kawasan Industri Miv-
2 160 Blc{c"'B 41, Gbitung, Bekasi 17420 , selanjutnya disebut TERGUGAT ; weren

- Pengadilan-Naga tersebut diatas ; S— i

Membaca Penetapan Ketua Pengadllan Negeri/ Na ga Jakarta Pusat
Normor : 65/ HKI-PATEN/2004/PN. Naga.JKT.PST tanggal 22 Nopen'i:xer 2004
tentang penunjukan Majelis Haldm yang memeriksa: dan memutus perkara ini ; ----

- Membaca ~ Penetapan Hakim Ketua  Majelis Nomor 65/H}<r-
PATEN/2004/PN. Naga/JKT. PST tanggal 23 Nepember 2004 tentang penetapan
lwx siclang pertama uiituk memenksa perkara ini ;

et rbuux perkas pu Kara | =eeecmmmmmeaol T -

Merrbac_a dan memeriksa surat-surat bukti dan saksi yang diajukan deh

keduapihak  berperkara — e e e e
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(28]

TENTANG DUDUKKYA PERKARA

Menimbang balﬁiNa Penggugat  telah mengajukan gugatan Pembatalan
PATEN dan telah t‘er_daﬁar di Kepaniteraan Pengadilan Naga pada tanggal 12
Nopermber 200‘4 deh@an Nomor @ B5/PATEN/2004/PN JKT.PST dehygan
mengemukakan hal-hal sebagai berikut : '

1.

Bahwa Penggugat adalah produsen barang-barang berupa segel penutup_
drum yang merupakan barang sejenis dehgan segel penutup- drum yang
diproduksi oleh Tergugat:

Bahwa | F‘e‘nggugét harus mengalami  bahwa Kuasa Tergugat telah
mengirimkan surat Somasi tertanggal 28 Oktober 2004 kepada Penggugat
yang lIsinya menyatakan bahwa segel Penutup untuk tutup drum yang

- dibuat déh Penggugai untuk dipasck kepada Pertamina tersebut talah

melanggar Paten Sederhana No. ID 0 000:528 S dan meminta agar
Penggugat menghentikan  penggunaan segel penutup  untuk tutup  drum
yang dianggép melanggar hak Tergugat atas Paten Sederhana No. ID 0
00 528 S tersebut -

B@MH\‘{va Penggugat berpéndapat bahwa paten Sederhana No. 1D 0 000 528
‘/ milik Tergugat tersebut seharusnya  tidak diberikan oleh karena
...?/ .

; geg}bnuan yang kemudian diberi Paten Sederhana tersebut teryata telah
~"§i§’_unakan secara  komersial “di  Indonesia dleh Tergugat ._sgpgl_gm

=4

permintaan pateh' sederhananya diajukan. Dengan derrikian PenggUgat
mempunyai - kepentingan untuk' mengajukan gugatan perrbatalan Paten
Sederhana No. 1D 0 000 528 S terhadap Tergugat berdasarkan alasan,
fakta hukum yang akan diuraikan dalam surat gugat ini, dan bukti-bukti
vang akan diajukan pada kesempatan permbuidian nanti;

Bahwa Paten Sederhana No. ID 0 000 528 S diberikan atas‘pem*intaan
" yang diajuka‘n' deh Tergugat dengan Nomor Permintaan Paten -

- 990041, ‘dengan Tanggal Penerimaan Permintaan Paten: 15 April 1999;

Bahwa penemuan yang diberi Paten Sederhana No. ID ¢ 000 528 s
tersebut yang berjudul segel penutup untuk tutup drum ternyata telah

- digunakan secara komers(al di Indonesia cleh Tergugat Setidak-tidaknya

sojak tanggnl 9 T-”e_:‘lj;nu:;u’i 1999, ynitu dengnn IS fredule yanig cliteri
Paten Sederhana téfsebut kepada PT. Pertarmina ( Persero) :

Bahwa dengan telah deuna_kannya penemuan tersebut secara’ komersial
pada tanggal 9 Pebruari 1999 deh tergugat sendliri, maka penenuan
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tersebut telah tidak baru pada saat dimintakan Paten sederhana pada
tanggal 15 April 1999; '

7. Bahwa deh karena penérnuan tersebut telah tidak haru pada saat digjukan
permintaan patennya -maka seharusnya Paten sederhana atas penemuian
Tergugat tersebut tidak diberikan;

8. Bahwa deh karena seharusnya tidak diberikan paten sederhana maka

: Paten Sederhana No. ID 0 000 528 S dapat dibatalkan oieh Pengadilan
berdasarkan gugatan yang diajukan dleh pihak ketiga; _ |

“ 9. Bahwa .terlebih lagi , ternyata Pafen Sederhana No. ID 0 000 528 S
tersebut apabila digun'akan atau dilaksanakan akan bertentangan dengan

peraturan perundang-unclangan yang berlaku deh karena penemuan yang /
diberi paten sederhana tersebut mengéndung merek dagang terdaﬂér Ntk
PT. ' Pertamina '(;'_ Persero ) . Undang-Undang yang dilanggar dalam
hubungan ini adalah:Uwciang—Lhdang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek;
10.  Bahwa fakta-fakta fersebut diatas yang didukung dengan bukti-bukti yang
; disan"paikaﬁ dalam Acara Pembuktian membuktikan  bahwa
p' ’;}m.xan Tergugat yang diberi paten Sederhana No. ID 000 £2& S - fah

yang tldak akan dapat dlbangkal kebenarannya oleh Tergugat, dengan ini
Penggugat dengan segala hormat rmhon kepada Bapak Ketua Pengadllan Naga
Jakarta Pusat c.q. Majelis Haklm yang akan mengadill - perkara aquo berkenan
membenkan keputusan sebagal benkut

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruh'nya;v '

Menyatakan penemuan 'Tergugat yang diberi Faten Sederhana No. 1D 0

000 528 S telah tidak baru pada saat diajukan permntaan patennya pacla

tanggal 15 April 19389;

Membataikan Paten Sederhana No, 1D 0 000 528 S untuk seluruln‘

Klaimnya, dengan segala akibat hukun"nya

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Naga Jakarta Pusat  untuk segera
menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Paten ( Direktorat Paten
, Dijien HKI, Departemen Hukum dan HAM Rl ) , guna pelaksanaan

N

w
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pltusan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 93, Undang-Uhdang No. 14
tahun 2001 tentang Paten

5. Menghukum Tergugat Qntuk membayar seluruh hiaya yang timbul dalam
perkara ini;

Menirrbang, bahwa pada hari persidangan yang telah clitetapkan, untuk
Penggugat datang menghadap dalam persidangan Kuasa Hukumnya bernamg
GUNAWAN SURYOMURCITO, SH. YANTO JAYA, SH, WINURISKA, SI
berdasarkan Surat Kuasa Khusus téi‘taﬂggél 11 Noperrber 2004 sedangkan unluk'
Tergugat datang rneng}hadap Kuasa Hukurmya  bernama SOERJANTO
ANGKAH, SH ., ABDUL HAK!M, SH., FITRI NINGSIH,SH., NINA PAULA.,
SONARTQ., dan FA'_DHLY' MASRIL,SH., Advokat | Pengacara pa'da Kanter
Advokat & Pengacaraiilsoérjanto Angkah, SH., | beralamat di Jalah Kelapa Gading
Boulevard, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 621/2004 tertanggal 26
Nopir‘rber 2004 ;

257 B B
/Q‘V’tl 2! N
N

o ang‘., 'Majelis Hakim telah berusaha untuk mendarmaikan para pihak
) £ itidak  berhasil . maka pemeriksaan  perkara  dimuai dengan
',,"" gugatan Penggugat yang isinya tetap  dipertahankan delr .

Menimbang | bahWa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan
Jawaban secara tertuiis t-ertanggal_ 18 Agustus 2004 » Yang pada pokoknya
'i'nﬁfwyafakan sebagai berikut ;

V—_Komgénsl-

~ Eksepsi : i
Exeptio Plurlum Litis Consortium { kurang pihak ) -

1. Bahwa' gugatan pembatalan dari Penggugat terhadap Tergugat selaku pihak
 yang memegang hak Paten Sederhana ini, dimana Tergugat bukanlah pihak
yang menemukan tentang proses maupun hasil  produksi barang-barang
berupa Segel Penutup untuk tutup drum tersebut; v S |
Bahwa Tergugat .mendapatkan hak dah lzin darl Penenuy Pertama kali atas. |
- barang-barang berupa segel penump untuk  tutup  drum tersebut untuk,:
didaftarkan pada Kantor Paten, ' '
3. Bahwa segala discription yang mencakup bidang fehnik , Uraian lengkap
penenuan begerta fungsi dan kegunaahnya agar segel penutup untuk ttug

0
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drum tersebut mempunyai qualifikasi dalam penggunaannya merupakan hak
dari inventor tersebut sebelum pendaftarannya;

4. Bahwa deh karena itu Gugatan pembatalan atas Paten sederhana ini harusiah
- mengikut sertakan pihak Inventor yang pertamakali menemukan invensinya
tersebut; ' v .

| 5. Bahwa ternyata Pehggugat dalam gugatan Pembatalan Paten sederhana ini
tidak menyertakan pihak Inventornya, sehingga Gugatan dalam perkara ini
kurang pihak;

6. Bahwa karena Jugatan pen*batalan ini kurang Hhak ~maka. sudah
sepatutnyalah Gugatan Pembatalan ini ini tidak dapat dxternma

Pokok Perkara :
7. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dali dari Penggugat dalam Gugatan
Permbatalan ini kecuali secara tegas yang diakui cieh Tergugat;

8. Bahwa Gugatan Penggugat dalam periara ini merupakan Gugatan pembatalan

atas paten Sederhana dari Tergugat yeng telah terdaftar dibawalh Nomor 1D

0528 S, Segel Penutup Tutup Drum, yang perlmdungannya telah mulai

; sejak tanggal 15 April — 1999 tersebut;

) a:l arena penerimaan Paten tersebut pada tanggal 15 April — 1999 maka

hu lﬁy, permaohonan  sebelum adanya Undang-Undang No. 14 tahun 20 0T, K

' bgL/be,rla kan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 1989,

._‘,_A_-‘@a/éalmana yang dlubah berclasarkan Lhdang-mdang Nomor 123 tahun

1997, maka Gugatan pembatalan ini haruslah berdasarkan ketentuan dari
Undang-Undang tersebut. -

Tentang perbandingan Lhdanq-Lhdanq Nomor 8 tahun 1989 jo. Lhdanqthdanq

Nomer 13 tahun 1997 dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 tersebut :

10. . Bahwa dalam jiwa LhdanJ-Undang Nomor 6 tahun 1989 jo perubahan
Undang-Undang fersebut dalam Undang-Undang No. 13 tahun 1997 , Sifat
kebaruannya kurang jelas, karena sifat kebaruan berdasarkan pasal 6 ayat
2, adalah terbatas penermuan Paten sederhana yang dulakukan di
Indonesia;

11. Sedangkan jiwa dari U1dang-L,hdang Paten yang baru Nomor 14 tahun 2001
tersebut, khusus untuk Paten sederhana yang dapat dibaca dalam
penjelasannya yang berburyl : * Sifat Baru darl Paten Sederhana dalam
Unhdang-Undang paten lama tidak begutu jelas. Dalam Whdang-Undang ini

dntegaskan kebaruan bersxfat Universll . Dsarrpxng tidak Jela:, ketentuan
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dalam mdang-mdahg Paten lama memberikan kemungkinan banyaknya
terjadi peniruan invensi ( Peneman ) dari luar negeri yang dimintakan Paten
Sederhana v
12. Bahwa karena sifa_t.'.baru tersebut mempunyai sifat Universil, yang maksud
dan tujUénnya agar Penemu ( Inventor ) tidak diperkenankan untuk
mendapatkan perlindungan atas penemuannya ( Invensi ) terhadap suatu
Tehndogl yang pernah ditemukan pihak lain, dan hal térsebut tidak berlaku
bagi apabila penggunaannya mendapatkan izin dari pihak yang menerrikan
sebelumnya; |
13 Bahwa karena itu Tergugal datam mencattarkan hahnya Gdak bertentangan
clengan pasél 2 dan"pésal 7 Undang-Undang Nemor 6 tahun 1989 | yarg
diubah berdasarkan deangu'\rhng Norror 13 tahun 1997 tersebut, karena
telah memperdeh persetuwan dari lmentornya :
Tentang sifat kebaruan darl Penemuan hasil Produk vang dilindungi oleh
Paten Sederhana ;

14. Bahwa hal tersebut ternyata Invensi ( Penemuan ) hasil produk tersebut

X 'erdasarkan keterangan dari pihak Inventor pada bulan Januari s./i
(l 1999 hasil  produknya  masih dnhm taraf  penelitian . dan

A b'{l;an,
n petﬁg@éaangan dan hal tersebut- masih dalam taraf percobaan ( tmt )

WL s

mengmgat penemuan tersebut sangat belum sempurna;
16. . Bahwa pasckan yang dilakukan Tergugat Kkepada pihak Pertamina
o berdasarkan order dari ‘pihak pertamina merupakan segel Penutup untuk
: futup  drum  konvensional yang sama sekali berlainan dengan Pate_
Sederhana yang ditemukan oleh Sdr. Agus Sugiarto selaku Inventor tersebut
“yang menmpunyal tehnologle yang sangat berlainan;
17. Bahwa karenanya - Paten Sederhana yang dikeluarkan deh Ditjen Hak
Kekayaan Intelektual ( Kantor Paten ) tersebut benar-beiar sesuai dengan
’ketentuan yang tercantum dalam WUndane g-Undang No. 6 tahun 1989, Jo.
' Lhdang—Undang No. 13 tahun 1997 tersebut: _

16. Bahwa . hal tersebut dapat diketahui dari latar belakang Penemuan yang
- berdacarkan ketentuan pasal 110 ayat 3 Undang-Undang g No. 13 tahun 1997
“yang merupakan perubahan dari Un dang-Undang No 6 tahun 1989 , yang '

berbunyl
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“ (3) Dalam melakukan pemeriksaan substantif , Kantor Paten hanya

memeriksa syarat kebaruan sebagalmana yang dlmaksud dalam pasal 6 o
ayat (2)
dimana penjelasé"nny’a berbunyi ;

* Dalam menllél kebaruan penemuan paten Sederhana inl, hanya
'menggunakan referensi dari penemuan- penemuan sederhana yang
ditakukan dl Indonesla, Unsur Kebaruan yang dinilal mencakup pula

adanya kemaluan tehnologl yang ada pada penemuan yang dlmlntakan

paten sederhana tersebut “.
19. Bahwa sefam itu, apabtla menylmak iehih Jauh Iagl atas Undang J-Undang No '
' 14 tahun 20011 tentang Paten Sederhana, pasal 105 ayat (5) yang berbunyi ;-
“ Dalam melakukan pemerlksaan substantif, Direktoran Jenderaj hanya
memerlksa kebaruan sebagalmana yang dimaksud dalam pasal 3 dan -
keterterapannya dalam Industri ( industrial appllcablllty ) sebagaimana -
yang dlmaksud dalam pasal § «; ’
RS -"}\Dalam penj°lasannya pasal 105 ayat 5 , yang berbunyi “ (5) Yang
% dimaksud dengan kebaruan adalah bukan . sekedar berbeda cirl
'nisnya melainkan juga harus memilik| fungsi / kegunaan yang lebih
) 5 p' ektls darl invens! sebelumnya;’ ; :
}6 Bahwa penemuan deh Inventor dalam Paten Sederhana tersebut selain
menpunyai fungsikegunaan yang lebih praktis , juga merrpunyai fungsi
. Pengamanan dari tindakan pemalsuan , dari segel penutup untuk tutup
drum “konvensional tersebut serta hak . penenuannya raupun hak_
penggunaannya masm berada pada lmentomya sebelum pendaftaran
patennya dilaksanakan; e '
21.Bahwa dleh karena itu’ Paten Sederhana yang dikeluarkan oleh Kantor
" Paten ( sekarang Dirjen HAKI ) telah memenuhi ketentuan dalam Undang-
Lhdang No. -6 tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1997
tentang perubahan lhdang-LhdanJ No. 6 tahun 1989 tersebut bahkan

" juga telah memenuhi ketentuan dari_Undang-Undang No. 14 tahun- 200|

tentang Paten; -
- T_entang mkad buruk Pengqugat -
Mohon Akta;

22.Bahwa Penggugat telah mengakw Secara tegas dalam dalil gugatannya
halaman 3 ( trga ) ahnea ke 34 butir 1 ( satu ) “ Bahwa Penggugat adélah
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produsen barangebarang berupa drum yang merupakan barang-barang
sejenis penuntup drum yang diproduksi cleh Tergugat ;

23.Bahwa karena telah jelas Penggugat memproduksi barang-barang sejenis
berupa segel penutup drum yang diproduksi deh Tergugat, dimana
Produksi atas . barang-barang tersebut yang jenisnya telah dihubungi
berdasarkan paten sederhana yang menjadi hak ekskluéif dari Tergugat;

24.Bahwa Karena PenggUgat dalam™ mermproduksi  barang-barang  sejeris
tersebut tanpa seijin ma'upun tanpa persetujuén dari Tergugat, maka
Penggugat merupakan pihak- yang beritikad buruk dengan melanggar hz_;k-’7 a
hak eksklusif dari Tergugat tersebt; |

TentaiLq Leseden buruk ( tidak balk ) :

25.Bahwa Tergugat selaku pemegang Hak eksklusif atas Paten sederhanal

tersebut telah tidak menperoleh perlindungan hukum atas tindakan

Penggugat tersebut. dan dlkhawatlrkan pihjak Investor Asing lainnya yang
ingin menanarrkan modaliya  di Indonesia akan takut - dan ragu-ragu
Jmengingat  Tergugat merupakan Perusahaan Penanaman Modal Asing
( PMA") yang hak-haknya harus diindungi sesuai ketentuan hukum yang

BEST P
’4\}3erlaku
Lo

hwa hal tersebut dapat menjadi preseden buruk bagi pemermangan

H penanan'lan modal, lebih-lebih terhadap Penanaman Modal Asing | yang
(=

\.a((h!r-akhrr ini banyak yang hengkang keluar Negara kita;
2 :Bahwa karena Penggugat telah beritikad buruk - dalam mengajukan

Gugatan Pen“batalan Paten Sederhana ini, maka sudah sepatutnya
Gugatan Penggugat untuk ditolak seluruhnya;

Rekongensl _

28. Bahwa apa yang termuat dalam konpensi tersebut, termasuk pula dalam
Rekonpensi ini; .- '

2}.) Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam Konpensi diatas, pihak
Penggugat mempunyal ‘maksud itikad buruk dalam mengajukan Gugatan
pen“batalan Paten Sederhana yang merupakan hak eksklusif Tergugat
tersebut; . : : : |

30. Bahwa guna mehndungl hak-hak eksklusﬁ atas Paten Sederhana yang
menjadi hak dari Tergugat, sebagai pinak yang paling dirugikan , karema
tsdak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana mestlnya, maka .
dalam Rekonpensi ini |, Tergugat/Penggugat Rekonpensi  mohon agar
Pengadilan  Naga mengeluarkan  Penetapan  sementara untuk
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menghentikan sementara segala kegiatan yang dapat dikategorikan
sebagai pelanggaran Paten dan pelanggaran hak yang berkaitan dengan
Paten; , |

31.Bahwa pengeluaran Penetapan serncitara tersebut sangatlah diperiulan |
mengingat dalam Gugatan Penbatalan ini adanya pihak-pihak yang tetap
melakukan tindakan yang meianggar hak eksklusif Paten Sederhana dari
Tergugat/Penggugét_ Rekonpensi  tanpa  adanya kehendak — untuk
menghentikan tindakan tersebut, oleh karenanya Pengeluaran Penetapan
sementara tersebut dituukan kepada pihak-pihak yang melakukan
pelanggaran ters.ebutT tidak terbatas pada Penggugat /- Tergugat

| Rekonpensi saja; T

-32.Bahwa berlakunya Penetapan sementara t’e’rsebu_t sarrpai adanyé putusan
Badan Peradilan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum
yang pasti;

33. BahWa karena adanya itikad buruk dari Penggugat /Tergugat Rekonpensi
dengan cara melakukan perbuatan yang memproduksi harang-barang dari

_Tergu gat yang dilindungi oleh paten Sederhana tersebut, sehingga

]

perbuatan tersebut dikategorikan sebagai Perbuatan yang melawan hak

; ekék!usnf dari tergugat;

34, ’Bahwa karena itu perbuatan Penggugat/Tergugat Rekonpcns: tersebut

fi élanggar hak eksklusif Paten Sederhana dari Tergugat, yang

dampaknya bukan saja menimbulkan keruglan dari Tergugat, akan
tetapi merupakan suatu krisis Kepercayaan untuk >setgia‘p Investor

- Asing yang akan menanamkan,lnvestasinya dl Indonesia;

35. Bahwé oeh karena itu  perlu kiramya  untuk  menghukum
Penggugat/T ergugat Rekonpensn untuk tidak lagi memproduksi baranc -

' :baranJ yang sejenls dengan produksi Tergugat /Fenggugat Rekonpensi

' yang dilindungi F_{aten Sederhana dari Tergugat/Pengc ggugat - Rekonpensi

tersebut; ‘

Atas dasar argumentasi hukum- qoud-nun, - maka Terguqat/Penggugar

Rekonpensi mohon dengan hormat agar sudilah kiranya Bapak Ketua dan

Anggota Majells Haklm Pengadilan Niaga untuk memutuskan :

- Kongensl

- Eksepsi—

- Menerima eksepsi dari Tergugat tersehut ;

Menyatakah gugatan 'Penggugat kurang pihak;
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Pokok Perkara :

Menolak GUJatan Penggugat atau setidal-tidaknya menyatakan Gugatan
F’enggwat tidak dapat diterima untuk seluruhnya,

Rekonpensi :

Mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Tergugat/Penggugat Rekonpensi
tersebut; ‘

Menyatakan Penggugat/Tergugat Rekonpensi beritikad buruk; - ‘
Menyatakan Penetéﬂpan Sementara yang telah dileluarkan oleh Péngadilan
Naga in tetap- b.érlakp secara sah sampai adanya Putusan _dalénﬁ perkara
-ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menghukum Penggugat / Tergugat Rekonpensi untuk mentaati serta
menghormati Hak Eksklusif Tergugat / Peng gugat Rekonpensi atas Paten
Sederhana No. 1D.0.000.528.S tersebut , dengan menghentikan setiap
produksn barang sejents dengan produksi barang Tergugdt/Pen(ngJdt
RekonpenSI yang dmnclungl Paten sederhana tersebut.

Konpensl dan Rekonpensi :

Menghukum Penégugat / Tergugat Rekonpensi untuk merdaayar biaya

"f.;;;\perkara yang timbul dalam gugatan perkara ini;

R/lenlrrbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat  dimaksud diatas,

F’enggmgat rmengajukan Replik secara tertulls tertanggal 21 Deservber 2004 yang
._»»kemudlan terhadap Replik tersebut  Tergugat kerwudian mengajuk'm Duplik
secara tertulis di persidangan tertanggal 28 Desember 2004 ;

Menimbang, bahwa untuk  menguatkan Gugatannya Penggugat

' mengajukan bukti fotocopy surat-surat  bermeterai cukup diberi tanda sebaJal
berikut :

P-1:

Surat Keterangan Klainﬁ No. H3-UM.07.10.10/2005 tertanggal 12 Januari
2005; porihal KETERANGAN tentang Klaim dan Lingkup Perlindungan
Paten Sederhana No. 1D 0 000528 S deigan judul penenmuan péten

“SEGEL PENUTUP UNTUK TUTUP DRUM” atas nama Tergugat, yang

diajukan pada tanggal 15 April 1999 dengan nomor permohonan S
990041.

Peranan Pengadilan..., Eva-Susanti, FH Ul, 2008



11

P - 2 : Petikan Resmi Pendaftaran Paten No. ID 0 000528 S untuk “SEGEL
PENUTUP UNTUK TUTUP DRUM” atas nama Tergugat yang diajukan
pada tanggal 15 April 1999 dengan nomaor permahchan S-990041.
P~ 3 : Fotokopi Surat Penawaran Harga No. 056/ESI/XII/98 tertanggal 18
~ Desermber .1998, yang dibuat oleh Hansen Martheo, selaku Direktur
dari PT. Enomcto Srikandi Industries kepada Ketua Panitia Pelelangaﬁ
Pertamina Direktorat PPDN '
P~ 4 Fotokopi S.Jrat Pesanan Barang No. 44A9N0001 tertanggal 9 Februari
1999 kepadé PT. Enomeoto Srikandi Industries dan ditandatangani deh
ke-2 belah _pihak'-- yaitu : Oirektur PT. Enomoto Srikandi Industries,
Hansen Martheo dan Direktur PPDN Pertamina, Hadi Nugroho, serta
Direktur Keuangan, Hadi Sudibyo | '
P — 5 : Fotokopi Surat Jalan No. 99045/ESI-1\/99, tertanggal 7 April 1999, Dikirim
deh PT. Enomato Srikandi Inclustries kepada: PT. Pertamina (Fersero)
berdasarkan" surat pesanan No. 44ASN0O1.
- Fotokopi Surat dari PT. Enomcto Srikandi Industries No. OOG/ESI-
‘ \ IR/X/2004 tertang gal 15 Oktober 2004, kepada PT. Pertarrina
_ S rsero) perihal : Perlindungan Hak Paten Sederhana Tab Seal dan
/ et Rlng Pengaman Tutup PT. Enomoto Srikand! Industries.
\P J/“QA Fotokopi koran Harian KOMPAS taanal 15 Desember 2004, halaman

Fotokopi Surat Jawaban PT. Pertamina (Persero) No. 757/E20500/2004-
3 tertanggal' 19 Oktober 2004, kepada Takahiro Yamada, Direktur T,
Enomato Srikandi Industries, perlhal Hak Paten Sederhana Capsel
Drum kepada PT. Enomoto Srikandi Industries '

P -8 Contch Produk Cincin Pengaman Tutup Drum milik Penggugat
Bukti P — 1 sampal dengan P — 4, Bukti P - 6 sampal dengan P 8 bermeterai
cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sedang bukti P -5 walaupun

berrneterai akan tetapi tidak ada aslinya ; ‘

Menimbang, bahwa F‘enggugat untuk menguatkan Gugatannya disahpin g

mengajukan  bukti-bukti surat juga menghadirkan saksi-saksi sebanyak 2(dua)
Grang yallu
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. Eko Suwanto , lahir di Madiun , tanggal 21 Pebruari 1955 | laki-laki, Isiarn,
Inclonesia , pekerjaan : Karyawan. Pertamina bagian
Logistik  ( Humas ), alamat © JI. Kayu Putih Wara VI No. 4

Gibawah surmpah pada pokoknya menmberikan keterangan sebagai berikut v
- Bahwa saksi mengetahui PT. Pertamna (. Persero } mengadakan
penawaran ( tender ) untuk mMmemasok barangym: ang berkenaan dengian
segel penutup untuk tutup drum pelumas kepada PT. Enomato Srikandoi -
Industri pada sekitar fahun 1998 penanmtangéhan kontrak - penawaran’
sekitar tahun 1999 dan dibuatnya surat pesanan pada tanggal 9 Pebruari
1999; : .
- Bahwa saksi fmengetahui untuk ber_tama kalinya pihak PT. BEnhomcto -
Srikandi  Industri mengirimkan baranc g/produk tab  seal kepada PT.
Pert-am‘na ( Persero Ty dimulaiterlebih dahulu dengan pqugmr1m|1
- pemenang tender pada tanggal 26 Januari 1399 dimana ditetapkan
/%\. /./ ,\\\\pemc: iang tender adalah Tergugat ( PT. Enomoto Srikandi Incustri )'
/ ;.3',‘/ A l\,B%hwa benar konfrak antara PT. Pertamina ( Persero ) dengan PT.
' : ' ,élomoto Srikandl Industri berakhnr pacia tang ggal 9 Pebruari 2000 dengan
/demklan surat pesanan tersebut juga berakhir; :

)Salwa benar tab seal yang dipasok oleh PT. Enomoto &lkandl Inclustri

sesuai dengan surat pesanan no. 44A9N0001 pada tanggal 9 Pebruari
- 1999; . i
. _Ba.mva benar menurut saksi PT. Pertamina (" Persero ‘)' tidak mensyaratkan
Untuk melampirkan Surat Paten pada saat pengajuan tender, akan tetapi

semua pesanan harus sesuai dengan surat pesanan.

I Komaruddin Agus : | iahir di Ganjur , tanggal 31 Januari 1953 hki-léki Istam -
Indonesia ,pekerjaan : Karyawan Pertamna dalam leiSl
- LPP, alamat : JI. Permata Cawang No. 24 Jakarta Tirur ;
Dbawah sunrpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi - tidak pernah mengetahui bahwa pada saat pengajuan
permchonan penawaran ( tender ) tersebut pihak PT, Enomoto Srikandi
Industri melarmxrkan surat paten sederhananya dengan No. ID 000 528 S
kepada pihak PT. Pertamina ( Persero )

%,
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- Bahwa tab seal yang dipasck deh PT. Enomoto Srikandi Industri kepadia
pihak PT. Pertamina ( Persero ) adalah barang / produk pesanan sesua
dengan surat p'esanani No. 44A9N0001 pé‘.da tanggal 9 Pebruari 1999.
Sepertl tertulis dalam surat pesanan yaitu adanya ultra vide security line.

- Bahwa saksi mengetahui spesifikasl untuk tab seal tersebut dan procuk
tersebut hanya digunékan pada tahun 1999 guna mengantisipasi maraknya
pemalsuan Minyak Pelumas keluaran PT. Pertamina ( Persero);,

Menirdoang, bahwa untuk menguatkan Jawabannya Tergugat mengajukan
bukti fotocopy ‘surat — surat bermeteral cukup  yang setelah dtcocokkan dengan
aslinya lalu diberi tanda sebagai berikut : ,

1. T—1: Contoh segel tutup drum konvensmal yang terdiri dari :

- segel tutup drum dan Ring pegangan tenmpat penutupnya ( Ganbar serta
tllisan yarg ada pada barang tersebut hanyalah llustrasi  saja, guha

n memudahkan untuk perbandm gkan dalam perkara ini ) ;

. Contoh segel tutup drum yang mexmunyal spesifikasi Tehnik yang baru

§\esua| dengan penermuan Scr. Agus Sugiiarto, yang terciiri dari :
/s gj drum yang spesifik:
- lu /g tempat pegangan penutupnya;
R pg ( cincin ) pengaman pertama dari ring pengaman kedua ( securlty ring,
berfungsn sebagal pengaman )
- Penutup drum darx baja ;

- 3T - 3 Copy pemberitahuan pada Harian Kompas terbitan tanggal 15

Septen'ber 2004, tentang penggantian tutup drum Pelumas produks:' -

Pertamina; .
4. T-4: Fookopi aaesiﬁkasi Cap Seal ( Segel Pengaman ) Drum — ukuran 2 ¢
’ “dan % " No. 061/LTP/2003 ( REV-3), yang dikeluarkan pihak
Pertamina, tang gal 19 Nopember 2003;
5 T~-56; Copy &Jrat Paten Sederhana No. 1D.0.000. 528 S, yang dlkeluarkan'.
' deh Dlrektur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tang Jal 5
Agustus 2004;
6. T~6: Copy surat F ’endanaran Ciptaan Seni, Garmar relu ik Handie Dy
Closure ( Handle /Pegangan Tutup Drum ) No. 0168868, hnggal 30
Mei 1996, yang dikeluarkan oleh Direktur Hak Cipta , Direktur Jenderal
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Hak Cipta , Paten dan Merek , Departemen Kehakiman Repuidliic.
Indonesia;
Bukti T — 1 sampai dengan T- 3, T-5 sarrpai dengan T— 6 bermeterai cukup dan
telah dicocokkan dengan aslinya sedang bukti T — 4 walaupun bermeterai akan
tetapi tidak ada aslinya karena aslinya ada pada Pertamina ;

Menln“bang, bahwa TergLJgat.‘ untuk  menguatkan Gugatannya disarmping
mengajukan  bukti-bukti surat juga menghadnrkan saksi sebanyak ( satu ) orang

yaitu :

t

Saksl : Agus Suglharto lahir di Jakarta , tanggal 2 Juni 1951 | laki-laki, Budha,
| ; Indonesia ,pekerjaan ; V\Araswasta. ( Pabrik kaleng ) ,
alamat : Ji.Pangeran Jayakarta No. 16 Jakarta Pusat ;
leawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah sebagal pengusaha pabrik kaleng;

- Bahwa saksi lebih dahulu mengenal perusahaan Penggugat cdan pbaru

kemudian mengenal perusahaan Tergugat dan pernah beker}asama_
Sy dengan keduanya; -
. \ \Bdlwa Sdkbl tickak mengetahui kapan segel penutup unluk Tulup drun
i
!f ftersebut dtpasok oleh Tergugat kepada PT. Pertamina;

(-.'f/' Bahwa saksl menerangkan tentang penermuan segel penutup untuk tutup
¢ drum tersebut sebagaimana yang disampaikan deh Tergugat dalam bukti
bertanda T - 2 tersebut, mengenai bentuk , fungsi serta tehndloginya yang
merupakan satu kesatuan dengan cincin (‘ring ) pengaman , terdiri dan 2
( dua ) buah dan merupakan baglan yang tidak terplsahkan dan segef
penutup untuk tutup drumtersebut ; : _
- Bahwa saksi mengalihkan penermannya kepada Tergugat dengan
- menerima kompensasi; | '

- Bahwa saksn tidak mengetahui sama sekali mengenal Proses tender dan
jpemasokan barang berupa tab seal dari Tergugat kepada Pertamna pada
tahun 1999 ‘

Menimbang, _béhw_a' kedua belah pihak mengajukan Kesimpulannya
masing-rmasing tertanggal 22 Pebruari 2005 dan pada akhirnya motion Putusan;

Peranan Pengadilan..., Eva Susanti, FH Ul, 2008



15

Meninbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan termuat
secara lengkap dalam . Berita Acara, yang untuk singkathya dianggap tercantum
dalam putusan ini;

JENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KOKRPENSI
DALAM EKSEPSI

Menimbang, “bahwa sebelum menjawab  pokok  perkara, Tergugat
mengajukan. Eksepsl yaitu‘ Exeptio Plurlum Litls Consortium ( kurang pihak )
yang pada pokoknya mengatakan bhahwa Pehggugat dalam- gugatan permbatalan
.Paten Sedérhana ini tidak menyertakan pihak inventornya | sehingga gugatan
clalam perkara inl kurang pihak;

Menimbang, bahwa sebaliknya Penggugat dalam Repliknya mengataka

’;’f; i} /EksepSI Tergugat mengenal gugatan kurang pihak adalah merupakan Eksepsi
Q/"-\-q N,

. t‘;g\mengada-ada dan tanpa dasar hukum yang benar, sehingga harus ditalak;
- /

Menimbang, bahwa dari dua ( 2 ) versi hukum tersebut diatas Pengadthn

) ertlrmangkan sebagal berikut :

st ,Béﬂwva Uncang-Undang Noror 14 tahun 2001 tentang Paten ( untuk selanjuthya
disebut UU Paten ) Yang mengatur hukum materiil mengenai merek dan hukum
formil tentang tata cara mengajukan gugatan, tidak mengatur mengenal masalah
eksepsi, sehingga untuk eksepsi berlaku ketentuan dalam HR;

Menimbang, bahwa tentang tangkisan atau eksepsi , HR hanya mengenal
satu macam eksepsi ialah eksepsi perihal ticak berkuasanya Hakim yang terciiri
dari dua (2) rmacam yaitu Eksepsi yang menyangkut kekuasaan absalut dan
eksepsn yang menyangkut kekuasaan relatif;

Menimbang, - bahwa eksepsi Tergugat tersebut diatas bukanlah eksepsi
perihal tidak berkuasanya Hakim melainkan eksepsi Plurium Litis Cong sortium yaity
oang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap Oleh karena itu eksepsi
tersebut tidak diputus tersendiiri tetapi dnputus bersama dengan pokok perkara;
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Menimbang, bahwa atas éksepsi tersebut, pasal 91 ayat (2) Undang-
Undang Paten telah mengatur dengan tegas sebagai berikut :
“ Gugatan pembatalan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat ('l') huruf
a diajukan dleh pihak ketiga kepada pemegang Paten melalui Pengadilan Naga.

Menimbang, bahwa dengan demikian karena eksepsi dari Tergugat tictak
berdasarkan hukum, rhaka‘ eksepsi tersebut harus ditotak.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti: -
tersebut diatas; ‘

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pengc Jugat disangkal deh
Tergugat, maka menjacii kewajiban hukum bagi Penggugat untuk men‘buktlkan
dalil gugatannya sedangkan Tergugat dapat mengajukan bukti lawan ( Tegen

,Menurrbang, bahwa Peng gugat dan  Tergugat masing-rasing telai

w

an bukti sebagalmana tersebut diatas.

.»-~-permatalan paten sederhana No, 1D.0 000 528 S berjudul Segel Penutup Tutup
Drum yangj terdaftar . atas nama Tergugat dalam Daftar Lh*um Paten di Kantor
Paten. ‘

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diajukan berdasarkan ketemuaw
ketentuan pasal 91 ayat (1) huruf a jo. Pasal 2, pasal 6, pasal 104 dan pasal 137
UU No. 14 tahun 2001,

Menrn‘bang bahwa sebelum  mempertimban Jkan gugatan Peng JU gat
torsobut oy ullp&:lliuimnqkun bt koboraton Tergugal pado Jawabaian peint 4
yang mengatakan karena penerimaan paten pada tanggal 15 April 1999 maka
terhadap permohonan sebelum adanya UJ No. 14 tahun 2001, dir dlberlal\uk'an

ketentuan pada Undang-Undang g No. 6 tahun 1989 sebagaimana yang diubah
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berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 1997 maka gugatan Perbatalan ixji
haruslah berdasarkan ketentuan dari Undang-Undang tersebut.

Menimbang, 'bahWa apa yang-didalilkan Tergugat tersebut adalah aturan
yang terdapat pada Bab XV ketentuan peralihan pasal 137 yang mengataur
perihal permchonan paten yang diajukan” sebelurn berlakunya Undang-Undarig
paten No. 14 tahun 2001 tetap diberlakUk’anv undang-undang lama, sedangkan
perihal” gugatan , tidak berlaku pasal tersébm,_ tetapi menurut Majelis Hakim
perihal gUgatan yang diajukan setelah berlakunya Undang-Uncdlang Paten No. 14

 tahun 20071 dltetapkan pasal 138 yang mengatur bahwa pada saat Undang-
Undang lnl berlaku maka Undane J-Lhdang No. 6 tahun 1989 dan nomor 13 taiun
1997 dinyatakan tidal berlaku.

Merimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan adaIVaAh Pateri
.S_ederhana No. ID 0 000 528 S milik Tergugat tersebut seharusnya tidak diberikan
oleh karené penemuan yang diberi paten sederhana tersebut ternyata telah
_i"gmakan secara komerS|al di Inclonesia deh Tergugat sebelum permmtaan
Pat n§ederhananya diajukan.

an
B |

Mentmbang, bahwa menurut clalil Penq gugat , Paten Sederhana No. ID 0

.‘0055 8 S, telah tidak baru pada saat diajukan permintaan patennya, sehirgga
) _]ar(lo dibatalkan .Syarat Kebaruan ( Nowelty ) tidak terpenuhl

Menimbang, bahwa Tergu Jat dalam tanJgapannya menyatakar

herdasarkan keterangan dari pihak inventor pada bulan Januari s/d Mei 1999
Paten’  produknya masih dalam taraf penelitian dan pengermbangan dan hal
tersebut masih dalam taraf percobaan ( trial ) mengingat ‘penemuan tersebut
sangat belum sempurna, | | |

Bahwa pasckan yang dilakukan Tergugat kepada pihak  Pertamina
berdasarkan order merupakan Segel Penutup untuk tutup  drum konvensnonal
yang sama sekali ‘berfainan dengan Paten Sederhana. yang ditemukan dleh

Saudara Agus Suglarto  selaku inventor tersebut yang menpunyal tehndlogi
yang sangat berlainan.

o
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu Petikan Resn
Pendaftaran Paten No. 1D 0 000 528 S untuk Segel penutup untuk Tutup
Drum * atas nama Tergugat yang diajuican pada tanggal 15 April 1999 dengan
nomor permohonan S '990041 dihubungkan dengan bukti T - 5 yaitu Surat paten
‘Sederhana No. ID 0 000 528 S maka terbukti bahwa penemuan yang dilindung
adalah berjudul ** Segel Pendtup untuk tutup drum “ | tanggal penerimaan
permintaan Paten 15 April 1599. '

Mehin‘bang,» bahwa berdasarkan bukti P - 1 yaitu &Jrat dari Direktur Paten
Nomor @ H3-UM.07.10.10/2005 tanJgal 12" Januari. 2005 perihal keterangan
tentang klaim dan ling gkup perlincdungan Paten Sederhana No. 1D 0 000 528 S S
dengan judul penemuan paten Segel Penutup untuk tutup .drum rmaka dnperoleh '
fakta hukum bahwa jun1ah klaim dari Paten Sederhana ID 0 000 528 S adalah 1
satu ) klaim yang meliputi : klaim ,

1. Suatu Segel penutup untuk tutup drum kemasan ol yang terdiri dari :
Suatu bddi utama tutup drum (1) yang memiliki bentuk dinding silinder dan
. baglan atasnya tertutup pada posisi simetris dekat bibir tutup drum diibuat

‘-'-'J d;g\a buan kepmgan berlubang yang mana kepnngan melebar kearah tutup
\q;l)m dan bagian bawah tutup drum terbuka untuk dapat dimasukkan ke
lbmlf drum yang akan disegel. ,

,étu ring pengaman pertama (7) yang memiliki bentuk cincin yang
. lebar kearah dalam bodi utama tutup drum (1) yang juga memiliki
kupmgan sama sepertl bodi tutup drum (1) . |

Suatu ring pengarnan kedua (8) yang merﬂhki bentuk han"plr sama dengan |
ring pengaman pertama (7) kecuali dasar ring yang melebar kearah luar sisi
kanan dan kiri ditekuk keatas. ’

Suatu sil plastisal (5) dlten'patkan dlilekukan dinding dalam tutup drum ( 1),
untuk men)amm tidak terjadinya kebocoran;

\.
Yang dicirikan oleh suatu tinta pengaman berbentuk garis yang dipasang
disisi luar membelah tengah tutup drum (1) yang hanya dapat dilihat

dengan bantuan sinar ultra - vidlet.
Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar Paten

-sederhana dengan jumiah klaim 1 ( satu ) seperti tersebut diatas seharusnya ticlak
diberikan oleh karena: penemuan tersebut ternyata telah dxgunakan -secara
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komersial di Indonesia deh Tergugat sebeiurn paermintaan paten sederhananya

ciajukan,

Menimbang, bahwa berdasarkan Jawahan Tergugat dihubungkan dengan
Ukt YT =141 dan T ~ 2 terbt.ikti bahwa Tergugat pernah memasok produkiya
hepada pihak Pertamina berupa, Segel _penutup untuk tutup drum.

Menln*!:)ang, bahwa menurut Tergugat pasokan yang dilakukan Tergugat
_kepada Pertamina . tersebyt merupakan Segel penutup  untuk  Tutup D(um

_konvensional yang sama sekali berlainan dengan Paten sederhana miliknya.

Menlrrbanq, bahwa berdasarkan buktl P - 3 berupa fotocopl Surat
Penawaran Harga No. OSG/ESI/XII/98 tertang Jal 18 Desermber 1998 terbuldi
bahwa Tergugat pada 18 Desember 1998 telah melakukan penawaran harga
kepada PT. Pertamina ( Persero ) untuk pemesanan produk segel penutup untuk
tutup drum.

7 T Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P — 6 yaitu Surat dari Tergugat
7T ah gal 15 Oktober 2004 No. OOG/ESI-DIRX/2004 yang c’ltLuukan kepada
’ ,i(j%:@l;ggru Pemasaran dan Naga Pertamina Pusat pada point no. 2 surat tersebut
i (,& ééc a,)tegas dan jelas mengakui Hak Eksklusif Paten Sederhana Tergugat
) %h /,t?r, g perr\ah dlgunakan oleh Pertamna terhitung sejak tanggal 9 Pebruari
\\""\\Q,\é@g Surat Pesanan 44 A9 N 0001,

Meninrrban'g, bahwa ternyata yang dimaksud  Surat pesanan- 44 A9 N
0001 tersebut adalah bukti surat P -4 vyaitu Surat Pesanan Barang No, 44 A
2 N0001 tanggal 9 Pebruari 1999 kepada PT.. Enomcto Srikandi- Industries
( Tergugat ¥ dan ditandatangari deh kedue belal Pihak  yaltu - Cicektur MI
Enomato Srikandi Industries Hansen Martheo dan Direktur PPDM Pertamina
serta Dirfektur Keuangan.

Menlmbang, bahwa berdasarkan bukti P — 6 dan bukti P - 4 tersebut

duhubungkah dengan keterangan Saksi | Eko Suwanto dan Saksi |

Komaruddin Agus dimana keduanya menerang gkan bhahwa Peng gugat dan
Tergugat keduanya adalah’ perusahaan rekanan Pertamina yang memasok produk
- berupa segel Penutup untuk tutup drum.
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Pada tahun 1999 Tergugat adalah perusahaan yang memasok produk segel tntuk
tutup drum , sedangkan saat ini yang memasok adalah Penggugat, maka telah
terbukti bahwa sejak tanggal 9 Pebruari 1999 penemuan berupa segel penutup
vntuk drum ternyata telah digunakan secara kbmersial di Indonesia deh Tergugat

st dengan mermasok produk yang diberi paten Sederhana tersebut kepada PT.

{artarina  vide bukti P~ 6 danP -4 ),

Menimbang, bahwa dengan telah digunakannya penemuan tersebut

~secara komersial sejak tanggal 9 Pebruari 1959 deh Tergugat sendiri, maka

penemuan tersebut telah tidak baru pada saat dimintakan Paten sederhana pada
tanggal 15 April 1999.

Menimbang, bahwa kebaruan ( novelty ) adalah merupakan persyaratan

- diberikannya Paten sederhana .

Penemuan ( invensi ) harus baru dan tidak sama dengan yang telah
diungkapkan sebelurmya baik di Incdonesia maupun di luar negeri. ;
Bahwa yang dilihat dari “ kebaruan “ adalah fungsi .

Menimbang), bahwa berdasarikan bukti P =1 dan T - 5 , Kllairn daa Hingkuy
periindungan Paten Sederhana No. 1D 0 000528 S dengan judul Pepernuan Paten _
Segel Penutup untuk Tutup Drum , adanya cirl khas yaitu : ultra violet security

line atau lapisan tinta pengaman: ( security ink } atau suatu tinta pengaman

berbentuk garis yang dipasang disisi luar membelah tengah tutup drum yang

~ hanya dapat dilihat dengan bantuan sinar ultra.violet.

ilahwa -pada bukti P - 4 bagian ‘Uraian disebutkah : dan diiengkapi dengan
engaman permalsuan terdiri dari ‘ &
a. pada bagian luar
.~ embose logo Pertamina .
~ cat dasar khusus warna biru.
~  Utra violet security line.
b. pada bagian dalam' .
- strip lipe‘ dengan ‘tulisan Pertamina pada seluruh dasar plat
( memanjang )-

Menimbang, bahwa ciri khas yang sama yaitu ultra violet security line
Pada buktl T ~ 5 dan P - 4 menurut Majelis Hakim juga menpunyai fungsi yang
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sama yéitu suatu segel pengaman tutup drum agar tidak mudah ditiru atau

dipalsukan,

Menimbang, bahwa karena secara yuridiis fungsi pada bukti T - 5 adalah
'sr\ma dengan P - 4 , maka penemuan tersebut telah tidak baru pada saat
dajukan permintasn  Patennya, maka seharusnya Paten sederhana atas

penermuan Tergugat tersehut tidak diberikan.

Menimbang, -béI'Ma ‘oleh karena seharusnya tidak diberikan Paten

Sederhana, maka Paten Sederhana No. ID 0 000 528 S dinyatakan dibatalikan
b Gl it

g/,) untuk seluruh klaimnya dengan segala akibat hukumhya.

\ ~ Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan —pertimbangan tersebut
ciatas maka petitum nomor 2,3 dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena gugatan pembatalan Paten dikabulkan perit

diperintahkan kepada Panitera untuk melaksanakan ketentuan pasal 93 Undang- "_-".

- Undang No. 14 tahun 2001 tentang Paten, oleh karenanya petitum nomor 4
.cukabulkan "

mﬂfﬁ\l‘ﬂ;ﬁEKONPENSI

‘,,If 4‘

{. { }\ﬂ&hhﬂ)ung, bahwa maksud dan tujuan gugatan F‘unqgugat aclalah seporti
ter$ebut diatas.

"
!
7
!
{
.

Menimbang, bahwa bukfi-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat'

adalah sama dengan pada bagian Kenpensi.

Menimb‘ang, bahwa pertimbangan hukum pacla bag‘ian‘ konpensi  diambil
alih dan merupakan pertimbangan pula pada bagian rekonpensi ini.

_ Menin*bang,' bahwa sebagaimana telah dipertin'bangka'n pada Konpensi
‘bahwa Paten Sederhana No. ID 0 000 528 S milik Tergugat telah dibatalikan deh
Pengadilan Naga dengan segala akibat hukurmya, oleh karena itu gugatan
Penggugat Rekonpensi yang didasari atas adanya Hak paten Sederhana tersehut

menjadi tidak relevan lagi, sehingga gugatan Penggugat harus ditolalk karena ticlak

i berdasar dan beralasan hukum.
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DALAM KONPENS! DAN REKONPENSI

Menimbang, hahwa karena ngat konpensi dikabulkan seluruhnya, meka
Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi sebagai pihak yang kalah harus
cibebani untuk membayar biaya perkara yang timbui cdalam gugatan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari- Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001
tertang Paten serta undang-undang lain yang bersangkutan.

€

MENGADILI
Dalam Konpensi

Dalam Eksepsi :
- Mendlak Eksepsi dari Tergugat.

Dalam Pokok Perkara :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
. Menyatakan penemuan Tergugat yang diberi Paten Sederhana No. 1D, 0

N (\'tb 0 528 S telah tldak baru pada saat ciiajukan permintaan patennya pada
A .)

fenbatalkan Paten Sederhana No. ID 0 000 528 S untuk seluruh
7 gkl‘ imnya, dengan segala akibat hukumnya. : -
-"iifff\/lemenntahkan Panltera ‘Pengaditan Naga Jakarta Pusat untuk segera
| menyan*pankan €>alman Putusan ini kepada Kantor Paten ( Direktorat
Paten Dltjel'l HAKJ Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
-Indonesia ) guna pelaksanaan Putusan ini sesua| dengan ketentuan pasal
93 lhdang-Undang Norrior 14 tahun 2001 tentang Paten.

Dalam Rekonpensi
- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi.

Dalam Konpensi dan Rekonpensi X _
- Menghukum Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi urtuk menrbayar
hiaya perkara ini sebesar Rp. 5.000. 000 (lima juta rupiah ).
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Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan pada hari Seiasa
tanggal 8 Maret 2005 deh CICUT SUTIARSO, SH, 'M.Hum., sebagai Ketua
tidang, SURIPTO, SH dan SUDRAJAD DIMYATI, SH., {msingmasing sebagai
Halim  Anggota  sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Naga Jakarta
-FUSét , putusan mana ;iiucapkan calam sidang terbuka untuk unum pada hari itu
jL_lgé,‘déh lviajelis Hakim tersebut dengan dibantu odeh ROMA SIALLAGAN, SH

. -Panitéra,Pengganti cibadiri deh Kuasa Huikum Penggugat tanpa dibaciri deh
Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA f HAKIM KETUA MAJELIS,
'SURIPTO.SH. o | z,/t[d

e ™
~SUDRAJAD DIMYAJ,SH. CICUT SUTIARSO, SH, M Hu
PANITERA PENGGANTI |

Léct

ROMA SIALLAGAN,SH.

YF’FM / FOT(W‘OPY
A Gengan aslinya

#luas :::.Q/J).czf
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PUTUSAN

Nomor : 018 K/N/HaKI1/2005.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara niaga dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan

sebagai berikut dalam perkara pembatalan paten antara :

PT. ENOMOTO SRIKAND! INDUSTRIES, ber-
kedudukan di Kawasan Iindustri MM-2100, Blok B-4-1,
Cibitung Bekasi 17520, .dalam hal ini membéri kuasa
kepada : Soerjanto Angkah, SH., dan Fadhly VMasril,
SH., para Advokat'dan Pengacara pada Kantor Advokat
dan Pengacara Soerjanto Angkah, SH., beralamat di ‘
‘Jalan Raya Boulevard LB 1/19 Kelapa Gadiﬁg Permai

Jakarta Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal

23 Maret 2005, sebagai Pemohon Kasasi dahulu

Tergugat ;
melawan

'PT. TRIPRIMA INTIBAJA INDONESIA, suatu per-
: serdan menurut hukum Negara ‘Republik ‘I'ndonesia,
berkedudukan di Jakarta, Jalan Pangeran ‘Jayakarta
No. 135 Blok C-3, Jakarta Pusat 10730, dalam hal ini
membéﬁ kuasa kepada :Gunawan Suryomurcito, SH.,
Yanto Jaya, SH., dan Winuriska, SH., para Advokat
dan Konsultan Paten pada Kantor Advokat dan
Konsultan Paten terdaftar‘Suryomurcito ‘& Co, ber
‘alamat di Suite 601 Wisma Pondok Indah Jalén Sﬁlian g
Iskandar Muda Kav. V-TA Pondok Indah, Jakarta

12310, berdasarkan surat kua;a Khusus tanggal 11

Nopember 2004 sebagai Termohon Kasasi dahuly

- -Penggugat;

Mahkamah../.t./.‘./
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Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan:

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon kasasi dahulu éebagai Penggugat telah mengajukan gugatan di muka
persidangan- Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang pada

pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

bahwa Penggugat adalah nraduseh barang-barang berupa segel penutup

~drum yang merupakan barang sejenis dengan segel penutup drum yang diproduks;j

oleh Tergugat;

bahv&é Penggugat harus mengalami ‘bahwa kuasa Tergugat telah me-

ngmmkan surat Somasi tertanggal 28 Oktober 2004 kepada Penggugat yang isinya

| menyatakan bahwa segel Penutup untuk tutup drum yang dibuat oleh Penggugat

untuk dnpasok kepada Pertamina tersebut telah melanggar Paten Sederhana No. ID

0 000 528 S dan meminta agar Penggugat menghentikan penggunaan segel penutup

. i untuk tutup drum yang dianggap melanggar hak Tergugat atas Paten Sederhana No.

ID 0 000 528 S tersebut;

| 'b_ahwa Pénggugat berpendapat bahwa paten Sederhana Nd ID 0000 528 S

milik Tergugat tersebut seharusnya tidak dnbenkan oleh karena penemuan yang

- kemudian diberi Paten Sederhana tersebut ternyata telah dngunakan secara komersial

dl IndoneSIa oleh Tergugat sebelum permlntaan paten sederhananya diajukan,
Dengan demikian Penggugat mempunyal kepentingan untuk mengajukan gugatan
pembatalan Paten Sederhana No. !D 0 000 528 s terhadap Tergugat berdasarkan

alasan, fakta hukum yang akan diuralkan dalam surat gugat ini, dan buktu bukti yang

“akan diajukan pada kesempatan pembuktian nanti;

bahwa Paten Sederh ana N ‘D 0000528 S diberikan atas permintaan yang
dxajukan oleh Tergugat dengan Nomor Permintaan Paten : S. 990041 dengan Tanggal
Penerimann. Parmintaan Patan - 1 April 1000:

bahwa penemuan yang diberi Paten Sederhana No. ID 0 000 528§ tersebut

yang berjudul segel penutup untuk tutup drum temyata telah dlgunakan secara

komersnal /‘/
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komersial di Indonesia oleh Tergugat setidak-tidaknya sejak tanggal 9 Pebruari 1999,

yaitu dengan memasok produk yang diberi Paten Sederhana tersebut kepada PT.
Pertamina (Persero);

bahwa dengan telah digunakannya penemuan tersebﬁt secara komersial pada
tanggal 9 Pebruari 1999 oleh Tergugat sendiri, maka penemuan tersebut telah tidak
baru pada saat dimintakan Paten Sederhana pada tanggal 15 April 1999;

bahwa oleh karena penemuan tersebut telah tidak bafu pada saat diajukan
permintaan palennya méaka behdebHyd Paten bederhdnd alas penemuan leryugal
tersebut tldak dnbenkan |

bahwa oleh karena seharusnya tidak diberikan paten sederhana, maka Paten
Sederhana No. ID 0 000 528 S dapat dibatalkan oleh Pengadilan berdasa_'rka'n:
gugatan yang':-:éiiajuléan oleh pihak ketiga;

' bahwa terle.bih lagi, ternyata Paten Sederhana No. ID 0 000 528 S tersebut

apabila digunakan atau dilaksanakan akan bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku oleh karena penemuan yang diberi paten
/ sederhana tersebut mengandung merek dagang terdaftar milik PT. Pertamina
,; (Persero). Undang-Undang yang dilanggar dalam hubungan ini adalah Undang-

Undang Nomo,g;. 15 T_ahun 2001 tentang Merek:

bahwa fata-fakta tersebut di atas yang didukung dengan bukti-bukti yang akan

’ dnsampaxkan dalam Acara Pembuktian membuktlkan bahwa penemuan Tergugat yang

- d:ben paten: Sederhana No. ID 0 000 528 S, telah tldak baru pada saat diajukan

permintaan patennya, sehingga harus dibatalkan;

' bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon

kepada Pengadllan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan

putusan sebagan berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya

2. Menyatakan penemuan Tergugat yang diberi Paten Sederhana No.IDO OOO 528 S

telah tidak baru pada saat diajukan permintaan patennya pada tanggal 15 Aprnl

- 1999;

3. Membatalkan../!./
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Membatalkan Paten Sederﬁana(No. iD O 000 528 S untuk seluruh klaimnya,
dengan seéal’a akibat hukumnya;

Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Qntuk segera me-
nyampaikan salihan putusan ini kepada Kanior Paten (Di_rektorat Paten, Ditjen
HKI, Depaﬂf’(é‘men Hukum dan HAM RI), gdna pelaksanaan putusan ini sesuai

dengan ketentuan Pasal 93, Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten;
Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara
ini; : !

Bahwa terhadap gugatan Penggugaf tersebut, Tergugat telah méngajukan

eksepsi dan gugatan rekonpensi yang pada pokoknya sebagai berikut : <

Dalam Eksepsi :

Exeptio Plurium Litis Consortium (kurang pihak) :

Bahwa gugatan pembatalan dari Penggugat terhadap Tergugat selaku pihak yang
memegang hak Paten'Sederhana ini, dimana Tergugat bukanlah pihak yang

menemukan tentang proses maupun hasil produksi barang- barang berupa Segel

_Penutup untuk tutup drum tersebut:

__1Bahwa Tergugat mendapatkan hak dani 1zm dari Penemu pertama kali atas barang- -

) _bara g ‘berupa- segel penutup untuk tutup drum tersebut untuk didaftarkan pada

,»Kantpr Paten

Bahwa segala dlscnptlon yang m°ncakup bndang tehmk uraian lengkap penemuan

beserta fungsi dan kegunaannya agar segel penutup untuk tutup drum tersebut

’mempunyal qualifikasi dalam penggunaannya merupakan hak dari inventdr

tersebut sebelum pendaftarannya

Bahwé oleh karena itu gugatan pembatalan atas Paten Sederhana ini haruslah
mengikut '-se__l;takan pihak Inventor yang pertamakali menemukan invensinya

tersebut;

Bahwa ternyata Penggugat dalam gugatan Pembatalan Paten Sederhana ini tidak
menyertakan pihak Inventornya, sgh_ih‘gga gugatan dalam perkara ini kurang pihak;
- Bahwa. 4/
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- Bahwa karena gugatan pembatalan ini kurang pihak, maka sudah sepatutnyalah

gugatan pembatalan ini tidak dapat diterima;

Dalam Rekonpensi :

Bahwa apa yang termuat dalam konpensi tersebut, termasuk pula dalam
rekonpensi ini;

Bahwa sebagaiamana yang telah diuraikan dalam konpensi di atas, pihak Peng-
gugat- fne’mpunyai maksud itikad buruk dalam me_ngajukan gugatan pembatalan

Paten Sederhana yang merupakan hak eksklusif Tergugat tersebut;

Béhwa guna melindungi hak-hak eksF:lusif atas. Paten Sederhana yang ménjadi
hék 'darib'-'\fTergugat, sebagai pihak yang paling dirugikan, karena tidak men-
dapatkan bérlindungan hukum sebagaimana mestinya, maka dalam rekonpensi ini,
'i'ergugat/Penggugat rekonpensi mohon agar Pengadilan Niaga mengeluarkan
Penetapan Sementara untuk menghentikan sementara segala kegiatan yang dapat

dlkategonkan sebagai pelanggaran Paten dan pelanggaran hak yang berkaitan

dengan Paten;

Bahwa pengeluaran Penetapan sementara tersebut sangatlah dnperlukan meng-

mgat dalam Gugatan Pembatalan ini adanya pihak-pihak yang tetap melakukan

'tmdakan yang melanggar hak eksklus:f Paten Sederhana dan Tergugat/ Peng-

gugat ekonpen51 tanpa adanya kehendak untuk menghentikan tindakan tersebut,

"'oleh karenanya Pengeluaran Penetapan Sementara tersebut ditujukan kepada

plhak-plhak yang melakukan pelanggaran tersebut tidak terbatas pada Peng-

gugat/T ergugat Rekonpens« saja;

Bahwa berlakunya Penetapan Sementara tersebut sampai adanya putusan Badan

Peradilan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti;

Bahwa karena adanya itikad buruk dari Penggugat/T ergugat RekonpenSI dengan
cara melakukan perbuatan yang memproduksi barang -barang darj Tergugat yang
dilindungi oleh Paten c=derha '@ tersebut, sehingga perbuatan tersebut di

kategorikan sebagal Perbuatan yang melawan hak eksklusif dari Tergugat;
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- Bahwa oiéh k_arena itu perbuatan Penggugat/Tergugat Rekonpensi tersebut
k' melanggar hak eksklusif Paten Sederhana dari Térgugat, yang dampaknya bukan
ééjé menimbulkan kerugian dari Tergugat, akan tetapi merupakan suatu krisis
xkepercayaan untuk setiap investor asing yang akan menanamkan investasinya di
Indonesia; |
- Bahwa oleh karena itu perlu kiranya untuk menghukum Penggugat/Tergugat
Rekonpensi untuk iidak lagi memprodukéi barang-barang yang sejenis dengan
produk51 Tergugat/Penggugat Rekonpensi yang dlllndungl Paten Sederhana dart‘

Tergugat/Penggugat Rckonpu 1si tersabut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonpen5|
mohon kepada Pengadilan Nlaga pada Pengadilan Negeri Jakarta agar memberikan

putusan dalam Rekonpenm sebagai berikut :
E"f-.. - Mengabulkan gugatan Rekonpensi dari Tergugat/Penggugat Rekonpensi ter-sebut:
Menyatakan Penggugat/Tergugat Rekonpensi beritikad buruk;

Menyatakan Penetapan Sementara yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga

ini tetap berlaku secara sah sampai adanya putusan dalam perkafa ini yang

mempunyai’ kekuatan hukum tetap;

- Menghukum PenggugaUTergugat Rekonpensn untuk mentaatl serta menghormati

Hak ‘Eksklusif Tergugat/Penggugat Rekonpensi atas Paten Sederhana No.

;IDOOOO 5288 tersebut dengan menghentikan setiap produksi barang sejenis

dengan produksi barang Tergugat/Penggugat Rekonpensx yang d:lmdungl Paten

Sederhana tersebut;

- - Menghukum Penggugat/T ergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara

i yang timbul: dalam gugatan perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut- Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan tanggal 8 Maret 2005 No.

. '65/PATEN/12004/PN._NIAGA/JKT.PST yang amarﬁya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konpensi
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Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokdk Perkara‘ :‘

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan penemuan Tergugat yang diberi Paten Sederhana No. ID.,Q 000 528
S telah tidak baru pada saat diajukan permintaan patennya pada tanggal 15 April

1999:

3. .Membéfalkan Paten Sederhana No.- ID 0 000 528 S untuk seluruh klaimnya,

dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan Panitera Pengadllan Niaga Jakarta Pusat untuk segera me- .
nyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Paten (Direktorat Paten, Ditjen
HAKI Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indon'esia). guna
pelaksanaan putusan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 93 Undang-Undang

*Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten;

" Dalam Rekonpensi :

- Menoclak gugatan Penggugat Rekonpensi;

Dalam_ KOnpehsi dan Rekonpens;i :

; Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar blaya S

perkara ini sebesar Rp. 5.000.000.- (lima ;uta rupiah);’

Bahwa sesudah putusan Pengadxlan Niaga pada Pengadllan Negeri Jakarta

Pusat tersebut dlbentahukan kepada Tergugat pada tanggal 21 Maret 2005, kemudian

- terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa

khusus tertanggal 23 Maret 2005 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada

-tanggal 30 Maret 2005 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor

11/Kas/HKI PATEN/ZOOS/PN Niaga. JktPst jo. No 65/HK|-PATEN/2004/PN.Niaga/
Jkt.Pst yang '—dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri /Nﬁaga Jakarta Pusat,
permohonan mana kemudian dssusul oleh memon kasasi yang memuat alasan- alasan

yang dltenma di Kepanlteraan Pengadllan Negen/Nlaga Jakarta Pusat

pada. /V‘/
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pada tanggal 1 April 2005;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 5 Aprit 2005 telah
disampaikan salinan permohonan kasasi dan Salinan memori kasasi dari Pemohon
Kasasi, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Peng"avc.ji_laﬁ-
Négeri/NiagaQakarta Pusat pada tariggal 14 April 2005 ; |

Menirfnbang, bahwa permohcnan kasasi a quo beéerta alasan-alasannya
telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang
waktu dan dengan dara yang ditentukan dalam Undang-Undung, mukg olah karon ity

permohonan kasasi terseb’ut formal dapat diterima;
‘Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yaﬁg diankan oleh Pemphon
Késasi dalam p_:nemori kasasinya tersebut pada pokoknya : |
1. Judex facti:.telah melampaui batas wewenangnya :

Bahwa ghgatan pembatalan Paten Sederhana No : 0 000 528 S tersebut yang
diajukan oleh Termohon Kasasi (dahulu Pernggugat) hanyalah tentang : Segel

Penutup untuk tutup Drum saja, tidak termasuk ring pengaman yang

tercantum dalam Paten Sederhana milik Pemohon Kasasi tersebut;

' S _Bahwé dalam Paten Sederhana milik Pemohon Kasasi/T ergugat yang
~ yraiannya, terdiri dari :

- B’ahWa karenanya pertimbangan hukum judex facti yang mengabulkan

seldruh'gugatan pembatalan atas Paten Sederhana tersebut telah me-

lampaui ‘wewenangnya dengan'mengabulkan gugatan yang melebihi apa

yang dimintakan, sehingga merugikan Pemohon Kasasi;

- Bahwa Ring Pengaman (Cincin Pengaman) tersebut merupakan uraian
benemuan yang berlainan dengah Segel Penutup untuk tutup dvrum tersebut,
hal- tersebut ternyata dengan bukti bertanda P.8, yang mér_ﬁpakan contoh
cincin pengaman tutup Drum milik Penggugat (sekarang Term»ohon Kasasi),
dalam hal tersebut gecara tidak langsung diakui-oleh Termohon Kasasi
/Penggugat, tentang adanya ring pengaman yang bukan bagian dari Segel

P.:enutup _Qntuk tutup'drum tersebut dan hal tersebut ternyata bula dalam

bukti 4"
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bukti P-6A iklan harian kompas tertanggal : 15 Desember 2004, halaman 37,

tentang perbedaan segel penutup untuk tutup drum dengan ring pengaman

- tersebut;

- Bahwa karena itu judex facti telah melampaui batas wewenangnya dengan

mengabulkan seluruh pembatalan Paten Sederhana tersebut, yang terdiri dari
4 (empat) bagian penemuan, sedangkan yang dipersengketakan:hanyalah 1
(satu) bagian yaitu "Segel Penutup untQk tutup drun'j.”,- sehingga judex facti
'tvolah mongabulkan lebih daripada yang disengketak_an _-’déngan melampaui

kewenangannya;

2. Judex facti t‘elah'keiiru menerapkan hukum tentang kebaruan :

Bahwa judex facti dalam menerapkan hukum tentang kebarugn ‘hanyalah

* menilai penggunaan Segel Penutup untuk tutup drum yang pemah di gunakan

oleh Pemohon Kasasi tersebut tanpa membedakan segel penutup untuk tutup
drum yang mana yang pernah digunakan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat
tersebut, karena segel penutup. untuk tutup drum penemuan dari Sdr. Agus
Sugiarto yang diberikan Paton Sodorhunu tor-sebut sangal borlninan, bhaik

bentuk maupun fungsinya dengan Segel Pénutu_p tutup drum yang mungkin

s Vp'.e_rnah digunakan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut;

akah segel penutup untuk tutup drum yang konvensial ataukah segel

; péﬁutup untuk tutup drum yang ditemukan oleh Sdr. Agus Sugiarto. selaku™ -

Investor yang menguraikan bentuk maupun fungsinya, karena bse;suai d‘eA'n‘gan_:
Pasél?105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 yang berbunyi :
.“Dalam melaku_kan pemeriksaan substant_if. Direktorat Jenderal hanya
memeriksa kebaruan sebagéimana yang dimaksud dalam Pasal 3 dan

keterterapannya dalam industri (industrial applicability) sebagaimana yang

-dimaksud dalam Pasal 5”;

Dalam penjelaéannya Pasal 105 ayat (5) yang berbunyi : “(5) yang di maksud

dehga‘p kebaruan adalah bukan sekedar berbeda ciri tehnisnya, melainkan

juga harus memiliki fungéi/kegunaan yang lebih praktis dari

Y
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investasi sebelumnya”;

Béh'wa kegunaan ring untuk pengamanan dari penenﬁuan Sdr. Agus Sugiarto
tefsebut lebih sangat berfungsi dari segi pehgamannya (security-rjya) #dari>
“Segel Penutup untuk tutup Drum”, yang mungkin pernah di perggnakalw' o
secara kbnvehsional, tanpa adanya fungsi pengaman tersebut;
l'lut;wa solain itu judox facti juga lidak monorapkan kotontyan dalam Pasal ."/l '
ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, yang berbunyi : “Invensi juga
tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas)
bulan 'sebelum tanggal penerimaan témyata ada pihak lain yang me-
ngumumkan dehgan cara melanggar kewajiban untuk menjaga kerahasian
Invgnéi tersebut”;
- Baf;wa Sdr. Agus Sugiarto selaku pihak yang menemukan bentuk maupun
fungsi‘wdari barang-barang yang dilindungk Paten Sederhana tersebut tidak
pernah mengumumkan dan/atau mempergunakan peﬁemuannya tersebui
selama jangka waktu yang disyaratkan' oleh Undang-Undang, sehingga

karenanya yang bersangkutan tetap mempunyai hak untuk mendaftarkan atau

memberikan kepada pihak lain untuk me.ndaftarkanny'a;

".B."a‘h?wa sebagai illustrasi untuk perbandingan Pemohon Kasasi melampirkan
copy surat Direktorat Jenderal Hak Kelfayaan Intelektual Departemen Hukum

\ 4 dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 01 Maret 2005,
'.‘dibawah Nomor : H2-HC.O4‘06-4.6 tersebut, yang isinya antara lain : "“Menolak
Permohonan PT. PERTAMINA (PERSERO) tentang bentuk cincin(pengaman

tutup 'drum, karena telah diungkapkan dalam permintaan pateﬁ sederhana No.

‘ S-990042 tanggal : 15 April 1999, surat paten sederhana No: 1D.0.000.528.S
(erseburl yung merupakan hak dari Pomohon. Kasasi/ Tergugal” (copy

lampiran PK-1, 2, 3 dan 4);

- Bahwa karena itu sifat kebaruan dari penemuan S'dr, Agus Sugiérto tersebut
telah mutlak/absolut dan berlainan dengan yang pernah digunakan oleh pihak
lain dalam hal ini Pertamina, yang bersifat konvensional tersebut;
(perbandingan bukti bertanda T-1 dan T-2 tersebut);

- Bahwa./.'x"/
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- Bahwa karena itu judex facti telah keliru dalam menerapkan hukum tentang

syarat kebarauan dalam perkara ini:
3. Judex facti lalai dalam menerapkan peraturan perundangan :

- | BahWa dalam gugatan pembatalan paten perkara ini dalarﬁ pertimbangan
ﬁukumnya judex facti haruslah cermat datg’m memuat ketentuan yang tertera
dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tersebut, dimana dalam Pasal
92 Undag-Undang tersebut .berb?tnyi._‘:‘“Jika gugatan pembatalan Paten
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 91 hanya mengenai satu atau

beberapa klaim atau bagian dari klaim, pembatalan dilakukan hanya terhadap

klaim yang pembatalannya digugat”;

- B_ahwa gugatan bembatalan paten dalam perkara ini yang dipersengketakan‘
hg‘?yalah “Seéel Penutup untuk tutup drﬁm ‘saja' dan tidak termasuk dalam .

_ (b/ : ‘»ba/gian dari ring pengaman (cincin pengaman) pertama maupun ring
/ pengaman kedua dan seterusnya, sehingga seharusnya putusan pambatalan.

dalam perkara ini hanyalah segel penutup untuk tutup drum saja, bilamana

\_/ _dlkabulkan dan tidak’ menyangkut penemuan lainnya yang tidak diper-

sengketakan

-~ - Bahwa karena judex facti lalai dalam memenuhi syarat yang dlwapbkan oteh )

i peraturan perundang-undangan dalam putusan perkara ini, yang me-
. ngancam kelalalan ltu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
Menimbang,
Mengenai, keborat:m~l<eber:.1la:) kasasi ad.1 s/d ad, J lidak dapat dnbnnarkan sebab
judex facti Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sudah tepat dan tldak salah menerapkan
hukum oleh karena :
a. Ternyata Jumlah klaim dari Paten Sederhana 1.D. 0.000 528 S dengan judul “Seéel
4 Penutup untuk Tutup Drum” adalah 1 (satu) Klaim yang meliputi : suatu bodi
utama penutup drum, satu rng pengaman pertama dan satu ring pengaman _
~ kedua, 1 Sil plastisol yang dncmkan oleh suatu tinta pengaman yang merupakan

satu kesatuan yang tidak dapat dipisah- plsah satu dengan yang laln dan

merupakan judul “Segel Penutup Untuk Tutup Drum (bukti P- 1)

b. Tornyaln,,/.“/
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b. Ternyata Tergugat telah menggunakan penemuan berupa Segel Penutup Untuk
Tutup Drum tersebut pada ténggal 9 Februari 1999 sehingga penemuan tersebut .
tidak baru lagi pada saat dimintakan Paten pada tanggal 15 April 1999 (bukti P-6

dan F’%‘): '.

. ¢.. Ternyata ada ciri khas yang sama dari Paten Sederhana tersebut yaitu Ultra Violet

Security Line (bukti T-5 dan P-4) yang hanya dapat dilihat dengan bantuan sinar
ultra violet yang dilengkapi pengaman pada bagian luar maupun bagian dalam
yang sekaligus mempunyai fungsi yang sama yaitu suatu segel pengaman tutup

drum agar tidak mudah ditiru atau dipalsukan (bukti T-5 dan P-4);

Menim'bang, bahwa berdasarkan pertimbahgan tersebut diatas, lagi pula

_tidak teryata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta

Puéat dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka

rermohonan kasasi yang diajukan oleh PT. ENOMOTO SRIKANDI INDUSTRIES

" tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka

VrPemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun. 2004,
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagairhana telah diubah dengan Undang-

Undan{; Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 serta

- --Undang-Undang lain yang bersangkutan :

MENGADIL!I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. ENOMOTO
SRIKANDI INDUSTRIES tersebut:

Menghukum Pemohoh Kasasi dahulu Tergugat untuk membayar. biaya

perkara dglam tingkat kasési ditetapkan sebesar Rp. 5.000;000,- (Iima._'juta rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawératah Mahkamah
Agung pada‘ hari Kamis tanggal 21 Juli 2005 dengan H. Abdul Kadir Mappong, SH.
Ketua Muda yang.ditunjvuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Prof.

Dr. H. Muchsin, SH., dan H Atja Sqndjaja, SH., para Hakim Agung sebagai Hakim-
Hakim.. 4
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Hakim Anggota, putusan mana ‘diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum- ;5%

4

4

;-fr—-—

hari itu  juga oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Prof. Dr;‘
.
d

Muchsin, SH dan H. Atja Sondjaja, SH., sebaga| Haknm Haklm Anggota serta .;\‘j
{
Widagdo, SH MH Panitera-Pengganti dengan tndak dnhadm oleh kedua belah pih L
' -
Hakim-Hakim Anggota, : Ketua,
d. S | ttd.
Prof. Dr. H. Muchsin, SH. o .. H. Abdul Kadir Mappong, SH.
ttd. '
H. Atja Sondjaja, SH. |
Biaya- biaya : i Panitera-Pehgganti.
1. Meterai ................0.........Rp. 6.000,- : ttd.
2. Redaksi Putusari ...............Rp. 1.000.- Panji Widagdo, SH. MH.
3Avédmin'istrasi Kasasi............. Rp. 4.993.000,-
Jumlah R .. e W RN OflF 0com

Untuk Salinan ~
Mahkamah Agung R.I.
Na
/

'(..'\:‘: .
tarak Pefdata Niaga A//

(A

. et vy NIP. 040.018.142.
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